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Pengantar Penulis ... 


Rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT yang selalu 
memberikan kekuatan, kesabaran, keseimbangan dan daya tahan tubuh 
serta pikiran sehingga buku ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam 
selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, 
para keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. 

Buku yang ada di tangan pembaca ini pada awalnya berjudul 
“Pemikiran Hukum Ulama Banjar terhadap Perkawinan Islam di 
Kalimantan Selatan”. Setelah melakukan revisi seperlunya dan disertai 
tujuan agar karya ini bisa dibaca semua kalangan, di antara beberapa 
kata pada judul tersebut ada yang ditambah dan ada pula yang di- 
kurangi. Buku ini akhirnya berjudul MENELUSURI PEMIKIRAN 
HUKUM ULAMA BANJAR KONTEMPORER. 

Buku ini mengkaji pendapat ulama Banjar berkaitan dengan 
beberapa persoalan dalam perkawinan Islam. Namun kajian yang di- 
lakukan tidak hanya sekedar mendeskripsikan pendapat-pendapat ulama 
Banjar tetapi dianalisis pula melalui usu/ al-figh dan bahkan berupaya 
untuk mengkaji metode-metode yang digunakan serta alasan mereka 
menggunakan atau memilih metode-metode tersebut. Oleh karena itu 


untuk menambah warna pada kajian ini, dua hal terakhir yaitu metode- 
metode dan alasan-alasan menggunakan beberapa metode tersebut 
dalam buku ini dikaji melalui teori sosiologi pengetahuan. 

Diakui, ternyata bukan pekerjaan yang mudah untuk membaca 
secara utuh alur pikiran seseorang, sebab untuk mengetahui hal tersebut 
diperlukan adanya interaksi yang mendalam bahkan menghabiskan 
waktu yang cukup panjang. Demikian pula membaca pemikiran orang- 
orang yang disebut sebagai ulama yang dalam hal ini adalah pemikiran 
hukum ulama Banjar. Ulama ini hampir dipastikan menguasai ilmu- 
ilmu agama Islam dengan baik, terlebih lagi pada disiplin ilmu yang 
ditekuni dan diamalkan mereka selama ini. 

Berdasarkan dari kajian maksimal yang dilakukan, di sini penulis 
hanya dapat menyatakan bahwa jika terdapat perbedaan pendapat di 
antara para ulama ini sebenarnya bukan menandakan bahwa salah satu 
di antara mereka lebih baik atau lebih “alim dari yang lainnya. Per- 
bedaan merupakan hal yang wajar terjadi dan penyebabnya sangat 
mungkin karena adanya perbedaan kecenderungan, disiplin ilmu yang 
digeluti dan pendekatan dalam memahami Islam khususnya berkaitan 
dengan persoalan-persoalan hukum perkawinan Islam, bahkan ter- 
masuk juga bahwa perbedaan itu adalah fitrah manusia. 

Misalnya dalam buku ini disebutkan bahwa sebagian besar ulama 
Banjar memandang penting adanya perubahan hukum pada beberapa 
persoalan, tetapi sebagian lainnya tidak menyetujui perubahan tersebut. 
Perbedaan ini tentu sangat dipengaruhi berbagai faktor di antaranya 
seperti yang disebutkan di atas. Perbedaan justru menunjukkan adanya 
dinamika dalam pemikiran hukum ulama Banjar. Di samping ada yang 
masih bercorak tradisionalisme, tetapi tidak sedikit bercorak modernisme 
yang berorientasi pada kemaslahatan, bahkan di antara mereka ada yang 
dapat memperlihatkan diri sebagai Muslim kosmopolitan. 

Selanjutnya jika terdapat perbedaan pandangan antara penulis 
dengan yang dipahami ulama Banjar, bisa jadi penulis keliru memahami 
pendapat mereka dan keliru pula dalam membaca kecenderungan 
mereka. Walaupun penulis juga memastikan bahwa kajian ini dilakukan 
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dengan serius dan maksimal serta melalui kaidah-kaidah sesuai dengan 
prosedur penulisan karya ilmiah yang berlaku. Namun sebagai manusia 
harus diakui dan disadari bahwa kekhilafan atau kesalahan juga tidak 
pernah luput dari kehidupannya, termasuk pula kajian-kajian yang 
terdapat dalam buku ini. Setidaknya buku ini memiliki kontribusi 
terhadap peta dan perkembangan usul! al-figh-nya (pemikiran hukum) 
ulama Banjar. Selama ini ulama banjar lebih dikenal tentang tasawufnya, 
sementara berkaitan dengan usu/ al-figh cenderung belum menjadi 
perhatian di berbagai kalangan, sementara persoalan-persoalan kontem- 
porer selalu muncul dalam bidang hukum Islam. 

Akhirnya, penulis ingin menyatakan bahwa buku ini tidak dapat 
terwujud tanpa adanya spirit dan kasih sayang Allah serta bantuan, 
saran, masukan, bimbingan, arahan, motivasi bahkan pengorbanan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu penulis bersyukur kepada Allah SWT 
dan melalui pengantar ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih 
yang sebanyak-banyaknya kepada guru-guru sejak di kelas Diniyah 
(Dasar), Tsanawiyah, Menengah Atas, guru-guru di pondok pesantren 
Al-Falah Banjar Baru Kalimantan Selatan, guru-guru yang membimbing 
jati diri sampai guru-guru di Perguruan Tinggi. 

Dalam hal ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh 
guru-guru penulis, di sini hanya ada beberapa nama yang sempat 
disebutkan di antaranya adalah Guru H. Burhanuddin (alm), Guru H. 
Abdullah Basya, Guru Antung Ahmad (Gusti Ahmad Nur), K.H. 
Muhammad Mujib Musta'in Ramli, Prof. Dr. H. Abd. A'la, MA, Prof. Dr. 
H. M. Amin Abdullah, MA, Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag, Prof. 
Noorhaidi Hasan, MA, M. Phil, Ph.D, Prof. Masdar Hilmy, MA, Ph.D, 
Prof. Dr. H. Achmad Saiful Anam, M.Ag (alm), Prof. Dr. H. Ahmad 
Zahro, MA, Prof. H. Syafig A. Mughni, MA, Ph.D, Prof. Dr. H. Shonhaji 
Saleh, Dip. Isl, Prof. Dr. H. Zainuddin Maliki, M.Si, Prof. Dr. H. Faishal 
Hag, M.Ag, Dr. Ahmad Nur Fuad, MA, Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, 
MA, Dr. H. Abd. Salam Nawawi, M.Ag, Dr. H. Ibnu Anshori, MA dan 
Dr. H. Fathoni Hasyim, M.Ag. 
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Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, 
SH, MH selaku Rektor IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah yang 
memberikan dukungan agar tetap bersemangat untuk selalu berkarya. 
Terima kasih pula karena bersedia memberikan sambutan pada buku 
ini. Hal yang sama kepada seluruh kolega baik teman-teman satu 
angkatan di Pascasarjana UIN Sunan Ampel tahun 2014 ataupun teman- 
teman di tempat kerja yaitu di IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah. 

Ucapan terima kasih selanjutnya kepada Ulama Banjar yang 
bersedia direpotkan penulis sewaktu mengumpulkan data. Mereka 
adalah Guru Danau (Guru H. Asmuni) di Danau Panggang, Guru H. 
Muhammad Bakhiet di Nurul Muhibbin Bitin, Guru H. Ahmad 
Zuhdiannor di Banjarmasin, Guru H. Husin Nafarin, Lc, MA di Pondok 
Pesantren Rakha Amuntai, Guru H. Supian Surie, Lc di Pondok 
Pesantren Ibnul Amin Pamangkih, Guru H. Muhammad Naupal di 
Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Guru H. Zarkasyi Hasbi, Lc 
di Pondok Darul Hijrah Cindai Alus, Guru H. Nursyahid Ramli, Lc di 
Pondok Pesantren Al-Falah Putera, dan Ustazah Dr. Hj. Habibah 
Djunaidi, MA di Pondok Pesantren Al-Falah Puteri. 

Kedua orang tua penulis: ayahnda Husni dan ibunda Tasminah. 
Keduanya, karena faktor ekonomi tidak sempat menyelesaikan sekolah 
dasar, tetapi penulis sangat bangga memiliki orang tua seperti mereka. 
Penulis berada di posisi seperti ini karena doa mereka yang tidak pernah 
putus agar penulis mendapatkan kemudahan, keberhasilan dan 
keberkahan bahkan mendoakan agar penulis menjadi orang “alim serta 
sukses dunia akhirat. Ayahnda mertua Ruslan Effendi dan ibunda 
mertua Rusmilawarni yang turut pula mendoakan keberhasilan penulis 
sekeluarga. 

Isteriku tersayang Rina Erlianie, S.Pd.I, pendamping hidupku, 
tempat berkeluh kesah dan berbagi suka atau pun duka. Dengan penuh 
ketulusan dan kesabaran ia menjalani hari-hari tanpa kehadiran penulis, 
dapat memahami keadaan penulis selama studi, bahkan dengan ikhlas 
menggantikan peran yang mestinya dilakukan penulis. Doa yang 
diberikan kepada penulis pun tidak pernah putus di setiap sujudnya 
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sehingga hal ini memberikan kekuatan pada penulis untuk tetap stabil 
dan fokus menyelesaikan studi. 

Anak-anakku Wafid Syuja' Vennovary Benevolent yang kini (2017) 
berada di kelas I MA Pondok Darul Hijrah Putera Cindai Alus 
Martapura Kalimantan Selatan dan Itmam Agmar Rasikh Ramahurmuzi 
yang kini duduk di kelas V MIN Pahandut kota Palangka Raya 
Kalimantan Tengah. Keduanya adalah buah hati kami dan jagoan kami 
yang menjadi pemberi semangat tersendiri bagi penulis. 

Adik-adik penulis dan seluruh keluarga baik dari pihak penulis 
sendiri ataupun pihak isteri yang turut pula memberikan perhatian 
kepada penulis. Kerabat, kolega dan orang-orang berjasa yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu disini, tidak ada yang dapat dikatakan 
selain ucapan terima kasih. Penulis hanya bisa bermohon kepada Allah, 
semoga Allah SWT memberikan balasan yang tidak terhingga kepada 
mereka yang telah berperan baik secara langsung ataupun tidak secara 
langsung dalam penulisan buku ini. 

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat untuk seluruh 


lapisan masyarakat dan menjadi amal saleh. Amin ya Rabb al- “Alamin. 


Dr. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag. 
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Rekontekstualisasi Metodologi Hukum Islam: 
Sebuah Pengantar 


Prof. Masdar Hilmy, M.A., Ph.D. 
(Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya) 


Beberapa persoalan yang dikaji dalam buku ini merupakan persoalan- 
persoalan yang cukup menarik untuk didiskusikan. Misalnya tentang 
akad nikah yang tidak dicatat secara resmi, poligami di zaman sekarang, 
cerai di luar pengadilan, nikah di masa idah dan kemungkinan idah 
pada suami. Beberapa persoalan tersebut dikonfirmasi kepada ulama 
Banjar, sehingga kajian ini pun berupaya untuk mengidentifikasi metode- 
metode hukum yang digunakan ulama Banjar, termasuk pula alasan- 
alasan mereka menggunakan metode-metode tertentu dalam status hukum 
persoalan-persoalan yang diajukan. 

Jika dilihat dari proses yang dilakukan, pendekatan ilmu usu! al- 
figh terasa kental dalam kajian ini bahkan esensi dari kajian ini pun 
sangat beraroma usul! al-figh. Namun dalam dunia hukum Islam kajian- 
kajian yang berkaitan dengan persoalan hukum Islam tidak luput dari 
sorotan usul al-figh. Suatu hukum justru terasa kering jika diproses tanpa 
melalui kajian-kajian metodologis seperti ini, sebab usu! al-figh itu sendiri 


merupakan kumpulan metode yang fungsinya digunakan untuk 
mengkaji persoalan-persoalan hukum Islam. 

Sekalipun demikian, usu! al-figh tetaplah sebagai alat yang 
penggunaannya pun tergantung dari orang yang memakainya. Jika 
orang yang menggunakan usu/ al-figh berpikir tekstual, kaku, rigid, 
normatif maka hasil kajian yang dilakukan pun tidak jauh dari gaya 
berpikir orang yang menggunakan teori-teori usul al-figh itu. Begitu juga 
jika orang yang menggunakan usul al-figh berpikir kontekstual, sosial 
historis dan menyadari adanya perubahan-perubahan maka hasil kajian 
yang dilakukan pun cenderung demokratis, moderat dan tentu lebih 
mengedepankan pada aspek kemaslahatan serta efektivitas pelaksanaan 
suatu hukum. 

Jika dilihat dari dua gaya berpikir yang disebutkan di atas, saya 
lebih cenderung mengatakan bahwa saudara Abdul Helim berada pada 
gaya berpikir atau pada kategori yang kedua. Penilaian ini muncul 
karena sebagaimana diketahui bersama bahwa teori-teori atau metode- 
metode usu/ al-figh itu dirumuskan para ulama sejak masa tabi' tabi'in, 
kemudian berkembang dan diteruskan oleh ulama para pengikut masing- 
masing mazhab. Artinya, teori-teori atau metode-metode usul al-figh itu 
dirumuskan sejak masa klasik, tetapi dalam buku ini penulis mampu 
menggunakan teori-teori tersebut dan mendialogkannya dengan situasi 
saat ini sehingga hasil kajian yang dilakukan pun tampak hidup. 

Misalnya tentang pencatatan akad nikah. Dari hasil kajian yang 
dilakukan dalam buku ini dinyatakan bahwa pencatatan akad nikah 
dapat menjadi syarat terlaksananya akad nikah atau dapat pula menjadi 
salah satu rukun yang harus dilakukan dalam pelaksanaan akad nikah. 
Persoalan lainnya tentang poligami, memang dibolehkan dalam Islam 
dan dibatasi hanya sampai empat orang istri disertai syarat yang ketat 
tetapi dengan berbagai analisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan 
bahwa poligami di zaman sekarang lebih banyak menimbulkan 
kemudaratan. Berikutnya tentang perceraian di luar pengadilan dapat 
menimbulkan kemudaratan yang besar, tidak hanya merugikan salah 
satu pihak tetapi dapat merugikan pula pada kedua pasangan suami 
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istri itu. Oleh karena itu perceraian mesti dilakukan di dalam per- 
sidangan. Namun penulis juga menyatakan bahwa jika perceraian telah 
terjadi di luar pengadilan dan kemudian salah satu pasangan men- 
daftarkan kasus yang dihadapi ke Pengadilan Agama maka seyogyanya 
hakim pengadilan mempertimbangkan telah terjadinya perceraian 
tersebut dengan tetap memperhatikan proses-proses beracara. Adapun 
berkaitan dengan idah, saudara Abdul Helim sampai pada titik 
kesimpulan bahwa secara etis dan sebagai penghormatan terhadap akad 
nikah yang pernah dilakukan, semestinya suami pun semasa istri 
menempuh masa idah atau sepeninggal istri dapat menahan diri untuk 
tidak langsung menikah dengan perempuan lain. 

Hal yang harus disadari bahwa jika hasil kajian ini dilemparkan 
kepada masyarakat, tentu tidak semua orang akan menyetujuinya. 
Namun inilah hasil kajian yang dilakukan oleh saudara penulis yang 
saya pun percaya ia mengkaji persoalan ini dengan serius dan 
metodologis. Saya pribadi menganggap hasil kajian saudara Abdul 
Helim ini merupakan hal yang biasa di dunia ilmiah. Masyarakat Islam 
sebenarnya juga dapat menyadari hal ini karena jika melihat kembali 
pada peristiwa masa lalu khususnya “Umar ibn Khattab, tidak sedikit 
pendapat-pendapat yang dikemukakannya terlihat kontroversial. 'Umar 
ibn Khattab adalah sahabat sekaligus mertua Nabi Muhammad SAW 
adalah salah seorang yang dekat dan semasa dengan Nabi tetapi ia pun 
juga menyadari adanya perubahan-perubahan situasi dan kondisi pada 
waktu itu sehingga fatwa-fatwanya pun terlihat lebih bersifat sosiologis. 

Salah satu fatwa dan sekaligus kebijakan 'Umar ibn Khattab adalah 
tidak lagi membagikan harta ghanimah kepada orang-orang yang ikut 
berperang sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad dan yang 
ditetapkan al-Our'an, 8: 1 dan 41. Peristiwa ini pun akhirnya mereaksi 
dan berujung terjadinya demonstrasi dari sebagian besar sahabat. 
Mereka menuntut 'Umar ibn Khattab agar membagikan harta ghanimah 
tetapi 'Umar tetap bertahan pada pendiriannya yang akhirnya salah 
seorang sahabat berkata bahwa “Umar telah keluar dari al-Gur'an. 'Umar 
ibn Khattab pun menjawab bahwa ia memang keluar dari al-Ouran 
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tetapi masuk kembali ke dalam al-Our'an. Maksudnya bahwa ia keluar 
dari al-Our'an, 8: 1 dan 41 tetapi ia masuk ke dalam ayat-ayat al-Ouran 
yang lain. Di dalam ayat-ayat yang lain ini ada yang berkaitan dengan 
kemanusiaan, keadilan, kepedulian dan sebagainya. Oleh karena itu di 
salah satu argumentasi 'Umar ibn Khattab disebutkan bahwa tentara- 
tentara Islam pada waktu itu sudah memiliki gaji yang kondisinya 
berbeda sewaktu peperangan di masa Rasulullah. Jika harta ghanimah 
tetap dibagikan maka bagaimana penduduk asli melanjutkan kehidupan 
mereka, sementara di antara mereka hampir dipastikan ada yang 
menjadi yatim, piatu, yatim piatu, dan janda. Argumentasi 'Umar ibn 
Khattab diakui berbeda dengan yang dipraktikkan Nabi dan petunjuk al- 
Ouran tetapi di sisi lain ia juga menjaga kestabilan kehidupan 
masyarakat yang lebih membutuhkan, sehingga dari sinilah terwujdnya 
keadilan, kebaikan dan kemaslahatan. Hal ini kurang lebih seperti inilah 
yang tampaknya diinginkan oleh saudara penulis di dalam buku ini. 

Di dalam buku ini penulis juga menggali metode-metode yang 
digunakan ulama Banjar dalam menanggapi beberapa persoalan yang 
disebutkan di atas. Dari kajian yang dilakukan, ada di antara ulama 
Banjar menggunakan metode-metode usul al-figh, ada pula menggunakan 
metode yang tidak termasuk dalam ilmu usu/ al-figh. Hal ini dipandang 
wajar karena masing-masing ulama menguasai ilmu sesuai dengan bidang 
yang digelutinya dan termasuk pula tidak terlepas dari kecenderungan 
mereka masing-masing. Namun saya juga sepakat bahwa untuk meng- 
hadapi berbagai persoalan hukum di zaman sekarang, saya pikir metode 
apapun dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum asalkan ber- 
tujuan untuk kemaslahatan yang sebenarnya, bersifat menyeluruh dan 
dapat diterapkan dalam kehidupan. Bagaimana pun tingkat kesahihan 
sebuah ketetapan jika tidak dapat diterapkan tentu akan menjadi dilema 
bagi masyarakat Islam yang akhirnya berakibat tidak tercapainya ke- 
maslahatan. Namun kemaslahatan yang dimaksudkan di sini juga bukan 
berarti tidak terbatas. Kemaslahatan itu baru dapat diterima asalkan 


bersesuaian dengan nas baik secara eksplisit maupun implisit. 
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Inilah karya yang dihasilkan dari buah tangan saudara Abdul 
Helim seorang intelektual muda dari IAIN Palangka Raya. Hal yang 
mesti disadari bahwa kekurangan dan kekhilafan adalah suatu sifat 
yang menyertai manusia, bahkan karya magnum opus sekalipun masih 
dipandang memiliki celah untuk dikritisi. Namun secara umum saya 
ingin mengatakan bahwa karya ini patut mendapatkan apresiasi dan 
penting untuk dibaca oleh berbagai kalangan khususnya bagi pemerhati 
hukum Islam yang tidak hanya masyarakat Banjar tetapi masyarakat 
umum yang lebih luas di berbagai wilayah Indonesia. 

Penulis buku ini telah berhasil mengisi salah satu kekosongan 
akademik dalam kajian tentang dimensi metodologi hukum Islam yang 
masih perlu dilakukan oleh para sarjana kontemporer, terutama pada 
bidang-bidang kajian yang menjadi fokus utama buku ini. 


Surabaya, Juli 2018 


Prof. Masdar Hilmy, M.A., Ph.D. 
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Sambutan Rektor LAIN Palangka Raya 


Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H. 


Alhamdulillah selaku pimpinan saya mewakili civitas akademika 
IAIN Palangka Raya mengucapkan selamat dan memberikan peng- 
hargaan yang tinggi kepada penulis karena telah membuahkan hasil 
pemikirannya melalui karya ilmiah ini. Saya percaya bahwa karya 
ilmiah ini dikaji secara serius, mendalam dan mengikuti prosedur 
ilmiah. Oleh karena itu karya yang dihasilkan penulis ini layak dan 
penting untuk dibaca baik oleh masyarakat Muslim Kalimantan ataupun 
masyarakat Muslim Indonesia pada umumnya. Karya ini dipandang 
penting dibaca karena penulis mengangkat pemikiran-pemikiran ulama 
Banjar (lokal) terkait dengan persoalan-persoalan kontemporer hukum 
Islam yang tidak hanya bersifat nasional tetapi merupakan persoalan 
hukum umat Islam selama ini. 

Di samping mengkaji pemikiran ulama Banjar, penulis juga 
mengkaji persoalan-persoalan tersebut melalui ilmu khas dalam hukum 
Islam, yaitu ilmu usu/ al-figh. Tidak itu saja, penulis juga memadukan 
kajiannya dengan teori teori sosiologi pengetahuan. Penggunaan teori 
sosiologi pengetahuan dalam mengkaji suatu pemikiran salah satunya 
seperti ulama Banjar adalah hal yang tepat. Penggunaan teori ini 
menjadikan seseorang tidak gampang menyalahkan pendapat orang 


XV 


lain, sebab teori sosiologi pengetahuan mengajarkan kepada kita bahwa 
setiap orang tidak lepas dari situasi dan kondisi yang melingkari 
kehidupannya. Artinya adanya hubungan antara seseorang dan 
pemikirannya dengan lingkungan yang melingkari kehidupannya. 
Dengan demikian adanya perbedaan pemikiran antara satu orang 
dengan orang-orang lainnya bisa jadi bukan disebabkan kurangnya 
pengetahuan seseorang dari yang lainnya, tetapi sangat mungkin 
disebabkan beberapa faktor. Hal ini bisa disebabkan perbedaan peng- 
gunaan metode, pendekatan atau bahkan perbedaan kecenderungan 
masing-masing. 

Di dalam karya ini, saya melihat penulis dapat dikatakan berhasil 
mengemukakan pendapatnya baik ada yang bersesuaian dengan pemi- 
kiran ulama Banjar, ada pula yang berbeda bahkan termasuk pula 
mengkritik pendapat-pendapat ulama tersebut. Hal seperti ini adalah 
hal yang biasa di dalam dunia ilmiah. 

Hal yang paling jelas adalah karya ini dapat dijadikan sebagai 
salah satu referensi yang cukup penting bagi orang-orang yang ber- 
hasrat untuk mengkaji pemikiran-pemikiran ulama lokal khususnya di 
Kalimantan. Selain itu, karya ini satu di antara karya-karya dosen IAIN 
Palangka Raya yang dipastikan dapat mendukung pengembangan 
kampus dan termasuk pula berkaitan dengan keilmuan. 

Sampai di sini, perlu pula disadari bahwa sebagai manusia di 
mana ada kelebihan di sana pula ada kekurangan. Karya ini pun tidak 
luput dari hal tersebut dan seandainya kekeliruan itu pun ditemukan 
maka menjadi suatu kemestian untuk dikaji kembali. 


Rektor IAIN Palangka Raya 


Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H. 


Pengantar Penerbit ... 


Manusia pada fitrahnya tidaklah bisa untuk hidup sendiri, ia 
selalu membutuhkan kebersamaan (kolektivitas) yakni hidup bersama 
dengan manusia lainnya didalam suatu pergaulan hidup. Hidup 
bersama dalam kerangka sosiologis dalam artinya ialah ragam upaya 
untuk memenuhi kebutuhan hidup baik itu jasmani maupun bersifat 
rohani. Kebutuhan atas hidup menjadikan manusia berikhtiar untuk 
bertahan hidup. 

Pada umumnya, pada suatu masa tertentu bagi seorang pria 
maupun sorang perempuan timbul kebutuhan untuk hidup bersama. 
Dicintai dan mencintai menjadi hal intrinsik yang lahir akibat interaksi 
manusia satu dengan manusia lainnya. Kemudian dari pada itu jalan 
yang mesti ditempuhnya ialah melalui perkawinan. Dalam skema adat 
aktivitas perkawinan diatur sedemikian rupa, dalam skema agama 
hubungan perkawinan pun diatur dengan cara dan batasannya, juga 
demikan dalam skema negara yang mengatur perlindungan dan 
kepastian hukumnya. 

Pada konteks kekinian, publik berpersepsi bahwa suatu per- 
kawinan dianggap sah apabila telah mendapat pengakuan dari 
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“Negara”. Cara untuk mendapatkan pengakuan itu sering berbeda-beda 
diantara negara yang satu dengan negara yang lain. Negara Republik 
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang 
pertama adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa” maka perkawinan 
dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau 
kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir 
atau jasmani tetapi juga mengandung unsur batin atau rohani, 
disamping itu pula perkawinan mempunyai peranan yang penting, 
terlebih-lebih sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dimana didalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa 
tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan keper- 
cayaannya. Dengan demikian peranan agama dan kepercayaan semakin 
lebih diteguhkan didalam hukum positif. 

Lantas, kaitannya dengan kajian pad buku ini ialah ada pada 
upaya dan ikhtiar penulis untuk mencoba mengungkap tabir-tabir yang 
terselubung dalam ikhwal perkawinan. Basis sosio-kultural yang sering 
menjadi polemic dalam memecahkan permaslahan menjadi keunikan 
dalam buku ini. Khususnya mencari titik temu antara prinsip-prinsip 
pokok dalam hukum Islam dan kaitannya dengan hukum positif dalam 
suatu konteks kultur masyarakat lokal. 


Salam Penerbit 
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Transliterasi 


Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam buku ini adalah 


sebagai berikut : 
Arab Indonesia Arab Indonesia 
| ? & t 
» b 5 z 
» t # . 
& th E: gh 
d j 5 f 
2 h 6 g 
& kh 3 k 
» d d l 
3 dh 2 m 
5 r v n 
5 Z 3 w 
» S A h 
P sh s e 
ed S s y 
» d 


Penulisan tanda panjang (add) ditulis dengan garis horizontal di 
atas huruf seperti a, i, u, (I, & dan 5). Bunyi hidup dobel (dipthong) Arab 
ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti 
layyinah, Jawwamah. Kata berakhiran ta? marbutah dan berfungsi sebagai 
sifah (modifier) atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sementara 
yang berfungsi sebagai mudafditransliterasikan dengan “at”. 
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BAB | 


Pendauluan 


Hukum perkawinan Islam dapat dipahami sebagai kumpulan per- 
aturan hidup berumah tangga bagi masyarakat Muslim. Aturan-aturan 
dalam hukum perkawinan ini di antaranya tentang peminangan, pelaksa- 
naan akad nikah, hidup bersama sebagai suami isteri, bahkan sampai pada 
proses perceraian serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang wajib 
dipenuhi pasca perceraian. Islam memandang penting mengatur kehidupan 
rumah tangga agar ikatan suci di antara suami isteri dapat terjaga dengan 
baik, sehingga perkawinan pun tidak hanya membawa kemaslahatan kepada 
keduanya tetapi merupakan kemaslahatan pula untuk keluarga secara 
keseluruhan. 

Masyarakat Muslim yang menjadi subjek hukum memiliki karakter 
yang berbeda-beda, sehingga bagaimana pun upaya yang dilakukan untuk 
mengatur proses perkawinan Islam, masih bisa ditanggapi secara berbeda 
dengan berbagai perilaku dan persepsi. Hal inilah membuat persoalan- 
persoalan dalam perkawinan Islam menjadi salah satu objek yang selalu 
menarik untuk dikaji dari berbagai aspek sesuai dengan perspektif masing- 
masing. Daya tarik tersebut semakin menguat dengan munculnya persoalan- 
persoalan baru seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan 
pemikiran manusia. Kendatipun di antaranya ada yang merupakan persoalan 
klasik, tetapi karena ada hubungannya dengan zaman sekarang dan 
dipandang masih menyisakan berbagai problem, akhirnya tidak luput pula 
menjadi perhatian para penstudi hukum Islam. 

Persoalan-persoalan ini semakin terlihat ketika berada pada tataran 
sosiologis. Pada posisi ini tidak semua aturan yang ditentukan baik melalui 
hukum Islam yang bersumber pada kitab atau hukum positif berjalan sesuai 
dengan yang diproyeksikan sebelumnya. Dalam bahasa lain disebutkan ada 
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beberapa aturan yang tidak dapat sepenuhnya diterapkan masyarakat 
Muslim. Fenomena ini merupakan kenyataan yang terjadi di Indonesia dan 
tidak terkecuali di Kalimantan Selatan. 

Beberapa persoalan yang dimaksud seperti masih terjadinya praktik 
akad nikah tidak tercatat secara resmi, poligami yang cenderung tidak 
memperhatikan syarat-syaratnya, perceraian yang dilakukan di luar 
pengadilan agama dan perempuan yang menikah di masa idah. Keempat 
persoalan ini merupakan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber 
yang diwawancara baik sebelum melakukan kajian atau pun di saat 
melakukan kajian. Di samping itu informasi ini dikuatkan pula dari penge- 
tahuan dan kesaksian penulis sendiri pada beberapa kasus yang terjadi. 
Diakui, tidak dapat ditentukan seberapa banyak masyarakat Muslim di 
Kalimantan Selatan melakukan beberapa hal yang disebutkan, karena 
informasi ini diperoleh di daerah-daerah tertentu pada beberapa tempat di 
Kalimantan Selatan. Di samping itu tidak ditemukan pula dokumentasi 
yang menunjukkan praktik-praktik tersebut seperti halnya yang dilakukan 
secara resmi, tetapi dalam tulisan ini dapat dipastikan bahwa praktik- 
praktik di atas ada dan terjadi sehingga informasi yang diberikan pun dapat 
dipertanggungjawabkan. ' 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa di Kalimantan Selatan 
masih ada masyarakat Muslim yang menyelenggarakan akad nikah tidak 
tercatat secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.? Diakui bahwa 
pencatatan akad nikah merupakan ketentuan hukum positif Islam Indonesia 
dan bukan pendapat ulama di berbagai kitab fikih klasik, tetapi adanya 


' Untuk membuktikan adanya beberapa persoalan di atas, juga dapat dipahami dari jumlah 
masyarakat yang melakukan jifsbat nikah di Kalimantan Selatan. Khususnya dari Januari - 
Desember tahun 2015, perkara itsbat nikah yang masuk ke seluruh Pengadilan Agama Kalimantan 
Selatan berjumlah 1.136 perkara, tetapi yang diputuskan atau dikabulkan sebanyak 1.040 perkara. 
Gambaran ini menunjukkan bahwa di antara beberapa alasan masyarakat melakukan itsbat nikah 
dipastikan karena akad nikah sebelumnya dilakukan tidak tercatat. Di samping itu tidak semua 
perkara diputuskan karena dipastikan pula ada yang tidak memenuhi persyaratan, misalnya tidak 
ada bukti bahwa pasangan tersebut sebagai suami istri atau bagi seorang janda yang tidak dapat 
memperlihatkan bukti perceraian dengan suami terdahulu dan sebagainya. Lihat dalam Laporan 
Perkara yang diterima dan diputuskan pada pengadilan agama se-Kalimantan Selatan tahun 2015 
di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan. 

? Wawancara dengan beberapa informan di beberapa daerah di Kalimantan Selatan pada tahun 
2015. Lihat pula perilaku nikah tidak tercatat dan termasuk pula di dalamnya tentang poligami 
tidak tercatat dalam Abdul Sani, et.al., “Sosiologi dan Kepercayaan Masyarakat Banjar: Analisis 
Perilaku Kontemporer Orang Banjar di Kalimantan Selatan”, Tashwir, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 
2013), 27. 
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ketentuan tersebut dipastikan karena menyesuaikan dengan kondisi dan 
kebutuhan saat ini. 

Di berbagai daerah lain pun persoalan ini masih terjadi dan faktor- 
faktor yang menjadi penyebab terjadinya akad nikah tidak tercatat, di 
antaranya karena faktor ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas atau 
masih sekolah, sah menurut agama, hamil di luar nikah, tidak adanya 
tindakan tegas dari pemerintah atau kurangnya pemahaman dan kesadaran 
masyarakat terhadap pentingnya pencatatan akad nikah.” Ada pula yang 
beralasan karena mahal dan rumitnya urusan akad nikah tercatat serta 
ketatnya izin untuk melakukan poligami." 

Di Kalimantan Selatan, penyebab masih terjadinya praktik akad 
nikah tidak tercatat salah satu di antaranya karena masih memahami bahwa 
akad nikah tersebut sah secara hukum Islam.” Pemahaman ini semakin kuat 
karena dari hasil penjajakan awal, di antara ulama Banjar pun ada yang 
menyatakan sah akad nikah tidak tercatat. Mereka beralasan karena 
pencatatan akad nikah bukan merupakan syarat atau rukun akad nikah yang 
harus dipenuhi. Pelaku akad nikah tidak tercatat, tidak dapat disebut 
sebagai pelanggar hukum atau melakukan kemaksiatan karena akad nikah 
tidak tercatat bukan perbuatan yang diharamkan.S Pandangan di atas diakui 
telah diketahui masyarakat Banjar secara umum, sehingga ada yang 
bersikap lebih mengutamakan keabsahan dari sisi fikih (agama) yang 
memenuhi unsur ukhrawi daripada pencatatan yang hanya berkaitan dengan 
urusan duniawi. ' 

Kendatipun demikian tidak semua ulama Banjar menyetujui akad 
nikah tidak tercatat dan ada juga yang tidak menyetujuinya. Di antara 
ulama ini ada yang menolak ketika diminta untuk menikahkan pasangan 
calon suami istri tidak tercatat sebagai wali muhakkam, walaupun sangat 
disayangkan tidak diketahui secara jelas alasan-alasan penolakan tersebut," 


3 Siti Ummu Adillah, “Analisis terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya 
Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak”, Jurnal Dinamika 
Hukum, Vol. 11 Edisi Khusus (Februari 2011), 106-107. 

4 Masnun Tahir, “Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri (Perspektif Maslahah)”, A/- 
Mawarid, Vol. XI, No. 2 (September-Januari 2011), 259. 

? Syamsuri, “Analisis Hukum Pencatatan Nikah di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota 
Banjarmasin” (Tesis-IAIN Antasari, Banjarmasin, 2013). 

S Wawancara awal dengan beberapa ulama Banjar pada bulan September-Oktober 2015. 

7 Wahyu Hidayat, “Mengurai Regulasi Nikah Sirri”, Mus4wa, Vol. 12, No. 1 (Januari 2013), 
159. 

8 Abdul Kadir Syukur, “Pernikahan dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan 
Persepsi Ulama Banjarmasin)”, Syariah Jumal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1 (2014), 13. 
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tetapi sangat dimungkinkan karena akad yang akan diadakan adalah akad 
nikah tidak tercatat. 

Persoalan lainnya tentang poligami yang cenderung tidak 
memerhatikan syarat-syarat berpoligami. Berdasarkan informasi yang 
diperoleh, orang-orang yang melakukan poligami datang dari berbagai 
kalangan. Ada yang memiliki kekuatan ekonomi, ada pula yang secara 
materi sebenarnya tidak memiliki kemampuan tetapi tetap melakukan 
bahkan terkesan memaksakan diri karena kuatnya dorongan hasrat “ingin” 
melakukan poligami. Selain itu poligami tidak hanya dilakukan oleh 
kalangan awam tetapi dilakukan pula oleh orang yang memiliki 
pengetahuan agama.” 

Selanjutnya tentang perceraian di luar pengadilan yang masih terjadi 
pada beberapa masyarakat di Kalimantan Selatan. Mereka yang melakukan 
perceraian tersebut, dahulunya ketika melangsungkan akad nikah ada yang 
dilakukan secara tercatat (resmi) dan ada pula yang dilakukan tidak secara 
tercatat. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah bagi mereka 
yang menikah secara tercatat tetapi ketika melakukan proses perceraian 
ditempuh melalui jalur di luar pengadilan. Berdasarkan data awal yang 
diperoleh bahwa dipilihnya perceraian di luar pengadilan disebabkan 
beberapa alasan di antaranya karena jarak antara tempat tinggal dengan 
pengadilan agama sangat jauh dan memerlukan biaya yang cukup banyak 
apabila ingin berperkara ke pengadilan agama, terlebih lagi jika harus 
menempuh beberapa kali sidang. Proses ini dikeluhkan beberapa masyarakat 
Muslim di Kalimantan Selatan terutama oleh kaum perempuan yang ingin 
melakukan cerai gugat kepada suaminya. Ada juga mengkhawatirkan biaya 
yang akan dikeluarkan dalam berperkara cukup banyak, sehingga lebih 
memilih diproses di luar pengadilan yaitu disaksikan oleh beberapa orang 


? Wawancara dengan beberapa sumber tentang poligami di kalangan tertentu masyarakat 
Muslim Kalimantan Selatan tahun 2015. Poligami secara normatif dibolehkan dalam Islam, 
sehingga praktik ini tidak hanya terjadi di masyarakat Muslim di Kalimantan Selatan tetapi juga 
terjadi di daerah-daerah lain, bahkan poligami dilakukan berbagai kalangan dengan beranekaragam 
status sosialnya. Lihat Rini Rinawati, “Dramaturgi Poligami”, Mediator, Vol. 7, No. 1, (Juni 
2006), 147-148. Lihat pula tentang poligami para Kyai yang diklaim sebagai bagian dari status ke- 
kyai-an mereka dan sebagai suratan atau garis hidup mereka. Ita Musarrofa, “Poligami: antara 
Legalitas Formal dan Legalitas Budaya (Studi Kasus Praktik Poligami Kyai Pesantren di 
Probolinggo Jawa Timur”, A/-Mawarid, Edisi XIV (2005), 203-204. 
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kerabat dan disertai dengan keterangan tertulis dari Ketua Rukun Tetangga 
(RT). " 

Persoalan berikutnya berkaitan dengan kasus perempuan yang 
menikah sebelum berakhirnya masa idah. Berdasarkan informasi yang 
diperoleh, kasus ini diawali dari akad nikah yang dilakukan sebelumnya 
tidak tercatat dan beberapa waktu kemudian suami istri ini bercerai di luar 
pengadilan. Perempuan ini pun pindah ke daerah lain di Kalimantan Selatan 
dan dalam hitungan minggu ia dinikahi seorang laki-laki, sehingga 
pelaksanaan idah yang mestinya dijalani cenderung kurang diperhatikan. 
Meskipun kasus ini hanya ditemukan pada satu orang perempuan dan kini 
juga dikabarkan telah bercerai dengan suaminya tersebut, tetapi tetaplah 
merupakan suatu persoalan yang harus ditanggapi secara serius. "' 

Perempuan yang menikah di masa idah rupanya juga menjadi 
perhatian dalam beberapa kajian. Salah satu alasan yang cukup menggelitik 
disebutkan bahwa diabaikannya ketentuan idah untuk menghindari zina, 
dibutuhkannya suami yang dapat menopang kehidupan ekonomi, berkem- 
bangnya teknologi modern untuk mengetahui kebersihan rahim bahkan ada 
pula yang beralasan tidak mengetahui adanya kewajiban idah.” Alasan 
berikutnya yang cukup menyita perhatian bahwa diabaikannya masa idah 
adalah sebagai bentuk protes terhadap kebebasan laki-laki yang dapat 
menikah kembali pasca bercerai. Protes ini menuntut adanya keseimbangan 
antara laki-laki dan perempuan sebagai wujud suatu keadilan. 

Berdasarkan beberapa persoalan di atas dan ditambah pula dengan 
satu persoalan yang menjadi isu kontemporer saat ini yaitu kemungkinan 
idah juga diberlakukan pada suami, tampaknya persoalan-persoalan tersebut 
dipandang penting untuk dikaji. Pentingnya melakukan kajian ini karena 
beberapa persoalan ini merupakan hal krusial yang menyangkut kehidupan 
rumah tangga masyarakat Muslim secara umum dan secara khusus di 
Kalimantan Selatan. Apabila dibiarkan dikhawatirkan dapat menimbulkan 
kemudaratan dalam rumah tangga dan bahkan berdampak kemaksiatan pada 
agama. Di samping itu karena persoalan-persoalan tersebut terjadi dan 


1 Wawancara dengan beberapa subjek yang pernah melakukan cerai atau gugat di luar 
pengadilan di Kalimantan Selatan serta wawancara dengan informan yang mengetahui kejadian itu 
pada tahun 2015. 

H Wawancara dengan seorang informan di Banjarmasin tahun 2015. 

2 Siti Zulaikha, “Iddah dan Tantangan Modernitas”, Jurnal Istinbath, Vol. 7, No. 1 (Mei 
2010), 85. 

B Indar, “Iddah dalam Keadilan Gender”, Jurnal Yin Yang, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2010), 
113. 
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masih ada sampai zaman sekarang maka dipandang penting meng- 
konsultasikan dan mengkonfirmasikan kembali kepada ulama, khususnya 
ulama Banjar. Pentingnya melibatkan ulama, karena ulama memiliki 
kekuatan yang dilegitimasi sendiri oleh agama sebagai corong dan 
penyambung risalah kenabian.“ Kendatipun kedudukan fatwa ulama di 
Kalimantan Selatan dan daerah-daerah Indonesia lainnya tidak mengikat 
tetapi sebagai ulama dipastikan memiliki rasa tanggung jawab untuk 
membina dan membimbing masyarakat Muslim, salah satunya adalah 
menanggapi bahkan mengkaji persoalan-persoalan yang bermunculan. Hal 
ini merupakan amanat yang mesti dilaksanakan para ulama, sehingga dari 
tanggapan atau kajian yang dilakukan dapat memberikan solusi berupa 
kemaslahatan yang sebenarnya kepada umat manusia secara keseluruhan. 

Pelaksanaan amanat ini dipastikan dapat dilakukan dengan baik, 
karena ulama memiliki panggung untuk menyuarakan tentang agama dan 
termasuk pula berkaitan dengan persoalan-persoalan Islam, salah satunya 
berkaitan dengan perkawinan Islam. Jika hal ini dikaitkan dengan ulama 
Banjar tentu sedikit banyaknya kata-kata, pesan dan pelajaran yang 
disampaikan mereka dijadikan sebagai referensi yang didengar, dianut dan 
dijadikan pedoman oleh masyarakat Muslim termasuk masyarakat Banjar. 
Oleh karena itu buku ini pun ingin mengkaji tentang pendapat ulama Banjar 
terhadap hukum akad nikah tidak tercatat secara resmi di hadapan Pegawai 
Pencatat Nikah, hukum poligami di zaman sekarang, hukum cerai di luar 
pengadilan, hukum perempuan menikah sebelum berakhirnya masa idah dan 
kemungkinan diberlakukan idah pada suami. Kajian lainnya berkaitan 
dengan metode hukum yang digunakan ulama Banjar dan alasan mereka 
menggunakan metode-metode tersebut dalam menanggapi beberapa 
persoalan yang telah disebutkan. 

Persoalan-persoalan yang dikaji dalam buku ini sebenarnya telah 
banyak dilakukan para pengkaji sebelumnya, tetapi kajian-kajian yang dapat 
ditemukan lebih cenderung pada kajian kepustakaan. Kendatipun ada kajian 
sosiologis sebagaimana yang dilakukan di dalam buku ini, tetapi hanya 


M Lihat hadis Nabi tentang ulama adalah pewaris Nabi dalam Abu Dawd al-Shi'ath al- 
Sijsitani al-Azdi, Sunan Abi Dawd, Vol. IV (Beirut-Lebanon: Dar Ibn Hazm, 1997), 39-40. Ibn 
Hibban dan Hakim serta selain dari keduanya menyatakan hadis tersebut sahih. Lihat “Abd al- 
Majid al-Sawsuh al-Sharfi, al-Jjtihad al-Jama'f f al-Tashri'" al-Islami (Yatar: Wuzarat al-Awgaf li 
al-Shu'un al-Islamiyah, 1998), 59. Dalam al-Jami" al-Sahih Imam al-Bukhari matan hadis 
dimaksud merupakan pengantar bab 2/- T/m Oabl al-Oawl wa al- “Amal. Lihat Abu “Abd al-Lah ibn 
Muhammad Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol. I (Beirut-Damaskus: Dar ibn Kathir, 1993), 
37. 
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terfokus pada salah satu persoalan yang tentunya juga dengan pendekatan 
yang berbeda. Adapun kajian terhadap pendapat ulama Banjar tentang 
beberapa persoalan di atas dan dikaitkan pula dengan usu! al-figh-nya ulama 
Banjar tampaknya sampai buku ini siap dicetak belum ditemukan kajian 
yang relatif serupa. Kajian-kajian terhadap ulama Banjar cenderung masih 
sebatas sejarah sosial, biografi dan karya-karya mereka di berbagai bidang 
ilmu. Hal ini dapat dilihat seperti Ahmad Suriadi mengkaji ulama Banjar 
dan sistem kekuasaan kerajaan Banjar abad XIX yang terfokus pada tiga 
ulama: Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari, Sheikh “Abd al-Hamid 
Abulung dan Sheikh Muhammad Nafis al-Banjari." 

Kajian yang memfokuskan pada bidang tertentu dilakukan TIM 
Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin tentang kitab-kitab 
managib karya ulama Banjar,'' Bahran Noor mengkaji ulama Banjar dan 
karya-karyanya di bidang tauhid,'' Ahmadi Hasan mengkaji ulama Banjar 
dan karya-karyanya di bidang fikih," dan Bayani Dahlan mengkaji biografi 
ulama Banjar dan karya-karyanya di bidang tasawuf.” Kajian yang 
memfokuskan pada sosok ulama Banjar dilakukan Syaifuddin yaitu ulama 
perempuan Banjar dalam penulisan Kitab Parukunan Malayu,” Sahriansyah 
mengkaji ulama Banjar dan karya-karyanya yang difokuskan pada Tuan 
Guru Abdul Hamid Karim, Tuan Guru Zaini Abdul Ghani dan Tuan Guru 
Muhammad Bakhiet.”' Tarwilah mengkaji ulama Banjar dan karya-karyanya 
yang difokuskan pada Tuan Guru Muhammad Kasyful Anwar, Tuan Guru 


IS Ahmad Suriadi, “Ulama Banjar dan Sistem Kekuasaan Kerajaan Banjar Abad XIX” 
(Disertasi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007). 

'S TIM Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin, “Kitab-Kitab Manakib Karya Ulama 
Banjar”, Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya, Vol. I, No. 1 (Januari-Juni, 2007), 
88-114. 

HM Bahran Noor, et al., “Ulama Banjar dan Karya-Karyanya dalam Bidang Tauhid”, Tashwir: 
Jumal Penelitian Agama dan Sosial Budaya, Vol. II, No. 1 (Januari-Juni, 2009), 1-29. 

$$ Ahmadi Hasan, et al., “Ulama Banjar dan Karya-Karyanya dalam Bidang Fikih”, Tashwir: 
Jumal Penelitian Agama dan Sosial Budaya, Vol. III, No. 1 (Januari-Juni, 2009), 31-57. 

? Bayani Dahlan, et al., “Biografi Ulama Banjar dan Karya-Karyanya dalam Bidang 
Tasawuf”, Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya, Vol. Ill, No. 1 (Januari-Juni, 
2009), 59-91. 

2 Saifuddin, et al., “Ulama Perempuan Banjar dalam Penulisan Kitab Kuning Parukunan 
Malayu (Studi Historis dan Tekstual)”, Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya, Vol. 
III, No. 2 (Juli-Desember, 2009), 159-186. 

21 Sahriansyah, et al., “Ulama Banjar dan Karya-Karyanya”, Tashwir: Jumal Penelitian Agama 
dan Sosial Budaya, Vol. IV, No. 1 (Januari-Juni, 2010), 93-116. 
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Muhammad Syukeri Unus dan Tuan Guru Husien Naparin” dan 
Mujiburrahman mengkaji ulama Banjar karismatik masa kini, Tuan Guru 
Bakhiet, Tuan Guru Danau dan Tuan Guru Zuhdi.” Inilah beberapa kajian 
yang ditegaskan kembali bahwa sepanjang pengetahuan penulis belum 
ditemukan adanya kajian serupa dengan kajian yang dilakukan dalam buku 
ini. 

Di celah-celah itulah buku ini bergerak mencoba menelusuri 
pemikiran hukum ulama Banjar khususnya berkaitan dengan persoalan- 
persoalan perkawinan yang terjadi di masyarakat Islam. Namun sebelum 
kajian ini dilakukan, tentu terdapat norma-norma yang perlu diperhatikan 
agar hasil kajian ini dapat dipertanggungjawabkan. Norma-norma yang 
dimaksud adalah dalam kajian keislaman terdapat konsep al-thawabit dan 
al-mutaghayyirat. Al-thawabit identik dengan a/-muhkamat yaitu hal-hal 
yang tetap selamanya dan tidak berubah walaupun terjadinya perubahan 
zaman, sedangkan a/-mutaghayyirat identik dengan al-mutashabihat yaitu 
hal-hal yang dapat berubah disebabkan berbagai kemungkinan. Perubahan 
ini dapat disebabkan karena perbedaan tempat, situasi dan kondisi atau pun 
mengikuti perkembangan-perkembangan lainnya.“ 

Para ulama berbeda pendapat dalam mengategorikan mana yang 
menjadi bagian a/-thawabit dan mana pula yang menjadi bagian al- 
mutaghayyirat tetapi sumber hukum Islam yaitu al-Gur'an dan Hadis Nabi 
dipastikan tidak akan pernah mengalami perubahan. Namun pemikiran 
manusia terhadap ajaran yang terkandung dalam kedua sumber hukum 
tersebut sangat mungkin berubah. Teks-teks al-Gur'an dan hadis Nabi tidak 
mengalami perubahan tetapi interpretasi dan penerapannya dapat di- 
sesuaikan dengan setiap kondisi kehidupan. Artinya perubahan yang 
dimaksudkan bukan perubahan secara tekstual melainkan perubahan 
kontekstual yang berjalan secara terus menerus sepanjang zaman, sehingga 


2 Tarwilah, et al., “Ulama Banjar dan Karya-Karyanya”, Tashwir: Jumal Penelitian Agama 
dan Sosial Budaya, Vol. IV, No. 1 (Januari-Juni, 2010), 69-92. 

2 Mujiburrahman, et al., “Ulama Banjar Kharismatik Masa Kini di Kalimantan Selatan: Studi 
terhadap Figur Guru Bakhiet, Guru Danau dan Guru Zuhdi”, A/-Banjari, Vol. XI, No. 2 (Juli, 
2012). 

4 Salah al-Sawi, al-Thawabit wa al-Mutaghayyirat ff Masirat al-“Amal al-Islami al-Mu'asir 
(Amerika: Akadimiyat al-Shari'ah bi Amrika, 2009), 50. Lihat juga Muhammad Sa'id Muhammad 
Hasan Bukhari, “al-Thawabit wa al-Mutaghayyirat fi Tashri' al-Awrad wa al-Adhkar”, Majallah 
Jami ah Umm al-Oura, Vol. 19, No. 42 (Ramadan 1428 ), 195. 
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Islam pun selalu relevan dan aktual serta dapat memberikan solusi 
kemaslahatan karena selalu dapat berdialog dengan setiap perubahan.” 
Dalam hukum Islam hal-hal yang tidak mengalami perubahan adalah 
berhubungan dengan ibadah murni, sementara yang dapat berubah, berganti, 
dikurangi atau ditambah berhubungan dengan hukum muamalah yaitu 
hubungan manusia dengan manusia lainnya, termasuk di dalamnya tentang 
hukum perkawinan Islam. Hal ini sesuai dengan tulisan (kaidah) Ibn al- 
@ayyim al-Jawziyah dalam salah satu sub judul bukunya yang tertulis: 


PA » « « Yu» » 2 
INA 9 Aa la Vig RSA 9 Ran VI 3 ml ly sara 


Hukum muamalah ini dapat dirasionalisasi berdasarkan prinsip 
mendatangkan kemaslahatan universal dan menghindarkan atau menolak 
kemudaratan." Oleh karena itu agar dapat mewujudkan prinsip tersebut, 
hukum Islam (fikih muamalah) mesti mendapatkan sentuhan nalar dan 
intervensi manusia. ” 

Di sinilah usu! al-figh sebagai metodologi hukum Islam memiliki 
peran yang sangat menentukan dalam mengkaji, meneliti, menggali, 
mengkritisi dan menetapkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan 
hukum Islam. Hukum Islam itu sendiri dipandang bukan saja sebagai 
persoalan teks, tetapi merupakan wacana menyeluruh (total discourse) di 
mana teks-teks itu dinegosiasikan dan diberikan makna-makna baru dalam 
persentuhannya dengan konteks.” Oleh karena itu agar hukum Islam (fikih) 


? Muhammad Azhar, Figh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam 


(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 58-59. 

?6 Munawir Sjadzali, “Gagasan Reaktualisasi Ajaran Islam”, dalam Kontekstualisasi Ajaran 
Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjazali, MA, ed. Muhammad Wahyuni Nafis (Jakarta: IPHI 
dan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), 92. Lihat juga Munawir Sjadzali, “Ijtihad dan 
Kemaslahatan Umat”, dalam Ijtihad dalam Sorotan, ed. Haidar Bagir dan Syafig Basri (Bandung: 
Mizan, 1996), 121. 

2 Dalam ilmu Gawa'id al-Fighiyah kaidah yang semakna dengan kaidah di atas adalah “ 3341! 
ASas” dan “iSaY!, dia )YI yah dSAYI s3 SUY” Tentang kaidah di atas dapat dilihat dalam Ibn al- 
Oayyim Al-Jawziyah, / Yam al-Muwaggi In an Rabb al- “Alamin, Vol. TI (Riyad: Dar Ibn al-Jawzi, 
1423 H), 41. Lihat juga, Abu “Abd al-Rahman “Abd al-Majid Jum'at al-Jaza'iri, al-Yawa'id al- 
Fighiyah al-Mustakhrajah min Kitab I'lam al-Muwaggi In Ii “Allamah Ibn al-Gayyim al-Jawziyah 
(Riyad: Dar Ibn Hazm, t.th.), 373. 

2 Sobhi Mahmassani, Filsafat Hukum dalam Islam, terj. Ahmad Sudjono (Bandung: Al- 
Ma'arif, 1981), 159. 

2 Jasser Auda, Magasid al-SharT'ah as Philosophy of Islamic A System Approach (London: 
The International Institut of Islamic Thought, 2008), 46. 

32 Noorhaidi Hasan, “Meretas Involusi Kajian Hukum Islam di Indonesia: Pengalaman 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, Asy-Syir ah: Jurnal Ilmu Syari'ah 
dan Hukum, Vol. 46, No. II (Juli-Desember 2012), 397. 
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yang menjadi produk dari usul al-figh (cognitionlidrak)” dapat menjadi 
solusi yang sebenarnya untuk kehidupan masyarakat Muslim secara 
keseluruhan maka dalam penggunaan usu! al-figh selayaknya disertai juga 
berpikir kontekstual. 

Berpikir kontekstual merupakan proses penggalian makna tidak 
secara langsung (indirect meaning) dari teks, melainkan dengan cara 
melibatkan berbagai makna dan memahami berbagai konteks baik dalam 
arti luas atau sempit,” sehingga dari proses ini dapat diketahui sejarah 
sosial (socio-historical) teks tersebut.“ Dalam bahasa lain cara yang 
dilakukan untuk memahami berbagai konteks adalah dengan mempelajari 
suatu persoalan melalui berbagai konteks baik ruang, waktu atau situasi dan 
kondisi lainnya, sehingga dapat diketahui dari proses yang dilakukan 
tentang aspek sejarah suatu persoalan, aspek sosiologis, aspek fungsional 
dan relevansinya untuk masa lalu, sekarang atau akan datang.” 

Selanjutnya karena kajian ini melibatkan perspektif ulama khususnya 
ulama Banjar maka dipastikan pula di sisi tertentu adanya persamaan dan 
perbedaan pola berpikir masing-masing ulama. Perbedaan ini merupakan 
fitrah manusia karena salah satu faktor kemajuan itu dimotivasi oleh 
heterogenitas dan perbedaan. Dalam hukum Islam, ada beberapa faktor yang 
menyebabkan terjadinya perbedaan, di antaranya perbedaan pemikiran 
dalam memaknai suatu lafal nas dan perbedaan kecenderungan 
menggunakan atau menilai serta melihat suatu nas. Perbedaan juga bisa 
terjadi karena perbedaan daerah, masyarakat, ekonomi, situasi dan kondisi 
yang dihadapi serta perbedaan dalam mempertimbangkan kemaslahatan. “ 


31 Auda, Magasid al-SharT'ah, 46. 

2 Dikaitkan dengan al-Gur'an, maka kontekstual dalam arti luas yaitu kandungan al-9ur'an 
seluruhnya dan kehidupan Nabi Muhammad serta golongan awal masyarakat pada waktu itu. 
Adapun kontekstual dalam arti sempit adalah berkaitan dengan kalimat atau kata yang 
mengirimkan tanda untuk dipahami. Oleh karena itu interpreter harus memerhatikan kondisi- 
kondisi sebelum ayat itu diturunkan dan sesudah diturunkan serta ketika diinterpretasikan. Hal ini 
karena al-Our'an diturunkan secara bertahap dalam kondisi dan situasi yang berbeda, sehingga 
sangat penting memerhatikan konteks. Lihat Abdullah Saeed, Interpreting the Our'an Towards a 
Contemporary Approach (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006), 105. 

3 Tbid., 116. 

4 Masdar Hilmy, Membaca Agama: Islam sebagai Realitas Terkonstruksi (Yogyakarta: 
Kanisius, 2013), 71-72. 

3 “AJi al-Khafif, Asbab Ikhtilaf al-Fugaha (Kairo: Dar al-Fikr al-“Arabi, t.th.), 29, 102, 142, 
173, 242. “Abd al-Lah ibn Muhsin al-Turki, Asbab Ikhtilaf al-Fugaha (Damaskus-Suriah: 
Muw'assasat al-Risalah, 2010), 109-141. Wali al-Lah al-Dahlawi, al-Insaf f Bayan Asbab al- 
Ikhtilaf (Beirut-Lebanon: Dar al-Nafa'is, 1986), 15, 34, 46, 68. Lihat juga Muh. Zuhri, Hukum 
Islam dalam Lintasan Sejarah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 45-48. 
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Faktor lainnya dimungkinkan pula ada yang menggunakan kaidah-kaidah, 
dalil-dalil atau metode-metode penetapan hukum Islam secara hati-hati, ada 
pula yang menggunakannya secara fleksibel dan ekstensif, sehingga produk 
hukum (hukum Islam) yang dihasilkan pun berbeda-beda. 

Berbedanya pola pikir para ulama ini melahirkan tipologi-tipologi 
tertentu seperti ada yang terlihat tekstual, doktriner normatif, tetapi ada 
juga yang terlihat kontekstual, luwes, empiris dan sosial historis. Secara 
teoretis, beragam tipologi dirumuskan para ahli tetapi dalam tulisan ini 
tipologi tersebut terbagi kepada tradisionalisme, modernisme dan 
posmodernisme.” Tipologi tradisionalisme terbagi kepada tradisionalisme 
bermazhab,”" neo-tradisionalisme bermazhab,” neo literalisme”" dan 
berorientasi pada ideologi." Tipologi modernisme mencakup reinterpretasi 
reformis,"” reinterpretasi apologis," teori-teori berdasarkan kemaslahatan," 


3 Dj antaranya Tarig Ramadan membagi tipologi berpikir kepada tradisionalisme bermazhab, 
literalisme salafi, reformisme salafi, salafisme literalis politik dan sufisme. Lebih jelasnya lihat 
Tarig Ramadan, Western Muslims and the Future of Islam (New York: Oxford University, 2004), 
24-30. Adapun yang berhubungan langsung dengan ilmu usu/ al-figh Wael B. Hallag secara 
eksplisit menyebutkan ada dua hal yaitu religious utilitarianism dan religious liberalism. Religious 
utilitarianism adalah banyak bertumpu pada kemaslahatan dan maksud syarak, hanya saja nuansa 
tradisionalisme (tekstualisme) klasik masih ada. Mereka adalah al-Shatibi dan penerusnya seperti 
Muhammad Abduh, Rashid Rida dan lain-lain, sedangkan religious /iberalism adalah mereka yang 
menggunakan ide-ide baru dan sama sekali tidak menggunakan paradigma usu! al-figh. Mereka 
seperti Fazlur Rahman, Shahrur dan lain-lain. Adapun secara implisit, Wael B. Hallag juga 
menyinggung tentang tradisionalisme (tekstualisme) yaitu mereka lebih menekankan pada aspek 
kaidah-kaidah usu! al-figh dari segi kebahasaan. Mereka adalah orang-orang sebelum al- Shatibi. 
Lihat Wael B. Hallag, A History of Islamic Legal Theories (New York: Cambridge University 
Press, 1997), 214-252. 

37 Auda, Magasid al-Sharf ah, 162, 168 dan 180. 

8 Berpegang pada salah satu mazhab klasik sebagai dalil. Al-Gur'an dan hadis sebagai 
pendukung. Ibid., 162. 

? Berpegang pada beberapa mazhab sebagai referensi. Ibid., 164. 

“0 Aliran al-Zahiri Baru. Literalisme kuno masih terbuka dengan berbagai hadis, tetapi neo 
literalis (al-Zahiri baru) hanya fokus pada hadis-hadis yang digunakan satu mazhab, misalnya 
mazhab Hambali dengan versi Wahabi. Ibid., 166-167. 

“1 Disebut juga fundamentalis posmodernisme yaitu mazhab tradisionalisme bersama 
posmodernisme mengkritik rasionalitas modern dan Eropa sentris, sehingga argumen yang dibuat 
untuk melawan Barat. Ibid., 168. 

2 Yaitu mazhab tafsir kontekstual dan tematik yang lebih menekankan pada pengumpulan 
ayat ke dalam tema-tema. Ibid., 171-172. 

8 Kajian yang membuat justifikasi seperti ini Islam, itu bukan Islam. contohnya sosialisme 
dalam Islam. Ibid., 174. 

“4 Membaca nas lebih ditekankan pada kemaslahatan dan magasid al-sharT'ah. Ibid., 176. 
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revisionisme usul al-figh,” dan reinterpretasi berdasarkan sains.” Tipologi 
posmodernisme meliputi  pos-strukturalisme,” — historisitas,$ — neo 
rasionalisme,” studi legal kritis” dan pos-kolonialisme.”' 

Adanya tipologi-tipologi ini menunjukkan bahwa setiap orang 
memiliki hubungan dengan lingkungan yang mengelilingi kehidupannya. 
Apapun yang dipikirkan seseorang sangat berkaitan dengan realitas sosial 
historisnya. ” Dalam sosiologi pengetahuan hal ini disebut relasi. 
Maksudnya adanya relasi antara pengetahuan dan pemikiran seseorang 
dengan sosial historis juga sosio-kultural yang melatari pemikiran seseorang 
tersebut. Dengan keterkaitan ini maka suatu pengetahuan tidak terlepas 
dari unsur-unsur nilai dan kepentingan”" Adapun sosiologi pengetahuan 
sendiri berupaya mempelajari motif dan kepentingan itu serta konteks yang 
memotivasi kemunculan sebuah ide atau pengetahuan.” 

Karl Mannheim menentukan dua ciri dari sosiologi pengetahuan yaitu 
berorientasi pada epistemologi dan sebuah pemikiran tidak bisa lepas dari 
konteks tindakan kolektif dimana pemikiran itu bersinggungan. Ciri 


45 Upaya untuk merevisi usul al-figh, karena tanpa melakukan revisi maka tidak ada 
perkembangan hukum Islam. Ibid., 177. 

“0 Ayat-ayat al-9ur'an dan Hadis diinterpretasikan dengan menggunakan pendekatan sains 
(rasionalitas), sehingga dapat sejalan dengan penemuan-penemuan terbaru dalam dunia ilmiah. 
Ibid., 179. 

“1 Teks-teks yang tertulis dalam berbagai referensi atau teks al-Gur'an dianggap sebagai teks 
yang berbicara sehingga dapat dipahami dalam setiap situasi si pembaca. Di sini ada upaya untuk 
melakukan dekonstruksi. Ibid., 182. 

8 Adanya teks-teks, budaya-budaya atau peristiwa-peristiwa ini sebenarnya ditentukan oleh 
sejarah aslinya dan ditentukan pula oleh perkembangan sejarah selanjutnya, seperti al-Our'an 
produk budaya yang kemudian memproduksi budaya baru. Ibid., 184. 

“3 Berpikir ala Mu'tazilah yang memberikan otoritas nalar yang independen baik sebagai 
sumber atau sebagai dalil yang paling mendasar, bahkan sampai dapat me-naskh nas. Ibid., 188. 

5 Mendekonstruksi doktrin-doktrin hukum yang sudah mapan, seperti teori dan gerakan 
feminisme, melawan dominasi laki-laki, anti rasisme. Ibid., 189. 

?! Melawan keunggulan dan rasial Barat yang selama ini termarjinalkan karena terhege-moni 
bahwa Barat sebagai pusat dunia serta mengkritik orientalis tradisional dengan prasangka- 
prasangka terhadap hukum Islam. Ibid., 190-191. 

22 Andy Dermawan, “Dialektika Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan Sosiologi Penge-tahuan”, 
Sosiologi Reflektif, Vol. 7, No. 2 (April 2013), 254-255. 

5 Muhammad Imdad, “Menjajaki Kemungkinan Islamisasi Sosiologi Pengetahuan”, Jurnal 
Kalimah, Vol. 13 Nomor 2 (September 2015), 237. 

4 J, Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2004), 424. 

?5 Tholkhatul Khoir, “Ideologi dan Utopia Pemberlakuan Hukum Islam Studi Pemikiran 
Abdullahi Ahmed An-Na'im Pendekatan Sosiologi Pengetahuan”, Asy-Syir'ah Jual Ilmu 
Syari'ah dan Hukum, Vol. 45, No. II (Juli-Desember 2011), 1273. 
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pertama menunjukkan bahwa setiap pemikiran selalu berkaitan dengan 
konteks masing-masing, sehingga setiap perbedaan sosial historis melahir- 
kan pemikiran yang berbeda sekalipun dalam tema yang sama. Oleh karena 
itu sebuah pemikiran tidak muncul dari ruang hampa, melainkan ada latar 
belakang yang mempengaruhi dalam pembentukan pemikiran itu.” Artinya 
tidak ada pemikiran seorang pun yang kebal dari pengaruh ideologi yang 
berkembang di sekitar kehidupannya.” Oleh karena itu tidak mungkin pula 
suatu pemikiran atau cara berpikir seseorang dapat dipahami dengan baik 
sebelum mengklarifikasi asal usul sosial seseorang. Pernyataan ini bukan 
merupakan kebenaran mutlak, tetapi pada kenyataannya suatu ide memang 
harus dipahami dalam hubungannya dengan masyarakat yang 
memproduknya dalam kehidupan ini. 

Ciri kedua menunjukkan bahwa pemikiran seseorang yang muncul 
secara individu, selalu bersinggungan dengan pemikiran lainnya yang telah 
menjadi tindakan kolektif sebelumnya.” Artinya pemikiran setiap orang 
yang akhirnya menjadi identitas pribadinya merupakan hasil bentukan 
ideologi dan sosiokultural yang melingkupi kehidupannya. Kondisi yang 
demikian merupakan realitas, sementara realitas itu sendiri terbentuk secara 
sosial? atau dikonstruksi oleh setting sosialnya."' Jelasnya sosiologi 
pengetahuan merupakan sebuah usaha untuk mengetahui bagaimana 
lahirnya sebuah pengetahuan yang ada khususnya dalam konteks sosial. "” 

Penelusuran pemikiran hukum ulama Banjar ini tampaknya tepat 
menggunakan beberapa teori-teori di atas, baik berkaitan dengan teori 


26 Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pemikiran dan Politik, terj. F. 
Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 3-4. 

?7 Peter L Berger dan Thomas Luckman, Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang 
Sosiologi Pengetahuan, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 2013), 13. Lihat juga Muhyar Fanani, 
Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2010), 35. 

8 Gregory Baum, Agama dalam Bayang-Bayang Relativisme: Sebuah Analisis Sosiologi 
Penge-tahuan Karl Mannheim tentang Sintesa Kebenaran Historis-Normatif, terj. Achmad 
Murtajib Chaeri dan Masyhuri Arow (Jakarta: Tiara Wacana, 1999), 8. 

?? Mannheim, Ideologi dan Utopia, 4-5. 

S0 Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, terj. Tim Yasogama (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1994), 304. 

S1 Andre Kukla, Konstruktivis Sosial dan Filsafat Ilmu, terj. Hari Kusharyanto (Yogyakarta: 
Jendela, 2003), 1. Lihat juga George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, 
terj. Alimandan (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 7. 

2 Arie Putra, “Potret Intelektual Muslim: Sebuah Tinjauan Sosiologi Pengetahuan terhadap 
Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif ”, Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 18, No. 1 (Januari 2013), 
53. 


13 


Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer 


perubahan hukum, teori-teori usul al-figh yang ditopang pola pikir 
kontekstual atau pun berkaitan dengan teori sosiologi pengetahuan. Dengan 
beberapa teori ini diharapkan dapat menemukan solusi pemikiran baik 
kaitannya dengan pendapat ulama Banjar, metode hukum yang digunakan 
atau berkaitan dengan latar belakang penggunaan metode hukum. 

Selanjutnya karena inti buku ini menelusuri pemikiran hukum ulama 
Banjar maka kajian pun dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Lokasi ini 
dipilih karena melalui catatan sejarah sejak abad ke -14, Islam telah ada di 
Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi pusat Islam di pulau 
Kalimantan.” Selain itu ulama-ulama besar pun pernah hidup di tanah 
Banjar ini bahkan sampai sekarang masih bermunculan." Di tanah Banjar 
ini juga terdata sebanyak 240 pondok pesantren dengan puluhan ribu buah 
majelis taklim yang bertebaran.” Data ini menunjukkan bahwa antusias 
keberagamaan masyarakat Banjar cukup tinggi yang tentu juga didukung 
dengan kehadiran ulama-ulama Banjar di tiap sudut daerah. 

Oleh karena itu melalui kajian kualitatif”? ini penulis melakukan 
eksplorasi” terhadap pendapat-pendapat, metode hukum yang digunakan 
dan hal-hal yang melatarbelakangi pemikiran ulama Banjar dalam 
menanggapi persoalan-persoalan hukum perkawinan Islam. Adapun ulama 
Banjar yang menjadi sumber penulisan buku ini adalah ulama dalam 
pengertian sosial kultural" dengan beberapa karakteristik di antaranya 


63 M. Suriansyah Ideham, et al., Sejarah Banjar (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengem- 
bangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, 2007), 89-91. 

4 Rahmadi, et al., Islam Banjar: Genealogi dan Referensi Intelektual dalam Lintasan Sejarah 
(Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2012), 2. 

55 Data Keberagamaan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015. 

66 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), 


S! Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 
2002), 6. 

58 Ulama dalam pengertian sosial kultural adalah orang-orang yang mengemban tradisi agama, 
memahami di bidang hukum Islam (fikih) dan sebagai pelaksana hukum Islam. Lihat M. Dawam 
Rahardjo, Ensiklopedi al-9ur'an (Jakarta: Paramadina, 1996), 684. Begitu juga Sukarni, “Kitab 
Fikih Ulama Banjar: Kesinambungan dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan”, Analisis: 
Jumal Ilmu Keislaman, Vol. 15, No. 2 (Desember 2015), 435. Ulama sosial kultural ini juga 
memikirkan nasib masyarakat, merasa bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan agama 
kepada masyarakat dan melestarikan praktik-praktik ortodoksi keagamaan dalam Islam. Lihat 
Hiroko Horikoshi, Kyai dan Perubahan Sosial, terj. Umar Basalim & Andi Muarly Sunrawa 
(Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987), 114. Hal yang penting 
lainnya adalah gelar ulama yang diperoleh melalui pengakuan masyarakat itu adalah setelah ulama 
ini dapat membuktikan integritas, kualitas keilmuan, kredibilitas, kesalehan moral dan tanggung 
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sebagai referensi masyarakat bertanya tentang persoalan agama termasuk 
hukum Islam, diakui masyarakat sebagai ulama, bertempat tinggal di 
Kalimantan Selatan, berasal dari etnis Banjar, menyebarkan ilmunya di 
salah satu tempat baik di Pondok Pesantren yang besar, tertua dan populer 
di Kalimantan Selatan bahkan di luar Kalimantan Selatan atau di Majelis 
Taklim besar dengan jumlah jamaah terbanyak baik dari laki-laki atau 
perempuan. 

Beberapa ulama Banjar yang sempat dan dapat diminta pendapat- 
pendapatnya berjumlah sembilan orang. Mereka adalah Tuan Guru H. 
Asmuni (Guru Danau), Tuan Guru H. Muhammad Bakhiet (Guru Bakhiet), 
Tuan Guru H. Ahmad Zuhdiannor (Guru Zuhdi), Guru H. Husin Naparin, 
Lc, MA (Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA| Amuntai), 
Guru H. Supian Surie, Lc (Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih), Guru 
H. Muhammad Naupal (Pondok Pesantren Darussalam Martapura), Guru H. 
Zarkasyi Hasbi, Lc, (Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus 
Martapura), Guru H. Nursyahid Ramli, Lc (Pondok Pesantren Al-Falah 
Putera dan Puteri Banjar Baru) dan Ustazah Dr. Hj. Habibah Djunaidi, MA 
(Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Puteri Banjar Baru). 

Kesembilan ulama ini dipilih karena mereka dikenal secara luas di 
Kalimantan Selatan dan di sekitar pulau Kalimantan lainnya, bahkan tiga di 
antaranya yaitu Guru Zuhdi di Kota Banjarmasin, Guru Bakhiet di 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Guru Danau di Kabupaten Hulu Sungai 
Utara dianggap sebagai ulama Banjar karismatik masa kini. Dua di 
antaranya di samping memiliki Pondok Pesantren, kajian keagamaan 
(pangajian) masing-masing ketiga ulama ini dihadiri puluhan ribu jamaah 
yang tumpah ruah berdatangan untuk belajar dan mendapatkan nasihat- 
nasihat keagamaan. Jamaah tersebut ada yang datang dari daerah masing- 
masing ulama, ada pula yang datang dari kabupaten lain bahkan ada juga 
yang datang dari provinsi terdekat. Menariknya, setiap pangajian yang 
dilakukan selalu direkam sehingga masyarakat yang tidak bisa hadir dapat 
mendownload kajian itu di youtube atau bisa juga membeli VCD yang 
dijual secara bebas di setiap sudut pasar. Kendatipun bisnis VCD pangajian 
ini bukan dari pihak ulama tetapi membuat nama besar mereka semakin 
dikenal masyarakat Muslim dan termasuk masyarakat Muslim di luar 
Provinsi Kalimantan Selatan. 


jawab sosial yang ada dalam diri mereka. Lihat M. Dawam Rahardjo, Intelektual Inteligensia dan 
Perilaku Politik Bangsa Risalah Cendekiawan Muslim (Bandung: Mizan, 1993), 196. 
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Adapun keenam ulama lainnya, di samping memiliki majelis taklim 
sendiri dan aktif di masyarakat, mereka juga berafiliasi di pondok pesantren 
kenamaan, besar dan telah berdiri sejak puluhan tahun silam bahkan ada 
yang melebihi satu abad.” Di usia seperti ini, kredibilitas pondok 
pesantren-pondok pesantren itu dipastikan telah diakui dan dikenal secara 
luas oleh masyarakat. Hal ini dipastikan memiliki pengaruh juga pada 
eksistensi ulama Banjar (pesantren) yang diakui pula oleh masyarakat. 
Pengakuan yang lebih pasti adalah oleh guru-guru dan para santri serta 
sekian banyak orang tua yang menitipkan anak-anak mereka untuk dididik 
di pondok pesantren masing-masing. 

Masyarakat Banjar khususnya, tidak bisa lepas atau jauh dari majelis 
taklim dan pesantren. Hal ini disebabkan karena di kedua tempat itu tidak 
hanya melakukan transformasi ilmu pengetahuan tetapi juga melakukan 
transformasi nilai kepribadian yang diharapkan dapat menjadi masyarakat 
religius. Di tengah pergaulan anak-anak remaja yang semakin meng- 
khawatirkan, kini pondok pesantren baik tradisional, modern atau gabungan 
(kombinasi) semakin dilirik bahkan menjadi pilihan pertama para orang tua. 
Kecenderungan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Kalimantan 
Selatan pun tidak bisa jauh dari ulama. 

Data yang dikumpulkan dari ulama Banjar baik hasil wawancara atau 
dokumentasi direduksi (reduction) untuk menyesuaikan dengan 
permasalahan. Setelah itu data tersebut disajikan (display) secara 
deskriptif'” dan kemudian ditarik suatu kesimpulan (conclusion) serta 
dilakukan verifikasi (verification).' Data yang diproses melalui beberapa 
tahap ini adalah tentang pendapat-pendapat ulama Banjar terhadap 


8 Beberapa pondok pesantren yang dimaksud yaitu Pondok Pesantren Darussalam di 


Martapura berdiri pada tahun 1914, Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah di Amuntai yang 
asalnya Arabisch School berdiri pada tahun 1922, Pondok Pesantren Ibnul Amin di Pamangkih 
berdiri pada tahun 1958/1959, Pondok Pesantren Al-Falah di Banjar Baru berdiri pada tahun 1975, 
dan Pondok Darul Hijrah di Cindai Alus Martapura berdiri pada tahun 1985. Beberapa referensi 
yang dapat dilihat di antaranya Nurjannah Rianie, “Pendekatan Kultural terhadap Orientasi 
Keagamaan Orang Banjar”, Ta'lim Muta'allim, Vol. 1, No. 2 (2011), 181. Lihat juga Sukarni, 
“Paradigma Bermazhab Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan”, Migot, Vol. XXXIX , No. 1 
(Januari-Juni 2015), 81. 

7" Metode deskriptif menggambarkan secara apa adanya suatu objek, fenomena atau latar 
sosial, sasaran penelitian yang diejawantahkan dalam tulisan naratif. Adapun hal-hal yang 
digambarkan berupa apa, mengapa dan bagaimana terjadinya suatu kejadian. M. Djunaidi Ghony 
dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 44. 
Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2010), 28. 

1! Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber 
tentang Metode-Metode Baru, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Ul-Press, 1992), 16-21. 
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beberapa persoalan dalam perkawinan Islam. Data yang berhubungan 
langsung dengan permasalahan disajikan secara naratif dengan cara 
membuat tema-tema atau kategori-kategori tertentu pada persoalan yang 
disajikan sesuai dengan pola-pola yang terbaca dari hasil wawancara. 

Setelah itu ditarik suatu kesimpulan (konklusi) bahwa ulama Banjar 
memiliki pandangan, sikap dan corak-corak tertentu khususnya dalam 
persoalan-persoalan perkawinan Islam. Kesimpulan ini diperkuat melalui 
verifikasi data baik berasal dari konsistensi setiap penuturan yang 
disampaikan ulama Banjar terhadap beberapa persoalan yang diajukan atau 
kesesuaian yang diucapkan dengan kondisi yang terjadi. Di samping itu 
karena persoalan-persoalan yang dianalisis adalah berkaitan dengan hukum 
Islam (perkawinan Islam) maka analisis melalui usu! al-figh dan kaidah- 
kaidah fikih terhadap pandangan-pandangan yang dikemukakan merupakan 
suatu keniscayaan untuk dilakukan. Begitu juga karena ada kaitannya 
dengan pemikiran ulama maka analisis melalui sosiologi pengetahuan pun 
mesti disertakan. 


BAB 2 


Ketentuan-Ketentuan Perkawinan 
dan Beberapa Teori Penetapan 


Hukum Islam 


A. Beberapa Aturan dalam Hukum Perkawinan Islam 
Akad Nikah 
a. Pengertian Akad Nikah 

Akad nikah merupakan dua kata yang memiliki makna tersendiri. 
Akad berasal dari lxsc — xx — ase diartikan sebagai sebuah ikatan perjanjian, 
sementara nikah yang berasal dari xi — aSv— aSi diartikan sebagai “xxl 21” 
yaitu menyatukan dan mengumpulkan. Diartikan pula sebagai “Jali? 
yaitu “saling memasukkan” atau “Sell5 «bl ye 8 Jue”3 yaitu suatu ungkapan 
tentang jimak dan akad. 


— 
. 


Menurut syarak, kata nikah adalah suatu akad yang diucapkan dalam 
pernikahan" atau suatu akad yang dinyatakan untuk mendapatkan legalitas 
kepemilikan agar dapat melakukan hubungan dengan istrinya.” Ada pula 
yang mengartikan nikah sebagai “58” yaitu hubungan badan. Menurut 
para ulama adanya perbedaan ini karena kata nikah bermakna ganda 


! Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al- Wasit f al-Madhab, Vol. V (t.t.: 
Dar al-Salam, 1997), 3. Lihat pula Abi Muhammad Mahmud ibn Ahmad al-Ayni, a/-Binayah fi 
Sharh al-Hidayah, Vol. IV (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1990), 469. 

? Shihab al-Din Ahmad ibn Idris al-Ourafi, a/-Dhakhirah, Vol. IV (Beirut-Lebanon: Dar al- 
Garb al-Islami, 1994), 188. 

3 Wahbah al-Zuhayli, a/-Figh al-Islami wa adillatuh, Vol. VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 29. 

4 Abi Muhammad “Abd al-Lah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Gudamah, 2/-Mughni, Vol. IX 
(Riyad: Dar “Alam al-Kutub, 1997), 339. 

3 Al-Ghazali, al-Wasit ff, Vol. V, 3. 

8 Abi Ishag Burhan al-Din Ibrahim ibn Muflih al-Hanbafi, 2/-Mubdi' Sharh al-Mugni' Vol. VI 
(Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1997), 81. Lihat pula al-Ourafi, a/-Dhakhirah, Vol. IV, 188. 
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(mushratak) yaitu “Se” dan “cb”? Menurut mazhab al-Hanafi makna 
hakiki kata nikah adalah “5!” dan makna metafora yaitu “Sl”, Mazhab 
al-Shafi'i menyatakan makna hakiki kata nikah “xxx”, sementara makna 
metafora adalah “s5 4!” Berbeda dengan kedua mazhab di atas, mazhab al- 
Maliki dan al-Hanbali memahami bahwa makna hakiki kata nikah adalah 
“el 40” dan “Sal” secara bersamaan." 

Dapat dipahami bahwa akad nikah adalah suatu akad yang di- 
ucapkan oleh mempelai laki-laki dan wali perempuan ketika melang- 
sungkan pernikahan. Akad tersebut bertujuan agar pergaulan antara laki- 
laki dan pihak perempuan yang melakukan akad menjadi halal. 


b. Kedudukan Akad Nikah 

Apabila dicermati akad nikah tidak hanya ucapan untuk menghalal- 
kan hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan ikatan batin 
antara keduanya untuk hidup bersama membangun dan membina rumah 
tangga. Di samping itu akad nikah merupakan kerelaan dan kesediaan 
keduanya untuk mengikatkan diri untuk hidup berumah tangga. Kerelaan 
dan kesediaan merupakan hal yang abstrak dan tidak dapat dilihat kasat 
mata. Ia hanya dapat diukur dan diidentifikasi melalui indikasi-indikasi 
yang terlihat dari kedua belah pihak atau salah satu di antara keduanya yang 
dibuktikan pula melalui akad atau 7jab dan gabul.” 

Dasar hukum akad nikah ini terdapat dalam al-Gur'an, 4: 30 tentang 
“Use lilis” yaitu perjanjian yang sangat kuat yang maksudnya perjanjian 
yang diambil oleh orang tua pihak perempuan dari calon suami anaknya." 
Perjanjian tersebut merupakan penyerahan kehormatan anak perempuannya 
kepada calon suami yang dicintai anaknya. Suami pun menyambut 
penyerahan ini dan menjadikan perempuan tersebut sebagai istri yang 
dicintainya untuk hidup bersama dalam membangun dan membina rumah 
tangga dengan rukun dan damai."' Rasulullah juga melakukan hal tersebut 
ketika menikahkan Fatimah dengan “Ali ibn Abi Talib. Ketika itu 


1 Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, a/-Wajiz f Figh al-Imam al-Shaf' $, 
Vol. II (Beirut-Lebanon: Dar al-Argam, 1997), 3. 

$ Al-Ayni, al-Binayah fi, Vol. IV, 469. 

? Sayyid Sabig, Eigh al-Sunnah, Vol. II (Kairo: al-Fath li Ilam al-“Arabi, 1995), 124. 

10 Muhammad Ouriash Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Gur'an, 
Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 368. 

MN Hamka, Tafsir al-Azhar, Vol. IV (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), 305. 
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Rasulullah berkata kepada “Ali bahwa Fatimah ini untuk “Ali dan berharap 
kepada “Ali agar dapat bergaul dengan Fatimah secara baik.” 

Dengan demikian akad inilah yang menjadi dasar untuk hidup 
bersama sebagai suami istri. Akad ini pula yang dijadikan pegangan oleh 
istri ketika meninggalkan orang tua dan saudara-saudara serta keluarganya 
yang lain untuk hidup bersama dengan suami yang dicintainya. Suami pun 
mempergauli istrinya dengan baik dan seandainya terjadi pula perceraian, 
harus dilakukan dengan baik." 


Cc. Syarat dan Rukun Akad Nikah 

Syarat adalah segala sesuatu yang mesti dipenuhi sebelum melaksa- 
nakan akad dan apabila tidak dipenuhi menyebabkan akad tidak dapat 
dilaksanakan. Rukun adalah unsur-unsur yang harus ada ketika melaksa- 
nakan akad dan jika salah satu unsur tidak ada atau tertinggal, maka akad 
yang diselenggarakan tidak sah. Akad nikah yang tidak mencukupi salah 
satu syarat menjadi akad nikah yang batil, sementara akad nikah yang tidak 
memenuhi salah satu rukun termasuk akad nikah yang fasid. Keduanya 
memiliki akibat hukum yang sama, yakni tidak sahnya akad nikah yang 
diselenggarakan. 


1) — Rukun Akad Nikah 

Rukun nikah dalam mazhab Hanafi ada dua yaitu ijab dan kabul," 
sementara saksi berkedudukan sebagai syarat dan tidak mesti harus adil. 'S 
Wali dalam akad nikah juga berkedudukan sebagai syarat sah nikah, tetapi 
apabila perempuan tersebut berusia balig dan berakal sehat maka ia dapat 
menikahkan dirinya sendiri tanpa wali baik ia masih sebagai perawan atau 
pun janda. " 

Dalam mazhab al-Maliki rukun nikah sebanyak empat unsur yaitu 
wali, mahar (jumlah mahar boleh tidak disebut), maha// (calon suami dan 
calon istri) yang tidak terhalang untuk dinikahi dan sighah (ijab dan 


1 Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. 2, 368. 

" Ibid. 

M T.M. Hasbi ash-Shiddiegy, Tafsir al-Our'anul Majid: An-Nur, Vol. 1 (Semarang: Pustaka 
Rizki, 2000), 814. 

$$ Al-ZuhayR, al-Figh al-Islami, Vol. VII, 36. “Abd. Al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Figh “ala al- 
Madhahib al-Arba'ah, Vol. IV (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al- Ilmiyah), 16. 

16 Muhammad Jawad Mughniyah, a/-Figh “ala al-Madhahib al-Khamsah (Beirut-Lebanon: Dar 
al-Jawad, 2000), 296. 

M Tbid., 321. 
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kabul).$ Adapun saksi dalam mazhab ini adalah sebagai syarat" yang 
maksudnya dua orang saksi itu tidak wajib hadir sewaktu akad nikah, tetapi 
menjadi wajib jika si suami bermaksud ingin menggauli istrinya. Apabila 
tidak mendatangkan saksi, sementara suami telah menggauli istrinya maka 
akad tersebut harus dibatalkan secara paksa.” 

Namun dalam referensi lain pada mazhab ini, rukun akad nikah 
adalah calon suami, calon istri, wali dan sighah'' tanpa menyebutkan mahar 
sebagaimana pendapat di atas. Keempat unsur ini mesti ada ketika akad 
nikah, tetapi yang pasti sebagai rukun adalah calon suami dan calon istri, 
sementara wali dan sighah sebagai syarat sedangkan saksi dan mahar bukan 
termasuk rukun dan bukan pula termasuk syarat karena akad nikah dapat 
dilaksanakan walaupun tidak ada saksi dan mahar. ? Khususnya saksi, 
seperti disebutkan sebelumnya ia baru diperlukan ketika keduanya ingin 
berkumpul sebagai suami istri. 

Dalam mazhab al-Shafii rukun nikah terdiri dari lima unsur yaitu 
calon suami, calon istri, seorang wali, dua orang saksi laki-laki dan sighah 
Adapun syarat-syarat akad nikah menurut mazhab al-Shafi'i terdapat pada 
masing-masing rukun. 

Dalam mazhab al-Hanbali rukun nikah terdiri dari tiga unsur yaitu 
calon suami dan calon istri, ijab oleh wali atau yang mewakili, dan kabul 
sebagai jawaban dari ijab." Adapun wali dan saksi menjadi syarat sah akad 
nikah. Wali dipastikan ada dalam akad nikah karena hanya wali yang 
mengucapkan ijab. Begitu juga saksi disyaratkan harus dua orang laki-laki, 
balig dan berakal. Hal ini menunjukkan bahwa saksi pun harus hadir untuk 
menyaksikan akad nikah. “ 


'$ Muhammad “Urfah al-Dusugi al-Malikiyah, Hashiyat al-Dusugi “ala al-Sharh al-Kabir, Vol. 
II (t.t.: Dar Ihya? al-Kutub al-“Arabiyah, t.th.), 220. Bandingkan dengan Al-Jaziri, Kitab al-Figh, 
Vol. IV, 16. 

" Ibid. 

20 Mughniyah, al-Figh “ala al-Madhahib, 296-297. 

?1 Muhammad Sukkafi al-Mijjaji, al-Muhadhdhab min al-Figh al-Maliki wa Adillatih, Vol. Il 
(Jaza'ir: Dar al-Wa'di, 2010), 11. 

22 Abu “Abd. Al-Lah Muhammad ibn Muhammad ibn “Abd. al-Rahman al-Maliki al-Maghribi, 
Mawahib al-Jalil fi Sharh Mukhtasar al-Shaikh Khalll, Vol. IV (Muritaniya: Dar al-Ridwan, 2010), 228. 

2 Al-Jaziri, Kitab al-Figh, Vol. IV, 17. Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha, a/-Figh al- 
Manhaji “ala Madhhab al-Imam al-Shafi'i, Vol. IV (Damaskus: Dar al-Galam, 1992), 55. 

4 Mansur ibn Yunus ibn Idris al-Buhuti, Kashshaf al-Oina" “an Matn al-Igna Vol. V (Beirut: 
“Alam al-Kutub, 1983), 37. 

25 Al-Jaziri, Kitab al-Figh, Vol. IV, 24. 
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Itulah beberapa rumusan rukun dan syarat akad nikah menurut para 
ulama mazhab. Apabila rukun akad nikah ini dilihat kembali dalam mazhab 
masing-masing ulama ada dua unsur yang selalu disebut yaitu ijab dan 
kabul. Para ulama tampaknya menyepakati dua unsur tersebut menjadi 
rukun akad nikah, sementara unsur-unsur yang lain seperti calon suami dan 
calon istri merupakan suatu kemestian adanya akad nikah, sedangkan wali 
dan saksi terjadi perbedaan pendapat ada yang menempatkannya sebagai 
rukun ada pula sebagai syarat bahkan tidak berada pada keduanya. 

Adapun rukun akad nikah yang dianut hukum positif Islam Indonesia 
tampaknya mengikuti rumusan mazhab al-Shafi'i. Hal ini dapat dilihat 
dalam Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam pasal 14 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan akad nikah diwajibkan 


adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.? 


2) Syarat-syarat Akad Nikah 
a) — Calon Mempelai 

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam mengatur pada pasal 15 sampai 18 bahwa syarat-syarat yang harus 
dipenuhi bagi calon mempelai adalah usia calon suami minimal 19 tahun 
dan calon istri minimal berusia 16 tahun. Bagi yang belum mencapai usia 
tersebut harus mendapat izin dari pengadilan. Perkawinan yang diseleng- 
garakan juga atas persetujuan calon mempelai yang dibuktikan melalui 
pernyataan tegas dan nyata baik melalui tulisan, lisan, atau isyarat. Namun 
dapat pula diam, selama tidak ada penolakan yang tegas. Kesetujuan ini 
ditanyakan kembali oleh Pegawai Pencatat Nikah di hadapan dua saksi yang 
telah ditentukan dan apabila ada yang tidak setuju maka akad nikah tidak 
dapat dilangsungkan.” 

Di samping itu tidak terdapat pula larangan bagi keduanya untuk 
melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur pada pasal 39 sampai pasal 
44 seperti pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, 
perempuan yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, perempuan 
yang masih dalam masa idah dan berbeda agama. Dilarang pula seorang 
suami memadu istri yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau 
sesusuan dengan istrinya, dan larangan tersebut tetap berlaku meskipun 


2 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat 
Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 169. 
7 Tbid. 
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istrinya telah ditalak raj 7 asalkan masih dalam masa idah. Larangan lainnya 
adalah seorang suami menikahi perempuan lain sementara ia telah 
mempunyai empat orang istri atau salah seorang dari istrinya dalam masa 
idah talak raj 7 Begitu juga dilarang bagi suami menikahi mantan istrinya 
yang telah di/''“an atau ditalak tiga kecuali mantan istri itu kawin dengan 
pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'd al-dukhul dan telah 
habis masa idahnya. 


b) Wali Akad Nikah 

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam mengatur pada pasal 19 sampai pasal 23 bahwa syarat-syarat yang 
harus dipenuhi wali akad nikah adalah harus laki-laki, Muslim dan akil 
balig. Wali bisa dari nasab dengan urutan kekerabatan yang telah 
ditentukan disertai dengan syarat-syarat lainnya atau bisa juga wali hakim. 
Wali hakim baru dibolehkan apabila wali nasab tidak ada atau tidak 
mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau 
gaib atau enggan. 


c) Dua Orang Saksi 

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam mengatur pada pasal 24 sampai pasal 26 bahwa akad nikah harus 
disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang Muslim, adil, akil balig, tidak 
terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Di samping ikut 
menyaksikan, saksi juga harus menandatangani akta nikah pada waktu dan 
di tempat akad nikah dilangsungkan.” 


d) Ijab dan Kabul 

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam mengatur pada pasal 27 sampai pasal 29 bahwa syarat-syarat yang 
harus dipenuhi dalam mengucapkan ijab kabul adalah ijab dan kabul antara 
wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang 
waktu. Wali dan pengucapan ijab dapat diwakilkan kepada orang lain. 
Begitu juga pengucapan yang pada dasarnya diucapkan secara langsung oleh 
calon mempelai pria, tetapi dalam hal-hal tertentu dapat diwakilkan kepada 
pria lain dengan syarat adanya pemberian kuasa secara tegas dan tertulis 
untuk mewakili akad nikah tersebut. Namun apabila calon mempelai 


2 Ybid., 173-174. 
29 Ybid., 170-171. 
20 Ybid. 171. 
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perempuan atau walinya keberatan maka akad nikah pun tidak dapat 
dilangsungkan. "' 

Itulah beberapa syarat yang ditentukan baik yang didasarkan kepada 
nas ataupun hasil dari pendapat para pakar hukum Islam klasik yang 
kemudian dilakukan unifikasi dan selanjutnya dikodifikasi yang akhirnya 
menjadi pedoman umat Islam Indonesia dalam melaksanakan akad nikah. 


d. Ketentuan Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Positif 

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam mengatur pada pasal 6 ayat (1) bahwa akad nikah mesti dilakukan di 
hadapan dan diawasi secara langsung oleh Pegawai Pencatat Nikah, bahkan 
pada pasal 5 ayat (1) proses tersebut juga harus dicatat oleh Pegawai 
Pencatat Nikah. Pada pasal 7 ayat (1) disebutkan apabila akad nikah dilang- 
sungkan di luar pengawasan dan tidak tercatat secara resmi sehingga akad 
itu pun tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah, maka akibatnya sebagai- 
mana pasal 6 ayat (2) akad nikah yang telah dilangsungkan tidak memiliki 
kekuatan hukum yang tetap. ? 

Berdasarkan beberapa ketentuan yang dikemukakan di atas, 
sebenarnya pencatatan akad nikah di samping bertujuan untuk menjamin 
ketertiban penyelenggaraan akad nikah, juga yang lebih utama adalah untuk 
melindungi kepentingan-kepentingan suami istri dalam menjalani kehidupan 
rumah tangga. Suami istri dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan 
pasangan legal di mata hukum Islam maupun negara dan berhak pula 
mendapatkan perlindungan negara baik berkaitan dengan identitas seperti 
pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Akta 
Kelahiran anak, atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya mem- 
berikan suara atau dipilih pada pemilihan umum. 

Hak-hak istri dalam rumah tangga dapat dilindungi secara sah di 
mata hukum. Suami tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat 
merugikan istri baik secara fisik maupun psikis. Istri bahkan berhak 
menuntut apabila selama berumah tangga suami melakukan tindakan yang 
dipandang melanggar perjanjian-perjanjian yang telah disepakati ataupun 
pengabaian ta Tig talag yang diucapkan ketika akad nikah dilangsungkan. 


31 Tbid. 
2 Ybid., 167. 
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e. Dampak Akad Nikah tidak Tercatat 

Perempuan yang dinikahi tidak secara tercatat cenderung sulit 
mendapatkan dan mempertahankan hak-haknya. Hal ini karena tidak adanya 
bukti otentik terhadap pernikahan tersebut sehingga hak-hak istri dan anak- 
anak baik dalam mendapatkan pengakuan hubungan, pengakuan keturunan, 
pengakuan sebagai ahli waris atau perlindungan negara tidak dapat di- 
tegakkan” yang akhirnya dapat menimbulkan konflik berkepanjangan.” 

Orang yang paling menderita dalam akad nikah seperti ini adalah 
pihak perempuan karena cenderung mendapatkan perlakukan tidak adil dan 
manusiawi. Ketika suami merasakan tidak adanya kecocokan lagi, dengan 
mudah pihak perempuan ditinggalkan. Akhirnya janda-janda dan anak-anak 
terlantar baik secara ekonomi atau pun secara psikologis semakin ber- 
tambah,” sementara suami yang sejak awal mengadakan akad nikahnya 
tidak tercatat, tidak dapat digugat melalui lembaga negara karena legalitas 
hubungan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. 


2. Poligami 
a. Pengertian Poligami 

Poligami dapat diartikan beristri lebih dari satu orang sampai batas 
maksimal sebanyak empat orang istri. Dalam mazhab Ahl al-Sunnah tidak 
dibolehkan beristri melebihi dari empat orang istri dalam satu waktu. Oleh 
karena itu apabila ingin menambah istri untuk yang kelima maka di- 
haruskan menceraikan salah seorang dari istri yang ada sampai berakhirnya 
masa idah istri tersebut. " 

Poligami dibatasi hanya sampai empat orang istri karena apabila 
melebihi dari ketentuan tersebut dikhawatirkan justru akan mendapatkan 
dosa, salah satunya adalah kesulitan dalam memenuhi hak-hak istri. Pada 
dasarnya memang para suami tidak memiliki kemampuan menunaikan hak- 
hak para istri secara sempurna. Oleh karena itu apabila merasa khawatir 


38 Suhaeri, “Mengurai Benang Kusut Dualisme Nikah Sirri (Upaya Meratifikasi Rancangan 
Undang-Undang Nikah Sirri)”, Mus4wa, Vol. 12, No. 1 (Januari 2013), 84. 

4 Nafilah Abdullah, “Menyoal Kembali Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Sirri) di 
Indonesia”, Mus4wa, Vol. 12, No. 1 (Januari 2013), 65. 

? Khoirul Hidayah, “Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktik Nikah Sirri”, de 
Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 1 (Juni 2011), 87. 

8 Umul Baroroh, “Keberagamaan dan Fundamentalisme sebagai Faktor Persepsi tentang 
Kesetaraan Jender, Sikap terhadap Nikah Sirri, dan Respons pada Rencana Legislasi Nikah Sirri”, 
Innovatio, Vol. XI, No. 1 (Januari-Juni 2012), 72. 

3 Al-Zuhayfi, al-Figh al-Islami, Vol. VII, 165. 
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tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan maka cukup memiliki 
satu istri" dan apabila tetap dilakukan tanpa mempedulikan adanya hak-hak 
istri yang akan dilanggar maka haram melakukan poligami.” 


b. Syarat-syarat Poligami 
Secara umum, ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam berpoligami 
yaitu dipastikan dapat berbuat adil dengan para istri dan dipastikan pula 
mampu memberikan nafkah. Kewajiban berbuat adil tersebut adalah mem- 
perlakukan sama rata antar istri baik berkaitan dengan materi, keharmonisan 
hubungan atau dalam membagi waktu. Namun terkait dengan perasaan, 
cinta, kecenderungan dan kasih sayang tidak menjadi syarat harus adil 
dalam poligami, tetapi tentunya perasaan tersebut tidak boleh berlebihan." 
Tidak jauh berbeda dalam Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 55 sampai 59 diatur bahwa jumlah 
istri hanya sampai empat orang, mampu dan adil kepada semua istri dan anak- 
anaknya. Apabila syarat-syarat ini tidak mungkin dapat dipenuhi maka 
suami dilarang beristri lebih dari satu orang. Agar keadilan dan kemampuan 
tersebut dapat diukur secara objektif, keinginan poligami ini harus men- 
dapat izin dari Pengadilan Agama. Apabila tidak ditaati maka pernikahan 
dengan istri kedua, ketiga dan keempat tidak memiliki kekuatan hukum. "' 
Izin yang diberikan pengadilan pun hanya istri tidak dapat men- 
jalankan kewajibannya, cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di- 
sembuhkan dan atau tidak dapat berketurunan. Izin ini juga baru diberikan 
apabila adanya kepastian dari suami bahwa ia mampu menjamin keperluan 
hidup istri-istri dan anak-anaknya. Selain itu ada pula persetujuan istri baik 
secara tertulis atau lisan dan untuk persetujuan tertulis harus ditegaskan 
kembali melalui persetujuan lisan. Persetujuan ini baru ditiadakan apabila 
istri-istri tidak dapat diminta persetujuannya atau tidak dapat dihubungi 
lagi sekurang-kurangnya dua tahun atau ada penilaian lain dari hakim. ” 
Namun apabila istri tidak bersedia memberikan persetujuan tersebut 
sementara suami tetap berkeinginan untuk berpoligami, maka pengadilan 
agama dapat menetapkan suatu ketetapan terkait dengan izin tersebut 
setelah memeriksa dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan di 


38 Tbid., 167. 

8 Sabig, Eigh al-Sunnah, Vol. II, 186 dan 189. 

“0 Al-Zuhayfi, al-Figh al-Islami, Vol. VII, 168. Sabig, Figh al-Sunnah, Vol. II, 186. 
“1 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan, 116. 

“2 Tbid., 177. 
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persidangan. Suami atau istri memiliki hak untuk melakukan banding atau 
kasasi atas ketetapan yang diberikan. " 


Cc. Kritik terhadap Praktik Poligami 

Patut dipertimbangkan kembali ungkapan Ibn “Abd al-Salam yang 
dikutip al-Bayjuri bahwa di zaman Nabi Musa as dibolehkan menikahi 
perempuan tanpa batas. Alasannya semata-mata untuk kemaslahatan laki- 
laki karena pada masa itu Fir'awn telah banyak membunuh anak laki-laki 
sehingga jumlah laki-laki tidak berbanding dengan perempuan. Di samping 
itu poligami tidak dibatasi agar kaum perempuan tidak malu karena belum 
mendapatkan suami. Namun pada zaman Nabi “Isa as tidak dibolehkan 
menikahi lebih dari satu orang perempuan. Alasan yang dikemukakan 
adalah untuk kemaslahatan perempuan karena “Isa as dilahirkan tanpa ayah, 
sehingga wajar jika ajaran “Isa as lebih memenangkan perempuan. Adapun 
dalam ajaran Nabi Muhammad saw memelihara kedua kemaslahatan 
tersebut yakni dibatasi sampai empat orang istri.” 

Pendapat di atas menunjukkan bahwa ada atau tidak adanya poligami 
sepertinya dilihat dari kebutuhan dan penghormatan. Kedua hal ini meru- 
pakan satu kesatuan dengan tujuan yang sama yaitu kemaslahatan. Poligami 
dapat dilakukan karena menjadi kebutuhan primer dan sekaligus sebagai 
penghormatan pada kaum perempuan. Ketika kebutuhan tersebut sudah tidak 
ada lagi atau walaupun ada tetapi bukan termasuk kebutuhan primer, terlebih 
bukan pula sebagai penghormatan, maka bisajadi poligami tidak dibolehkan. 

Poligami idealnya tidak hanya berdasarkan keinginan suami melainkan 
juga kehendak dari istri atau istri-istri yang lain, yang artinya diketahui dan 
disetujui istri.” Namun terlepas dari semua itu praktik poligami tidak luput 
dari kritik, bahkan muncul anggapan bahwa poligami di zaman sekarang 
sebagai bentuk eksploitasi atau kejahatan tersembunyi terhadap perempuan." 

Kejahatan yang dimaksud bisa jadi perempuan yang dinikahi sebagai 
istri muda layaknya seperti simpanan. Selain itu dari beberapa kenyataan 


4 Ibid. 

“4 Ibrahim al-Bayjuri, Hashiyat al-Shaikh Ibrahim al-Bayjuri “ala Sharh al- “Allamah ibn Gasim 
al-Ghazzi "ala Matn al-Sheikh Abi Shuja', Vol. II (Beirut: Lebanon, Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 
1999), 173-174. 

“5 Ali Imron HS, “Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan”, Jumal Ilmiah Ilmu 
Hukum OISTI, Vol. 6, No. 1 (Januari 2012), 135. 

“8 Ema Khotimah, “Analisis Kritis Wacana Poligami: Praktik Marjinalisasi dan Demonologi 
Islam dalam Wacana Poligami”, Mediator, Vol. 9, No. 1 (Juni 2008), 190. 
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menunjukkan bahwa kehidupan perempuan yang berpoligami lebih banyak 
mengalami kekerasan daripada kebahagiaan baik berbentuk kekerasan 
psikologis, fisik, ekonomi, termasuk pula kekerasan seksual. Orang yang 
pertama kali merasakan dampak tersebut dipastikan adalah istri pertama. 
Oleh karena itu tidak jarang timbul aspirasi dari berbagai kalangan bahwa 
poligami yang dilakukan tidak secara prosedural termasuk melakukan 
pelanggaran hukum yang layak dipidanakan." 


3. Talak 
a. Pengertian Talak 
Talak (al-talag) secara etimologi diartikan “SES Js” yaitu lepasnya 


« 


ikatan atau secara terminologi diartikan “553! 3xc Ja” yaitu lepasnya 
ikatan perkawinan.” Pengertian talak lainnya adalah lepasnya ikatan 
perkawinan yang diucapkan dengan lafal yang jelas (sarih) seperti “SI ci” 
atau melalui sindiran (kinayah) seperti “ssi Jl 2” yang disertai dengan 
niat talak” Dapat disimpulkan bahwa talak adalah lepas atau putusnya 
hubungan perkawinan suami istri dengan cara diucapkan secara jelas dan 


tegas atau melalui sindiran disertai niat untuk menceraikan istri. 


b. Macam-macam Talak 

Dilihat dari boleh tidaknya, talak terbagi kepada sunni dan bid'i. 
Talak sunni adalah dibolehkan karena dilakukan pada saat istri suci dan 
tidak pula mencampurinya. Talak bid7 adalah dilarang karena men- 
jatuhkan talak di saat istri sedang haid atau dalam keadaan suci tetapi 
dicampuri pada waktu suci itu. ' 

Dilihat dari jumlah, talak terbagi kepada talak raj7 dan talak ba'in. 
Talak raj'7 adalah talak satu dan talak dua yang dalam hal ini suami masih 


4 Rudi Nuruddin Ambary, “Perkawinan Poligami yang Berkeadilan”, A/- “Adalah, Vol. XI, 
No. 1 (Januari 2013), 75. 

8 M. Nurul Irfan, “Kriminalisasi Poligami dan Nikah Sirri”, A/- “Adalah, Vol. X, No. 2 (Juli 
2011), 135. Uniknya, di samping adanya organisasi yang secara nyata menerima poligami seperti 
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI - kini telah dibubarkan pemerintah) dan Global Ikhwan Indonesia 
(GII), tetapi ada juga yang menamakan dirinya sebagai Klub Istri Taat Suami (KITS) yang 
menebarkan motivasi untuk berpoligami sebagai wujud kepatuhan kepada Allah dan Rasul. Lihat 
dalam Slamet Firdaus, “Poligami bagi yang Mampu Monogami bagi yang tidak Mampu”, Al- 
Manahij Jumal Kajian Hukum Islam, Vol. VI, No. 2 (Juli 2012), 275-276. 

“9 Mahmud al-Misri Abu “Ammar, a/-Figh al-Muyassar Ii Mar'at al-Muslimah (Mesir: Dar al- 
Tagwa, 2012), 825. 

2 Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, Minhaj al-Muslim (Kairo: Dar ibn al-Jawzi, 2013), 350. 

51 Tbid., 351-352. 
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memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya, asalkan belum habis masa idah 
yang ditempuh istri. Dalam keadaan seperti ini, istri tidak dapat dirujuk 
kembali karena dengan habisnya masa idah tersebut status talak berubah 
menjadi talak b3'in sughra” 

Talak ba'in sendiri terbagi kepada ba'in sughra dan ba'in kubra. 
Talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi apabila 
suami istri ingin hidup bersama membangun rumah tangga kembali, mereka 
mesti melakukan akad baru dengan berbagai syarat dan rukun akad nikah. 
Talak ba'in sughra terjadi karena beberapa hal yaitu talak raj 7 yang sudah 
habis masa idah tetapi belum melakukan rujuk, talak khuluk (khuf) atau 
cerai gugat seorang istri kepada suami dengan cara membayar uang Ywad, 
talak fasakh yang diputuskan hakim dan talak yang belum sempat 
melakukan hubungan.” 

Talak ba'in kubra adalah talak tiga (terjadi dalam waktu yang 
berbeda). Talak ini memutuskan sama sekali akad nikah, sehingga suami 
tidak dapat merujuk mantan istrinya lagi kecuali dengan beberapa 
persyaratan. Si istri harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain 
(bukan rekayasa) dan hidup bersama serta melakukan hubungan sebagai 
suami isteri. Kemudian mereka berdua bercerai dan si istri telah 
menghabiskan masa idahnya dan itu pun mesti dilakukan dengan akad nikah 
yang baru. “ 


c. Talak dalam Hukum Positif Islam Indonesia 
1) Penggunaan Istilah Cerai 

Di Indonesia kata talak disebut juga dengan kata cerai atau putusnya 
perkawinan. Keinginan untuk bercerai atau memutuskan perkawinan dapat 
datang dari suami dapat pula datang dari istri. Kehendak cerai yang datang 
dari suami disebut cerai talak, sementara kehendak cerai yang datang dari 
istri disebut cerai gugat. “ Istilah cerai talak dan cerai gugat diatur dalam 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 66 
dan 75 sehingga suami yang melakukan permohonan cerai talak disebut 


22 Jabig, Figh al-Sunnah, Vol. II, 303-304. 

3 Tbid., 305-306. 

24 Tbid., 306. 

?8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Figh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), 197. 


29 


Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer 


pemohon dan istrinya sebagai termohon, sementara istri yang mengajukan 
cerai gugat disebut penggugat dan suaminya sebagai tergugat.” 


2) Beberapa Alasan Cerai Talak atau Cerai Gugat 

Dalam Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 
Hukum Islam pasal 116 diatur beberapa alasan dapat terjadinya cerai talak 
atau cerai gugat. Alasan-alasan tersebut adalah salah satu pihak ber- 
selingkuh, menjadi pemabuk dan pecandu narkoba atau narkotika. Salah 
satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut 
tanpa keterangan dan tanpa izin bahkan tanpa adanya alasan yang dianggap 
sah. Salah satu pihak masuk penjara sekurang-kurangnya 5 tahun. ” 

Alasan-alasan selanjutnya, di antara suami dan istri selalu terjadi 
perselisihan yang tidak dimungkinkan lagi untuk mempertahankan rumah 
tangganya, suami melanggar taklik talak, atau salah satu pihak melakukan 
tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap pihak lainnya, termasuk 
pula salah satu pihak mengalami cacat tubuh atau penyakit yang akhirnya 
tidak dapat melaksanakan salah satu kewajibannya di dalam rumah tangga, 
bahkan cerai talak atau cerai gugat juga dapat terjadi karena salah satu 
pihak murtad. 


3) Proses Cerai Talak atau Cerai Gugat 

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
pasal 39 ayat (1) yang senada pula diatur dalam Instruksi Presiden RI No. 1 
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 115 disebutkan bahwa 
perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah 
para hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Di samping itu 
pada pasal 116 Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 bahwa cerai talak 
atau cerai gugat harus didasari dengan alasan-alasan yang jelas seperti yang 
dijelaskan sebelumnya, juga sebagaimana pasal 123 dalam aturan yang 
sama, perceraian dipandang resmi terjadi dan terhitung setelah diputuskan 
pengadilan agama yang ditandai dengan pembacaan ikrar talak di depan 
persidangan sebagaimana di atur pada pasal 117.” Pengakuan terjadinya 
perceraian ini disebutkan kembali pada pasal 146 ayat (2) Instruksi Presiden 


2 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan, 87 dan 89. 
37 Ibid., 189. 

38 Tbid. 

29 Tbid., 125 dan 189. 

50 Ybid., 189-190. 
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RI No. 1 Tahun 1991 bahwa agar mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, 
perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya setelah jatuhnya 
putusan dari pengadilan agama. "' 

Diakuinya perceraian hanya melalui proses persidangan sebenarnya 
bertujuan agar suami tidak bertindak sewenang-wenang dalam men- 
ceraikan istri yang merupakan mitra hidupnya selama ini. Tujuan lainnya 
agar keputusan perceraian ini mendapatkan kepastian hukum dan dapat 
memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian.” Oleh 
karena itu secara hukum perempuan yang dicerai di luar pengadilan agama 
dipandang masih sebagai istri yang sah, sehingga hak dan kewajiban sebagai 
suami istri masih melekat di antara keduanya.” 


4. Idah 
a. Pengertian Idah 

Kata idah"" (iddah - 55c g X&e) yang artinya masa menunggu bagi 
seorang perempuan untuk tidak menikah setelah terlepasnya ikatan 
perkawinan dengan suaminya.” Idah juga diartikan sebagai masa penantian 
seorang perempuan yang menyertai hari-harinya tanpa adanya pernikahan.” 
Pengertian lainnya idah adalah masa menunggu yang harus ditempuh 
perempuan sejak bercerai dengan suaminya untuk tidak menikah atau tidak 
pula menerima lamaran dari laki-laki lain. 

Jelasnya idah adalah masa menunggu beberapa waktu yang diwajibkan 
kepada perempuan pasca bercerai dengan suaminya baik cerai hidup atau 
cerai mati dengan berbagai kriteria. Selama masa menunggu ini seorang 
perempuan harus pula menjaga diri dan kehormatannya (ihdad) serta tidak 


S1 Tbid., 194. 

S2 Makmun Syar'i, “Reformulasi Hukum Talak di Luar Pengadilan”, Mazahib Jurnal 
Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015), 73. Orang yang mengalami dampak secara 
langsung akibat perceraian di luar pengadilan adalah istri dan anak-anak. Lihat dalam Aiya Emita, 
“Perkawinan dengan Perempuan yang diceraikan di Luar Pengadilan (Studi di Kecamatan Ulee 
Kareng Banda Aceh)”, Premise Law Jurnal, Vol. 2 (2015), 5. 

58 Siti Sri Rezeki, “Analisis Yuridis terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Menurut 
Kompilasi Hukum Islam dan Figih Islam”, Premise Law Jurnal, Vol. 14 (2015), 9. 

“ Dalam Kamus Bahasa Indonesia idah diartikan waktu menanti yang lamanya tiga kali haid 
bagi perempuan yang ditalak atau kematian suami (selama waktu itu ia belum boleh kawin). Lihat 
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 
Pendidikan Nasional, 2008), 537. 

55 « Ammar, al-Figh al-Muyassar, 894. 

S6 Al-Jaziri, Kitab al-Figh, Vol. IV, 451. 

S1 A1-Jaza'iri, Minhaj al-Muslim, 359. 
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dibolehkan menerima lamaran terlebih lagi menikah dengan laki-laki lain. 
Di samping itu, status perempuan khususnya dalam idah talak raj 7 masih 
sebagai istri yang dapat dirujuk oleh suaminya sampai berakhirnya masa 
idah. Setelah itu ia pun sudah terlepas dari ikatan perkawinan dengan 
suaminya dan dapat menentukan hidupnya kembali. 


b. Alasan adanya Idah 
Alasan adanya idah tidak dijelaskan para ulama secara eksplisit. 

Penjelasan-penjelasan yang ditemukan dari beberapa referensi hanya 

menyebutkan beberapa hal sebagai berikut: " 

1) — Untuk mengetahui terbebas dan bersihnya rahim perempuan serta 
tidak terkumpulnya air mani dari dua orang laki-laki atau lebih pada 
satu rahim karena jika air mani bercampur, keturunan yang keluar 
pun akan bercampur, 

2) Sebagai penghormatan dan pengagungan terhadap akad nikah yang 
pernah dilakukan, 

3) Sebagai media untuk merenung kembali agar suami rujuk kembali 
pada istrinya, 

4) Sebagai media untuk menunaikan hak suami yang telah meninggal 
dunia dengan cara menghormatinya melalui idah dan menunjukkan 
rasa duka cita atas kematiannya serta solidaritas terhadap keluarga 
suaminya ( tafajju'), 

5) Istri dapat berhati-hati memilih suami yang baru sehingga tidak 
menjadi kemudaratan bagi dirinya dalam menjalani hari-hari 
berikutnya, 

6) Sebagai bentuk ta abbudiyah yakni ibadah yang mesti diterima secara 
apa adanya dan dilaksanakan serta dijalani dengan yakin tanpa 
diiringi berbagai pertanyaan. 

Cc. Macam-macam Idah 
Idah merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh seorang 

istri setelah terjadinya perceraian. Kewajiban ini merupakan doktrin dalam 

Islam yang bersumber secara langsung dari al-Gur'an, hadis dan bahkan 

kemudian menjadi konsensus ulama. Idah dapat diklasifikasikan kepada 

empat macam, idah dilihat dari hitungan suci atau haid ( “iddah bi al-agra), 


8 Tbn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Mugtasid (Yordania: Bayt al-Afkar al- 
Dawfiyah, 2007), 618. Al-JaZiri, Kitab al-Figh, Vol. IV, 454. Sabig, Figh al-Sunnah, Vol. 11, 341. 
Al-Zuhayli, al-Figh al-Islami, Vol. VII, 627. 
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idah dilihat dari hitungan bulan ( iddah bi al-ashhur), dan idah dilihat dari 
hitungan sampai melahirkan ( iddah bi wad' al-haml) “ serta ada pula tidak 
ada masa idah. 


1)  Idah dengan al-Agra” 

Idah yang berkaitan dengan a/-agra” adalah idah istri cerai hidup yang 
masih haid dan pernah melakukan hubungan suami istri (dukhu!). Idah yang 
diwajibkan sebanyak tiga kali guru? sebagaimana dalam al-Gur'an, 2: 228 
Mera ADE Gemiih Umar ju ala,” Lafal a/-mutallagat merupakan lafal 
umum yang bertujuan khusus yaitu istri-istri yang pernah didukhul, "" 
mereka masih haid dan masih bisa suci dari haid." Lafal yatarabbasna 
adalah menunggu (al-intizar)” yang dijalani secara sadar dan rida serta 
bukan karena dipaksa” untuk tidak menerima lamaran secara mutlak 
sampai melewati masa tiga kali guru”. 

Lafal guru? diartikan para ulama secara berbeda. “Umar ibn al- 
Khattab, “Alfi ibn Abi Talib dan para ulama lainnya seperti Mujahid dan 
Dahak serta ulama Kufah mengartikan lafal guru? adalah haid” yang 
kemudian menjadi pendapat dari mazhab al-Hanafi dan mazhab al- 
Hanbali.'S Ulama lainnya seperti “A'ishah, Ibn “Umar, Zayd ibn Thabit dan 
ulama Hijaz lainnya mengartikan lafal tersebut adalah suci” yang kemudian 
menjadi pendapat mazhab al-Maliki dan mazhab al-Shafi'i. " 

Kelanjutan ayat di atas “..ceds) Al BBM ya Ol Od Omg V3” 
merupakan larangan menyembunyikan kemungkinan adanya janin di dalam 
rahim mereka, atau larangan menyembunyikan haid atau suci yang 


68 Tbid., 630. 

70 Abu “Abd al-Lah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar al-urtubi, a/Jami" al-Ahkam al- 
Our'an, Vol. IV (Beirut-Lebanon: Mu'assat al-Risalah, 2006), 35. 

11 Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabarri, T287r al-Tabarri: Jami" al-Bayan “an Ta'wil ay 
al-Our'an, Vol. IV (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyah, t.th.), 499. 

2? Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Vol. II (Mesir: al-Mustafa al-Bab al-Halabi, 
1946), 163. 

3 Shihab, Ta&ir al-Mishbah, Vol. 1, 455. 

"' Muhammad Rashid Rida, Tafir al-Manar, Vol. II (Kairo: Dar al-Manar, 1947), 370. 

75 Al-Ourtubi, al-Jami” al-Ahkam, Vol. IV, 37. Al-Tabarri, Tafsir al-Tabarri, Vol. IV, 500- 
501. “Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Idris al-Razi ibn Abi Hatim, Tafsir al-Our'an al-“Azim, 
Vol. II (Riyad-Makkat al-Mukarramah: Mustafa al-Baz, 1997), 415. 

76 Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Vol. Il, 164. Muhammad Mahmud Hijazi, al-Tafir al- 
Wadih, Vol. I (Beirut-Lebanon: Dar al-Jil,1993), 142. 

7 Al-Ourtubi, alJami" a-Ahkam, Vol. IV, 37. Al-Tabarri, Tafsir al-Tabarri, Vol. IV, 506. 

8 Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Vol. II, 164. Hijazi, al-Tatsir al-Wadih, Vol. 1, 142. 
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dialami. Hal ini dipandang memperlambat masa idah sehingga mem- 
perpanjang kewajiban suami memberikan nafkah, atau bahkan mempercepat 
masa idah sehingga istri yang dicerai dapat melakukan pernikahan dengan 
segera."' Uraian di atas dapat dipahami bahwa perempuan yang masih haid 
dan pernah melakukan hubungan suami istri kemudian bercerai dengan 
suaminya, diwajibkan menempuh masa idah selama tiga kali suci atau haid. 


2)  Idah dengan al-Ashhur 

Idah yang berkaitan dengan al-ashhur terbagi ke beberapa macam. 
Istri yang ditinggal mati suaminya, walaupun belum pernah melakukan 
hubungan suami istri, masih kecil atau dewasa, bahkan telah menopause, 
diwajibkan menempuh masa idah selama empat bulan sepuluh hari"! 
sebagaimana al-Our'an, 2: 234 kecuali istri yang ditinggal mati itu dalam 
keadaan hamil, maka idahnya sampai melahirkan.” Al-Gur'an, 2: 234 tersebut 
tertulis “..Iodie 5 etil Lay Gesta Gea Ja Lala AI Sia UR GA)” Begitu 
juga istri yang ditinggal mati dalam keadaan belum pernah didukhul 
diwajibkan pula beridah selama 4 bulan 10 hari karena untuk menghindari 
pengingkaran istri bahwa ia belum pernah didukhul, sementara orang yang 


paling mengetahui pernah atau tidaknya didukhul selain dirinya adalah 


suaminya yang telah meninggal. 


Al-Our'an, 2: 234 ini menaskh al-Gur'an, 2: 240 bahwa istri yang 
tinggal mati mendapatkan nafkah, tinggal di rumah suaminya dan beridah 


79 Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar al-Jakni al-Shingifi, Adwa' al-Bayan ff 
Idah al-Gura'an bi al-Gur'an, Vol. I (t.t: Dar “Alam al-Fawa'id, t.th.), 182. 

80 Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. 1, 456. 

8! Tradisi masyarakat pra Islam justru memberlakukan idah beserta ihdad yang tidak 
manusiawi. Hal ini disebabkan adanya pengkultusan yang berlebihan terhadap suami, sehingga 
ketika suami meninggal istri diwajibkan menampakan rasa duka cita yang dalam atas kematian 
suami. Mereka diharuskan mengurung diri dalam kamar kecil yang jauh dari keramaian dan mesti 
memakai pakaian yang paling jelek. Termasuk pula mereka dilarang untuk berhias (memakai 
harum-haruman, mandi, memotong kuku, memanjangkan rambut dan menampakkan diri di 
hadapan khalayak) sampai berlalu satu tahun. Setelah masa tersebut berakhir, mereka pun 
diperbolehkan keluar rumah, tetapi mereka masih dilempari kotoran binatang dan diharuskan 
menunggu di pinggir-pinggir jalan untuk membuang kotoran anjing yang setiap kali lewat. Hal ini 
dilakukan sebagai salah satu bentuk penghormatan mereka terhadap hak-hak suami. Lihat 
Muhammad ibn Rizg ibn Tarhuni, Sahih al-Sirah al-Nabawiyah, Vol. I (Kairo: Dar Ibn Taymiyah, 
1410 H), 100-101. 

22 Ybn “Atiyah al-Andalusi, a/-Muharrar al-Wajiz f Tafsir al-Kitab al- “Aziz, Vol. INI (Beirut- 
Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), 14. Al-Tabarri, Ta#ir al-Tabarri, Vol. IV, 79. 

88 Ketentuan di atas diadopsi para ulama hukum Islam Indonesia yang kini dapat dilihat dalam 
pasal 153 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam. 
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selama satu tahun." Dilihat secara sepintas ayat di atas ditujukan kepada 
para suami yang akan meninggal dunia, tetapi ini hanya bahasa yang 
digunakan al-Gur'an yang sebenarnya merupakan hak suami yang 
meninggal terhadap istri yang masih hidup,” yakni hendaknya para suami 
memberikan pesan kepada istrinya ketika ia meninggal nanti untuk 
melaksanakan idah. " 

Idah yang berkaitan dengan al-ashhur juga terdapat pada kasus lain 
yaitu istri yang dicerai tetapi belum balig atau telah memasuki masa 
menopause maka idahnya selama tiga bulan sebagaimana al-Our'an, 65: 4 
gem dig eh KD Seth ASI Ol Silat ya Kasad Ya Oa A9” 
Disebutkan dalam sebuah riwayat setelah al-Our'an, 2: 228 dan al-Our'an, 
2: 234 diturunkan, masyarakat Islam ketika itu berkomentar masih ada yang 
belum diatur dalam firman Allah yaitu idah perempuan yang masih kecil 
(belum haid) dan idah hamil yang akhirnya turunlah al-9ur'an, 65: 4 ini. 

Ayat di atas juga mengisyaratkan pada dasarnya idah dihitung 
berdasarkan guri?, tetapi bagi perempuan yang belum haid atau perempuan 
yang sudah menopause, perhitungan menurut guru? tidak mungkin 
diberlakukan sebab perempuan dalam dua kondisi itu belum haid dan di 
masa menopause, sehingga belum dan tidak ada pula masa suci. Oleh karena 
itu al-OGur'an memberikan petunjuk agar perhitungan idah dilakukan dengan 
cara menghitung hari yakni tiga bulan. "' 


3)  Idah dengan Wad' al-Haml 

Idah dengan wad" al-hami didasari al-Gur'an, 65: 4 
Se Dela yamag Ol Oelal JlkaYI Calsl5...” bahwa istri yang dicerai dalam 
keadaan hamil, idahnya sampai melahirkan. Para ulama menyepakati ayat di 
atas berlaku pada semua perempuan yang dicerai dalam keadaan hidup. 
Namun mereka berbeda pendapat tentang idah perempuan yang ditinggal 
mati suaminya dalam keadaan hamil. Ada yang berpendapat empat bulan 


sepuluh hari ada pula berpendapat sampai melahirkan.” Adapun mayoritas 


8 Abu Zamani, Tafsir al-Our'an al- “Aziz, Vol. 1 (Kairo: al-Farug al-Hadithah, 2001), 237. 

$$ Muhammad Tahir ibn “Ashur, Tafir al-Tahrir wa al-Tanwir, Vol. II, (Tunisia: Dar al- 
Tunisiah, 1984), 441. 

86 Shihab, Tafir al-Mishbah, Vol. 1, 474. 

87 Al-9urtubi, al-Jami al-Ahkam, Vol. XXI, 47. 

88 Amirudin Aranni (ed), Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai 
Pemikiran Ulama Muda (Yogyakarta: LKiS, 2002), 148. 

89 Al-Tabarri, Tafsir al-Tabarri, Vol. XXIII, 54. 
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ulama sendiri menyepakati idah perempuan yang tinggal mati suaminya 
dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan,” bahkan dalam pendapat 
lain walaupun suaminya belum dikubur dan perempuan tersebut melahirkan, 
ia pun dipandang halal untuk menikah dengan laki-laki lain.” 


4) Tidak Ada Masa Idah 

Dalam keadaan tertentu perempuan pun juga tidak memiliki masa 
idah pasca bercerai dengan suaminya. Namun perceraian yang 
dimaksud adalah perceraian yang terjadi sebelum melakukan hubungan 
(gabl al-dukhul). Perempuan atau istri yang dicerai dalam kondisi ini 
tidak memiliki masa idah sebagaimana diatur dalam al-Gur'an, 33: 49 
Weleigiii 5 uya Ogale ASIA Cp gina Ul Jd Ya GA yatilla Ai Cita gal ata II. 
Sebagaimana laki-laki, ia juga dapat secara langsung menerima lamaran 
bahkan melakukan akad nikah dengan laki-laki lain setelah ditetapkannya 
perceraian tersebut.” Firman Allah ini merupakan takhsis terhadap al- 
Our'an, 2: 228 sebelumnya dan men-takhsis pula al-9ur'an, 65: 4.” 

Itulah beberapa aturan idah yang secara langsung disebutkan dalam 
al-Our'an. Jika dilihat dari terang tidaknya makna lafal yang terdapat pada 
ayat-ayat idah tampaknya termasuk dalam kategori al-muhkam. Jika dilihat 
dari dilalah-nya tampaknya juga termasuk dalam kategori dilalat al- “ibarah 
al-Hanafiyah atau dilalat al-mantug al-sarih al-Shafi'iyah. Berdasarkan 
gambaran ini maka kedudukan ayat-ayat idah pun menjadi gat 7 (pasti). 
Berdasarkan hal demikian maka idah merupakan kewajiban yang harus 
dilaksanakan tanpa bisa ditawar-tawar oleh perempuan manapun 
berdasarkan kondisi-kondisi idah yang dihadapi. 


2 Yon Rushd, Bidayat al-Mujtahid, 623. 

”1 Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Vol. XXVINI, 143. 

2 Jalal al-Din al-Suyuti, 2-Dur al-Manthur f al-Tafsir bi al-Ma 'thur, Vol. XII (Kairo: Hijr al- 
Buhuth, 2003), 78. 

93 Al-Andalusi, al-Muharrar al-Wajiz, Vol. IV, 390. 

4 GatT adalah suatu lafal yang hanya mengandung satu makna dan jelas pula maknanya serta 
tidak menerima takwil, sementara kebalikannya adalah zannf yaitu suatu lafal yang memiliki 
banyak makna sehingga dapat diinterpretasikan ke berbagai macam makna dan dapat ditakwil. 
“Abd al-Wahhab Khallaf, Tim Usul al-Figh (Kuwait: Dar al-Galam, 1978), 35. Muhammad Adib 
Salih, Tafsir al-Nusus fi al-Figh al-Islami, Vol. 1 (Beirut-Damaskus: al-Maktab al-Islami, 1993), 
525-528. Ouraish Shihab, Membumikan Al-Guran (Bandung: Mizan, 1996), 137-141. 
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B. Teori-teori Penetapan Hukum Islam 
1. Konsep Usul al-Figh sebagai Metode Penetapan Hukum Islam 

Usul al-figh merupakan dua kata yang memiliki makna tersendiri. 
Dilihat secara etimologi kata usu/ adalah jamak dari as/ yang artinya 


“tempat bersandar atau dibutuhkannya tiap sesuatu” juga “pondasi tempat 


dibangunnya sesuatu baik bersifat materi maupun non materi”.” 


Dilihat secara terminologi kata usu/ memiliki beberapa pengertian 
seperti “a/-dalil” landasan atau petunjuk dalam mengkaji persoalan hukum, 
“al-ga'idah” ketentuan umum yang dapat meliputi beberapa persoalan 
sesuai orientasi makna yang dikandung kaidah tersebut, “A/-rajih” setiap 
yang didengar dan dibaca berpatokan pada yang paling kuat yaitu makna 
yang sebenarnya, “al-far” dan al-mustashab yaitu memberlakukan hukum 
yang telah ada dan tetap berlaku selama tidak ada hukum yang merubah- 
nya.” Pengertian yang digunakan dari beberapa pengertian di atas dalam 


usul al-figh adalah al-dalil yang berperan sebagai dalil-dalil hukum Islam. 


9 


Kata al-figh (fikih) secara etimologi diartikan “paham” "' yaitu 


mengetahui suatu persoalan dan memahaminya dengan baik atau “paham 


dan cerdas” sehingga mampu mengetahui maksud terdalam dari suatu 


persoalan. Secara terminologi a/-figh diartikan “suatu ilmu tentang hukum- 
hukum syarak bersifat “amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya yang 


-33 100 


rinci. Arti lainnya “suatu ilmu tentang hukum-hukum syarak yang 


bersifat “amaliyah beserta dengan dalil-dalilnya” atau “kumpulan hukum- 


hukum “amaliyah yang disyariatkan dalam Islam”.'"' 


?5 “Afi ibn Muhammad al-Jurjani, Mu'jam al-Ta fifat (Kairo: Dar al-Fadilah, t.th.), 26. 

9 Khalid Ramadan Hasan, Mujam Usul al-Figh (Mesir: al-Rawdah, 1998), 43. Lihat juga 
Haytham Hilal, Mu jam Mustalah al-Usul (Beirut: Dar al-Jil, 2003) 33. 

7 «Abd al-Karim Zaydan, Al-Wajiz f Usul al-Figh (Beirut-Lebanon: Mua'assasat al-Risalah, 
1998), 8. 

8 Yon Manztr, Lisan al- “Arab (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.), 3450. 

” Shawgi Dayf, et al., a-Mu'jam al-Wasit (Mesir: Maktabat al-Shurug al-Dawliyah, 2004), 698. 

100 “mar Sulayman al-Ashgar, al-Madkhal il4 al-Sari ah wa al-Figh al-Islami (Yordania: Dar 
al-Nafa'is, 2005), 36. 

101 Mustafa Ahmad al-Zarga, al-Madkhal al-Fighy al-“Am, Vol. 1 (Damaskus: Dar al-Oalam, 
2004), 65-66. Lihat juga Nasr Farid Muhammad Wasil, 2/-Madkhal al-Wasit Lidirasat al-Shari ah 
al-Islamiyah wa al-Figh wa al-Tashri' (Mesir: al-Maktabah al-Tawfigiyah, t.th.), 20. Beberapa 
redaksi pengertian fikih di atas adalah Aalustill AYI ya 20 gila Alan! Ane pdl! ISSYU alel Redaksi 
lainnya s4! 8 45 3 pia! Aglaall aSaYI Zc sama, Prof. Ahmad Zahro penulis buku Tradisi Intelektual 
NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 yang diterbitkan LKiS Yogyakarta mengatakan fikih 
(hukum Islam) adalah segala ketentuan yang bersumber dan atau tidak bertentangan dengan al- 
Our'an dan Hadis. 
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Jika kedua lafal tersebut digabung menjadi usu! al-figh, maka muncul 
pengertian baru yang berbeda dari pengertian semula. Beberapa pengertian 
tersebut adalah: 


02 Alas! Ugal oa R0, AYI Jolital JI US Jogi Ula 


“Kaidah-kaidah yang dapat membawa kepada penggalian hukum-hukum 
syarak dari dalil-dalilnya yang rinci”. 


1037 Javadill Lalat ora dala! ASI elsa AB mi Ae bali 


“Ilmu tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan metode-metode untuk 
menggali hukum-hukum yang bersifat “amafliyah dari dalil-dalilnya yang 
rinci”. 


lens oya Aalaadi Aatyddl AYI Solital Jl osn Al Ogpedlg Aelaill Anya 
104 “el 


“Kumpulan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang menyam- 
paikan pada perolehan hukum-hukum syarak yang dikaji dari dalil-dalilnya 
yang rinci”. 


Dalam redaksi yang berbeda usul! al-figh diartikan “kumpulan 
pembahasan tentang dalil atau sumber hukum syarak dan cara-cara peng- 
ambilan hukum dari sumber hukum syarak”.'” Pengertian ini menegaskan 
bahwa usul al-figh berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam, cara 
pengambilan ketentuan hukum dari sumber yang telah ditetapkan baik 
melalui kaidah-kaidah bahasa yang ada nasnya maupun melalui kaidah- 
kaidah umum yang tidak ada nasnya. 

Kendatipun para ulama menggunakan redaksi yang berbeda-beda, 
tetapi semuanya memiliki maksud dan tujuan yang sama bahwa usul al-figh 
adalah kaidah-kaidah, dalil-dalil atau metode-metode yang digunakan untuk 
menggali, menemukan dan menetapkan hukum Islam. Hal ini menunjukkan 
usul al-figh memiliki peran yang sangat penting untuk mengkaji persoalan 
hukum Islam secara metodologis sehingga hasilnya pun dapat dipertanggung- 
jawabkan. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila usu/ al-figh disebut 


102 « AJi Hasb al-Lah, Usi/ al-Tashrf' al-Islami (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997), 3. 

10 Abu Zahrah, Usu! al-Figh (Kairo: Dar al-Fikr al- Arabi, t.th), 6. 

10 Khallaf, Tim Usul al-Figh, 12. 

108 Muhammad Asywadie Syukur, Pengantar Ilmu Fikih & Ushul Fikih (Surabaya: Bina Ilmu, 
1990), 2. 
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sebagai “pabrik hukum Islam” atau sebagai “jantungnya” hukum Islam yang 
kekhususan kerjanya mengkaji persoalan-persoalan hukum sehingga dari 
kajian ini muncul produk yang disebut hukum Islam (fikih). Proses 
pengkajian itu dilakukan melalui ijtihad'”' baik beranjak dari pemahaman 
terhadap teks-teks normatif atau beranjak dari pengkajian terhadap 
persoalan yang berkembang di masyarakat. 


2. Metode Penetapan Hukum Islam 

Metode penetapan hukum Islam yang digunakan untuk berijtihad 
terangkum ke dalam tiga bagian yaitu ijtihad bayani, ijtihad giyasi dan 
ijtihad istislahi'"" Ijtihad bayani adalah ijtihad yang dilakukan melalui 
gawa'id al-usuliyah al-lughawiyah yaitu kaidah-kaidah kebahasaan yang 
digunakan untuk memahami bahasa al-Gur'an dan Hadis. Ijtihad giyasi 
adalah ijtihad yang dilakukan melalui metode al-giyas dan al-istihsan 
sementara ijtihad istislahi adalah ijtihad yang dilakukan melalui metode al- 
maslahah, al- “urt, fatwa al-sahabi, al-istishab, fath al-dhari'ah dan sadd al- 
dhari'ah serta shar" man gablana. Di antara ulama ada yang menempatkan 
shar" man gablana sebagai bagian dari gawa'id al-usuliyah al-lughawiyah 
karena untuk memahami syariat-syariat sebelum Islam yang tercantum di 
dalam al-Gur'an atau Hadis dipahami melalui kaidah-kaidah kebahasaan, 
hanya saja di dalam buku ini shar“ man gablana dikelompokkan ke dalam 
ijtihad istislahi. 

Selanjutnya dalam versi yang lain metode ijtihad ini terbagi kepada 
metode al-ma 'nawiyah dan metode al-lafziyah. Metode al-ma 'nawiyah 
adalah metode penetapan hukum Islam yang berangkat dari pemahaman 


100 Jitihad adalah pengerahan segala kemampuan mujtahid untuk menggali dan menetapkan 


status hukum suatu persoalan dari dalilnya dengan jalan sangkaan kuat yang ia sendiri merasa 
tidak mampu lagi berbuat lebih maksimal dari usaha maksimal yang telah dilakukan. Lihat Sayf 
al-Din Abi al-Hasan “Ali ibn Abi “Ali ibn Muhammad al-Amidi, Muntaha al-Sul f Ilm al-Usul 
Mukhtasar al-Ihkam fi Usul al-Ahkam (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 246. 
Adapun syarat-syarat orang yang dapat berijtihad lihat dalam Al-Sharfi, a/-Jjtihad al-Jama'f, 59- 
70. Begitu juga “Adnan Muhammad, a/-Tajdid fi al-Fikr al-Islami (t.t.: Dar ibn al-Jawzi, 1424), 
170-175. 

1 Muhammad Salam Madkir, al-fjtihad f al-Tashri' al-Islanii (t.tp., Dar al-Nahdah, 1984), 
42-49. Dalam referensi lain, yang pertama disebut bayan al-nusus wa tafsiruha, yang kedua 
disebut al-giyas “ala al-ashbah wa al-naza'ir khusus untuk metode giyas dan yang ketiga disebut 
ijtihad bi al-ra'yi termasuk di dalamnya metode al-istihsan dan yang lainnya. Lihat Shawgi 
“Abduh al-Sahi, a/-Madkhal Ii Dirasat al-Figh al-Islami (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 
1989), 47. Selain itu lihat juga Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 
1926-1999 (Yogyakarta: LKiS, 2004), 112-115. 
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tidak langsung pada teks al-Our'an dan hadis, sementara metode al-lafziyah 
adalah metode penetapan hukum Islam yang berangkat dari pemahaman 


108 Metode al-ma nawiyah meliputi 


langsung pada teks al-Our'an dan Hadis. 
al-ijma' al-giyas, al-istihsan, al-maslahah, al-“urf, al-istishab, al-dhari'ah, 
fatwa al-sahabi, dan shar“ man gablana serta termasuk pula magasid al- 
Shari'ah. Metode al-lafziyah meliputi al-gawa'id al-usuliyah al-lughawiyah 
(kaidah-kaidah kebahasaan). Macam-macam metode penetapan hukum yang 
digunakan dalam uraian pada bab ini adalah metode al-ma nawiyah dan 


metode al-lafziyah. 


108 Zahrah, Usul al-Figh, 90. Amir Syarifuddin, Ushu/ Figh, Vol. II (Jakarta: Logos, 1999), 2. 
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Skema Macam-macam Metode Penetapan Huku m Islam 


Ijtihad gawa'id al- 
usuliyah al- 
lughawiyah 


Metode al- 
lafziyah 


Bayani 


Metode 5 
Penetapan Tjtihad al-giyas dan 
Hukum Oiyasi al-istihsan 
La Metode a/- 
ma nawiyah 
al-maslahah, 
al- “urf, fatwa 
Ijtihad al-sahabi, al- 
Istislahi istishab, fath 
al-dhari ah 
dan sadd al- 
dhari ah dan 
Shar" man 
gablana 


Magasid al-Shari 'ah 


a. Metode al-Ma nawiyah 

Beberapa di antara metode a/-ma'nawiyah yang digunakan dalam 
tulisan ini adalah al-giyas, al-istihsan, al-maslahah, al-dhari'ah, dan 
magasid al-shari "ah. 


1)  Al-Giyas 

Al-giyas dalam arti etimologi adalah ukuran, mengetahui ukuran 
sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain." 
Secara terminologi diartikan dengan redaksi yang berbeda-beda, di 
antaranya “memberlakukan hukum asal kepada hukum far“ disebabkan 


kesatuan “//ah yang tidak dapat dicapai melalui hanya dengan pendekatan 


109 Yihat Sayf al-Din Abi al-Hasan “Afi ibn Abi “Ali ibn Muhammad al-Amidi, al-Ihkam f 
Usul al-Ahkam, Jilid II, Vol. III (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1996), 124. 
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6 


bahasa”. Pengertian lainnya “menyamakan “lah yang ada pada far 
dengan “ilah yang ada pada as! yang diistinbatkan dari hukum as/ "' atau 
“menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan 
sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas disebabkan kesatuan 9/lah 
hukum antara keduanya”. '? 

Dapat disimpulkan a/-giyas adalah menyamakan status hukum suatu 
persoalan yang tidak diatur dalam nas (far) kepada hukum (hukm al-asl) 
suatu persoalan yang telah diatur dalam nas (as/) disebabkan adanya 
persamaan “/lah. Artinya suatu persoalan yang tidak diatur dalam nas, 
disamakan hukumnya dengan suatu persoalan yang diatur oleh nas karena 
adanya persamaan “ilah. 

Ada beberapa unsur yang harus terpenuhi ketika menggunakan al- 
giyas yaitu adanya asl, far, “illah dan hukm al-asi. "' As/ adalah suatu 
persoalan yang telah diatur dalam nas, far“ adalah suatu persoalan yang 
tidak diatur dalam nas, Y//ah adalah sifat yang menjadi motif atau motivasi 
dalam menentukan adanya hukum''“ dan hukm al-as! adalah status hukum 
yang terdapat pada as/. Contoh keempat unsur ini, haramnya wisky karena 
digiyaskan dengan haramnya khamar. Khamar dalam al-Gur'an, 5: 90-91 
sebagai as/, wisky yang merupakan persoalan baru disebut #2r', sementara 
adanya zat yang memabukkan disebut “/lah dan hukm al-ashya adalah 
haram. 

Mayoritas ulama usul al-figh menyatakan al-giyas dapat dijadikan 
hujjah baik dalam urusan dunia atau pun agama.' Maksudnya dapat 
dijadikan sebagai dalil atau metode penggalian dan penetapan hukum 
khususnya pada bagian menyamakan hukum sebagaimana dijelaskan. 
Sebagian ulama lainnya misalnya dari kalangan Nizamiyah, Zahiriyah, 
beberapa golongan al-Shivah dan sebagian Mu'tazilah menolak al-giyas 


MO AAN ajang Sy Y Sania All PA II JI ya all H3, “Ubayd al-Lah ibn Mas'ud al-Bukhari 
Sadr al-Shari ah, Tangih al-Usul, Vol. II (Makkah: Maktabat al-Baz, t.th.), 52 

HP Jus Sa ya Jariinal! Alai Jaa, PAI Gu el simYI Ye 3 Le, Al-Amidi, al-Ihkam f Usul, Jilid 
II, Vol. INI, 130. 

M2 Sal Ale (Gi LagSI JARY Aan Ce Kraguaia ya Ge yA Maa (le Yayaia yi yel Gal Wahbah al- 
Zuhayli, Usul al-Figh al-Islami, Vol. 1 (Damaskus-Suriah: Dar al-Fikr, 2001), 603. 

H3 AJ-Amidi, al-Ihkam f Usul, Jilid IL, Vol. III, 130. 

14 Taj al-Din “Abd al-Wahhab ibn “Ali al-Subki, Jam" al-Jawami' f Usul al-Figh (Beirut- 
Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 84. 

HS Fakhr al-Din Muhammad ibn “Umar ibn al-Husayn al-Razi, a-Mahsul f Ilm al-Usul al- 
Figh, Vol. V (t.t.: Mw'assasat al-Risalah, t.th.), 26, 38 dan 49. Al-Subki, Jam al-Jawami', 80. Al- 
Zuhayli, Usul al-Figh, Vol. I, 607. 
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sebagai hujjah serta menyatakan tidak boleh menetapkan hukum melalui 
dalil atau metode ini." 

Mayoritas ulama yang memandang al-giyas dapat dijadikan hujjah 
karena berpedoman pada firman Allah al-Gur'an, 5: 59, al-Gur'an, 36: 79, 
dan al-Gur'an, 59: 2. Pada al-Gur'an, 5: 59 dijelaskan apabila terjadi 
perbedaan pendapat dalam suatu persoalan hukum, sementara jawaban yang 
secara eksplisit tidak ditemukan dalam al-Gur'an, Sunnah, maupun 
pendapat u/i al-amr maka persoalan tersebut dikembalikan kepada kaidah- 
kaidah hukum salah satunya a/-giyas. Pada al-Gur'an, 36: 79 menunjukkan 
bahwa Allah menggunakan al-giyas ketika menjawab pertanyaan orang 
yang mengingkari hari kebangkitan. Di sini Allah menggiyaskan 
menghidupkan manusia kembali yang sudah hancur dengan menciptakan 
pada pertama kali. Menghidupkan kembali lebih mudah daripada 
menciptakan. Pada al-Gur'an, 59: 2 Allah menggambarkan orang-orang 
yang berbuat kerusakan akan menerima balasan, sehingga di akhir ayat 
Allah memerintahkan “Is5£c&” yaitu ambil pelajaran yang maksudnya 
menyamakan dirimu dengan diri mereka yang apabila berbuat kerusakan 
maka akan sama mendapatkan balasan. 

Alasan berikutnya berdasarkan dari beberapa hadis Nabi, di 
antaranya: 


Io PA AU ki AB ob Ane ya ilal OI 
IG Isi Cia ST Ca SI ae OS Jaa leis Lb pai JU Ulas Alii 


ha anto dasi 


118 


Pada hadis di atas Rasulullah menggiyaskan haji dengan hutang ” dengan 


mengatakan “hajikanlah ibumu karena nazarnya, bagaimana pendapatmu 


H6 Ybid., 609-610. Lihat juga Syukur, Pengantar Ilmu, 103. Begitu juga A. Djazuli dan I. Nurol 


Aen, Ushul Figh Metodologi Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 122. 

H7 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol. 11, 656-657. 

18 Pada hadis yang lain Nabi Muhammad juga menggiyaskan hal yang serupa. Dalam hadis 
tersebut disebutkan ada seorang laki-laki datang kepada nabi dan menceritakan bahwa ia 
mempunyai saudara perempuan yang telah bernazar untuk berhaji, tetapi belum sempat 
melaksanakan ibadah tersebut ia pun meninggal dunia. Nabi pun menyuruh laki-laki tersebut 
membayar hutang nazar itu. Lihat Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol. VI, 2464. Dalam sahih 
Muslim Nabi Muhammad kembali menggiyaskan puasa Ramadan dengan hutang yaitu seseorang 
yang mati meninggalkan hutang puasa, maka diwajibkan kepada ahli warisnya untuk membayar 
hutang tersebut. Lihat Abu al-Husayn Muslim al-Hajjaj al-Oushayri al-Naysaburi, Sahih Muslim 
al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min al-Sunan bi Nagl al- “Adi “an al- “Adi ila Rasul al-Lah 
(Riyad: Dar Tayyibah, 2006), 509. 
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jika ibumu memiliki hutang, apakah kamu bayar hutangnya, bayarlah 
hutang kepada Allah”. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi menggunakan 
al-giyas yang artinya al-giyas dapat digunakan sebagai dalil atau metode 
penetapan hukum pada kasus lain dari hukum Islam. 


Di samping al-Gur'an dan Sunnah, mayoritas ulama juga 
mengemukakan perkataan para sahabat yang menunjukkan kebolehan 
bahkan keharusan menggunakan al-giyas sebagai hujjah. Salah satunya 
ucapan “Umar “el yo) yAYI 03 JL 4 alat YI Sa ye?” 19 
menolak al-giyas juga mengemukakan dalil dari al-Gur'an, Sunnah, juga 


Namun golongan yang 


pendapat sahabat serta rasio. Kendatipun terdapat perbedaan dalam 
memandang al-giyas tetapi persoalan-persoalan hukum Islam mesti 
diselesaikan dengan memberikan solusi. Salah satu solusi tersebut adalah 
menyelesaikannya melalui dalil atau metode al-giyas. 


2) — Al-Istihsan 

Al-istihsan yang berasal dari timbangan Ulusis! “udi “usil 
berarti “menganggap adanya suatu kebaikan”. Maksudnya “mencari yang 
paling baik untuk diikuti (diterapkan) karena pada dasarnya diperintahkan 
untuk melakukannya”. Al-istihsan secara terminologi “meninggalkan 


keharusan melakukan a/-giyas untuk melakukan al-giyas lain yang lebih 


» 121 


kuat dari al-giyas sebelumnya”. Ditinggalkannya al-giyas ini karena 


pengaruhnya terhadap hukum sangat lemah bahkan membawa kepada 
kemudaratan, sementara ada a/-giyas lain yakni al-istihsan memiliki 
pengaruh kuat terhadap hukum yang dapat membawa kepada kebaikan. 
Dalam mazhab al-Hanafi a/-giyas yang ditinggalkan adalah al-giyas al-jali, 
sementara al-giyas lain adalah al-giyas al-khafi atau al-istihsan. 


Al-Istihsan dalam mazhab al-Maliki adalah “mengamalkan di antara 
2122 


dua dalil yang lebih kuat atau “memberlakukan kemaslahatan juz'7 


» 123 


ketika berhadapan dengan ketentuan umum . “ Berdasarkan definisi ini 


M9 AI-Razi, al-Mahsul, Vol. V, 54. 

120 Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahal al-Sarakhsi, Usu/ al-Sarakhsi, Vol. II 
(Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al- Tlmiyah, 1993), 200. 
PL Ata ai Oa Usb Kanya KS Jsaall | Husayn Muhammad Mallah, a/-Fatwa: Nash 'atuha wa 
Tatawwuruha — Usuluha wa Tatbigatuha, Vol. II (Beirut: al-Maktabah al- Asriyah, 2001), 469. 

122 nada ea Jasll , Al-Zuhayfi, Usul al-Figh, Vol. II, 738. 

13 AS Jab Alis dia Aalag MY, Abu Ishag al-Shatibi, al-Muwafagat f Usul al-Shar'ah, 
Jilid II, Vol. IV (al-Mamlakah al-Su'udiyah al-Arabiyah: Wuzarat al-Shu'un al-Islamiyah, t.th.), 
148-149. 
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mazhab al-Maliki meninggalkan a/-giyas karena bertentangan dengan al- 
“urf yang telah dikenal luas atau karena dengan kemaslahatan yang lebih 
kuat atau juga karena dapat membawa kepada kesulitan dan kesusahan. '”” 
Dalam mazhab al-Hanbali al-istihsan diartikan “meninggalkan suatu 
ketentuan hukum kepada ketentuan hukum lain yang lebih kuat dari 


ketentuan hukum sebelumnya.” '“ 


Meninggalkan atau berpalingnya dari 
satu hukum kepada hukum yang lebih kuat tentunya adalah untuk 
memelihara atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan 
kepada seluruh masyarakat Islam. "8 

Dapat disimpulkan al-istihsan memiliki dua makna yaitu lebih 
mendahulukan al-giyas al-khafi (samar-samar) daripada melaksanakan al- 
giyas al-jalf (nyata) karena adanya dalil yang mendukung untuk melaku- 
kan al-giyas al-khafi. Memberlakukan hukum juz'7 daripada melaksanakan 
hukum kulli (ketentuan umum) disebabkan adanya dalil khusus yang 
mendukung pelaksanaan hukum hukum juz' tersebut. Kedua makna ini 
kemudian dapat disatukan menjadi “menguatkan suatu dalil atas dalil lain 
yang berlawanan dengan tarjih yang diakui oleh syarak dan yang terpenting 
dalam al-istihsan adalah tercapainya ruh al-hukm” 

Mayoritas ulama menggunakan al-istihsan sebagai dalil atau metode 
dalam menjawab persoalan-persoalan baru dalam hukum Islam.'? Al-Shafif 
sendiri tidak menyebutkan al-istihsan sebagai salah satu dalil atau metode 
dalam mazhabnya, tetapi bukan berarti ia menolak secara mutlak. Ia hanya 
memperketat penggunaan al-istihsan agar tidak digunakan untuk kepentingan 
individu, kesenangan dan hawa nafsu serta menetapkan hukum tidak ber- 
dasarkan dalil yang kuat. Beberapa dari kalangan ulama menilai al-Shafi'i 
sebenarnya juga menggunakan al-istihsan. Hal ini dapat dilihat beberapa 


14 Mallah, al-Fatwa: Nash 'atuh4, Vol. II, 472. Lihat juga Al-Zuhayli, Usu/ al-Figh, Vol. 11, 738. 

123 Aja dal ya Sa Il LS Sjti Ul “Abd al-Lah ibn Ahmad ibn @udamah, Rawdat al-Nzzir wa 
Jannat al-Manazir fi Usul al-Figh “ala Madhhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Vol. 1 (Beirut- 
Lebanon: Mu'assasat al-Rayyan, 1998), 473. Lihat juga “Abd al-Karim ibn “Ali ibn Muhammad 
al-Namlah, Ithaf Dhawi al-Basa'ir Sharh Rawdat al-Nazir wa Jannat al-Manazir, Jilid IV (Riyad: 
Dar al-“Asimah, 1996), 289-290. 

126 AI-Zuhayli, Usu/ al-Figh, Vol. Il, 740. 

17 Giyas jalf seperti yang disebutkan di atas adalah giyas yang dikenal dalam ilmu usi/ al- 
figh, yakni upaya yang dilakukan untuk menyamakan status hukum yang tidak diatur dalam nas 
(Alguran atau hadis) kepada status hukum suatu persoalan yang telah diatur dalam nas (Alguran 
atau hadis) disebabkan adanya persamaan “lah. 

18 Pjazuli dan I. Nurol Aen, Ushu/ Figh, 161 dan 166. 

129 Mallah, al-Fatwa: Nash 'atuha, Vol. II, 474. 
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kali al-Shafi'i menggunakan kata al-istihsan secara langsung dalam men- 
jawab persoalan hukum Islam"? atau menggunakan kata lain “astahibbu 
dhalik” yang menurut al-Sarakhsi tidak ada bedanya dengan “astahsinu”."' 

Dasar-dasar yang digunakan para ulama mendukung al-istihsan 
berdiri di atas beberapa dasar baik dari al-Gur'an, Sunnah ataupun al-ijma' 
Pada al-OGur'an, 2: 185 Allah menghendaki kemudahan dan tidak meng- 
inginkan kesulitan pada manusia. Pada al-Gur'an, 39: 17-18 Allah mem- 
berikan pujian kepada hamba-Nya yang memilih dan mengikuti perkataan 
yang terbaik. Maksudnya adalah sesuatu yang terbaik yang dihasilkan dari 
pertimbangan yang sangat dalam. Orang yang mengikuti yang paling baik 
berarti memiliki dasar yang kuat, sehingga mengikuti al-istihsan juga 
merupakan hal yang terbaik untuk dilakukan. 

Di samping itu pada al-Gur'an, 39: 55 Allah memerintahkan untuk 
mengikuti yang terbaik yang berarti adalah al-istihsan. Perintah untuk 
mengikuti yang terbaik tersebut termasuk dalam kategori yang wajib 
dilakukan. Hal ini diketahui dari adanya #“4/ amar yakni Gl Lal, yang 
menunjukkan asal setiap perintah adalah wajib dilakukan sebagaimana 
kaidah amar yakni bs! Y! & J5YI, maka perintah untuk mengikuti 
sesuatu yang terbaik memang sebagai perintah yang tidak ada hal lain yang 
dapat memalingkan perintah wajib kepada hukum yang lain. Al-istihsan pun 
merupakan metode yang memiliki dasar sehingga dapat dijadikan hujjah 
dalam menggali dan menetapkan hukum Islam. 

Para ulama juga menggunakan salah satu hadis dengan sanad yang 
sahih tetapi mawgufatau hanya sampai pada “Abd al-Lah ibn Mas'ud yang 
tertulis: 


183 anta dl Ane pgd Wan Taljlag pepe HI A10 ygd Lino Oyku! cet Lah 


30 Ybid., Vol. I, 179. Lihat al-Bannani, Hashiyah al-“Allamah al-Bannani “ala Sharh al-Jalal 
Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli “ala Matn Jam al-Jawami', Vol. II (Indonesia- 
Semarang: Taha Putra, t.th.), 345. 

B1 Al-Sarakhsi, Usu/ al-Sarakhsi, Vol. II, 201. 

12 Kendati dasar hukum al-istihsan di atas diperdebatkan apakah benar hadis nabi atau hanya 
perkataan sahabat, tetapi bukan berarti a/-istihsan tidak memiliki dasar. Dua ayat Alguran di atas 
sebenarnya telah cukup menunjukkan eksistensi al-istihsan sebagai metode yang dapat diakui oleh 
kalangan manapun. 

88 Redaksi hadis dan status serta kualitas sanad hadis ini terdapat dalam Ahmad ibn 
Muhammad ibn Hanbal, al-Musnad Ii Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Vol. III (Kairo: 
Dar al-Hadith, 1995), 505-506. Redaksi yang berbeda “ »i) Las cass dil Xie pegi Liwa Ugiagal ol) Lai 
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Dalil di atas menunjukkan bahwa jika bukan al-istihsan maksudnya, 


maka tidaklah sesuatu itu juga baik dipandang Allah, karena sesuatu yang 


dipandang baik umat dapat menjadi sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini 


tidak mungkin terjadi oleh masyarakat jika tidak berdiri di atas dalil yang kuat. 


a) 


b) 


c) 


d) 


e) 


Dalam mazhab al-Hanafi a-istihsan dibagi kepada enam macam: "” 


Al-istihsan bi al-nass yaitu al-istihsan berdasarkan ayat atau hadis. 
Misalnya menurut ketentuan umum orang yang makan minum 
sewaktu berpuasa adalah batal. Namun hal ini dikecualikan oleh hadis 
Nabi bahwa orang yang makan minum sewaktu berpuasa karena lupa 
tidak membatalkan puasanya. 

Al-istihsan bi al-ijma" yaitu al-istihsan berdasarkan al-ijma" 
Contohnya seperti jual beli inden atau memesan untuk dibuatkan 
suatu barang kepada perusahaan atau pengrajin (istisna). Dalam al- 
giyas akad ini tidak dibolehkan karena di waktu akad barang masih 
belum ada, tetapi menurut al-istihsan praktik ini dibolehkan karena 
selalu dilakukan di sepanjang zaman, sementara ulama pun tidak 
mengingkarinya yang akhirnya menjadi konsensus. 

Al-istihsan bi al-giyas al-khafi yaitu al-istihsan berdasarkan al-giyas 
al-khafi. Misalnya terkait dengan tanah wakaf. Dalam al-giyas al-jali 
tanah wakaf sama dengan jual beli karena pemilik telah 
memindahkan hak miliknya, sehingga setiap orang yang lewat atau 
mengalirkan air melalui tanah tersebut mesti meminta izin kepada 
penerima wakaf. Hal ini sangat menyulitkan yang akhirnya al-giyas 
al-jali ini ditinggalkan untuk melaksanakan al-giyas al-khafi dengan 
akad sewa menyewa sehingga siapa pun dapat lewat di lahan ini atau 
mengalirkan air melewati lahan tersebut. 

Al-istihsan bi al-maslahah yaitu al-istihsan berdasarkan kemaslahatan. 
Misalnya bolehnya dokter melihat aurat perempuan dalam berobat. 
Al-istihsan bi al-al-“urf' yaitu al-istihsan berdasarkan al- “urf atau adat 
kebiasaan. Contohnya penggunaan tempat mandi umum yang tidak 
ditentukan berapa lama di dalamnya dan berapa banyak air yang 
dipakai. Apabila ditentukan untuk mengetahui pembayaran jasanya 
akan mendapatkan kesulitan karena kebutuhan masing-masing orang 


Gs Al Xie sei Lan sie pdl!” Lihat Sulayman ibn Dawd ibn al-Jarud, Musnad Abi Dawd al-Tayalisi, 
Vol. I (t.t.: Dar Hijr, 1999), 199. 


34 Al-Sarakhsi, Usu/ al-Sarakhsi, Vol. Il, 202-203 dan 206. Al-Zuhayli, Usul al-Figh, Vol. II, 


743-748. 
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berbeda-beda. Oleh karena itu pembayarannya pun sesuai dengan 
kebiasaan yang berlaku. 

?) Al-istihsan bi al-darurah yaitu al-istihsan karena keadaan darurat. 
Misalnya sumur yang kemasukan najis cukup ditambah beberapa 
galon air agar menjadi suci kembali, karena sangat sulit 
mengeringkan sumur terlebih lagi sumur yang sumbernya mata air. 


3)  Al-Maslahah 

Al-maslahah berasal dari timbangan (5 s5 /xh3 -au -aka diartikan 
sebagai all yaitu “kebaikan” atau Aisll 3x5 yaitu “kebalikan dari 
kerusakan”? Ada juga yang memahami al-maslahah ini sebagai Jasid!30 
yaitu “sesuatu yang bermanfaat”. Sesuatu yang mengandung kebaikan atau 
manfaat adalah sebuah istilah untuk menunjukkan kenikmatan, kenyamanan 
dan media-media yang digunakan untuk memperoleh kenikmatan tersebut. 
Lawan dari manfaat adalah kerusakan atau mudarat yang merupakan 
ungkapan untuk menunjukkan suatu kesengsaraan, kepedihan dan media- 
media yang dapat berakibat timbulnya kemudaratan tersebut. ''' 

Al-maslahah juga disebut sebagai sesuatu yang menolak kemudaratan 
dan dengan penolakan ini manfaat atau kemaslahatan pun dapat dicapai. 
Kesimpulan ini sejalan dengan pemahaman para ulama usul al-figh yang 
mengatakan bahwa a/-maslahah adalah sebuah dalil atau metode yang 
digunakan dalam penemuan, penggalian dan penetapan hukum Islam. Proses 
ini dilakukan baik digali dari sumber hukum Islam (al-Gur'an dan Hadis) 
dengan menggunakan metode deduktif atau pun digali dari sumber empiris 
dengan menggunakan metode induktif. Namun tetap terfokus untuk 
mendatangkan kebaikan dan menolak suatu kemudaratan beserta media- 
media yang menyertainya. Tn 

Mempertimbangkan kembali masih mutlaknya konsep al-maslahah, 
di antara para ulama usul! al-figh ada yang membatasi kemaslahatan yang 
dimaksud hanya pada pemeliharaan maksud-maksud syarak berupa 
pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Setiap kegiatan yang 
terkandung di dalamnya untuk memelihara kelima hal itu, disebut a/- 


33 Yon Manzur, Lisan al- Arab, 2479. 

86 Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maslahah f al-Shari'ah al-Islamiyah 
(Beirut-Lebanon: Mu'assasat al-Risalah, 2001), 27. 

37 AI-Razi, al-Mahsul, Vol. V, 157-158. 

38 Tbid. 
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maslahah tetapi jika sebaliknya ia termasuk al-maf&adah."” 


Para ulama usul 
al-figh membagi al-maslahah ke beberapa bagian yang dilihat dari berbagai 
segi. Dilihat dari segi keberadaannya sebagai dalil atau metode, al-maslahah 
terbagi kepada al/-maslahah al-mu 'tabarah, al-maslahah al-mulghah dan al- 
maslahah al-mursalah. 

Al-maslahah al-mu'tabarah adalah nilai kemaslahatan dalam suatu 
persoalan didukung syarak. Al-maslahah ini terbagi kepada dua yaitu al- 
munasib al-mu'aththir dan al-munasib al-mula'im. Al-munasib al- 
mu'aththir adanya petunjuk secara langsung dari al-shari” terhadap 
kemaslahatan suatu persoalan. Misalnya larangan berhubungan badan 
dengan perempuan yang sedang haid karena darah haid mengandung 
penyakit sebagaimana disebutkan dalam al-Our'an, 2: 222. Al-munasib al- 
mula'im adalah tidak ada petunjuk secara langsung dari a/-shari baik dalam 
bentuk nas maupun a/-ijma" tentang kemaslahatan yang dimaksud dan yang 
ada hanya petunjuk tidak langsung. Misalnya perwalian orang tua terhadap 
anak perempuannya dengan alasan belum dewasa. Hal inilah yang menjadi 
alasan bagi hukum yang sejenis dengan hal tersebut yaitu perwalian dalam 
harta milik anak kecil. '" 

Al-maslahah al-mulghah yaitu nilai kemaslahatan dalam suatu 
persoalan tidak didukung atau bertentangan dengan syarak sehingga 
kemaslahatannya pun ditolak. Akal memandang adanya kemaslahatan 
dalam suatu persoalan, tetapi syarak memiliki ketetapan sendiri sehingga 
kemaslahatan menurut akal tersebut tidak sejalan dengan syarak. Misalnya 
berlebih-lebihan dalam beragama khususnya melaksanakan ibadah. Kondisi 
ini cenderung membuat seseorang mengesampingkan kehidupan dunia 
misalnya, tidak berumah tangga karena beranggapan dapat menjauhkan diri 
dari Tuhan. Dengan tidak berumah tangga seseorang dapat beribadat 
sepanjang hari dan malam tanpa istirahat. Pandangan itu secara akal dapat 
diterima, tetapi bertentangan dengan kehendak syarak yang menyatakan 
tidak ada kerahiban di dalam Islam. '” 


P9 agdig pi peale Saing Ul gag 3 Tai GI Uya gl dgan 6g III yenia cela Aiilakall Kanlunal (ii 
Andlina lgndng Banaia sed J gua YI A8 Ca gila S3 (inline yg3 Ansetill JganY| od8 Jain Cpanatila ISS agllas pelui aelie 3 
Lihat Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, a/l-Mustasfa f Ilm al- 
Usul (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al- Tlmiyah, 2000), 174. 

40 Ybid., 173-174. Al-Razi, al-Mahsul, Vol. V, 163, 165-166. Lihat juga al-Amidi, al-Ihkam Ff 
Usul, Jilid Il, Vol. IV, 308. 

41 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Vol. Il (Jakarta: Logos, 1999), 329-330. 

2 Al-Zuhayli, Usul al-Figh, Vol. 11, 753-754. 
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Al-maslahah al-mursalah atau al-istislah yaitu menurut pertim- 
bangan akal adanya suatu kemaslahatan atau kebaikan dalam suatu per- 
soalan dan dipandang sejalan pula dengan kehendak syarak. Persoalannya 
hanya kemaslahatan tersebut tidak didukung dan tidak pula ditolak syarak. 
Contohnya persoalan-persoalan baru dalam kehidupan manusia sekarang 
yang dipandang memiliki nilai kemaslahatan.'"? Oleh karena itu ke- 
maslahatan pada kategori al-maslahah al-mursalah ini perlu pengkajian 
lebih lanjut untuk mengetahui apakah sejalan dengan kehendak syarak. 
Salah satu caranya melakukan kajian induktif terhadap berbagai nas yang 
kemudian diakhiri dengan konklusi terhadap kajian tersebut. 

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ulama 
usul al-figh membagi al-maslahah ke dalam tiga bagian yaitu a/-maslahah 
al-daruriyah, al-maslahah al-hajiyah dan al-maslahah al-tahsiniyah yang 
akan dibahas pada bahasan tersendiri bersama kajian magasid al-shari ah. 
Dalam mengkaji atau menetapkan suatu persoalan hukum menggunakan al- 
maslahah, para ulama usul al-figh menentukan beberapa syarat. Suatu 
persoalan hukum yang dipandang memiliki kemaslahatan disyaratkan mesti 
termasuk persoalan yang primer (daruriyah), kemaslahatannya dapat dipastikan 
ada (gat 7), bukan termasuk khayalan atau dalam bentuk prediksi, dapat 
diterima akal sehat (ma gul), kemaslahatannya universal atau menyeluruh 
(kulli) ke setiap lapisan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan hukum 
yang telah ditetapkan nas dan ijma"'" 

Dalam mazhab al-Hanafi secara eksplisit tidak ditemukan al- 


43 Hal ini sesuai dengan 


maslahah sebagai salah metode dalam mazhabnya. 
penelitian al-Amidi bahwa mazhab al-Hanafi tidak menggunakan al- 
maslahah.S Namun al-Juwayni justru menemukan para ulama mazhab al- 
Hanafi sebenarnya menggunakan al-istidlal yang salah satunya adalah a/- 
maslahah. "" Sikap mazhab ini dapat dibuktikan ketika terjadinya perdebatan 


antara al-Hanafi dengan ibn Abi Layla dan al-Auza'i, bahwa al-Hanafi 


"8 Ybid. Lihat juga Syukur, Pengantar Ilmu, 117-118. 


M4 Al-Ghazali, al-Mustasfa f Ilm, 176. Khallaf, Ilm Usul al-Figh, 85. Mallah, al-Fatwa: 
Nash 'atuha, Vol. II, 494. 

MS Abu Zahrah, Abu Hanifah Hayatuh wa “Asruh: Ara'uh wa Fighuh (Kairo: Dar al-Fikr al- 
“Arabi, t.th.), 267. 

M6 AJ-Amidi, al-Ihkam f Usul, Jilid Il, Vol. IV, 308. 

47 Al-Juwayni, a-Burhan f Usul al-Figh, Vol. II (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 
1997), 161. 
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banyak mendasarkan pikirannya di atas kemaslahatan. 


Mazhab ini hanya 
tidak menamakan teorinya dengan sebutan a/-maslahah tetapi disebut 
dengan al-istihsan yang sering digunakan al-Hanafi ketika berdiskusi 
dengan para ulama dalam mazhabnya. 

Ulama usul al-figh yang secara eksplisit menyatakan a/-maslahah 
sebagai metode mazhabnya adalah al-Maliki dan para ulama dalam 


150 
mazhabnya. 


Kecenderungan al-Maliki pada al-maslahah karena ia 
mengagumi metode “Umar ibn Khattab yang banyak menyelesaikan 
persoalan-persoalan hukum Islam berdasarkan maslahah. Ulama berikutnya 
adalah al-Hanbali. Perbedaan di antara keduanya hanya pada urutan 
peletakan (tartib al-manahij). Mazhab al-Hanbali tidak menggunakan al- 
maslahah sebelum menggunakan al-nusus, hadis, hadis ahad, fatwa sahabat, 
hadis mursal dan khabar yang tidak mencapai derajat sahih dan kuat."' 

Al-Shafi'f atau para ulama dalam mazhabnya memiliki sikap yang 
kurang jelas bahkan di antara ulama dalam mazhab ini pun berbeda 
pendapat. Al-Amidi tidak mengakui al-maslahah sebagai dalil atau metode 
mazhab al-Shafi'i. Namun menurut al-Juwayni siapa pun yang mengikuti 
perkataan al-Shafi'i, tidak ditemukan perkataannya berkaitan dengan as/, 
justru al-Shafi'i selalu mengaitkan hukum-hukum Islam dengan nilai-nilai 
al-mursalah (publik). ?? 

Al-Ghazali tampaknya memiliki perspektif yang sama dengan al- 
Juwayni. Kendatipun ia memandang al-maslahah termasuk metode al- 
mauhumah (sangkaan, tidak pasti), tetapi dari hasil penelitian yang 
dilakukannya apabila a/-maslahah ini digunakan untuk memelihara maksud 
syarak (1magasid al-shari ah) maka tidak ada ruang untuk berbeda pendapat, 
bahkan merupakan kewajiban untuk mengikuti a/-maslahah. Kendatipun 
masih terjadi perbedaan tetapi hanya mungkin terjadi ketika mencari yang 
terkuat (tarjih) di antara dua kemaslahatan yang masih berkontradiksi.' 


48 Al-Buti, Dawabit al-Maslahah, 330-331. 

49 Mallah, al-Fatwa: Nash'atuha”, Vol. Il, 488. Bahasan ini juga dapat dilihat dalam 
Mushthafa Ahmad Zarga, Hukum Islam & Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab, 
terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 69. 

130 AI-Buti, Dawabit al-Maslahah, 319. Mallah, al-Fatwa: Nash 'atuha, Vol. Il, 486. Zarga, 
Hukum Islam, 66. 

81 Abu Zahrah, Ibn Hanbal Hayatuh wa “Asruh: Ara'uh wa Fighuh (Kairo: Dar al-Fikr al- 
“Arabi, t.th.), 187-190. Mallah, a/-Fatwa: Nash 'atuha, Vol. II, 488. 

12 Al-Juwayni, al-Burhan, Vol. 11, 161. 

158 Lihat kembali al-Ghazali, a/-Mustasfa f “Ilm, 174. 
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Kesimpulannya mazhab al-Shafii sebenarnya menerima al-maslahah, 
bahkan al-Shafi'i sebagaimana al-Maliki dan al-Hanbali menggunakan al- 
maslahah untuk melakukan penggalian dan penetapan hukum Islam. Dengan 
demikian semua mazhab mengakui al-maslahah walaupun al-Hanafi dengan 
al-istihsan tetapi tujuan dari keduanya adalah tercapainya kemaslahatan. 


4)  Al-Dhari'ah 
Al-dhari'ah secara etimologi diartikan sebagai Alus “perantara, 
media atau suatu jalan” atau sell () —mdl “sebagai sebab (untuk menuju) 


kepada sesuatu”. ' 


Dalam pandangan para ulama usul al-figh al-dhari'ah 
adalah “apa-apa yang menjadi perantara dan menjadi jalan menuju 
sesuatu”. Pengertian lainnya “suatu jalan yang dapat menyampaikan 
kepada sesuatu yang lainnya”.' 

Al-dhari'ah secara terminologi adalah “perantara dan jalan kepada 
sesuatu baik sesuatu itu berbentuk kerusakan atau kebaikan, perkataan atau 
perbuatan”. "' Pengertian lainnya “yang menyampaikan kepada sesuatu 
baik berupa yang dilarang karena mengandung kerusakan atau kepada 


sesuatu yang disuruh karena mengandung kebaikan”. 


Pengertian yang 
tidak jauh berbeda a/-dhari'ah adalah perantara atau jalan yang dapat 
membawa kepada yang diharamkan atau kepada yang dibolehkan. Jalan 
yang membawa kepada yang diharamkan hukumnya haram dan jalan yang 
membawa kepada yang dibolehkan hukumnya boleh. Hal-hal yang membuat 
tidak dapat dilaksanakannya suatu kewajiban kecuali melaksanakan wasilah 
itu, maka menunaikan wasilah juga wajib”.'” 

Beberapa pengertian di atas menunjukkan al-dhari'ah adalah suatu 
media atau perantara yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau 
mengantarkan kepada suatu tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut dapat 
berupa kemaslahatan untuk manusia baik individu ataupun universal atau 
tujuan yang berupa keburukan, kesulitan dan kemudaratan untuk manusia 


secara individu ataupun universal. Media atau perantara yang menyam- 


184 Yon Manzir, Lisan al- “Arab, 1498. Dayf, et. al., al-Mu jam al-Wasit, 311. 

153 asi AI Ki ja Al, UISLs, Al-Jawziyah, / Jam al-Muwaggi Tn, Vol. IV, 553. 

10 ny pai NA Ikagh (AN Alwi Al-Zuhayf, Usu/ al-Figh, Vol. II, 902. Mallah, a/-Fatwa: 
Nash 'atuha, Vol. II, 531. 

57 Had JI Y Fida g) Sanata Led Ii IS el an La MN Ga Ja Alm 8 Zaydan, al-Wajiz f Usul, 245. 

18 dalan cdle Jaiiial pp yitall Conidl gl Sania (ole Jaiiiall € goal! Cgadll Cl Jengall (s8. Muhmmad 
Zakariya al-Bardisi, Usul al-Figh (Kairo: Dar al-Thagafah, t.th), 354. 

SI ad Lean Sala dala laa gl pom Wiro con yA KAI BSA Ala! Lalina Kayla 
Kamal g ge da Y) camal ll Goa a Vleg eelaa Celaall II Saja! ala ploall Zahrah, Usul al-Figh, 228. 
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paikan kepada kebaikan dibolehkan bahkan diwajibkan, sementara media 
atau perantara yang menyampaikan kepada kerusakan atau keburukan 
diharamkan. Di samping sebagai media, al-dhari''ah juga mengandung 
pengertian sebagai akibat dari suatu perbuatan (akibat hukum). 

Berdasarkan adanya dua capaian yang diantarkan oleh al-dhari'ah 
maka al-dhari'ah lebih populer disebut memiliki dua kemungkinan.' A/- 
dhari'ah yang mengantarkan kepada kemaslahatan harus dibuka (fath), 
sementara yang mengantarkan kepada kemudaratan harus ditutup (sadd).'"' 
Al-dhari'ah atau media yang mengantarkan kepada kemaslahatan diartikan 
sebagai media yang halal, mubah bahkan wajib dilakukan sehingga disebut 
fath al-dhari ah.” Al-dhari'ah atau media yang dapat mengantarkan kepada 
kemudaratan diartikan sebagai media yang haram dilakukan sehingga 
disebut sadd al-dhari'ah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan al-Ourafi “a/- 
dhari'ah itu sebagaimana wajib untuk menutup jalan karena menuju 
keburukan, wajib pula membuka jalan karena menuju kebaikan atau karena 
makruh, sunah, mubah”. '8 

Para ulama usul al-figh merumuskan sebuah kaidah fath al-dhari'ah 
Kamlg sed Ah Y) call 5 YUL! “Sesuatu (ibadah atau muamalah) yang wajib 
tidak sempurna kecuali dengan a/-dhari'ah, maka melaksanakan a/-dhari'ah 
adalah wajib”. Kaidah sadd al-dhari'ah db X s8 NA Ni 3 “alan apa 
saja yang menyampaikan kepada yang haram, maka jalan itu pun 
diharamkan”. 

Apabila ingin mengetahui kemungkinan-kemungkinan tersebut, para 
pengkaji hukum Islam mesti melihat tiga hal yaitu tujuan yang telah 
direncanakan sebagai target pencapaian, proses pelaksanaan a/-dhari'ah dan 
hasil (al-natijah) dari pelaksanaan a/-dhari'ah atau dalam bahasa al-Shatibi 


1166 
1 


yaitu al-nazr fi malat al-afa Ketiga hal ini mesti dilihat sebagai satu 


kesatuan yang integratif. Apabila melalui analisis-prediksi yang kuat telah 


10 Zaydan, al-Wajiz ff Usul, 245. 

161 Mallah, al-Fatwa: Nash 'atuh3, Vol. II, 531. 

12 Abu Zahrah, Usul! al-Figh, 228-229. 

IS Geii 3 Lio KA, Lea Lama Lalu Lumu LS Aan AI Al-Bardisi, Ust! al-Figh, 359. 

14 Abu Hasan al-Ba'fi al-Hanbali, al-Oawa'id wa al-Fawa'id al-Usuliyah wama Yata'allag 
biha min al-Ahkam al-Far yah (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), 81. Lihat juga 
“Ali Ahmad al-Nadwi, al-Gawa'id al-Fighiyah: Mathumuha Nash 'atuha Tatawwuruha Dirasat 
Murallafatiha Adillatuha Muhimmatuha Tatbigatuha (Damaskus: Dar al-Galam, 2000), 106. 

165 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Masalah-Masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 32. 

166 A1-Shatibi, al-Muwafagat, Jilid II, Vol. IV, 140-141. 
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dapat diketahui tujuan dari suatu tindakan berbuah (al-natijah) 
kemaslahatan atau baru diketahui setelah adanya hasil (al-natijahh maka 
pelaksanaan 2/-dhari'ah mesti dibuka secara luas. Namun apabila melalui 
analisis-prediksi yang kuat telah dapat diketahui tujuan dari suatu tindakan 
berbuah (a/-natijah) kemudaratan atau baru diketahui setelah adanya hasil 
(al-natijah), maka pelaksanaan al-dhari ah mesti ditutup serapat-rapatnya. 
Sikap para ulama usu! al-figh terhadap al-dhari ah terbagi kepada dua 
kubu. Ulama usul al-figh yang menjadikan al-dhari'ah sebagai salah satu 


dalil atau metode dalam mazhabnya adalah al-Maliki.'” 


Hal ini juga diakui 
oleh para ulama mazhab ini bahwa al-Maliki banyak mengemukakan 
persoalan hukum Islam bahkan menghabiskan beberapa bab untuk 
menggunakan al-dhari'ah.' Ulama lainnya yang memiliki pemahaman 
yang adalah al-Hanbali yang juga menjadikan a/-dhari'ah sebagai salah satu 
dalil atau metode dalam mazhabnya.'” 

Menurut dua mazhab ini al-dhari'ah sangat layak sebagai hujjah yaitu 
sebagai dalil atau metode dalam penetapan hukum Islam. Kelayakan ini 
karena berdirinya metode itu di samping mendapat dukungan dari metode 
induknya yaitu maslahah juga berdasarkan nas-nas yang tampaknya telah 
terlebih dahulu mengungkapkan walaupun tidak menamakannya sebagai al- 
dhari'ah. Di antara nas tersebut adalah al-Gur'an, 6: 108 bahwa orang-orang 
muslim dilarang memaki sesembahan orang-orang yang menyembah selain 
kepada Allah karena apabila hal ini tetap dilakukan, ia akan menjadi 
perantara yang mengakibatkan dimakinya Allah secara berlebihan. Akibat 
lainnya terganggunya sistem keberagamaan yang akhirnya juga dapat 
menimbulkan perpecahan di kalangan umat beragama. 

Dalam mazhab al-Hanafi dan al-Shafi'i tidak tampak tertulis a/- 
dhari'ah sebagai salah satu metode dalam mazhab masing-masing." 
Namun dalam pandangan yang lain, al-Hanafi dan al-Shafi'i sebenarnya 


menggunakan a/-dhari'ah tetapi hanya terbatas pada persoalan-persoalan 


19 Abu Zahrah, Usul! al-Figh, 227. Abu Zahrah, Malik Hayatuh wa “Asruh: Ara'uh wa Fighuh 
(Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.), 431. 

168 A-Shatibi, al-Muwafagat, Jilid Il, Vol. IV, 143. 

19 Abu Zahrah, Ibn Hanbal Hayatuh, 283. 

10 Abu Zahrah, al-Shafi'7 Hayatuh wa “Asruh: Ara'uh wa Fighuh (Kairo: Dar al-Fikr al- 
“Arabi, t.th.), 262 dst. Abu Zahrah, Abu Hanifah Hayatuh, 267 dst. 
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tertentu dan pada persoalan lainnya mereka tidak menggunakan al-dhari'ah 


karena menurut mereka adanya argumentasi lain yang lebih kuat. 


5)  Magasid al-Shari'ah 
a) Pengertian Magasid al-Shari'ah 

Magasid al-shari'ah terdiri dari dua kata magasid dan al-shari 'ah. 
Magasid jamak dari kata mmagsid yang berarti “tempat yang dituju atau 
dimaksudkan” atau magsad yang berarti “tujuan atau arah”? Magasid 
berasal dari timbangan Ima - maw — xo3 memiliki makna yang bermacam- 
macam, di antaranya diartikan “jalan yang lurus atau fokus, berpegang 


teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”, “menyengaja atau 


bermaksud kepada sesuatu (gasada ilayh)” 

Kata al-shari'ah awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang 
mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk 
menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air 
menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, 
sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. 
Metode tersebut disebut a/-shir'ah karena memiliki arti yang sama dengan 
al-shar" dan al-sharf'ah yang bermakna agama Allah.” 

Kata al-shari'ah secara etimologi adalah “agama, millah, metode, 
jalan, dan sunnah”. Secara terminologi “aturan-aturan yang telah 
disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal 
perbuatan (“amaliyah)”.9 Kata alshari'ah juga diartikan “sejumlah atau 
sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. 
Islam, melalui al-Gur'an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan 


legislasi hukum (tashrT iyan “imliyan) 7 


M1 Al-Zuhayli, Us! al-Figh, Vol. 1, 917. 

12 Ahsan Lihsasanah, Figh al-Magasid “Inda al-Imam al-Shatibf (Mesir: Dar al-Salam, 2008), 
11. Dayf, et. al., al-Mujam al-Wasit, 738. Lihat juga Ahmad Warson Munawir, a/-Munawwir 
Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1124. 

13 Ybn Manztr, Lisan al- Arab, 3642-3643. 

174 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 343. 

HS Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadimi, Jlm al-Magasid al-Shar'iyah (Riyad: Maktabat al- 
“Abikan, 2001), 14. Lihat juga Abdul Helim, “Legislasi Syariat sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif”, 
PROFETIKA: Jurnal Studi Islam, Vol. 8, No. 1, (Januari 2006), 66-67. 

16 Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi, Magasid al-Shari'ah al-Islamiyah wa 
“Alagatuha bi Adillat al-Shar “yah (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), 29-30. 

17 Ahmad al-Raysuni, a/-Fikr al-Magasidi Oawa'iduh wa Fawa'iduh (Rabat: al-Dar al- 
Bayda”, 1999), 10. Lihat juga Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas: Figh al-“Agalliyat dan 
Evolusi Magasid al-Shari'ah dari Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta: LKiS, 2010), 179. 
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Jika disatukan maka magasid al-shari'ah adalah “makna-makna dan 
hikmah-hikmah yang menjadi tujuan shari“ di setiap hukum yang 


ditetapkan-Nya” 


shari” N” Magasid al-shari ah juga diartikan “makna-makna, tujuan-tujuan 


atau “tujuan dan rahasia-rahasia hukum yang ditetapkan 


dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh shari“ dalam penetapan hukum 
atau rahasia-rahasia yang melatarbelakangi terbentuknya hukum-hukum 
itu”.$0 Shaykh al-magasid al-thani lebih dahulu mengemukakan bahwa 
magasid al-shari ah adalah “makna-makna dan hikmah-hikmah yang dijaga 
oleh shari“ dalam setiap ketetapan-Nya dan makna-makna serta hikmah- 
hikmah tersebut tidak hanya dikhususkan pada hukum-hukum tertentu saja, 


melainkan masuk ke dalam berbagai sifat hukum, tujuan umum, makna- 


makna yang selalu diperhatikan dalam setiap penetapan hukum.”'"' 


Pengertian-pengertian ini dapat disimpulkan bahwa magasid al- 
shari'ah tidak hanya berkaitan dengan untuk apa hukum tersebut 
ditetapkan, tetapi berkaitan pula mengapa hukum itu ditetapkan. Magasid 
al-shari'ah ada yang berkaitan dengan hikmah ditetapkannya hukum dan 
ada pula yang berkaitan dengan “Y/lah atau motif (al-ba'ith, al-da'f atau al- 
mu'aththir).” Dapat dikatakan bahwa magasid al-shari'ah adalah motif 
(“illah), rahasia, makna, maksud dan tujuan ditetapkannya suatu hukum atau 
yang terkandung dalam setiap hukum yang ditetapkan oleh al-shari 


18 Ismafil al-Hasani, Nazariyat al-Magasid “ind al-Imam Muhammad al-Tahir ibn “Ashur 
(Virginia: al-Ma'had al- Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), 117. 

179 Ybid., 118. 

10 Khafifah Babikr al-Hasan, Falsafah Magasid al-Tashii" H al-Figh al-Islami (Kairo: 
Maktabah Wahbah, 2000), 6. 

'81 Muhammad al-Tahir ibn “Ashur, Magasid al-Sharf'ah al-Islamiyah (Yordania: Dar al- 
Nafa'is, 2001), 251. 

12 Sebenarnya para ulama usu/ al-figh lainnya membedakan antara Yilah dan hikmah. 
Menurut mereka “//ah merupakan menjadi motif timbulnya hukum dan dengan ketiadaan “lah 
menjadikan hukum itupun tidak ada, sesuai dengan kaidah Laxc 5 lx 4iSa ca Y Aile wa ya all HJ, 
Adapun hikmah tidak dapat menjadi berperan sebagai motif timbulnya hukum karena hikmah 
dirasakan secara berbeda oleh setiap orang. Lihat Al-Zuhayli, Usu/ al-Figh , Vol. I, 651. Perbedaan 
ini juga dapat dilihat dalam Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum 
Figh Islami (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 84-85. Penulis sendiri sebenarnya lebih sependapat 
dengan yang membedakan karena pada dasarnya “G//ah dan hikmah adalah berbeda yang memiliki 
akibat yang berbeda pula. Namun berbeda apabila pada suatu hukum tidak ditemukan “illahnya, 
sementara adanya kemaslahatan yang sangat kuat untuk dilaksanakan atau ditinggalkan, maka 
suatu hukum dapat ditetapkan berdasarkan kemaslahatan itu, walaupun ia adalah sebagai hikmah. 
Mungkin seperti inilah yang dimaksud oleh ulama yang menyatakan bahwa magasid al-shari ah 
pun dapat menjadi salah satu metode penetapan hukum Islam, terlebih lagi ia juga diartikan para 
ulama identik dengan “//ah hukum. 
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b) Kedudukan Magasid al-Shari'ah dalam Hukum Islam 

Magasid al-shari'ah menempati posisi sebagai salah satu penentu dalam 
penetapan hukum Islam. Para ulama usu! al-figh terdahulu pernah mengatakan 
Say yA ag Ga Boa ale Kali GjalgiNg al Gi Sula Pj Gala Ad yag” 33 
Pendapat ini dapat dipahami bahwa orang yang disebut memahami dengan 
sebenarnya ketentuan hukum itu adalah orang yang memahami maksud- 
maksud di balik perintah dan larangan. Selama maksud-maksud tersebut 
tidak bisa dipahami dengan baik, selama itu pula orang tersebut tidak dapat 
dikatakan memahami hukum. 

Dalam sebuah kaidah di bidang muamalah tertulis 
“lhla ed pagudia Jasaai ys delis Gyad3 JS” 184 Kaidah ini 
menunjukkan bahwa setiap aktivitas atau perbuatan yang kemudian 
dihentikan untuk tidak meneruskan lagi aktivitas tersebut sampai tujuannya 
terwujud maka menghentikan aktivitas ini termasuk perilaku yang batil. 
Tujuan yang dimaksud tentu adalah tujuan yang mengandung kemaslahatan 
dan bukan tujuan merusak atau memudaratkan. Hal ini sesuai dengan 
kaidah “4ic (geis sed Lada add jl lalud Ya Lara JS” 13 Berdasarkan kaidah ini 
jelas bahwa salah satu dari perbuatan yang dilarang adalah perbuatan- 
perbuatan yang membawa kerusakan atau menolak kemaslahatan. 

Oleh karena itu, tidak keliru apabila dikatakan tujuan akhir yang 
ingin dicapai dari magasid al-shari“ah adalah kemaslahatan. A/-Shari pun 
selaku pembuat dan penentu hukum, dalam menetapkan hukum dipastikan 
bertujuan untuk kemaslahatan manusia karena ia sendiri yang mensyariatkan 
kemaslahatan tersebut. A/-Shari" tidak mungkin menetapkan hukum untuk 
tidak memberikan kemaslahatan, karena hukum yang tidak memberikan 
kemaslahatan adalah sia-sia dan yang sia-sia sangat mustahil bagi Allah 
selaku a/-Shari baik melalui nas, 7jma" ulama maupun melalui logika. "' 

Namun kemaslahatan yang dimaksud adalah hanya dikhususkan 
untuk memelihara maksud atau tujuan-tujuan syarak.'' Sebagaimana 


183 Al-Juwayni, a/-Burhan, Vol. 1, 101. 

184 Abu Muhammad “Izz al-Din “Abd al-“Aziz ibn “Abd al-Salam, Gawa'id al-Ahkam f 
Masalih al-Anam, Vol. II (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al- Tlmiyah, 1999), 94. Lihat pula dalam 
Abu Muhammad al-“Izz al-Din “Abd al- Aziz ibn “Abd al-Salam, al-Oawa'id al-Kubra al-Mawsum 
bi Oawa'id al-Ahkam fi Islah al-Anam , Vol. II (Damaskus: Dar al-Galam, 2000), 249. 

5 Tbid., 158. 

186 Al-Razi, al-Mahsul, Vol. V, 173. 

187 Al-Ghazali, al-Mustasfa f Ilm, 174. Dalam cetakan lain dengan judul a/-Mustasfa min 
Tlm al-Usul, Vol. II (Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyah-Kulliyat al-Shari'ah, t.th.), 481-482. 
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disinggung pada bahasan a/l-maslahah, tujuan-tujuan syarak adalah 
berkaitan dengan pemeliharaan lima unsur pokok (usul al-khamsah) yaitu 


188 Jika setiap kegiatan 


memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
yang dilakukan mengandung pemeliharaan kelima unsur pokok di atas, 
itulah yang disebut kemaslahatan,"? baik menyangkut kemaslahatan saat 
ini atau pun kemaslahatan mendatang, kemaslahatan di dunia atau pun 
untuk kemaslahatan akhirat." 

Di samping itu catatan sejarah juga memperlihatkan magasid al- 
shari'ah selalu menyertai dalam memberikan pertimbangan timbulnya 
hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan melalui prinsip-prinsip dan 
karakteristik hukum Islam itu sendiri, misalnya prinsip bertahap dalam 
penerapan hukum, sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat terhadap 
hukum, luwes, lentur, kesesuaian dengan kemaslahatan manusia, prinsip 


81 Beberapa hal tersebut 


memudahkan, dan menyedikitkan beban. 
sebenarnya menunjukkan bahwa di dalamnya ada peran yang sangat penting 
dari magasid al-shari'ah agar hukum Islam dapat diterima dan dapat 
diaplikasikan sesuai dengan kapasitas masyarakat. 

Oleh karena itu ditekankan kembali magasid al-shari ah menempati 
posisi yang sangat signifikan dan bahkan sebagai salah satu penentu dalam 
penetapan hukum Islam. Magasid al-shari'ah secara objektif sangat layak 
menjadi salah satu metode dalam penetapan hukum Islam. Disayangkan 
peran ini sering tidak terbaca para ulama usu! al-figh belakangan yang 
akhirnya hukum Islam tampak kaku, rigid, tekstual dan terkadang kurang 


aplikatif.” 


18 Ybid. Al-Razi tampaknya tidak sama dengan al-Ghazali dalam mengurutkan usu! al- 


khamsah di atas. Urutan dari Al-Razi adalah memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. 
Lihat Al-Razi, a/-Mahsul, Vol. V, 160. Beda lagi dengan al-Shatibi, yang tampaknya membuat 
versi yang baru atau mengkombinasikan pendapat dari kedua tokoh di atas. Ia mengurutkan 
kelima pokok tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Lihat Al-Shatibi, 
al-Muwafagat, Jilid I, Vol. II, h. 8. Melihat dari ketiga urutan ulama ini, tampaknya menunjukkan 
bahwa kelima pokok tersebut memiliki kedudukan yang sama dan peran yang sama pentingnya 
pula, sehingga tidak ada yang lebih penting daripada yang lain. 

189 Al-Ghazali, al-Mustasti f Ilm, 174. 

190 Al-Razi, al-Mahsul, Vol. V, 159. Al-Shatibi, a-Muwafagat, Jilid I, Vol. II, 4. 

11 Hasbi Ash Shiddiegy, Falsafah Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 58- 
80. Lihat pula Fathurrahman Djamil, Fi/safat Hukum Islam (Jakarta: Logos, 1997), 66-75. 

192 Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya persoalan seperti yang diuraikan di 
atas. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat secara lengkap dalam Mawardi, Figh Minoritas, 185-187. 
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c)  Magasid al-Shari'ah sebagai Metode Penetapan Hukum Islam 
(0) Dimulai dari Prinsip-Prinsip Magasid al-Shari 'ah 

Ada beberapa kaidah yang dikemukakan oleh al-Shatibi terkait 
dengan magasid al-shari'ah yang kemudian dikaji kembali secara sistematis 
oleh para ulama di zaman sekarang. Beberapa kaidah tersebut di dalam 
tulisan ini dijadikan sebagai prinsip-prinsip dasar tentang kelayakan 
magasid al-shari''ah menjadi metode penetapan hukum Islam. Prinsip- 
prinsip yang dimaksud adalah: 
(a) bea Jep Jerl G sll Ela Ul diladl ut 

Maksud dari prinsip ini setiap hukum yang ditetapkan a/-Shari' 
adalah untuk kemaslahatan manusia baik sekarang atau pun akan datang, 
bahkan termasuk pula baik untuk kemaslahatan di dunia atau pun di akhirat. 
Prinsip ini menunjukkan sangat mustahil hukum-hukum yang dibuat al- 
Shari” mengandung kemafsadatan karena sangat mustahil pula a/-Shari 
melakukan hal yang sia-sia. Kendatipun manusia tidak atau belum 
menemukan kemaslahatan tersebut, sangat dimungkinkan karena keter- 
batasan yang dimiliki. Oleh karena itu penelitian atau pengkajian penting 
dilakukan secara terus menerus karena hukum-hukum Allah selalu terbuka 
untuk dikaji. 


(b) 4 Ole, SL HI Il nah poll | 


Maksud dari prinsip di atas bahwa 2/-Shari' tidak pernah bermaksud 
untuk menyulitkan dan memberatkan dalam pemberian beban hukum. Hal 
ini secara tegas dinyatakan Allah dalam firman-Nya dalam al-Gur'an, 2: 
233 dan 286, al-OGur'an, 6: 152, al-Gur'an, 7: 42, al-Our'an, 23: 62, dan al- 
Our'an, 65: 7 bahwa Allah sama sekali tidak memberikan beban kepada 
hamba-Nya di luar kemampuan atau kesanggupan mereka. Jika Allah 
menghendaki, Ia dapat memberikan kesulitan (a'naf) sebagaimana al- 
Our'an, 2: 220, tetapi hal tersebut tidak diinginkan-Nya. Sebaliknya dalam 
al-Our'an, 2: 185 dan al-Gur'an, 22: 78 Allah menginginkan manusia 
merasakan kemudahan dan sama sekali tidak menginginkan kesukaran yang 
menimpa umat manusia sebagai hamba-Nya. 


198 «Abd al-Rahman Ibrahim al-Kaylani, Gawa'id al-Magasid “Ind al-Imam al-Shatibi “Ardan 
wa Dirasatan wa Tahlilan (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 126. Lihat juga Mawardi, Figh 
Minoritas, 213. 

19 Al-Kaylani, Gawa'id al-Magasid, 271. Mawardi, Figh Minoritas, 215. 
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(0) Ba Aialya JW SS Led dgnnia pama ILY YL 3 ad 


Maksud dari prinsip tersebut, setiap perbuatan memiliki konsekuensi 
atau akibat hukum. Oleh karena itu akibat hukum ini perlu dikaji kembali 
karena diperintahkan baik perbuatan yang dilakukan bersesuaian dengan 


hukum atau pun bertentangan." 


Perlunya melakukan kajian ini agar 
perbuatan yang dilakukan mukallaf (orang yang cakap berbuat hukum) 
bersesuaian dengan maksud Allah. Hal ini sesuai dengan kaidah 
BEN  pandil Uidl ya Jend! 8 0AwA8 1 S3 Gl HMS Uya £ JUKI suaka, 

Upaya untuk mewujudkan kesesuaian ini, ada yang mesti diper- 
hatikan para pengkaji hukum untuk memiliki pemikiran kontekstual atau 
berpikir di luar teks. Hal ini sesuai dengan prinsip magasid al-shari'ah 
lainnya yaitu (busa Hu 8 Jai Ol agimdl de"?! bahwa seorang mujtahid 
dalam berijtihad mesti memperhatikan dan mengkaji al-asbab ( “illah, motif, 
alasan, atau faktor-faktor yang melatarbelakangi hukum) dan a/-musabbabat 
(dampak-dampak atau akibat-akibat dari penetapan dan pelaksanaan hukum). 

Seorang mujtahid mestinya tidak hanya terfokus pada kajian-kajian 
teks (gawa'id al-usuliyah al-lughawiyah) dalam menetapkan hukum Islam, 
tetapi mesti pula berpikiran kontekstual dengan cara memperhatikan dan 
mengkaji konteks sebelum, di saat dan sesudah setiap persoalan yang 
dihadapi atau bahkan terhadap teks-teks (nas) itu sendiri. Hal seperti inilah 
yang disebut dengan nalar mmagasid al-shari'ah. Oleh karena itu menurut 
penulis kajian-kajian teks (gawa'id al-usuliyah al-lughawiyah) dan kajian- 
kajian konteks (magasid al-shari'ah) adalah satu kesatuan yang mesti 
bersinergi dalam mengkaji suatu persoalan. 

Teks-teks hanya terbatas pada pemahaman teks itu sendiri, tetapi 
konteks adalah suatu hal yang tidak terbatas sehingga metode untuk 
memahami konteks (1magasid al-shari'ah) ini pun mesti pula mendapatkan 
porsi yang lebih besar atau setidaknya sama dengan metode kebahasaan 
(gawa'id al-usuliyah al-lughawiyah). Dalam setiap pengkajian hukum sudah 
dipastikan keberadaan setiap metode untuk mendapatkan kemaslahatan. 
Oleh karena itu peran kedua metode ini pun adalah agar diperolehnya 


19 Ybid., 217. Al-Kaylani, Gawz'id al-Magasid, 362. 

196 Lihat kembali bahasan a/-dharf'ah khususnya berkaitan dengan tiga hal yaitu tujuan yang 
telah direncanakan sebagai target pencapaian, proses pelaksanaan a/-dhari'ah dan hasil (natijah) 
dari pelaksanaan a/-dhari'ah. Akibat hukum yang dimaksudkan di atas adalah erat kaitannya 
dengan hasil (matijah) dari pelaksanaan a/-dhari'ah. 

19 Al-Kaylani, Gawa'id al-Magasid, 371. Mawardi, Figh Minoritas, 217. 
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kemaslahatan, sehingga ketika bekerja keduanya menurut pikiran penulis 
termasuk dalam ruang lingkup ilmu usu! al-figh. Keduanya mesti saling 
mengisi karena sama-sama bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan. 
Pemikiran penulis diperkuat oleh peneliti lain yang lebih dahulu 
menyatakan bahwa magasid al-shari“ah adalah salah satu bahasan dalam 
ilmu usul akfigh “EN Jyual Le yinga Alam Uya € giaya Ang pil analis GP”, 1 
sehingga magasid al-shari''ah adalah salah satu bagian dari usul al-figh 
sebagaimana gawa'id al-usuliyah al-lughawiyah. 


2) Gawa'id al-Usuliyah al-Lughawiyah dan Magasid al-Shari ah 
Pentingnya keduanya saling bersinergi dan berkombinasi karena al- 
Raysuni seorang ulama yang mengkaji pemikiran al-Shatibi secara lengkap'”” 
tampaknya mengarahkan pikirannya sebagaimana yang dimaksudkan di 
atas. Hal ini dapat dilihat dari empat prinsip yang dikemukakannya sebagai 


berikut: 


(a) #elinag onynnis Aly Jlaa dng,ddl GILA ISO 

Setiap hukum pasti memiliki 9//ah dan tujuan serta kemaslahatan. 
Oleh karena itu, tidak mungkin hukum itu ada secara tiba-tiba tanpa adanya 
sebab-sebab yang membuat ditetapkannya hukum itu, sehingga 9llah 
menjadi faktor yang penting agar kesadaran konteks selalu berkesinam- 
bungan dalam setiap pemikiran dan tidak hanya terfokus pada teks saja. 
Selain itu, setiap hukum dipastikan memiliki tujuan atau maksud dan secara 
logika sangat mustahil timbulnya aturan hukum tanpa adanya tujuan. 
Tujuan dalam hukum sudah dapat dipastikan adalah untuk kemaslahatan. 


(b) daa Yasa YO 


Dalam penggunaan magasid al-shari'ah sebagai metode tidak dapat 
dilakukan kecuali didukung dengan dalil. Artinya ketika menentukan status 
hukum suatu persoalan melalui magasid al-shari'ah harus disertai dan 
berdasarkan dengan dalil. Keberadaan dalil di sini sangat penting untuk 
mendukung kemaslahatan yang diperjuangkan magasid al-shari ah. Memang 
diakui dalil-dalil tidak terlepas dari interpretasi (ta/57r atau pun ta'wi). 


18 “mar ibn Salih ibn “Umar, Magasid al-Sharf'ah “ind al-Imam al-Izz ibn “Abd al-Salam 
(Yordania: Dar al-Nafa'is, 2003), 80. 

199 Al-Kaylani, Gawa'id al-Magasid, 371. Mawardi, Figh Minoritas, 217. 

200 A1-Raysuni, a/-Fikr al-Magasidi, 39. 

201 Tbid., 59. 
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Oleh karena itu diperlukan aturan-aturan dalam memberikan interpretasi 
yang salah satunya dari faktor kebahasaan (gawa'id al-lughawiyah), 
walaupun tidak jarang masing-masing interpreter pun masih menghasilkan 
tafsiran yang berbeda. 

Hal yang ingin ditunjukkan di sini adalah mmagasid al-shari'ah tidak 
terpisah dengan gawa'id al-lughawiyah, karena pertimbangan magasid juga 
perlu mendapatkan dukungan dari dalil, sehingga keduanya bersama-sama 
digunakan untuk mengkaji persoalan hukum yang dihadapi. Kendatipun 
pada akhirnya yang ingin dicapai adalah kemaslahatan karena tanpa 
kemaslahatan berarti hukum pun tidak membawa kebaikan kepada manusia. 


(0) dot TLeN j 


Adanya urutan-urutan dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan 
kemafsadatan, sehingga diperlukan ada yang perlu diprioritaskan dari yang 
lain. Misalnya kemaslahatan yang lebih kuat lebih didahulukan daripada 
kemaslahatan yang kurang kuat. Begitu juga kemafsadatan yang lebih kecil 
lebih didahulukan daripada kemafsadatan yang lebih besar. Apabila terjadi 
kontradiksi antara kemaslahatan dan kemafsadatan, maka jika ke- 
maslahatannya lebih kuat tentu kemaslahatan itu yang didahulukan dan jika 
kemafsadatan yang lebih besar tentu menolak kemafsadatan besar lebih 
diutamakan daripada mengambil kemaslahatan yang lebih kecil. 

Berkaitan dengan prinsip ketiga khususnya pada skala prioritas, para 
ulama dari al-Ghazali sampai ke al-Shatibi bahkan ulama-ulama selanjutnya 
membagi magasid al-shari'ah ke dalam tiga tingkatan yaitu al-daruriyah,” 
ak-hajivyak” dan al-tahsiniyah”” Ketiga macam ini merupakan tingkatan yang 


202 Yhbid., 68. Mawardi, Figh Minoritas, 218. 

203 A/-Daruriyah adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau 
paling mendasar dalam kehidupan manusia baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama 
atau pun kemaslahatan dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, akan 
mengakibatkan mafsadah (kerusakan atau kemudaratan) sehingga dari hal ini dapat menyebabkan 
kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian. Oleh karena itu 5 (lima) 
hal tentang memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal adalah sangat berkaitan dengan 
kebutuhan primer ini. Lihat dalam Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, Magasid al-Shari'ah “ind 
ibn Taymiyah (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2000), 63. Lihat pula “Abd al-Gadir ibn Hirz al-Lah, a/- 
Madkhal ila Ilm Magasid al-Shari ah (Riyad: Maktabat al-Rushd Nashirun, 2005), 115. 

201 A/-Hajiyah adalah kebutuhan pendukung atau diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk 
menghindari kesulitan (inashaggah) dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai 
merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu pada tingkat 
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hirarki yang disebut al-Raysuni “54 Ye Asi lessnng Un H3 Lesang Kail ya” 200 


Tingkatan yang lebih tinggi dari ketiga hal di atas adalah a/-daruriyah 
kemudian al-hajiyah dan yang terakhir adalah al/-tahsiniyah. 

Namun Jasser Auda tampak berbeda dengan para ulama sebelumnya 
dan mengkritik model tingkatan hirarki a/-daruriyah, al-hajiyah dan al- 
tahsiniyah. Hal ini terlihat ketika ia mengkaji magasid al-shari'ah dengan 
pendekatan sistem, khususnya pada bagian interrelated hierarchy of the 
system of Islamic law yang maksudnya adanya saling keterkaitan antar 
nilai-nilai. Adanya keterkaitan ini karena Auda melihat bahwa elemen- 
elemen yang bertingkat-tingkat perlu dikaji melalui pendekatan sistematik 
dan metode dekomposisi. Di sini Auda mengemukakan teori “kategorisasi” 
dan kategorisasi ini meniadakan perbedaan antar elemen yang tersebar 
dalam berbagai ukuran dan kemudian menempatkan elemen-elemen 
tersebut dalam kategori yang sama.” 

Berdasarkan konsep interrelated hierarchy yang ditegaskan kembali 
oleh Amin Abdullah bahwa baik al-daruriyah, al-hajiyah ataupun al- 
tahsiniyah menempati kedudukan yang sama pentingnya atau memiliki nilai 
yang sama." Ketika suatu persoalan berada di ranah al/-hajfyah atau bahkan 
di ranah al-tahsiniyah, tetapi karena kedudukan dan nilainya sama 
pentingnya dengan ranah a/-daruriyah maka kedua ranah ini pun berstatus 
sama dengan ranah a/-daruriyah. 

Berbeda dengan Imam al-Shatibi yang menganut f#ature-based 
categorizations sehingga hirarki ketiga kemaslahatan di atas pun bersifat 
kaku, selalu berada dalam ruang satu, dua dan tiga. Konsekuensi hirarki al- 


kemaslahatan hajiyat ini diperlukan adanya rukhsah. Badawi, Magasid al-Shari ah, 66. Begitu juga 
Hirz al-Lah, a/-Madkhal ila “Ilm Magasid, 116. 

208 Af-Tahsiniyah adalah kebutuhan penunjang atau di dalamnya terdapat kemaslahatan 
pelengkap dan sebagai penyempurna dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini 
tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan manusia, namun 
hanya tidak lengkap atau tidak sempurnanya kemaslahatan yang dirasakan. Badawi, Magasid al- 
Shari'ah, 66. Begitu juga Hirz al-Lah, a/-Madkhal ila Ilm Magasid, 118. 

206 Al-Raysuni, a/-Fikr al-Magasidi, 68. 

207 Auda, Magasid al-Shari “ah, 48. 

208 Muhammad Amin Abdullah, “Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon 
Perubahan di Era Negara-Negara dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam 
Jasser Auda)”, Media Syariah, Vol. XIV, No. 2 (Juli-Desember, 2012), 140. Muhammad Amin 
Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon 
Globalisasi”, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46, No. 11 (Juli-Desember 
2012), 351. 
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Shatibi ini membuat al-hajiyah dan al-tahsiniyah selalu tunduk kepada al- 
daruriyah. Contoh dari fitur interrelated hierarchy adalah mendirikan salat 
(al-daruriyah), olah raga (al-hajiyah) atau rekreasi (al-tahsiniyah) adalah 


209 Beberapa hal dalam contoh 


dinilai sama-sama penting untuk dilakukan. 
dipandang sama-sama penting, tetapi menurut penulis bukan berarti ketika 
tiba waktunya salat justru digunakan untuk olah raga atau rekreasi karena 
berlindung di bawah alasan sama-sama penting. 

Oleh karena itu menurut pemikiran penulis, tanpa melalui interrelated 
hierarchy dan tetap pada hirarki yang ada sebagaimana yang dikemukakan 
para ulama, sebenarnya persoalan-persoalan yang masuk ke dalam masing- 
masing kategori baik pada al-daruriyah, al-hajiyah ataupun al-tahsiniyah 
menjadi lebih kontekstual dan dapat berubah. Ketika suatu persoalan yang 
asalnya berada pada tingkat al-hajiyah tetapi pada suatu kondisi 
kemaslahatan yang dikandungnya sangat besar maka ia dapat naik dan 
masuk ke dalam kategori a/-daruriyah, begitu pula sebaliknya. Asalkan para 
ulama memiliki pemikiran yang terbuka, kontekstual, realistis empiris dan 
semuanya menyepakati pentingnya kemaslahatan, maka persoalan- 
persoalan dalam ketiga kategori di atas bisa saja yang asalnya pada kategori 
al-tahsiniyah kemudian naik ke dalam kategori al-hajiyah dan karena 
kemaslahatannya sangat besar akhirnya masuk ke dalam kategori al- 
daruriyah. Alternatif lainnya bisa juga persoalan-persoalan dalam ketiga 
kategori itu saling bertukar posisi yang terkadang bisa di kategori al- 
daruriyah, al-hajiyah ataupun al-tahsiniyah. 


(Aj Slas HAAN ena jam 

Pentingnya memahami perbedaan antara tujuan yang ingin dicapai 
(al-magasid) dengan wasilah, media atau sarana (a/-wasa”i!). Pemahaman 
terhadap a/-magasid telah dibahas sebelumnya. Adapun a/-wasa'i/ adalah 
sesuatu yang digunakan untuk tercapainya tujuan berupa perantara atau 
media yang disebut pula sebagai al/-dhari'ah. Hal ini dapat dicontohkan 
sebagaimana dalam al-Gur'an, 62: 9 tentang “Isu” yaitu perintah 
“bersegera” untuk melaksanakan salat Jumat di Mesjid. 

Ketika tiba waktu salat Jumat umat muslim diwajibkan salat Jumat 
di Mesjid (tujuan) dan agar sampai ke mesjid apapun transportasi yang 
digunakan asalkan sampai ke Mesjid baik bersepeda, sepeda motor, mobil 


209 Tya 
Ibid. 
210 Al-Raysuni, al-Fikr al-Magasidi, T1. Mawardi, Figh Minoritas, 219. 
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dan sebagainya serta tidak mesti harus berjalan kaki (al-wasa'i-media). 
Dalam persoalan yang lain bisa saja terjadi pertentangan antara 
kemaslahatan dengan teks, tetapi karena teks merupakan wasilah, media 
atau sarana maka walaupun bertentangan tetapi tujuannya adalah untuk 
tercapainya kemaslahatan, tujuan inilah yang penting diperhatikan. 
Misalnya dalam pembagian harta waris. Tujuan dalam kasus ini terbaginya 
harta waris dengan baik dan tercapainya kemaslahatan yang benar-benar 
dapat dirasakan oleh masing-masing oleh ahli waris. Adapun cara 
pembagiannya adalah sebagai wasilah, media atau sarana. Berdasarkan hal 
ini maka untuk mencapai kemaslahatan bersama di antara para ahli waris, 
apapun metode pembagian yang dipakai dapat digunakan. 


(3) Rekonstruksi Usul al-Khamsah 

Kajian usul al-khamsah yang dimaksudkan di sini adalah terkait 
dengan pentingnya memelihara lima pokok yang menjadi bagian kategori 
al-daruriyah. Sebagaimana disebutkan pada bahasan sebelumnya kelima 
pokok tersebut dalam versi al-Ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta, atau dalam versi al-Razi adalah memelihara jiwa, 
harta, keturunan, agama, dan akal, atau bahkan dalam versi al-Shatibi yaitu 
memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. 

Terlepas dari perbedaan urutan penyebutan kelima pokok itu, yang 
jelas hal ini menunjukkan kelima pokok tersebut memiliki kedudukan yang 
sama dan peran yang sama pula, sehingga tidak ada yang lebih diutamakan 
dari yang lainnya. Semuanya tergantung dengan persoalan-persoalan yang 
dihadapi yang terikat dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga berpikir 
dan berpaham kontekstual mutlak dimiliki seorang pengkaji hukum Islam 
(mujtahid). Hal ini tidak lain agar kemaslahatan yang hakiki dan universal 
dapat diwujudkan. 

Permasalahan yang masih penting diperhatikan bahwa para ulama 
magasid tampaknya menggunakan kelima pokok atau usul al-khamsah di 
atas dalam wilayah yang terbatas, terlihat lebih bersifat individualis dan 
tidak berkembang pada persoalan-persoalan yang lebih luas. Dampaknya 
banyak persoalan hukum atau kemanusiaan yang belum atau tidak terjawab 
melalui usul al-khamsah. Kenyataan ini akhirnya membangkitkan Ibn 
“Ashur (shaykh al-magasid al-thani) merekonstruksi usul al-khamsah dan 
kemudian dikembangkan Jasser Auda. 

Dalam hal ini Auda berangkat dari teori sistem untuk mengkaji 
magasid al-shari'ah yang di dalam teori sistem tersebut ada sebuah fitur 
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yaitu purposefulness of the system of Islamic law yang maksudnya bahwa 

sistem dari hukum Islam selalu berorientasi pada tujuan (purposefulness). 

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan untuk mencapai kemaslahatan. Auda 

berpandangan tujuan dari hukum Islam melalui (rnagasid al-shari ah) dapat 

menjadi prinsip dasar yang sangat pokok dan sekaligus menjadi metodologi 
dalam analisis yang berlandaskan pada teori sistem. Selain itu, jika dilihat 
dari teori sistem bahwa efektivitas dari sebuah sistem diukur dari terpenuhi 
tidaknya tujuan yang hendak dicapai. Begitu juga dengan efektivitas dari 
sistem hukum Islam, diukur dari terpenuhi tidaknya tujuan-tujuan pokoknya 

(inagasid al-shari ah) 

Berdasarkan dari hal di atas Auda pun mengembangkan usu! al- 
khamsah yang selama dipandang tidak memberikan kontribusi yang banyak 
kepada masyarakat. Dasar pemikiran pentingnya melakukan pengembangan 
terhadap usul al-khamsah menurut Auda karena dilihat dari empat hal 
sebagai berikut: 

l) — Teori magasid al-shari'ah klasik tidak membuat rincian cakupannya 
dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail 
pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu, 

2) Teori magasid al-shari'ah klasik lebih berorientasi pada kemaslahatan 
individu, bukan untuk kemaslahatan manusia atau masyarakat secara 
umum, 

3) Teori magasid al-shari'ah klasik tidak mencakup prinsip-prinsip 
utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan 
lain-lain: 

4) Penetapan teori magasid al-shari'ah klasik bersumber dari warisan 
intelektual yang ditetapkan oleh para ulama, bukan diambil dari teks- 


teks utama seperti al-9ur'an dan Hadis.” 


Menurut Auda agar hukum Islam dapat memainkan peran positif 
untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab 
tantangan zaman, cakupan teori magasid al-shari'ah khususnya pada bagian 
usul al-khamsah perlu diperluas. Asalnya hanya terbatas kepada ke- 
maslahatan individu, mesti diperluas mencakup ke wilayah yang lebih 
umum, dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat 
manusia di berbagai tingkatan. Asalnya perlindungan keturunan menjadi 


211 Auda, Magasid al-Shari ah, 55. 
212 Ybid., 4. 
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perlindungan keluarga. Asalnya perlindungan akal menjadi perwujudan 
berpikir ilmiah, penelitian atau semangat menuntut ilmu pengetahuan. 
Asalnya perlindungan jiwa menjadi perlindungan kehormatan manusia atau 
perlindungan hak-hak manusia. Asalnya perlindungan agama menjadi 
perlindungan kebebasan menjalankan ibadah dan kebebasan berkeyakinan. 
Asalnya perlindungan harta kekayaan menjadi perwujudan solidaritas 


sosial. 


Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 


.214 


Tabel Perbandingan Usu! al-Khamsah Kontemporer dan Klasik 


Usul al-Khamsah Klasik 


Usul al-Khamsah Kontemporer 


Perlindungan keturunan 
(hifz al-Nasl) 


Teori yang berorientasi kepada perlindungan 
Keluarga, Kepedulian yang lebih terhadap 
institusi Keluarga 


Perlindungan akal (hifz al- 
Ag!) 


Melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah, 
mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu 
pengetahuan, menekan pola pikir yang 
mendahulukan kriminalitas kerumunan 
gerombolan, menghindari upaya-upaya untuk 
meremehkan kerja otak. 


Perlindungan kehormatan 
dan jiwa (hifz al- 'ird wa al- 
Naf5) 


Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, 
kehormatan dan menjaga serta melindungi hak- 
hak asasi manusia. 


Perlindungan agama (hi 
al-Din 


Menjaga, melindungi dan menghormati 
kebebasan beribadah, beragama dan 
berkepercayaan. 


Perlindungan harta (hifz al- 
Mal 


Mengutamakan kepedulian sosial menaruh 
perhatian pada pembangunan dan pengembangan 
ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, 
menghilangkan jurang antara miskin dan kaya 


213 


Ibid., 21-23. Uraian di atas merupakan bahasan-bahasan yang pernah dikemukakan oleh Ibn 
“Ashur dan di tangan Auda bahasan tersebut dirinci dan diperjelas kembali. Terkait dengan 
bahasan Ibn “Ashur tersebut terdapat pada bagian ff magasid al-tashri' al-“ammah dan pada bagian 
magasid al-tashri' al-khassah bi anwa'" al-mu'amalat bayn al-nas. Hal ini dapat dilihat dalam Ibn 
“Ashur, Magasid al-Shari ah, 249 dst, 411 dst. 

214 Abdullah, “Epistemologi Keilmuan, 146. Abdullah, “Bangunan Baru, 364. 
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b. Metode Al-Lafziyah 

Metode al-Lafziyah mencakup tentang terangnya arti/makna suatu 
lafal meliputi al-zahir, al-nass, al-mufassar, dan al-muhkam, sedangkan 
tersembunyinya arti/makna suatu lafal meliputi a/-khafi, al-mushkil, al- 
mujmal, dan al-mutashabbih. Kandungan (cakupan) makna/arti suatu lafal 
meliputi a/-“amm dan al-khass (al-mutlag, al-mugayyad, al-amr dan al- 
nah) serta al-mushtarak. Makna yang dipakai untuk suatu lafal meliputi al- 
hagigah dan al-majaz, al-sarih dan al-kinayah. Penunjukan (al-dilalah) suatu 
lafal terhadap hukum meliputi dilalat al-“Ibarah, dilalat al-Isharah, dilalat 
al-dilalah, dilalat al-Igtida (al-Hanafiyah), dilalat al-mantug dan dilalat al- 
mafhum (al-Shafi'iyah).' Beberapa metode a/-Lafziyah yang digunakan 
dalam tulisan ini adalah: 


1)  Terangnya Arti atau Makna Suatu Lafal 

Al-Hanafiyah membagi terangnya arti suatu lafal kepada empat yaitu 
al-zahir, al-nass, al-mufassar, dan al-muhkam, sementara al-Shafi'iyah 
membaginya kepada dua yaitu al-zahir dan al-nass. Al-zahir adalah 
terangnya makna suatu lafal tanpa membutuhkan faktor lain untuk 
memahaminya, tetapi makna tersebut bukan makna asal lafal itu." 
Misalnya al-Gur'an, 4: 3 secara 2/-zahir ayat itu membolehkan poligami, 
padahal maksud asal adalah batasan jumlah istri. A/-nass adalah makna asal 
yang dimaksud suatu lafal” Contohnya al-Our'an, 4: 3 bahwa makna 
asanya adalah menentukan menetukan jumlah istri tidak dibolehkan lebih 
dari empat orang. 

Al-mufassar adalah dilalah suatu lafal makna atau maksudnya jelas." 
Contohnya al-Our'an, 24: 4 bahwa orang yang menuduh perempuan berzina 
harus menghadirkan empat orang saksi dan jika tidak dapat menghadirkan 
empat orang saksi, didera sebanyak empat puluh kali. Jumlah tersebut 
dilalah-nya sangat jelas. Al-muhkam adalah dilalah suatu lafal makna atau 


57219 
1 


maksudnya jelas, tidak menerima takhsis dan ta'wil” — Contohnya banyak 


215 Mustafa Sa'id al-Khin, Athar al-Ikhtilaf f al-Gawa'id al-Usiliyah f Ikhtilaf al-Fugaha 
(Suriah: Mw'assasat al-Risalah, 1994), 127. dst. Yusuf ibn Husayn, al-Wajiz fi Usul al-Figh 
(Kairo: Dar al-Huda, 1984), 8-52. Begitu juga Salih, Taf&ir al-Nusus, Vol. I, 142-203, 230-332, 
466-621. 

216 Khallaf, lm Usul al-Figh, 162. 

21 Tbid., 163. Abu Zahrah, Usu! al-Figh, 94. 

218 Tbid., 95. 

219 Tbid., 96. 
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di dalam al-Gur'an seperti beriman kepada Allah, Malaikat-Nya, para 
Rasul-Nya, Kita-kitab-Nya, hari akhir, berbuat baik kepada orang tua, adil 
dan sebagainya. 


2) — Kandungan (Cakupan) Makna atau Arti suatu Lafal 

Beberapa metode kandungan makna atau arti suatu lafal yang 
digunakan dalam tulisan ini adalah a/- “amm dan al-khass yang al-amr dan 
al-nah. Al-“amm adalah makna suatu lafal mencakup seluruh bagian yang 
tidak terbatas pada jumlah tertentu (umum).”' Maksudnya lafal “amm 
memiliki satu makna, tetapi makna yang satu ini mencakup satuan-satuan 
yang tidak terbatas.” 

Lafal yang dimaksud memiliki bentuk (al-sighah) seperti 
HA La Oa Latin Curi MIS USAI (AN «ul: Tafal jamak yang dimasuki 
alif-lam jinsiyah seperti usissd! atau idafah seperti SY 4, lafal tunggal 
(Unufrad) yang dimasuki aliflam jinsiyah seperti Gx, lafal nakirah yang 
didahului huruf naff seperti #8 5 3 SY atau Jay Us JII Al ?? Para ulama 
membagi “amm kepada tiga macam, 1). ass! 4 al Ale (lea3 Aa ganll As JILs) 
yaitu lafal amm yang maksudnya adalah “amm seperti Syall Asils Uxsi JS, 2). 
Ka gai Aa al ya Gle (belas Ka paill Aa JI sal alel) yaitu suatu lafal “mm tetapi 
bermaksud khusus seperti Suu 4d) «Usiul ya Cudl aa Mil de di, yang 
maksudnya walaupun lafal «W adalah “amm tetapi hanya ditujukan kepada 
mukallaf dan orang yang mampu, 3). casass Ale (Sad slell) yaitu lafal 
“amm yang dikhususkan atau ditakhsis. 

Selanjutnya tentang al-khass adalah suatu lafal yang memiliki satu 
makna untuk satuan tunggal atau terbatas pada beberapa satuan dan tidak 
mencakup ke bagian yang lain (khusus) seperti 3X us) cdi BDG dan 


sebagainya.” Lafal al-khass memiliki fungsi untuk membatasi atau 
mengkhususkan lafal “amm sehingga proses pengkhususan ini disebut 


takhsis, sementara lafal yang mengkhususkan disebut mukhassis.” 


220 A|.Subki, Jam al-Jawami 44. 

21 Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan, 254. 

222 Muhammad al-Amin al-Shinditi, Mudhakkirah ff Usul al-Figh (Madinah.: Maktabat al- 
“Ulum wa al-Hikam, 2001), 244-245. Al-Subki, Jam " al-Jawami', 45-46. 

223 Syarifuddin, Ushu/ Figh, Vol. 11, 13. Salih, Ta#&ir al-Nusiis, Vol. Il, 102-104. 

24 Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan, 254. Muhammad Sulayman “Abd al- 
Lah al-Ashgar, a/-Wadih fi Usul al-Figh Ii al-Mubtadi'in (Kairo: Dar al-Salam, 2004), 185. 

225 Al-Subki, Jam al-Jawami', 41. 
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Mukhassis itu sendiri ada yang terpisah (imukhassis munfasil) ada 
juga yang menyatu (mukhassis munttasil). Mukhassis munfasil terbagi 
kepada tiga yaitu takhsis dengan nas (tfakhsis al-Gur'an dengan al-Gur'an, 
al-Gur'an dengan Sunnah, Sunnah dengan al-Gur'an, Sunnah dengan 
Sunnah, takhsis dengan ijma', takhsis dengan giyas dan takhsis dengan 
mafhum), takhsis dengan pemikiran dan takhsis dengan adat. Mukhassis 
munttasil terbagi kepada lima macam yaitu pengecualian (al-istithna), 
syarat, sifat, waktu (ghayah), dan sebagai pengganti keseluruhan (badal al- 
ba'ad min kull). 5 

Di antara metode-metode dalam al-khass adalah al-amr dan al-nah. 
Al-amr adalah tuntutan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang 


27 Bentuk al-amrterdiri dari 


lebih bawah untuk melakukan suatu perbuatan. 
berbagai bentuk yaitu 1). Lafal yang menggunakan #f97/ al-amr seperti 
dalam al-9ur'an, 2: 43 adanya lafal !ss8I yaitu perintah untuk mendirikan 
salat dan !si perintah untuk menunaikan zakat. 2). Fi4/ mudari" yang 
dimasuki /am al-amr seperti dalam al-Gur'an, 3: 104 ... Sis «SI, yaitu 
hendaklah di antara kalian menyeru kepada kebaikan. 3). Isim fil al-amr 
seperti al-9ur'an, 5: 105 ...Xwsi Sic yaitu jagalah dirimu. 4). Masdar 
pengganti fi 7/ al-amr seperti al-Gur'an, 2: 83 ...Ulual cm dbs... yaitu kepada 
orang tua harus berbuat baik. 5). Kalimat berita yang mengandung tuntutan 
seperti al-Gur'an, 2: 228 «5 A5 Gemiih cow ya Callasll, yaitu perempuan 
yang ditalak hendaklah beridah selama tiga kali guru”. 6). Lafal-lafal yang 
mengandung makna perintah seperti JW! Je 5 ad can. 23 

Dilihat dari segi dilalah (penunjukan a/-amr dalam tuntutan) terbagi 
kepada beberapa bagian. 1). Hukum wajib dengan kaidah » sx! 71 4 Jb! 
yaitu asal mula perintah adalah wajib. Contohnya al-Our'an, 2: 34 
2 Lanud ASLI UB Al, 2). Hukum nadb dengan kaidah —! y4Y! 3 JbY! yaitu 
asal mula perintah itu adalah nadb (anjuran). Contoh ...! 45 ses aiale Ul ad sil... 
yaitu adanya perintah untuk mencatat transaksi yang dilakukan, tetapi 
pencatatan itu hanya berupa anjuran. 3). Hukum untuk al-irshad (mendidik 
atau mengarahkan). Contoh al-Our'an, 2: 282 ...co ws Iyagiiuls... bahwa 
dalam setiap transaksi setiap orang dapat menghadirkan saksi karena 
manfaatnya besar. 4). Hukum untuk al-ibahah (boleh). Contoh al-Gur'an, 2: 


226 Ybid., 48-51. 

27 Jalal al-Din al-Khabbazi, al-Mughni f Usul al-Figh (Riyad: Markaz al-Buhuth al- Ilmi, 
1403) , 27. 

228 A1-Ashgar, al-Wadih f Usul, 218. 
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60 ..dil G0 ce lal, NS ... perintah makan atau minum tidak sebagai 
wajib karena hukum asalnya adalah boleh sehingga tidak berakibat sanksi 
apabila ditinggalkan, dan 5). Hukum untuk al-tahdid (ancaman), al-imtinan 
(merangsang keinginan), a/-ikram (memuliakan yang disuruh), al-taskhir 
(menghinakan), al-tajiz (menyatakan ketidakmampuan seseorang), a/- 
ihanah (mengejek), al-taswiyah (menyamakan antara yang berbuat dan 
tidak berbuat), juga untuk doa serta banyak lagi yang lainnya. ”” 

Adapun al-nah adalah tuntutan dari yang lebih tinggi ke yang lebih 
230 Bentuk al-nah terdiri dari 
berbagai bentuk yaitu 1). F77/ mudari" yang didahului /a al-nah. Contoh al- 
Our'an, 2: 11 ...ce)Y| & | aY... yaitu jangan berbuat kerusakan di bumi. 
2). Kalimat berita yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan. Contoh 
al-Gur'an, 2: 229 ...lud Ge seiil Las Igdali Ol GI Ja... yaitu tidak halal 
mengambil yang telah diberikan kepada istri. 3). Perintah untuk 
meninggalkan. Contoh al-Gur'an, 6: 120 .. isl, SY! US Isa, yaitu 


tinggalkan dosa baik yang tampak atau tersembunyi. 4). Menggunakan lafal 
231 


rendah untuk meninggalkan suatu perbuatan. 


yang mengandung makna larangan seperti .—lic «Sl «yi cal Ja aa 

Hakikat al-nah berdiri di atas kaidah sx! cell 3 SY bahwa asal 
mula hukum larangan adalah haram. Status hukum haram ini berdasarkan 
pendapat mayoritas ulama, sementara kalangan al-Mu'tazilah menyatakan 


asal mula larangan hukumnya makruh. “? 


3) Cara-cara Penunjukan (Dilalahh Lafal kepada Makna Menurut 

Kehendak Pembicara 

Dalam kajian dilalah para ulama terbagi ke dalam al-Hanafiyah dan 
al-Shafi'iyah. Dilalah al-Hanafiyah meliputi dilalat al- “ibarah, dilalat al- 
isharah, dilalat al-dilalah, dilalat al-igtida. Dilalat al- “ibarah adalah maksud 
dari suatu lafal seperti yang tertulis, mengandung makna asli (a/-nass) dan 
bukan asli (al-zahi?.?' Contohnya al-Gur'an, 2: 275 bahwa Allah meng- 
halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Arti aslinya jual beli tidak sama 
dengan riba, dan arti yang tidak asli jual beli hukumnya halal dan riba 
adalah haram. Dilalat al-isharah adalah suatu lafal memiliki maksud atau 
makna lain dari yang tertulis, bukan makna asli dan bukan pula makna tidak 


229 Tbid., 219-220. Syarifuddin, Ushul Figh, Vol. II, 166-171. 

230 AJ-Ashgar, al-Wadih f Usul, 225. 

21 Wahbah al-Zuhayli, al-Wajiz f Usul al-Figh (Damaskus: Suriah, 1999), 214-215. 
22 Syarifuddin, Ushul Figh, Vol. 11, 196-197. 

233 Al-Khin, Athar al-Ikhtilaf 128. Hasb al-Lah, Usi/ al-Tashri', 239. 
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asli tetapi melalui isyarat tertentu” Contohnya al-Gur'an, 4: 3 jika 
khawatir tidak bisa adil maka cukup satu istri. Secara dilalat al- “ibarah 
tidak halal berpoligami jika ia meyakini tidak akan dapat adil. Makna 
dilalat al-isharah —nya wajib berbuat adil selamanya baik bagi laki-laki 
monogami atau poligami karena berbuat aniaya atau zalim adalah haram. 

Dilalat al-dilalah adalah maksud atau makna dari suatu lafal yang 
tertulis berlaku pula untuk yang tersirat.” Contohnya al-9ur'an, 2: 228 
secara dilalat al- “ibarah perempuan yang ditalak wajib beridah selama tiga 
kali guru', dan secara dilalat al-dilalah wajib pula idah bagi perempuan cerai 
bukan karena talak, misalnya kasus fasakh. Dilalat al-igtida adalah 
pemahaman terhadap makna suatu lafal yang tertulis tidak lengkap apabila 
tidak memunculkan makna yang lain. “ Contohnya al-Our'an, 5: 3 tidak 
ada kejelasan yang diharamkan itu apakah memakannya, memelihara atau 
hanya melihatnya. Oleh karena itu agar maknanya lengkap maka perlu 
ditambah makna lain bahwa yang diharamkan pada firman Allah itu adalah 
memakannya. 

Adapun dilalah al-Shafi'iyah terbagi kepada dilalat al-mantug dan 
dilalat al-mathum. Dilalat al-mantug terbagi kepada sarih dan ghair sarih. 
Dilalat al-mantug al-sarih pemahaman dan perannya sama dengan dilalat al- 
“ibarah al-Hanafiyah. Dilalat al-mantug ghair al-sarih terbagi kepada dua 
yaitu dilalah-nya itu dimaksud oleh si pembicara dan tidak dimaksud oleh si 
pembicara. Dilalah yang dimaksud si pembicara terbagi kepada dua macam 
yaitu dilalat al-igtida dan dilalat al-ima'. Dilalat al-igtida pemahaman dan 
perannya sama dengan Dilalat al-igtida al-Hanafiyah. Dilalat al-ima” adalah 
adanya penyertaan “i/lah dalam sebuah hukum. Contohnya adanya 
kewajiban memerdekakan budak bagi orang yang menggauli istrinya di 
siang hari bulan Ramadhan. Menggauli istri ini menjadi Y/lah wajibnya 
memerdekakan budak. Adapun dilalah yang tidak dimaksud oleh si 
pembicara adalah dilalat al-isharah yang pemahaman dan perannya sama 
dengan dilalat al-isharah al-Hanafiyah. 

Dilalat al-mafhum terbagi kepada dua yaitu mafhum al-muwafagah 
dan mafhum al-mukhalafah. Dilalah mathum al-muwafagah yaitu 


239 Al-Khin, Athar al-Ikhtilaf 129. Fathi al-Durayni, al-Manahij al-Usultyah f al-ljtihad bi al- 
Ra'yi fi al-Tashri" al-Islami (Damaskus-Suriah: Mw'assasat al-Risalah, 2013), 225. 

235 Ybid. 245. Salih, Tafsir al-Nusus, Jilid I, 516. 

230 Ybid., 547. 

27 Syarifuddin, Ushul Figh, Vol. II, 145-146. 
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pemahaman dan perannya sama dengan dilalat al-dilalah al-Hanafiyah. “$ 
Mathum al-mukhalafah adalah matfhum dilalah-nya kebalikan atau lawan 
dari yang ditulis. “? Contohnya al-9ur'an, 2: 197 bahwa secara mantug 
musim haji dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu yaitu Syawal, Zulga“dah 
dan Zulhijjah. Paham mafhum al-mukhalafah-nya tidak boleh ibadah haji 
dilakukan di luar bulan-bulan yang ditentukan. 

Kalangan al-Shafi iyah membagi mafhum al-mukhalafah ke beberapa 
bagian seperti mafhum al-sifah, mathum al-sharat, mafhum al-ghayah, 
mafthum al-“adad dan mathum al-lagb. Selain itu para ulama juga 
menentukan syarat-syarat menggunakan mathum al-mukhalafah sebagai 
hujjah. V 


238 Tbid., 147 dan 149. 
239 Al-Ashgar, al-Wadih f Usul, 232. 
200 Yhid., 232-234, 235. 
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Kalimantan Selatan dan Genealogi Keilmuan 


Serta Kebudayaan Urang Banjar 


A. Sekilas tentang Kalimantan Selatan 
1. Geografis 
Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1956 yang kemudian diperbaharui dengan Undang- 
Undang Nomor 10 tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. 
Adapun pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan telah dibentuk berdasarkan 
Peratuan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 dengan ibu kota Banjarmasin. ' 
Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak di antara di 
antara 114" 19” 13” - 1160 33” 28” Bujur Timur dan 1" 21? 49”- 40 10? 14” 
Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sekitar 
37.530,52 km2 atau 6,98 Yo dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96 Yo dari luas 
wilayah Indonesia. Di antara 11 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi 
Kalimantan Selatan, daerah yang paling luas adalah Kabupaten Kotabaru 
dengan luas 9.422,73 km', dan luas daerah yang terkecil adalah Kota 
Banjarmasin dengan luas 72 km?. Provinsi Kalimantan Selatan terletak di 
bagian selatan pula Kalimantan dengan batas-batas: 
Sebelah Utara: Provinsi Kalimantan Timur 
Sebelah Selatan : Laut Jawa 
Sebelah Barat  : Provinsi Kalimantan Tengah 
Sebelah Timur : Selat Makassar? 


' Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Buku Profil Penataan Ruang Provinsi 
Kalimantan Selatan (Banjarmasin: Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2003), 1. 

? Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan dalam Angka in 
Figures (Banjarmasin: BPS Kalimantan Selatan, 2014), 3, 5-6. 
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Struktur geologi tanah di Kalimantan Selatan sebagian besar adalah 
tanah basah (Aa/luvial) yaitu sebesar 22,76Yo. Tanah di sepanjang daerah 
aliran sungai pun juga tanah rawa atau gambut dengan tingkat keasaman 
yang cukup tinggi. Selain itu sejumlah 74,81”o wilayah terletak pada 
kemiringan di bawah 1590 dan sebanyak 31,09Y9 wilayah berada di 
ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut. Potensi geografis lainnya 
yaitu memiliki banyak sungai yang berpangkal di Pegunungan Meratus dan 
bermuara ke Laut Jawa dan Selat Makassar. Salah satunya adalah Sungai 
Barito yang terkenal sebagai sungai terlebar di Indonesia.” 

Penggunaan tanah di Kalimantan Selatan sebagian besar berupa hutan 
(42,99”o) kemudian padang semak-semak, alang-alang, rumput (22,13Y6). 
Selanjutnya sekitar 11,63”6 lahan digunakan untuk lahan perkebunan dan 
11,35Yo untuk persawahan. Penggunaan lahan untuk pemukiman hanya 
sekitar 1,59 Yp dan untuk pertambangan sekitar 1,12 Y9." 

Letak Kalimantan Selatan memang berada di wilayah selatan di 
pulau Kalimantan, tetapi di samping provinsi yang paling tua di Kalimantan 
juga merupakan pusat peradaban Kalimantan. Budaya-budaya masyarakat 
Banjar di antaranya budaya daur hidup yang termasuk di dalamnya adat 
kawin masyarakat Banjar merupakan hal yang umum diketahui masyarakat 
Kalimantan. Begitu juga dengan Bahasa Banjar hampir diketahui dan 
dikuasai serta digunakan masyarakat Kalimantan, bahkan termasuk pula 
oleh masyarakat pendatang. 

Di Kalimantan Selatan ini pula ada sebuah daerah yang disebut 
sebagai serambi Mekkah. Istilah ini tidak hanya merupakan julukan untuk 
Aceh, tetapi menjadi julukan pula untuk Martapura Kalimantan Selatan. 
Hal ini karena di samping pernah menjadi pusat kerajaan Islam Banjar, di 
Martapura ini lahir pula ulama-ulama Besar yang tidak hanya dikenal masya- 
rakat di dalam tetapi dikenal pula oleh masyarakat di luar Kalimantan, 
bahkan ada pula ulama-ulama yang mendirikan pondok pesantren di luar 
pulau Kalimantan. Kini, walaupun di tengah arus globalisasi dan teknologi 


 Ibid., 3. 

“ Ibid. 

? Wahyudin, “Merajut Dunia Islam Dunia Melayu: Sosok Orang Melayu Banjar di Tanah 
Leluhur”, Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, Vol. 6, No. 1 (Januari-Juni 2014), 51. 
Lihat Rudy Arifin, “Martapura Bumi Serambi Mekkah”, dalam Nurhudianto Martapura Bumi 
Serambi Mekkah: Secunting Pemikiran Rudy Arifin (Martapura: Pemerintah Kabupaten Banjar, 
2004), 38-45. 
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perilaku masyarakat sebagai orang yang mendiami serambi Mekkah masih 
terlihat kental bahkan menginspirasi ke daerah-daerah lain di Kalimantan. 


2. Demografis dan Sekilas Asal Usul Urang Banjar 

Menurut hasil proyeksi yang dilakukan Pusat Badan Statistik Provinsi 
Kalimantan Selatan, data jumlah penduduk tahun 2013 adalah sebanyak 
3.854.485 jiwa, terdiri atas laki-laki 1.951.573 jiwa dan perempuan 
1.902.912 jiwa. Kondisi penduduk sangat erat hubungannya dengan masalah 
tenaga kerja karena jumlah penduduk yang besar menjadi salah satu modal 
dasar yang efektif bagi pembangunan jika semua itu diikuti dengan kualitas 
yang baik. Salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk 
akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan tenaga kerja. Penawaran 
tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang 
cukup akan menimbulkan dampak berupa pengangguran, sementara jumlah 
penduduk Kalimantan Selatan yang berusia 15 tahun ke atas sebanyak 
2.733.752 jiwa. 

Dari jumlah tersebut sebanyak 66,46”o berstatus bekerja, sedangkan 
yang mencari kerja atau pengangguran sebanyak 2,62”6. Penduduk yang 
bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bersekolah, mengurus 
rumah tangga dan kegiatan lainnya, sebanyak 30,92”6 dari total penduduk 
yang berumur 15 tahun ke atas. ' 

Adapun berkaitan dengan etnis, masyarakat yang tinggal di 
Kalimantan Selatan mayoritas dari etnis Banjar terdiri dari tiga (3) sub 
etnis yaitu Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyu dan Banjar Kuala yang 
dikenal dengan sebutan urang Banjar (orang Banjar). Adapun asal usul atau 
nenek moyang urang Banjar ini adalah orang-orang Melayu dari Sumatera 
dan sekitarnya yang bermigrasi secara besar-besaran ke Kalimantan pada 
zaman Sriwijaya (abad 7 M) atau sebelumnya.” Migrasi besar-besaran 
tersebut tidak terjadi secara sekaligus karena pada waktu itu sebagian besar 
wilayah Kalimantan Selatan pun masih berupa teluk raksasa yang menjorok 
jauh ke dalam sampai kaki pegunungan Meratus. Orang-orang Melayu itu 
pun membuat pemukiman di sekitar kaki pegunungan tersebut dan semakin 


S Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan, 47. 

7 Ibid. 

$ Gazali Usman, Urang Banjar dalam Sejarah (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University 
Press, 1989), 3. 

? Alfani Daud, Islam & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 25 dan 31. 
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turun menyusuri sungai di sekitar pegunungan yang kemudian berkembang 
semakin melebar. ' 

Ketika teluk raksasa itu berubah menjadi daratan, masyarakat pun 
semakin berkembang dan para imigran Melayu juga terus berdatangan. 
Akhirnya orang-orang Melayu pertama dan keturunannya yang mulai 
menyebar ke hilir sungai, sebagian dari mereka ada yang kembali tinggal ke 
kaki pegunungan Meratus. Mereka itulah yang kemudian disebut sebagai 
Dayak Bukit. Adapun imigran Melayu yang datang belakangan, tinggal 
semakin ke hilir dan menyebar ke beberapa tempat. Mereka juga melebur 
dengan masyarakat Bukit, Manyan dan Ngaju yang akhirnya dari 
percampuran ini menjadi cikal bakal terbentuknya etnis Banjar."' 

Meskipun cikal bakal etnis Banjar dapat dikembalikan pada kelompok 
imigran Melayu, tetapi proses terbentuknya masyarakat menjadi urang 
Banjar beserta dengan kebudayaannya sendiri berjalan melalui proses yang 
sangat panjang.” Namun singkatnya dari perpaduan orang-orang Melayu 
dengan masyarakat Bukit pegunungan Meratus, lama kelamaan membentuk 
secara kultural yang disebut Urang Pahuluan. Mereka awalnya adalah 
penduduk yang menempati lembah-lembah sungai (cabang sungai Negara) 
sampai ke Pelaihari yang hulunya ke pegunungan Meratus. " 

Begitu juga perpaduan orang-orang Melayu dengan masyarakat 
Manyan akhirnya secara kultural juga membentuk menjadi Urang Batang 
Banyu. Mereka awalnya adalah penduduk yang bertempat tinggal di lembah 
sungai Negara sampai lembah Tabalong yang muaranya dari sungai Barito 
sampai Kalua. Adapun Banjar Kuala adalah perpaduan antara orang-orang 
Melayu dengan masyarakat Ngaju yang membentuk secara kultural sebagai- 
mana sub etnis lainnya. Di samping itu untuk mendukung pembentukan sub 
etnis Banjar Kuala juga ditambah dari Urang Batang Banyu dan Pahuluan. 
Mereka diajak Pangeran Samudera pada abad ke-16 pindah ke ibu kota yang 


"0 Tbid. 

" Ibid. 

2 JJ. Ras, Hikayat Banjar: A Study of Malay Historiography (Leiden: The Martinus Nijhotf, 
1968), 24. Lihat juga Irfan Noor, “Visi Spiritual Masyarakat Banjar”, A/-Banjari, Vol. 12, No. 2 
(Juli 2013), 151. 

8 Daud, Islam & Masyarakat Banjar, 43-45. Lihat juga M. Hanafiah, “Tradisi Pendulangan 
Intan dan Jual Beli Hidup Masyarakat Banjar dalam Perspektif Hukum Islam” (Disertasi-- IAIN 
Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 175 dan 192. 
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letaknya lebih ke hilir lagi yaitu Banjarmasin. Mereka kemudian bertempat 
tinggal di Banjar Kuala Marabahan, Banjarmasin sampai Martapura. 4 

Pada awalnya urang Banjar hanya ditujukan kepada orang-orang 
Banjar Kuala, sementara sub etnis lainnya disebut sebagai Urang Batang 
Banyu dan Urang Pahuluan yang merupakan masyarakat dari kota kuno. 
Namun pada perkembangan berikutnya kedua sub ini pun secara kultural 
berubah menjadi Banjar Batang Banyu dan Banjar Pahuluan sebagaimana 
Banjar Kuala. Ketiganya pun akhirnya disebut etnis Banjar atau dikenal 
sebagai urang Banjar. " 

Di samping itu sejak pengislaman secara besar-besar di Kerajaan 
Banjar —walaupun jauh sebelumnya atau dua abad sebelumnya Islam telah 
masuk wilayah Kalimantan Selatan-,"” identitas etnis Banjar lebih dikenal 
beragama Islam. Hal ini terlihat pada orang-orang yang tinggal di 
pedalaman yaitu ketika memeluk agama Islam, mereka menamakan diri 
sebagai urang Banjar. 

Dari berbagai proses di atas dapat dikatakan bahwa urang Banjar 
tidak hadir secara alamiah, melainkan dihasilkan dari konstruksi historis 
sosial kelompok manusia yang menginginkan komunitas tersendiri yaitu 
sebagai generasi baru etnis Melayu di Kalimantan. Urang Banjar merupakan 
perpaduan berbagai etnis yang memiliki asal usul beranekaragam. Ia 
dihasilkan dari sebuah proses sosial masyarakat yang ada di daerah ini yaitu 
berawal dari Islamisasi Demak terhadap Kesultanan Banjar. Sebelum 
berdirinya kesultanan Banjar, urang Banjar belum dapat dikatakan sebagai 
sebuah kesatuan identitas suku atau agama, tetapi lebih tepat merupakan 
identitas yang merujuk pada kawasan teritorial tertentu yang menjadi 
tempat tinggal. $ 

Melihat dari kebiasaan nenek moyangnya yang suka merantau, urang 
Banjar pun mengikuti jejak tersebut yang disebut dengan adam. Pada 
akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terjadi sebuah migrasi yang cukup 
besar oleh urang Banjar yang kembali ke tanah leluhur. Mereka menyebar di 
Kuala Tungkal Jambi, Tambilahan di Indragiri Hilir, Deli dan di Langkat 


M4 Daud, Islam & Masyarakat Banjar, 43-45. Hanafiah, “Tradisi Pendulangan Intan, 175 dan 192. 
5 Daud, Islam & Masyarakat Banjar, 3 dan 47. 

16 Noor, “Visi Spiritual, 160. 

17 Daud, Islam & Masyarakat Banjar, 5. 

$$ Hanafiah, “Tradisi Pendulangan Intan, 194. 
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Sumatera Utara serta sampai semenanjung Malaysia khususnya di Perak, 
Selangor dan Johor." 

Selanjutnya, etnis lainnya yang tinggal di Kalimantan Selatan adalah 
etnis Jawa, Madura dan Sunda yang datang sebagai transmigran. Etnis 
pendatang lainnya seperti Betawi, Minangkabau, Banten dan yang tinggal 
di pesisir Tanah Bumbu dan Kotabaru ada yang berasal dari etnis Bugis 
(Bugis Pagatan) dan Mandar yang berasal dari Sulawesi. Adapun etnis 
Dayak yang tinggal di Kalimantan Selatan adalah Dayak Bukit yang 
menempati kawasan Pegunungan Meratus sebagaimana telah dijelaskan 
sebelumnya dan Dayak Bakumpai yang tinggal di tepian aliran Sungai 
Barito. Etnis berikutnya yaitu etnis keturunan Arab yang banyak terdapat di 
Kota Banjarmasin dan Martapura. Selain itu ada juga etnis keturunan 
Tionghoa yang mendiami kawasan pecinan di Kota Banjarmasin dan di 
Sungai Parit di Pelaihari (Orang China Parit). 

Pertemuan antar etnis di Kalimantan Selatan membuat kawin campur 
antar etnis tidak dapat dihindari. Namun karena representasi Islam di 
Kalimantan adalah Kalimantan Selatan dan ditambah pula etnis Banjar dan 
etnis Dayak Bakumpai menjadi seratus persen (100”6) sebagai penganut 
agama Islam, serta ditambah juga dengan etnis pendatang lainnya maka 
penganut Islam di Kalimantan Selatan menjadi 9746 (3.905.959 jiwa, 2.490 
mesjid dan 7.121 langgar atau mushalla) dari total jumlah penduduk 
Kalimantan Selatan. Sisanya ada yang beragama Kristen Protestan (44.707 
jiwa, 72 gereja), Kristen Katolik (19.272 jiwa, 24 gereja), Hindu (18.057 
jiwa, 121 pura) dan Budha (13.771 jiwa, 16 wihara) yang dianut masyarakat 
pendatang serta kepercayaan Kaharingan (dikategorikan sebagai agama 
Hindu) yang dianut masyarakat kawasan Pegunungan Meratus .”' 

Bahasa yang digunakan dalam keseharian adalah bahasa daerah, yakni 
bahasa Melayu Banjar yang memiliki dua dialek besar, yakni dialek Banjar 
Kuala dan dialek Banjar Pahuluan. Di kawasan Pegunungan Meratus, 
dituturkan bahasa-bahasa dari rumpun Dayak, seperti bahasa Dusun Deyah, 
bahasa Maanyan, bahasa Lawangan dan bahasa Bukit. Rumah adat 
Kalimantan Selatan, khususnya dari etnis Banjar adalah Rumah Banjar dan 
ikon utamanya adalah Bubungan Tinggi. Untuk tarian tradisional secara 


19 Wahyudin, “Merajut Dunia Islam, 51-52. 

2 Laporan Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan Masa Reses 
Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015 Tanggal 4-8 Mei 2015, 4-5. 

21 Tbid. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan, 147-150. 
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garis besar seni tari dari Kalimantan Selatan adalah dari adat budaya etnis 
Banjar dan etnis Dayak misalnya Tari Japin dan Tari Baksa Kembang.” 


3. Pendidikan 

Jumlah sarana pendidikan yang tersebar di 11 Kabupaten dan 2 Kota 
di Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahun menunjukkan kemajuan. Data 
pada tahun 2014 sarana yang dimiliki pada tingkat pendidikan TK/sederajat 
sebanyak 2.637 buah dengan jumlah murid 100. 149 orang dan 10. 172 
orang guru. Sarana yang dimiliki pada tingkat pendidikan Dasar/sederajat 
sebanyak 3.275 buah dengan jumlah murid 456. 398 orang dan 33. 840 
orang guru. Sarana yang dimiliki pada tingkat pendidikan SLTP/sederajat 
sebanyak 890 buah dengan jumlah murid 169. 560 orang dan 16. 343 orang 
guru. Sarana yang dimiliki pada tingkat pendidikan SMU/sederajat sebanyak 
309 buah dengan jumlah murid 73. 757 orang dan 6. 802 orang guru serta 
sarana yang dimiliki pada tingkat pendidikan SMK/sederajat sebanyak 88 
buah dengan jumlah murid 41. 188 orang dan 2. 808 orang guru. 

Adapun jumlah pondok pesantren di Provinsi Kalimantan Selatan 
berjumlah 240 buah terdiri dari sistem pendidikan salafiyah, khalafyiah dan 
kombinasi. Jumlah santri yang belajar di 240 buah pondok pesantren tersebut 
secara keseluruhan berjumlah 43.677 orang dengan rincian santriwati ber- 
jumlah 23.246 orang (53,22”6), santriawan 20.431 orang (46.78”6). Adapun 
jumlah ustadz yang mengajar di berbagai pondok itu berjumlah 4.589 orang 
dengan rincian XS1/Graduate berjumlah 2.871 orang dan 2 S1/Graduate 
berjumlah 1.718 orang). 

Pendidikan agama di Kalimantan Selatan yang berpenduduk 97Y5 
beragama Islam, tidak hanya di sekolah-sekolah formal (berstatus negeri 
atau swasta) dan pondok pesantren (salafiyah, khalafiyah atau kombinasi), 
tetapi juga ada melalui pengajian di berbagai majelis taklim. Jumlah majelis 
taklim yang terdaftar di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan 
sebanyak 3.060 buah dengan rincian 227 buah di Kabupaten Balangan 
(Paringin), 177 buah di Kota Banjarbaru, 271 buah di Kota Banjarmasin, 
231 buah di Kabupaten Banjar (Martapura), 226 buah di Kabupaten Barito 
Kuala (Marabahan), 431 buah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kandangan), 
263 buah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Barabai), 309 buah di 


2 Laporan Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI, , 4-5. 

23 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan, 81. 

2 Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Data Keagamaan Tahun 2014 
(Banjarmasin: Kemenag Provinsi Kal-Sel, 2014), 67-69. 
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Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai), 185 buah di Kabupaten Tabalong 
(Tanjung), 306 buah di Kabupaten Tanah Laut, 219 buah di Kabupaten 
Tapin (Rantau), 207 buah di Kabupaten Kotabaru, dan 193 buah di 
Kabupaten Tanah Bumbu. “ 

Uraian di atas menunjukkan bahwa pusat Islam Kalimantan berada di 
Kalimantan Selatan. Oleh karena itu sebagai pusat Islam, pemikiran- 
pemikiran yang berkembang di daerah ini pun khususnya berkaitan dengan 
persoalan keagamaan menjadi referensi pula oleh masyarakat Banjar bahkan 
masyarakat Islam di Kalimantan lainnya. 


B. Perkembangan Keagamaan dan Keilmuan Urang Banjar 

Dilihat dari segi keagamaan, masyarakat yang mendiami kawasan 
Kalimantan Selatan atau disebut juga urang Banjar lebih dikenal beragama 
Islam dan telah lama mengenal Islam serta tidak sedikit pula ulama yang 
lahir di tanah Banjar ini. Diperkirakan pada abad ke -14 dan 15 Islam telah 
ada dan mulai berkembang di kawasan Kalimantan Selatan. Hal ini 
diketahui dari adanya sekelompok orang Melayu Muslim yang berasal dari 
Kerajaan Malaka datang ke kawasan Kalimantan, di antara mereka ada yang 
datang untuk berdagang dan ada pula untuk berdakwah.” Hal yang pasti 
adalah sebelum abad ke-15 orang Melayu sudah ada ke Kalimantan Selatan. 
Migrasi ini tidak dapat dilepaskan dari kekisruhan politik yang terjadi di 
Sumatera sejak abad ke -7 sampai abad ke-10.” 

Pada abad ke -16, Islam baru berkembang secara pesat. Perkem- 
bangan ini terjadi setelah Pangeran Samudera (1526-1545) menganut ajaran 
Islam dan pada waktu itu pula berdiri Kesultanan Banjarmasin meng- 
gantikan Kerajaan Negara Daha yang beragama Hindu.” Proses Islamisasi 
di kawasan Kalimantan Selatan merupakan peran penting yang dilakukan 


? Dokumen Data Majelis Taklim se-Kalimantan Selatan Kementerian Agama Provinsi 
Kalimantan Selatan. 

?6 Mujiburrahman, “Islamic Theological Text and Context in Banjares Society: An Overview 
of the Existing Studies”, Southeast Asian Studies, Vol. 3, No. 3 (Desember 2014), 612. Lihat juga 
Abdurrahman, “Studi tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835: Suatu Tinjauan tentang 
Perkembangan Hukum dalam Masyarakat dan Kerajaan Banjar Pada Pertengahan Abad ke -19” 
(Laporan Penelitian --Banjarmasin, 1989), 15. 

2 Ideham, et al., Sejarah Banjar, 89-91. 

28 Yusliani Noor, Islamisasi Banjarmasin (Abad ke-15 sampai ke- 19), (Yogyakarta: Ombak, 
2016), 73. 

? Mujiburrahman, “Islamic Theological Text, 612. Rahmadi, et al., Islam Banjar: Genealogi, 
1. 
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Kerajaan Demak" sehingga tidak dapat pula dipungkiri adanya pengaruh 
Demak termasuk pula ulama “alawiyin dari hadrami terhadap pem-bentukan 
intelektualisme Islam urang Banjar. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari 
keilmuan-keilmuan yang diajarkan Khatib Dayan”' utusan Demak untuk 
menjadi ulama istana kala itu. Ja mengajarkan tentang prinsip-prinsip dasar 
akidah ah/ al-sunnah wa al-jama'ah, fikih al-Shafi'i dan tasawuf akhlagi 
yang murni tanpa bercampur dengan ajaran Kej awen. 

Pada abad ke -17 yang dimulai dengan runtuhnya kerajaan Demak, 
pengaruh Jawa pun tergeser dengan berkembangnya ajaran tasawuf falsafi 
(sufisme wujudiyah) dari wilayah kerajaan Aceh ke wilayah kerajaan 
Banjar. Ajaran ini pun turut memberi warna corak Islam di masyarakat 
Banjar. Semangat masyarakat Islam mempelajari ilmu pengetahuan semakin 
tumbuh, sehingga pada abad ke -18 disebut sebagai kebangkitan intelek- 
tualisme Islam urang Banjar yang ditandai dengan adanya sejumlah orang 
berangkat ke Haramayn (ah/ al-sunnah wa al-jama'ah dan mazhab al- 
Shafi'i, bukan Wahabisme yang juga berkembang di Haramayn) untuk 
menuntut ilmu dan kemudian kembali ke Kerajaan Banjar. Ada dua ulama 
yang dikenal pada abad tersebut yaitu Shaykh Muhammad Arshad al- 
Banjari (1710-1812) dan Shaykh Muhammad Nafis al-Banjari (L. 1735). 


30 Adanya peran kerajaan Demak ini tidak lain karena pada waktu itu pangeran Samudera 
keturunan kerajaan Negara Daha meminta bantuan ke kerajaan Demak untuk mengambil kembali 
kekuasaan kerajaan Negara Daha dari pamannya (Pangeran Tumengung) yang telah merebut 
kekuasaan yang diberikan kepadanya. Pada waktu itu pangeran Samudera tinggal di kediaman 
Patih Masih orang Melayu di Banjarmasin menyusun kekuatan bersama patih-patih yang lainnya 
dan menjadikan kediaman Patih Masih sebagai Istana serta berdirilah kerajaan Banjarmasin pada 
awal abad ke-16. Dengan berdirinya kerajaan ini, Pangeran Samudera pun ingin mengambil 
kembali kerajaan Negara Daha, tetapi karena kurangnya kekuatan yang dimiliki ia pun mengirim 
utusan ke Kerajaan Majapahit untuk mendapatkan bantuan. Namun kerajaan tersebut telah runtuh 
dan yang ada adalah Kesultanan Demak. Permintaan Pangeran Samudera disanggupi pihak Demak 
dengan syarat Pangeran Samudera dan pengikutnya masuk Islam. Syarat ini pun diterima dan 
kerajaan Demak pun mengirimkan 1000 pasukan beserta senjata juga dua orang penghulu Demak, 
Pangeran Samudera pun dapat mengalahkan Kerajaan Negara Daha yang akhirnya ia dan 
pengikutnya masuk Islam serta diberi gelar Sultan Suryanullah atau Sultan Suriansyah dengan 
nama kerajaan Kesultanan Banjarmasin. Lihat lebih jelasnya dalam JJ Ras, Hikayat Banjar, 45, 
378-382, 430. Lihat pula Ita Syamtasiyah Ahyat, Kesultanan Banjarmasin Pada Abad ke-19: 
Ekspansi Pemerintah Hindia-Belanda di Kalimantan (Tangerang: Serat Alam Media, 2012), 2-4. 

31 Ada spekulasi yang mengatakan bahwa Khatib Dayan adalah orang Arab yang bernama 
Sayyid Abdurrahman, ada juga yang menganggap Khatib Dayan adalah orang Jawa keturunan 
Arab yang diperkirakan dari kaum “Alawiyyin. Ideham, et al., Sejarah Banjar, 95. 

22 Tbid., 183. 

3 Tbid., 182-183. 
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Arshad al-Banjari dipandang berhasil meningkatkan aspek ortodoksi Islam 
melalui kitab-kitab fikih dan tauhid sehingga mampu mengimbangi sisi 
sufistik dalam masyarakat Banjar, sementara Nafis al-Banjari lebih 
mengembangkan sufisme berbasis tauhid sufistik sebagaimana telah ber- 
kembang sebelumnya di nusantara seiring berkembangnya polemik ajaran 
wujudiyah di Aceh. “ 

Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 pengaruh Aceh yang 
selama ini mendominasi intelektual Islam Banjar tergantikan oleh Arshad 
al-Banjari yang tidak hanya melalui karya-karyanya tetapi juga melalui 
murid-murid dan keturunan-keturunannya. Popularitas Arshad al-Banjari 
beserta karya-karyanya pada abad ke -19 tidak hanya beredar di kalangan 
masyarakat Banjar, tetapi sampai ke Asia Tenggara.” Pada abad ke -19 ini 
pula semangat penuntut ilmu dari Banjar ke Haramayn semakin tinggi. Hal 
ini menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara penuntut ilmu dari 
Banjar dengan ulama dan dengan penuntut ilmu dari negara-negara yang 
lain. Keadaan ini mendorong terbentuknya sebuah jaringan ulama yang di 
dalamnya melibatkan ulama Banjar beserta karya-karya mereka yang 
menjadi referensi intelektual masyarakat Islam hingga sekarang. 

Pada awal abad 20 orientasi penuntut ilmu masyarakat Islam Banjar 
mengalami perubahan yang asalnya terpusat ke Haramayn, tetapi pada era 
ini para penuntut ilmu dari tanah Banjar beralih ke Mesir” terutama ketika 
berkembangnya pemikiran pembaharuan Abduhisme. Tercatat seorang ulama 
Banjar yang bernama “Abd al-Rashid” (1885-1934) sebagai orang Banjar 


4 Rahmadi, et al., Islam Banjar, 2. 

35 Tbid., 32-33. 

3 Di sisi lain, pada abad ke -19 intervensi Belanda sangat kuat hingga akhirnya Belanda 
menghapus kerajaan Banjar. Kondisi ini memicu terjadinya Perang Banjar dari tahun 1859 sampai 
tahun 1905. Sejak itu masyarakat Islam Banjar menjadi bangsa yang terjajah, tetapi walaupun 
demikian kondisi ini tidak mengganggu semangat dan aktivitas intelektual masyarakat Islam 
Banjar. Ibid., 3. 

3 Pada abad ke -18 dan 19 sebenarnya di samping berguru dengan ulama-ulama yang memang 
berasal dari Haramayn dan ulama dari kalangan “A/awiyin, ulama-ulama Banjar pun seperti 
Arshad al-Banjari dan Nafis al-Banjari juga berguru dengan ulama-ulama Mesir karena pada waktu 
itu adanya migrasi ulama yang berasal dari Mesir ke Haramayn dimana Haramayn pada waktu itu 
menjadi pusat ilmu keilmuan Islam. 

8 Keberangkatan “Abd al-Rashid ke Mesir kemungkinan didorong oleh salah seorang gurunya 
yang bernama Jafri bin Umar (1876-1932) yang terpengaruh dengan ide-ide pembaharuan di 
Mesir. Jafri bin Umar (1876-1932) sendiri seorang ulama berasal dari Banjar (Alabio) yang belajar 
di Mekkah antara tahun 1892-1897 dimana pada waktu itu sedang hangat-hangatnya pembaharuan 
Muhammad Abduh (w. 1905) sehingga sampai pula ke Haramayn. Sepulangnya dari Mekkah ke 
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pertama yang belajar di Al-Azhar sejak tahun 1912 sampai 1927. Setelah 
kembali ke Banjar (Amuntai) ia menjadi inspirasi bagi sekelompok masya- 
rakat Islam Banjar untuk mengikuti langkahnya belajar di lembaga tersebut. 
Para alumni awal inilah yang kemudian memberi warna tersendiri terhadap 
intelektualisme Banjar jika dibandingkan dengan alumni Haramayn dan 
Wahabisme. ” 

Sejak hadirnya para alumni al-Azhar ini, di samping bersamaan juga 
dengan hadirnya paham Wahabi, literatur-literatur keilmuan yang digunakan 
di kalangan masyarakat Islam Banjar pun di sisi lain mengalami perubahan 
karena di antara mereka ada yang membawa karya-karya ulama al-Azhar 
kontemporer. Hal ini mengakibatkan reaksi pro dan kontra di tengah masya- 
rakat yang berakhir dengan timbulnya dikotomi “kaum muda reformis- 
modernis” dan “kaum tuha tradisionalis” yang saling berseberangan." 
Namun walaupun masyarakat Banjar dilanda gerakan modernisme dan 
puritanisme sejak awal abad 20, tetapi konsistensi pemikiran Islam di 
kalangan ulama dan masyarakat Banjar tetap berkiblat kepada para ulama 
Haramayn yang bukan Wahabi. " 

Selanjutnya yang mempengaruhi pula terhadap intelektualitas 
keilmuan Islam Banjar adalah kaum “alawiyin. Ulama-ulama Banjar yang 
belajar di Haramayn dari abad ke-18 sampai abad ke-20, tidak sedikit 
berguru dengan ulama “Alawiyin yang mengajar di sana.” Selain itu 
kehadiran kaum “alawiyin yang migrasi ke wilayah nusantara termasuk ke 
Kalimantan Selatan sejak awal adanya kerajaan Banjar, membuat terjalin- 
nya hubungan antara ulama Banjar dengan sejumlah haba'ib baik di Banjar 
sendiri ataupun di luar Kalimantan. Hubungan ini pun semakin kuat ter- 
utama pada abad ke- 20 pembacaan kitab-kitab maulid semakin meningkat, 
tarekat “A/awiyah di kalangan masyarakat Banjar pun ikut menyebar, bahkan 
karya-karya ulama “alawiyin menjadi referensi intelektual yang terus dibaca 
sampai sekarang seperti Risalat al-Mu'awanah, al-Nasa'ih al-Diniyah, 


Alabio, ia menjadi tokoh utama menyebarkan paham pembaharuan di pengajian Langgar 
Batingkat di Alabio. Di samping itu ia juga berlangganan majalah a/-Munir (Minangkabau), 
majalah al-ittifag wa al-iftirag (Padang) dan terinspirasi juga dengan majalah al-Manar Mesir. 
Ibid., 51-55. 

3 Tbid., 50. 

4 Tbid., 91. 

4! Rahmadi, “Dinamika Intelektual Islam di Kalimantan Selatan: Studi Genealogi, Referensi 
dan Produk Pemikiran”, Amu Ushuluddin, Vol. 11, No. 1 (Januari 2012), 5. 

2 Rahmadi, et al., Islam Banjar, 43. 
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Tathbit al-Fu'ad. Selain itu amaliah “alawiyin seperti beberapa ratib dan 
dala'il al-khayrat masih bertahan di kalangan masyarakat Banjar, termasuk 
pula penulisan kitab managib beberapa ah! al-bayt pun ada yang dilakukan 
ulama Banjar. " 

Berdasarkan beberapa hal di atas, pada awal abad 20 ini pula lembaga 
pendidikan Islam baik berupa pengajian ataupun dalam bentuk madrasah 
mulai mengalami pertumbuhan dan pada paruh kedua abad 20 diikuti 
dengan meningkatnya pertumbuhan pesantren di Kalimantan Selatan.” 
Kajian-kajian keagamaan melalui majelis taklim pun tumbuh dengan pesat. 
Diperkirakan awal abad ke- 20 kajian-kajian keislaman telah ada dan 
banyak dilakukan oleh para ulama di berbagai pengajian di Kalimantan 
Selatan. Beberapa di antara tempat pengajian itu misalnya pengajian di 
daerah Martapura seperti di kampung Dalam Pagar, Tunggulirang, Keraton, 
Kampung Melayu dan lainnya. Pengajian di Nagara dikenal dengan 
Pengajian Langgar Batingkat dan pengajian-pengajian lainnya baik di 
Langgar atau di rumah Guru (mu 'allim) yang tinggal di kawasan Amuntai 
seperti di Sungai Banar, Lokbangkai, Tangga Ulin, Panangkalaan dan 
lainnya serta pengajian-pengajian di daerah Bakumpai. " 

Literatur-literatur keilmuan yang digunakan di pengajian Guru 
Muhammad Khalid di Tangga Ulin Amuntai Kalimantan Selatan pada awal 
sampai paruh pertama abad 20 (1900-1950) di antaranya Nur al-Zulam, 
Tijan al-Darari, Kifayat al-“Awam, Hashiyat al-Shargawi “ala Sharh al-Hud 
Hudi, al-Dasugi, Jawharah al-Tawhid, Fath al-Majid, Sharh Sittin, Hashiyat 
T'anat al-Talibin, Hashiyat al-Bayjuri, al-Igna', Fath al-Wahhab, Tuhfat al- 
Muhtaj, Nihayat al-Muhtaj, Ibn al-“Ubbad (Sharh al-Hikam), Minhaj al- 
“Abidin, Ih ya “Ulum al-Din, Tafsir Khazin, Matn Arba'in al-Nawawi, Sharh 
Abi Jamrah, Irshad al- Ibad, Riyad al-Salihin, Sahih al-Bukhari dan Sahih 
Muslim. Dalam referensi lain disebutkan bahwa kitab-kitab yang dipelajari 
Idham Chalid pada awal abad ke -20 adalah kitab Fath al-Garib, Hashiyat 
al-Bayjuri, Kifayat al-'“Awam, Sabil al-Muhtadin, Hadith al-Arba'in Ii al- 
Nawawiyah, Jami" al-Zubad, Siyar al-Salikin, Matla" al-Badrayn Ii al- 
Fatani, al-Jurumiyah, Damun, “Awamil, Tawdih al-Jaliyah, Sullam Safinah, 


8 Ybid., 44-49. 

“4 Tbid., 3. 

45 Ybid., 81-82. 

“8 Tbid., 83. Lihat pula Arif Mudatsir Mandan, Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid 
Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008), 24,34 dan 55- 
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Di samping menggunakan kitab-kitab para ulama dalam beberapa 
pengajian, Jafar ibn “Abd al-Samad seorang ulama asal Nagara Kalimantan 
Selatan pada tahun 1928 menulis sebuah risalah yang berjudul Himayat al- 
Ikhwan. Referensi-referensi yang digunakan dalam penulisan risalah ini 
adalah Intisar al-I 'tisam, Mizan, al-Minhaj, Mughni al-Muhtaj, Kashf al- 
Ghummah, Nihayat al-Muhtaj, Tuhfat al-Muhtaj, al-Madkhal li Ibn al-Hajj, 
al-Umm, Mukhtasar al-Mazani, Fath al-Wahhab, Sharh al-Minhaj, Nihayat 
al-Zayn, Hashiyat Ianat al-Talibin, Rawdah, Tafsir al-Jalalayn, Tafsir 
Marah Labid, Tafgir al-Wahidi, Hashiyah Fath al-Wahhab, Fatawa al- 
Kubra, Sharh al-Sudur, al-Gawl al-Mukhtasar, Risalat al-Wahbah al- 
Iahiyah, Hashiyah Tuhfat al-Muhtaj, Sharh al-Bukhari dan al-Durar al- 
Saniyah fi al-Radd “ala al-Wahhabiyah." 

Selanjutnya pada paruh kedua abad 20 literatur-literatur keilmuan 
yang berkembang di pengajian-pengajian di Kalimantan Selatan relatif 
sama dengan literatur-literatur yang digunakan pada paruh pertama abad 20. 
Misalnya kitab-kitab yang digunakan di Majelis Taklim Sabilal Anwar 
Martapura yang dipelajari Muhammad Syukri Unus dengan guru-gurunya 
tahun 1963-1984, di antaranya berkaitan dengan kitab Tauhid yaitu Tuhfat 
al-Murid dan Nur al-Zulam. Berkaitan dengan kitab Fikih yaitu Igna', 
Hashiyat al-Bayjuri, Sabil al-Muhtadin, Hashiyat I'anat al-Talibin, Fath al- 
Wahhab, Kifayat al-Akhyar, al-9awl al-Mukhtasar fi Masa'il al-Haylah 
ind al-Hanafi, dan Sullam al-Tawfig. Berkaitan dengan kitab Tasawuf 
yaitu Ihya “Ulum al-Din, Minhaj al- “Abidin, Risalat al-Gushayriyah, al- 
Nasa'ih al-Diniyah, Risalat al-Mu'awanah, Irshad al- 'Ibad, Kifayat al- 
Atgiya, Sharh al-Hikam, Tanwir al-Gulub, Maragi al- “Ubudiyah, al-Durr al- 
Nafis, “Amal Ma 'rifah, Tanbih al-Mughtarrin, Ta Tim al-Muta'allim, dan 
Wasilah al-“Ibad. Kitab-kitab lainnya seperti Tafsir yaitu Ta2f8ir Marah 
Labid, Tafsir Jalalayn, Tatsir Ibn Kathir, dan Tafsir al-Baydawi. Dalam 
bidang hadis, kitab-kitab yang digunakan seperti Riyad al-Salihin, Sahih al- 
Bukhari, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, dan Sunan 


56. Pada awal abad 20 kitab a/-Durr al-Nafis karya Nafis al-Banjari juga dipelajari di Amuntai, 
tetapi pada tahun 1937 seorang ulama asal Tangga Ulin Amuntai dan pernah mengajar selama 12 
tahun di Haramayn bernama Muhammad Khalid memberhentikan pengajian yang dilakukan 
sekelompok muslim di Muara Tapus dan menarik kitab tersebut beserta kitab Kashf a/-Asrar 
karena dipandang berbahaya untuk diajarkan ke masyarakat umum. Lihat dalam Bayani Dahlan, et 
al., Ulama Banjar dan Karya-Karyanya (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), 199. 

4 Rahmadi, et al., Islam Banjar, 82. 
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Abu Dawd serta banyak lagi kitab-kitab dalam bidang keilmuan lain seperti 
Nahw dan Sart " 

Beberapa hasil penelitian terbaru pada tahun 2009 dan 2010 
menyebutkan literatur-literatur yang digunakan beberapa pengajian di 
Kalimantan Selatan bahwa kitab-kitab yang digunakan pada ilmu Tauhid 
seperti Sifat Dua Puluh Utsman Yahya, Tuhfat al-Raghibin, Siraj al- 
Mubtadi'in, “Agidah al-Najin al-Fatani, Kifayat al-Mubtadi'in, Sifat Dua 
Puluh Haji Saberan, Nur al- Yagin, Kitab al-Tawhid, “Aga'id al-Islamiyah dan 
Fath al-Majid. Dalam ilmu Fikih digunakan kitab-kitab seperti Parukunan 
Jamaluddin, Parukunan Besar, Tangga Ibadah, Figih Islam Sulaiman 
Rasyid, Figh al-Wadih, Figh al-Sunnah, Hashiyat Tanat al-Talibin, Kashf 
al-Najah, Safinat al-Najah, Sabil al-Muhtadin, Mabadi Ilmu Figih, Asrar al- 
Salah, dan Fath al-Mu'in. Keilmuan dalam bidang Tasawuf digunakan 
beberapa kitab seperti Hidayat al-Salikin “Abd al-Samad al-Falimbani, 
Nasa'ih al- Ibad, Ihya? “Ulum al-Din, Tanbih al-Ghafilin, Penawar Bagi Hati, 
Futuh al- Arifin, Siyar al-Salikin, al-Durar al-Nafis, Majmu' Mubarakah, 
Irshad al-“Ibad, Bidayah al-Hidayah, Minhaj al-“Abidin, Risalat al- 
Mu awanah, Bahjah al-Mardiyah, Tuhfat al-Raghibin dan “Amal Ma rifah” 

Literatur-literatur yang digunakan dalam pengajian-pengajian kelompok 
reformis-modernis berbeda dengan literatur-literatur yang digunakan dalam 
pengajian-pengajian umumnya. Misalnya dalam ilmu fikih literatur yang 
digunakan di antaranya seperti Zad al-Ma ad, Figh al-Sunnah, Kitab al-Figh 
ala Madhahib al-Arba'ah dan Bidayat al-Mujtahid. Dalam ilmu tauhid 
literatur yang digunakan di antaranya al- Aga'id al-Islamiyah Sayyid Sabig 
dan Kitab al-Tawhid Muhammad ibn “Abd al-Wahhab. Literatur-literatur 
kitab tafsir yang digunakan pun tidak hanya sebatas kitab Tafsir al-Jalalayn, 
Tafsir Marah Labid, yang kemudian ditambah dengan Tarsir Khazin, Tafsir 
Ibn Kathir, Tafsir al-Baidawi, tetapi pada paruh kedua abad 20 digunakan 


8 Gt. Wardiansyah, Biografi Singkat K.H. M. Syukri Unus dan Sejarah Majlis Ta'lim Sabilal 
Anwar al-Mubarak (Martapura: Majlis Ta'lim Sabilal Anwar al-Mubarak, t.th.), 14-29. Lihat juga 
Rahmadi, et al., Islam Banjar, 86. 

49 Ibid., 88-90. Beberapa penelitian yang dimaksud di atas adalah Abdul Karim, et al., 
“Majelis Taklim di Kabupaten Barito Kuala” (Laporan Penelitian--Puslit IAIN Antasari, 
Banjarmasin, 2009). Bahran Noor Haira, et al., “Majelis Taklim di Kabupaten Hulu Sungai Utara” 
(Laporan Penelitian--Puslit IAIN Antasari, Banjarmasin, 2009). Bahran Noor Haira, et al., Profil 
Majelis Taklim di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin” (Laporan Penelitian--Puslit 
IAIN Antasari, Banjarmasin, 2010). 
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pula beberapa kitab tafsir seperti Safwat al-Tafasir Muhammad “Ali al- 
Sabuni, Tafsir fi Zilal al-9ur'an, Tafsir al-Manar dan Tafsir al-Maraghi. 

Literatur-literatur hadis yang digunakan masyarakat Islam Banjar 
juga mengalami perkembangan. Beberapa referensi tersebut di antaranya 
Jawahir al-Bukhari, Dalil al-Falihin Ibn “Allan al-Shafi'f, al-Lu'lu' wa al- 
Marjan, Minhaj al-Mughith dan kitab-kitab hadis lainnya. Kalangan Jamaah 
Tabligh memiliki kitab hadis tersendiri seperti Fada'i/ al-A “mal dan Fadilat 
al-Sadagah Muhammad Zakariya al-Kandahlawi, Hayat al-Sahabah dan al- 
Muntakhab Ahadith Yusuf al-Kandahlawi serta Mishkat al-Masabih Hafiz 
Hasan Mas udi” 

Adapun literatur-literatur keilmuan yang digunakan di beberapa 
Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan khususnya di bidang Hukum Islam 
(Fikih) terbagi ke beberapa tingkat. Untuk tingkat pemula kitab fikih yang 
diajarkan misalnya yang berbahasa Arab-Melayu karya ulama Banjar yaitu 
Pelajaran Tangga Ibadah, Mabadi Ilmu Figh, dan Rasm Parukunan. Kitab 
yang berbahasa Arab misalnya a/l-Ghayah wa al-Tagrib, Matn Sittin, 
Mabadi al-Fighiyah, Sullam al-Tawfig, Safinat al-Najah, dan Risalat al- 
Fighiyah karya Muhammad Kasyful Anwar ulama Banjar. ”' 

Pada tingkat lanjutan kitab fikih yang diajarkan yaitu Fath al-Oarib 
al-Mujib, Hashiyat al-Bayjuri, Fath al-Mu In, dan Hashiyat I'anat al-Talibin 
serta ada pula sebagian kecil yang menggunakan Bughyat al-Mustarshidin. 
Pada tingkat atas kitab yang dipelajari terutama di Pesantren Darussalam 
dan Ibnul Amin Pamangkih yaitu kitab Fath al-Wahhab, al-Tahrir, al- 
Shargawi “ala al-Tahrir, al-Mahalli atau Kanz al-Raghibin. Kemudian pada 
tingkat Ma'had “Ali di Pesantren Darussalam Martapura digunakan kitab 
Sharh al-Mahalli, dua kitab lintas mazhab yaitu Asbab Ikhtilaf al-Fugaha 
karya Mustafa Ibrahim al-Zulami dan al-Wadih fi al-Figh al-Islami. Pada 
tingkat Ma'had “Ali di Pesantren Ibnul Amin kitab-kitab yang digunakan 
adalah dalam lingkar mazhab al-Shafi'fi seperti Fath al-Wahhab, al-Mahalli, 
Mughni al-Muhtaj ila Ma rifah Ma'ani al-Faz al-Minhaj, Nihayat al-Muhtaj 
ila Sharh al-Faz al-Minhaj, Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj, Manhaj al- 
Tulab, Minhaj al-Talibin, al-Igna', Muhadhdhab dan al-Bujayrimi ala al- 
Khatib.” 


30 Rahmadi, et al., Islam Banjar, 92-94. 
S1 Tbid., 98. 
22 Tbid., 98-99. 
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Berbeda dengan kitab-kitab fikih yang diajarkan pada pondok 
pesantren pada umumnya, di pesantren modern kitab-kitab fikih yang 
diajarkan seperti Figh al-Wadih Mahmud Yunus, Mu'n al-Mubin Abdul 
Hamid Hakim, Kifayat al-Akhyar, Bulugh al-Maram, Bidayat al-Mujtahid, 
Figh al-Sunnah, Kitab al-Figh “ala al-Madhahib al-Arba'ah dan Zad al- 
Ma'ad. 

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa genealogis keagamaan dan 
keilmuan yang dimiliki masyarakat Islam Banjar berasal dari Melayu, Jawa 
yang di dalamnya terdapat para “A/awiyyin, Aceh, Haramayn (al-shafi iyah) 
termasuk juga ulama “Alawiyyin, dan ulama-ulama Banjar sendiri. Pada 
perkembangan berikutnya di samping ada yang masih mempertahankan 
pemikiran-pemikiran para ulama sebelumnya, ada pula yang tertarik dengan 
ide-ide pembaharuan dari Mesir (Abduhisme) yang menuntut ilmu di Al- 
Azhar dan sebagian masyarakat Islam Banjar lainnya ada juga yang tertarik 
dengan gerakan pemurnian di Haramayn (Wahabisme). 

Literatur-literatur yang digunakan di beberapa pengajian (tidak 
termasuk kelompok reformis-modernis) relatif sama baik pada bidang 
tauhid, fikih, tasawuf, tafsir dan hadis atau keilmuan yang lainnya. Dalam 
beberapa pengajian itu digunakan berbagai kitab yang merupakan produk 
intelektual para ulama timur tengah yang termasuk dalam jaringan al- 
Shafi'i dan kitab-kitab yang ditulis ulama nusantara seperti al-Falimbani, 
al-Fatani, al-Bantani, serta kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama 
Banjar sendiri sejak abad 17 sampai di penghujung abad 20.” Begitu juga di 
pondok pesantren (tidak termasuk pondok modern) khususnya di bidang 
fikih tampaknya kitab-kitab diajarkan hampir tidak berbeda dengan kitab- 
kitab fikih yang diajarkan di berbagai pengajian yang disebutkan di atas. 
Hal ini wajar terjadi karena ulama-ulama yang mengajar di berbagai 
pengajian di antaranya ada yang membangun pondok pesantren sehingga 
sistem pembelajaran di pengajian yang diadakan di langgar yang telah 
berkembang sejak abad ke- 19 dimasukkan ke dalam kurikulum pondok. 

Kecenderungan keilmuan yang digeluti oleh ulama dan masyarakat 
Islam Banjar pada awalnya lebih cenderung ke tasawuf bahkan sampai 
sekarang aroma tersebut masih dapat dirasakan terlebih lagi literatur- 


53 Tn: 
Ibid., 100. 
“4 Karya-karya ulama Banjar ini ada yang dalam bentuk kitab kuning (baik berbahasa Arab 
Melayu atau berbahasa Arab), ada pula dalam bentuk kitab putih yang berbahasa Indonesia. Untuk 
mengetahui berbagai karya yang dimaksud secara lengkap lihat Ibid., 87-88, 107-136. 
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literatur tasawuf yang terdapat di Kalimantan Selatan terbilang lengkap, 
tetapi bukan berarti keilmuan yang lain tidak menjadi perhatian. Hal ini 
dapat dilihat dari Sabi/ al-Muhtadin karya Arshad al-Banjari dan ulama- 
ulama Banjar berikutnya tidak sedikit pula menaruh perhatian terhadap 
keilmuan lain baik dalam bidang tauhid, fikih, hadis, tafsir dan bahasa. 
Selain itu dengan hadirnya para alumni dari timur tengah dan al-Azhar di 
abad 20 membuat keilmuan yang berkembang pun menjadi berimbang. 


C. Kebudayaan Urang Banjar 

Kebudayaan yang mewarnai masyarakat Islam atau urang Banjar 
cukup beragam. Kebudayaan ini tidak timbul begitu saja melainkan telah 
ada sejak dahulu sebelum adanya Islam yang kemudian diwarisi oleh urang 
Banjar sampai sekarang. Namun demikian kebudayaan ini pun tidak statis, 
ia juga mengalami perubahan baik berbentuk pengayaan dan penyesuaian 
karena adanya rangsangan dari budaya luar atau pun berbentuk pengikisan 
yang akhirnya hilang dan kemudian menjadi budaya yang baru. Oleh karena 
itu di antara kebudayaan tersebut, ada yang tidak dipraktikkan lagi pada 
daerah tertentu, tetapi ada pula yang masih kental di daerah yang lain. 

Di antara kebudayaan-kebudayaan masyarakat Islam Banjar itu yang 
disebutkan dalam tulisan ini adalah kebudayaan yang berkaitan dengan 
upacara daur hidup dan upacara yang berkaitan dengan alam serta keper- 
cayaan. Beberapa kebudayaan ini dapat digambarkan sebagai berikut: 


1. Upacara Daur Hidup 

Daur hidup merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan 
siklus kehidupan yang dialami manusia sejak kehamilan sampai meninggal 
dunia, sehingga dalam kebudayaan masyarakat Banjar diperlukan upacara- 
upacara karena telah melewati tahap-tahap dalam siklus tersebut. Beberapa 
upacara dalam daur hidup yang telah menjadi adat adalah di masa ke- 
hamilan, masa kanak-kanak, menjelang dewasa, perkawinan dan kematian. 


a. Masa Kehamilan 

Pada masa kehamilan seorang perempuan biasanya melakukan 
beberapa upacara sesuai dengan masa kehamilannya yaitu dari upacara 
batapung tawar tian, upacara mandi tian mandaring, upacara baumur atau 
bakunut dan upacara mandi baya. 

Hal-hal yang dilakukan pada upacara batapung tawar tian adalah 
memercikkan suatu minyak khusus (minyak baboreh) yang dicampur dengan 
darah jambul ayam ke kepala perempuan yang hamil tiga bulan. Upacara ini 
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dilaksanakan pada hari Jumat pagi oleh ibu-ibu dan dipimpin seorang 
perempuan tua yang berpengalaman. Tempat pelaksanaan upacara berada di 
tengah rumah (tawing halat) dengan tujuan menghindarkan bala bagi 
perempuan tersebut karena dipercaya rentan mendapat gangguan di angka 
gasal kehamilan. ” 

Pada saat usia kehamilan yang pertama mencapai tujuh bulan maka 
dilaksanakan upacara mandi tian mandaring yaitu upacara mandi tujuh 
bulanan. Di sekeliling tempat mandi itu dibuat pagar dari mayang pinang, 
sementara tiang pagar dibuat dari tebu yang diikat dengan tombak. 
Perempuan hamil tujuh bulan ini dihiasi sedemikian rupa dan dimandikan 
dengan berbagai campuran bunga serta dibacakan doa dan selawat.”' Setelah 
upacara mandi tian mandaring selesai dilanjutkan dengan upacara baumur 
atau bakunut. Upacara ini dilaksanakan pada malam hari seperti malam Senin, 
malam Kamis atau malam Jumat dengan cara membaca doa kepada Allah 
agar perempuan yang hamil tujuh bulan itu selamat dan sehat serta panjang 
umur. Di akhir upacara para tamu pun dihidangkan kue-kue tradisional.” 

Adapun upacara mandi baya dilaksanakan pada kehamilan yang 
ketiga, kelima dan seterusnya. Upacara ini dilaksanakan pada malam hari 
yaitu sesudah salat Isya. Air yang sudah dibacakan doa selamat, doa halarat, 
doa kafarat, doa panjang umur dan air doa yasin digunakan untuk upacara 
ini yaitu dimandikan pada perempuan hamil di atas sehingga upacara ini 
disebut mandi baya." 

Setelah melahirkan diadakan upacara kelahiran mangarani anak dan 
bapalas bidan. Namun hal yang lebih penting dilakukan terlebih dahulu 
yaitu ketika melahirkan maka bayi yang baru lahir dikumandangkan azan di 
bagian sebelah kanan telinga bayi dan igamah di bagian sebelah kiri. 
Setelah dibersihkan dan dimandikan, bibir bayi dicicipkan gula atau madu. 
Tembuni bayi dimasukkan ke dalam bakul bamban atau pasu yang terbuat 
dari tanah liat, kemudian dicampur garam agar di waktu dewasa kelak 
berlidah asin, perkataannya berharga dan berwibawa. Bakul atau pasu 


55 M. Suriansyah Ideham, et al., Urang Banjar dan Kebudayaannya (Banjarmasin: Badan 
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2005), 50. 

30 Tbid., 51. 

37 Tbid., 52. 
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ditanam ke tanah dan di atas onggokan tanah ditancapkan bambu kecil agar 
pernafasan bayi menjadi baik.” 

Selanjutnya tepat pada waktunya dilaksanakan upacara kelahiran 
mangarani anak. Upacara ini adalah pemberian nama untuk anak yang disebut 
juga batasmiah. Sebelum pemberian nama terlebih dahulu dibacakan al- 
Our'an, Ali Imran ayat 33 sampai ayat 37 oleh seorang gari'. Kemudian acara 
dilanjutkan dengan batasmiah yang dipimpin oleh seorang yang dipandang 
memiliki keilmuan agama yang cukup tinggi atau diakui sebagai guru, 
ustadz dan sebutan lainnya. Setelah itu rambut anak pun dipotong seperlunya 
dan seberapa pun berat rambut itu setelah ditimbang harus diganti seharga 
emas yang uangnya disedekahkan. Setelah pemotongan rambut selesai 
seterusnya bibir anak diusapkan garam, madu dan air kelapa. Bayi tersebut 
kemudian dibawa ayahnya berkeliling di dalam rumah untuk di tapung tawar 
dengan minyak /ikat baboreh oleh beberapa orang yang hadir terutama 
memiliki hubungan darah dengan si bayi." 

Beberapa waktu kemudian diadakan suatu upacara yaitu bapalas 
bidan. Upacara bapalas bidan adalah balas jasa dan menebus darah yang 
telah tumpah ketika melahirkan. Pada saat bayi berusia 40 hari dibuatkan 
ayunan di satu sisi yang dihiasi sebaik mungkin dan di sisi lainnya 
digantung nasi ketan dan berbagai macam kue yang kemudian dimakan oleh 
yang hadir. Bidan yang telah berjasa itu diberi hadiah jarum, benang, 
sagantang beras, seekor ayam jantan bila bayinya laki-laki dan ayam betina 
jika bayinya perempuan, sebiji kelapa, rempah-rempah dan bahan-bahan 
untuk manginang seperti sirih, kapur, pinang, gambir, tembakau serta tidak 
ketinggalan juga uang."' 


b. Masa Kanak-Kanak 

Ketika si anak memasuki usia anak-anak upacara yang dilakukan pun 
seperti baayun mulud, balamburan, maumuri anak dan upacara baayun 
wayang. Upacara baayun mulud secara sederhananya adalah mengayun anak 
pada bulan maulid. Upacara ini dilaksanakan di mesjid tempat peringatan 
maulid nabi Muhammad saw yang di dalam mesjid tersebut dibuat beberapa 
ayunan sesuai dengan keperluan. Tiap-tiap ayunan terdiri dari tiga lapis 
kain, lapisan atas kain sarigading/sasirangan, lapis tengah kain kuning dan 


2? Tbid., 53. 
00 Ybid., 54. 
S1 Ybid. 
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lapisan bawah kain bahalai. Tali ayunan dihiasi anyaman janur berbentuk 
burung, halilipan, kambang sarai, dan lain-lain serta bentuk buah-buahan, 
yang nantinya digunakan untuk mengayun anak ketika pembacaan syair- 
syair maulid baik barzanji, diba" atau sharf al-anam. Tepat ketika membaca 
ashrag al-badr anak-anak dimasukkan dan diayun di dalam ayunan. 
Harapannya semoga anak-anak tersebut menjadi anak yang taat dan 
berbakti pada orang tua serta berguna bagi agama, nusa dan bangsa.” 

Adapun upacara lainnya khususnya baayun wayang adalah upacara 
mengayun anak jua dan bentuk ayunan yang dibuat hampir sama dengan 
ayunan dalam upacara baayun mulud, perbedaannya pada pelaksanaan, 
tempat dan tujuan penyelenggaraan. Baayun wayang dilaksanakan bersamaan 
dengan penyelenggaraan upacara mmanyanggar banua. Tujuan upacara ini 
untuk mengusir roh-roh yang dapat mengganggu anak-anak. 


Cc. Menjelang Dewasa 

Pada saat usia anak memasuki masa remaja atau menjelang dewasa, 
upacara yang dilakukan seperti basunat (khitan) dan batamat al-Gur'an. 
Upacara basunat adalah upacara khitan anak laki-laki yang dilaksanakan 
pada saat anak berusia 7 tahun atau pada saat anak perempuan berusia 1 
tahun. Setelah itu diadakan selamatan dengan hidangan nasi ketan dengan 
berbagai kue tradisional.” 

Upacara berikutnya batamat al-Gur'an yaitu ketika seorang anak ber- 
hasil menamatkan dalam membaca al-Gur'an sebanyak 30 juz, maka diseleng- 
garakan upacara batamat ini. Di samping itu upacara ini juga diselenggarakan 
kembali ketika menjelang perkawinan. Orang yang batamat dipayungi dengan 
payung kembang bertingkat tiga yang dirangkai dengan berbagai bunga. " 
d. Perkawinan 

Di usia perkawinan upacara yang dilakukan urang Banjar adalah seperti 


basasuluh, badatang, bapapayuan, maatar patalian dan maatar jujuran. 
Upacara basasuluh adalah menyelidiki segala aspek kehidupan baik 


02 Baayun. Ibid., 55. 

83 Tbid., 56. Beberapa kebudayaan urang Banjar dari melahirkan sampai pada bahasan di atas 
dapat dilihat secara lengkap dalam Shapiah, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi 
Kelahiran pada Adat Banjar”, Mu adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. II, No. 1 (Januari- 
Juni 2015), 67-83. 

“ Ideham, et al., Urang Banjar, 57. Lihat juga M. Rusydi, “Tradisi Basunat Urang Banjar: 
“Membaca” Makna Antropologis dan Filosofis”, A/-Banjari, Vol. 10, No. 2 (Juli 2011), 225-244. 

55 Ideham, et al., Urang Banjar, 58. 
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terhadap gadis yang ingin dilamar atau asal usul keluarganya.S Setelah 
melakukan upacara basasuluh dan gadis yang diinginkan sesuai dengan 
kriteria maka dilanjutkan dengan upacara badatang. Upacara badatang 
adalah melamar gadis secara resmi dan diminta seorang wanita untuk yang 
cukup berpengaruh dan fasih bertutur kata baik menggunakan bahasa kiasan 
atau pantun untuk menjadi perantara dalam pelamaran. "' 

Setelah lamaran diterima diadakan upacara bapapayuan yaitu musya- 
warah dua keluarga untuk menetapkan mahar dan besar kecilnya jujuran 
(maskawin), sehingga bapayuan ini juga disebut bapatut jujuran." Ketika 
ditemukannya kata sepakat maka ditentukan hari untuk maatar patalian 
yaitu mengantar pakaian untuk gadis dari ujung rambut sampai ujung kaki 
baik serba selembar atau serba tiga lembar. Selain itu diselipkan juga acara 
tukar cincin dan diakhiri dengan menyerahkan uang jujuran yang telah 
disepakati dengan cara dibacakan di tengah-tengah yang hadir. 

Menjelang pelaksanaan pernikahan ada beberapa upacara yang di- 
lakukan yaitu bapingit, badudus, mahias pangantin (merias pengantin), 
maarak pangantin, batatai (bersanding di pelaminan), dan bajagaan 
pangantin. Upacara bapingit adalah upacara menjelang hari perkawinan dan 
calon mempelai perempuan tidak dibolehkan lagi bebas ke luar rumah, 
mereka mesti berkurung (bapingif) di rumah untuk menghindari hal-hal 
yang tidak diinginkan akan terjadi padanya. Selama bapingit si mempelai 
perempuan merawat diri dengan bakasai (membersihkan tubuh dengan 
bedak khusus) dan batimung (mandi uap rempah-rempah). 

Berikutnya melaksanakan upacara badudus yaitu mandi pengantin 
atau memandikan mempelai calon wanita diiringi dengan mempersiapkan 
peralatan-peralatan tertentu.'' Di hari pelaksanaan setelah akad nikah ditandai 
dengan pengucapan ijab kabul, maka dilakukan upacara maarak pangantin. 
Upacara ini maksudnya adalah mengarak mempelai laki-laki menuju rumah 
mempelai perempuan. Mengiringi mempelai laki-laki ini biasanya disertai 
dengan kesenian sinoman hadrah atau kesenian kuda gipang. Setelah itu 
kedua mempelai pun duduk batatai (bersanding) di pelaminan. ” 


66 Tbid., 59. 
97 Tbid. 
5 Ybid. 
S9 Tbid., 60. 
70 Ybid., 62. 
1 Tbid. 
7 Tbid., 64. 
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Pada malam harinya yaitu sesudah dilaksanakannya upacara perkawinan, 
dilakukan upacara bajagaan pangantin yaitu menjaga dan menunggu 
pengantin. Upacara ini memiliki sejarah tersendiri karena pada zaman dahulu 
upacara ini penting dilaksanakan. Dalam upacara ini diadakan pertunjukan 
kesenian, seperti mamanda, wayang gong, rudat, wayang kulit, bahkan 
zaman sekarang ada pula diadakan acara babacaan (berzikir dan membaca 
doa-doa) dan bahabsyian (maulid Habsyi) yang biasanya dilaksanakan 
selama 3 malam.” 


e. Kematian 

Daur hidup yang terakhir adalah upacara kematian. Dalam masya- 
rakat Banjar apabila di suatu kampung ada yang meninggal dunia, seluruh 
warga kampung membantu hal-hal yang patut dibantu dengan berbagi 
tugas, mulai dari memandikan, memakaikan kain kafan, melaksanakan salat 
jenazah (menyalatkan), menggali lubang dan sampai penguburan serta 
membacakan talkin. Selain itu, masing-masing warga kampung memberikan 
sumbangan baik berupa uang maupun bahan-bahan makanan sebagai tanda 
ikut berduka cita. Proses penyelenggaraan jenazah ini dilaksanakan 
berdasarkan tuntunan hukum Islam yang berkembang di masyarakat Banjar. 

Pada malam harinya diselenggarakan upacara baaruah yaitu men- 
doakan orang yang baru meninggal dunia agar arwahnya diterima Allah swt. 
Dalam upacara ini dibacakan surah Yasin dan dilanjutkan membaca tahlil 
dan diakhiri dengan membaca doa arwah. Kegiatan ini umumnya di- 
laksanakan pada hari-hari tertentu oleh kalangan “kaum tuha”. Pembacaan 
surah Yasin, tahlil dan doa arwah pada hari pertama disebut manurun tanah, 
hari kedua disebut mandua hari, hari ketiga disebut maniga hari. Pada hari 
ketujuh disebut manujuh hari, kemudian dilanjutkan pada hari kedua puluh 
lima yang disebut manyalawi, seterusnya pada hari keempat puluh disebut 
mamatang puluh dan pada hari yang keseratus disebut manyaratus serta 
ketika genap satu tahun diadakan acara mahau/ yang dilakukan setiap 
tahun. Doa yang dibaca semulanya adalah doa arwah, tetapi pada acara 
mahaul diganti dengan doa haul.” 

Upacara lainnya yang menjadi kebudayaan masyarakat Banjar adalah 
menjaga makam yang dimulai sejak usainya membaca talkin. Di sekitar 


3 Tbid., 65. 
“ Beberapa hal berkaitan dengan upacara daur hidup dapat dilihat dalam Daud, Islam & 
Masyarakat Banjar, 73-84, 229-309. 
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makam dibuat tempat beratap cukup untuk beberapa orang. Upacara ini 
dilakukan selama tiga hari tiga malam dan selama itu pula para keluarga 
dan orang lain yang diupah secara khusus untuk membacakan al-9ur'an 
sampai beberapa kali tamat dengan doa semoga yang di dalam kubur 
mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Hal yang harus diperhatikan 
bahwa orang-orang yang bertugas menjaga makam tidak diperkenankan 
meninggalkan tempat, apalagi sampai tertidur. Oleh karena itu para penjaga 
pun mesti bergantian untuk beristirahat dan melakukan aktivitas yang lain. 


2. Upacara yang Berkaitan dengan Alam 

Ada beberapa upacara yang dilakukan sebagian masyarakat Banjar 
seperti upacara manyanggar banua, upacara manyanggar padang di danau, 
upacara manuping, upacara batajak rumah dan upacara maarak kitab 
Bukhari dan Muslim. Upacara manyanggar banua? diadakan untuk mem- 
bersihkan kampung dari segala keburukan yang dapat mengganggu kehidupan 
masyarakat baik berupa hama yang merusak tanaman, tersebarnya penyakit 
yang menimpa tubuh atau timbulnya kekacauan dalam kehidupan masyarakat. 
Keburukan itu terjadi dipercaya karena kelalaian masyarakat menghormati 
para leluhur sehingga diadakanlah upacara ini dengan cara memberikan 
sesajen kepada mereka untuk menebus kekeliruan yang dilakukan karena 
telah menyalahi adat para leluhur. Selain itu dengan diadakan upacara ini 
suasana kehidupan masyarakat menjadi aman, tenang dan sejahtera serta 
kehidupan ekonomi masyarakat pun semakin membaik. " 

Upacara manyanggar padang adalah upacara yang puncaknya diadakan 
di danau yang sangat luas sebagai rasa syukur kepada Tuhan dan jasad-jasad 
halus yang sudah berkenan memelihara alam danau sehingga kekayaannya 
dapat dinikmati dan dimanfaatkan termasuk dapat menangkap ikan sebagai 
salah satu sumber penghasilan. Upacara mmanyanggar padang walaupun di 
dalamnya terdapat ritual salat dan doa, tetapi upacara ini juga berhubungan 


75 Arsyad al-Banjari dalam Tuhfat al-Raghibin telah lama mengkritisi upacara manyanggar 
banua dan mambuang pasilih (membuang sial) bahkan ia menyatakan kedua upacara itu sebagai 
perbuatan bid'at al-dalalah karena termasuk perbuatan syirik. Namun menurut al-Banjari upacara 
ini dapat dibolehkan asalkan niat pemberian sesajen untuk roh para leluhur dirubah hanya untuk 
memberi makan anjing walaupun keharaman melakukan upacara ini cenderung masih ada yaitu 
terkait membuang-buang makanan (tabdhir). Lihat dalam Muhammad Arshad al-Banjari, Tuhfat 
al-Raghibin (Martapura: YAPIDA, 2000), 38-42. 

76 Waktu, perlengkapan dan tata cara pelaksanaannya dapat dilihat dalam Ideham, et al., 
Urang Banjar, 68-70. 
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dengan makhluk halus dan adanya persembahan-persembahan di dalam 
upacara itu. 3 

Upacara yang hampir tidak berbeda adalah upacara manuping yakni 
pelaku utama dalam upacara ini menggunakan topeng. Topeng yang 
digunakan dipercaya sebagai simbol kekuatan para leluhur. Upacara ini 
bertujuan untuk memberi makan para leluhur itu karena telah membantu 
menjaga keselamatan bagi anak cucu turunan panupingan yang masih hidup 
dan menghindarkan dari marabahaya. 

Kebudayaan berikutnya yaitu upacara batajak rumah (membangun 
rumah) yang tampak religius. Setelah semua persiapan pembangunan rumah 
sudah siap, maka pada malam harinya dilakukan salat berjamaah, salat hajat 
berjamaah, membaca surat Yasin bersama-sama dan berdoa serta salat Isya 
berjamaah. Besok hari setelah salat subuh bergotong royong mendirikan 
tiang secara satu persatu yang disertai dengan membaca selawat.” 
Kebudayaan lainnya yaitu maarak (mengarak) kitab Bukhari dan Muslim. 
Upacara ini dilakukan di waktu tertentu seperti terjadinya wabah atau 
kebakaran yang dianggap dibawa oleh hantu. Oleh karena itu hantu ini perlu 
diusir yang salah satu caranya dengan maarak kedua kitab tersebut di 
malam hari. Sebelum proses ini dilakukan terlebih dahulu bersama-sama 
melaksanakan salat hajat dan membaca surat Yasin serta di hadapan para 
pembaca disediakan air yang kemudian disebut air Yasin untuk dibawa 
masing-masing warga ketika mengarak kitab keliling kampung. Syair-syair 
yang sudah ditentukan pun dibaca bersama ketika berkeliling kampung 
sambil berdoa agar dijauhkan bahaya dan penyakit. Setelah upacara selesai, 
air Yasin yang dibawa ditumpahkan di sekeliling rumah masing-masing. " 


3. Kepercayaan 

Kebudayaan-kebudayaan lainnya yang dipercaya oleh masyarakat 
Banjar adalah mempercayai adanya sejumlah benda yang memiliki kekuatan 
sehingga dapat memberikan manfaat atau sebaliknya bagi pemakai seperti 
wasi (besi) tertentu yang berfungsi untuk kekebalan, disegani orang, per- 
untungan berdagang, sukses karir politik dan lain sebagainya. Bentuk wasi 


7 Tbid., 71-75. 
78 Tata cara pelaksanaan dan hal-hal yang harus dipersiapkan lihat Ibid., 76-77. 
7 Ibid., 78-80. 
80 Ybid., 78-80. 
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ini dapat berupa cincin, keris, tombak dan lain-lain." Begitu juga dengan 
batu akik tertentu yang dianggap memiliki daya magis keberuntungan, 
pengasih dan tolak bala yang memakainya.” 

Masyarakat Banjar sampai sekarang juga masih mempercayai adanya 
satu kelompok (bubuhan) yang lebih unggul atau berwibawa dari yang lain. 
Keunggulan dan kewibawaan ini berlanjut sampai mereka meninggal dunia 
yang kemudian menjadi tokoh di dunia gaib dan berperan dalam menjaga 
keseimbangan kosmos serta sebagai pemelihara adat istiadat. Orang-orang 
gaib itu itu adalah raja-raja Banjar yang telah wafat dan penghuni lautan, 
gunung, pohon besar, lembah, goa dan danau atau rawa tertentu yang 
berasal dari jelmaan nenek moyang bubuhan tertentu yang biasa dipanggil 
datu dan makhluk halus lainnya seperti naga, buaya, macam, tabuan, gaman 
dan sebagainya. " 

Masyarakat Banjar juga mempercayai kekuatan ayat-ayat suci al- 
Our'an, asma? al-husna, wirid, hizb, ratib, selawat dan kalimat al-tayyibah 
lainnya untuk kenyamanan, kesejukan, pengasihan, pengobatan, keamanan 
atau penangkal dari serangan musuh yang ditiupkan ke tempat yang 
diinginkan atau ke air untuk selanjutnya dipercikkan atau dimandikan pada 
orang atau juga benda. Selain itu ada juga yang dirajah (ditulis) dengan 
tinta di atas kertas, kain kuning, kain putih, kulit kambing, kulit rusa, piring 
atau bambu. Begitu juga ada yang di wafag (gurat) di atas lempengan perak, 
besi putih, cincin, keris dan sebagainya." 

Masyarakat Banjar mempercayai adanya waktu-waktu yang memberi 
pengaruh terhadap aktivitas manusia. Bulan safar dianggap bulan yang 
panas dan naas sehingga tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan atau 
mengadakan hajatan." Pada bulan Maulid dan Mi'raj Nabi Muhammad saw 
dipandang sebagai bulan yang baik sehingga baik untuk melamar gadis, 
menyelenggarakan perkawinan, mendirikan rumah dan sebagainya. Pada 
bulan Zulkaedah dianggap baik untuk mencari rezeki dan kekayaan. Hari 


8! Sani, et.al., “Sosiologi dan Kepercayaan, 21-22. Lihat juga Idwar Saleh, Adat Istiadat 
Daerah Kalimantan Selatan (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), 123. 

22 Tbid., 124. 

88 Humaidy, “Peran Syeikh Muhammad Arshad al-Banjari dalam Pembaharuan Pendidikan 
Islam di Kalimantan Selatan Penghujung Abad XVIII” (Tesis--IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 
2003), 55. 

8 Tbid., 57-58. Lihat juga Sani, et.al., “Sosiologi dan Kepercayaan, 21. 

85 Siti Faridah dan Mubarak, “Kepercayaan Masyarakat Banjar terhadap Bulan Safar: sebuah 
Tinjauan Psikologis”, Al-Banjari, Vol. 11, No. 1 (Januari 2012), 77-92. 
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Senin, Kamis terlebih hari Jumat dianggap sebagai hari-hari yang baik 
untuk beramal seperti membaca Yasin, bersedekah, membaca selawat, salat 
hajat, salat tasbih, salat taubat dan sebagainya. " 

Itulah kebudayaan-kebudayaan yang menjadi tradisi masyarakat 
Banjar dari dahulu sampai sekarang. Sebagaimana disebutkan sebelumnya 
bahwa kebudayaan Banjar selalu mengalami perubahan baik berupa 
pengayaan atau bahkan pengikisan, sehingga ada pula di antara kebudayaan 
tersebut masih dipegang secara kental oleh masyarakat di suatu daerah dan 
kurang bahkan tidak dilaksanakan lagi di daerah lainnya. 


86 M. Rusydi, “Kitab Tuhfat al-Raghibin Karya Muhammad Arshad al-Banjari: Studi Ideologi 
dan Epistemologi” (Disertasi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 81. 
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BAB 4 
Pendapat Ulama Banjar 


terhadap Persoalan-Persoalan Perkawinan 


Islam di Kalimantan Selatan 


A. Akad Nikah tidak Tercatat secara Resmi di Hadapan Pegawai 

Pencatat Nikah 
1. Hukum Akad Nikah tidak Tercatat 

Menurut ulama Banjar selama akad nikah yang diselenggarakan 
mencapai atau memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan maka 
hukum akad tersebut adalah sah. Kendatipun akad nikah yang diadakan 
tidak tercatat secara resmi baik di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 
atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN), tidak memengaruhi hukum 
sahnya pernikahan yang telah dilaksanakan. Mereka menyebutkan rukun- 
rukun yang mesti dipenuhi dalam akad nikah adalah calon mempelai laki- 
laki dan perempuan yang bersepakat untuk membina rumah tangga, adanya 
wali calon mempelai perempuan yang rida atas pernikahan anaknya, adanya 
dua orang saksi yang cakap dan adil serta diakhiri dengan pengucapan ijab 
kabul yang jelas dan dapat didengar oleh saksi. 

Rukun akad nikah tersebut menurut Ulama Banjar dinyatakan dalam 
berbagai kitab fikih yang dipelajari di berbagai pondok pesantren dan di 
dalam kajian-kajian keagamaan di masyarakat Banjar. Beberapa kitab yang 
disebutkan seperti kitab Hashiyat al-Bayjuri, Fath al-Mu in, Hashiyat F'anat 
al-Talibin, Kifayat al-Akhyar, Fath al-Wahhab, Tuhfat al-Muhtaj, Minhaj 
al-Talibin. Beberapa kitab ini merupakan referensi yang masuk dalam 
jaringan atau lingkar mazhab al-Shafii yang tampaknya juga menjadi 
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referensi primer dan populer digunakan di berbagai pondok pesantren dan 
masyarakat Muslim di Indonesia. 

Di samping itu ada pula di antara ulama Banjar menambahkan 
penjelasan dari kitab-kitab yang bentuknya perbandingan antar mazhab 
dalam hukum Islam. Beberapa kitab yang dimaksud seperti kitab Bidayat 
al-Mujtahid, Kitab al-Figh “ala Madhahib al-Arba'ah, Figh al-Sunnah dan 
al-Figh al-Islami wa Adillatuh. 

Rukun akad nikah yang disebutkan di atas menurut ulama Banjar 
ditulis oleh para ulama yang memiliki kualitas dan kredibilitas yang tinggi, 
sehingga pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam berbagai kitab itu 
pun tidak diragukan lagi. Namun perlu pula disebutkan bahwa referensi- 
referensi di atas khususnya dalam lingkar mazhab al-Shafi'f ditulis oleh 
para ulama yang hidup pada abad ke 7 H sampai abad 14 H. Hal ini dapat 
dilihat misalnya kitab Minhaj al-Talibin ditulis seorang ulama terkemuka 
dari mazhab al-Shafi'i yaitu Imam al-Nawawi yang lahir pada tahun 631 
dan wafat pada tahun 676 H.? Penulis kitab Tuhfat al-Muhtaj lahir pada 
tahun 723 sampai 804 H,? penulis kitab Kifayat al-Akhyar lahir pada tahun 
752 sampai 829 H,' penulis kitab Fath al-Wahhab lahir tahun 823 sampai 
926 H, ' penulis kitab Fath al-Mu in merupakan ulama abad ke-10 H,S dan 
kitab Hashiyat al-Bayjuri selesai ditulis pada tahun 1258 H' serta penulis 
kitab Hashiyah I'anat al-Talibin merupakan ulama yang wafat pada awal 
abad ke- 14 H atau pada tahun 1300 H." 

Kitab-kitab di atas ditulis bertepatan dengan masuknya masa 
kemunduran pemikiran hukum Islam yang diawali dari runtuhnya dinasti 


| Di antaranya lihat Ibn Rushd, Bidayah al-Mujtahid, 530-534. Lihat juga Sabig, Eigh al- 
Sunnah, Vol. 11, 124-126, 142-143. 

? Muh al-Din Abi Zakariya Yahya ibn Sharf al-Nawawi, Minhaj al-Talibin wa “Umdat al- 
Muffin (Beirut-Lebanon: Dar al-Minhaj, 2005), 9 dan 14. 

3 Ibn al-Mulagin, Tuhfat al-Muhtaj il3 Adillat al-Minhaj, Vol. 1 (Makkat al-Mukarramah: Dar 
Hara”, 1986), 12 dan 57. 

4 Tagi al-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husni al-Husayni al-Dimashgi, Kifayat a-Akhyar ff 
Halli Ghayat al-Ikhtisar fi al-Figh al-Shafi'f (Damaskus-Suriyah: Dar al-Basha'ir, 2001), 9-10. 

? Zakariyya ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Zakariyya al-Ansari, Fath al-Wahhab bi Sharh 
Minhaj al-Tulab, Vol. 1 (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al- Tlmiyah, 1998), 3. 

S Ahmad Zayn al-Din ibn “Abd al- AZiz al-Malibari, Fath a-Mu Tn bi Sharh Ourrat al-“Ayn bi 
Muhimmat al-Din (Beirut-Lebanon: Dar ibn Hazm, 2004), 5. 

7 Al-Bayjuri, Hashiyat al-Shaikh Ibrahim al-Bayjuri, Vol. 11, 746. 

$ Abu Bakar ibn Sayyid Muhammad Shata al-Dimyati. Hashiyah Ianat al-Talibin “ala Halli 
al-Faz Fath al-Mu'fn Ii Sharh @urrat al-“Ayn bi Muhimmat al-Din, Vol. IV (t.t.: Dar Ihya al- 
Kutub al- Arabiyah, t.th.), 570. 
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Abbasyiah. Kendatipun setelah itu kerajaan Ottoman Turki Usmani berdiri, 
tetapi perpecahan umat Islam tersebut berdampak timbulnya masa taklid di 
antara para ulama.” Begitu juga walaupun di antara ulama di atas seperti 
Imam al-Nawawi adalah ulama terkemuka mazhab al-Shafi'i, tetapi ia 
adalah ahli tahgig dan ahli tarjih terakhir dalam mazhab al-Shafi'i.'" Setelah 
itu dan terlebih sejak abad ke-10 H tidak diperbolehkan lagi kepada seorang 
ahli untuk berijtihad walaupun hanya untuk melakukan tarjih. Pada masa ini 
timbul seruan untuk cukup menggunakan referensi-referensi yang ada untuk 
menjawab permasalahan hukum Islam.'' Dampaknya tidak ditemukan lagi 
ulama-ulama yang berijtihad kecuali seputar membuat penjelasan yang 
lebih rinci dari kitab terdahulu (sharh) atau membuat kutipan-kutipan pada 
redaksi-redaksi tertentu (hashiyah) pada kitab-kitab sebelumnya. 

Di antara beberapa kitab di atas menunjukkan dirinya ada yang 
menjadi sharh dan adapula yang menjadi hashiyah. Adapun dua kitab 
hashiyah yaitu Hashiyat al-Bayjuri dan Hashiyah Ianat al-Talibin” ditulis 
pada masa seruan untuk berijtihad kembali atau diperkirakan pada masa 
Muhammad “Abduh (1849-1905 H atau 1265-1323 H)," tetapi masa taklid 
ini tampaknya mempengaruhi jiwa para ulama yang memakan waktu sampai 
berabad-abad sehingga pola pikir masa sebelumnya juga membekas pada 
pemikiran ulama tersebut bahkan sangat dimungkinkan sampai sekarang. 

Kendatipun demikian, hukum positif Islam Indonesia melalui Instruksi 
Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tampaknya 
juga terinspirasi dari pendapat-pendapat para ulama lingkar mazhab al- 
Shafi'i yang menentukan lima hal yang menjadi rukun akad nikah. Namun 
ada perbedaan di antara keduanya bahwa Kompilasi Hukum Islam menya- 
takan akad nikah harus dicatat di hadapan pejabat yang berwenang. Hal ini 


? Lihat dalam Abu Ameenah Bilal Philips, Asal-usul dan Perkembangan Figh: Analisis 
Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi, terj. M. Fauzi Arifin (Bandung: Nusamedia, 2005), 
145-153. Lihat juga Philip K. Hitty, History of the Arabs, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi 
Slamet Riyadi (Jakarta: Serambil Ilmu Semesta, 2005), 616. 

10 Khudari Bik, Tarikh al-Tashrf' al-Islami (tt.: Dar al-Fikr, 1967), 314. 

1 Ibid. 

'2 Menurut Ash-Shiddiegy dua kitab di atas dan termasuk pula kitab fath al-mu'in dan al- 
tahrir serta yang lainnya sebagai kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang bertaklid, 
sehingga masyarakat yang banyak menggunakan kitab-kitab tersebut sebagai referensi sebenarnya 
bertaklid kepada ulama yang bertaklid. Lihat Hasbi Ash-Shiddiegy, Pengantar Hukum Islam, Vol. 
I (Bandung: Bulan Bintang, 1975), 164-165. 

8 Philips, Asa-usul, 156. 
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didasari pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk ke- 
maslahatan masyarakat Muslim Indonesia. 

Selanjutnya ulama Banjar mengemukakan dasar-dasar dari rukun 
akad nikah yaitu ada yang bersumber dari al-OGur'an ada pula berdasarkan 
hadis. Misalnya tentang calon mempelai laki-laki dan perempuan yang salah 
satunya menurut Guru Bakhiet didasarkan dari al-9ur'an, 51: 49 yang 
tertulis: 


D9 SS SL Ugeraj Like 0 db JS yag 


“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah”. 


Adanya dua orang saksi misalnya menurut Guru Danau" didasarkan 
pada al-OGur'an, 65: 2 yang tertulis: 


Len BLS Ieasily #Kin Jae S93 Inna ... 


“.. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu 
dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...” 


Ulama Banjar lainnya seperti Guru Nursyahid'f pun menambahkan 
bahwa di samping pentingnya dua orang yang dijadikan sebagai saksi akad 
nikah, juga wajib dihadiri oleh wali. Hal ini menurut Guru Nursyahid karena 
berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan kewajiban tersebut sebagaimana 
tertulis: 


"as SAalAg ds Y! AS 


“Tidak sah suatu akad nikah kecuali adanya wali dan dua orang saksi yang 
adil”. 


4 Guru Muhammad Bakhiet, Wawancara, Kitun-Barabai, 13 Desember 2015. 

8 Guru Asmuni (Guru Danau), Wawancara, Danau Panggang-Hulu Sungai Utara, 14 
Desember 2015. 

16 Guru Nursyahid Ramli, Wawancara, Banjarmasin, 10 Desember 2015. 

H «Afi ibn “Umar al-Darugutri, Sunan al-Darugutni, Vol. IV (Beirut-Lebanon: Mu'assasat al- 
Risalah, 2004), 313, 315, 322 dan 324. Di dalam Sahih al-Bukhari hadis di atas merupakan judul 
bab yang tertulis “As Y! cSIY JB Ye H4” Lihat Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol. V, 1970. 
Namun dalam Sunan Abu Dawd, Ibn Majah dan Tirmidhi termasuk hadis. Salah satunya lihat Al- 
Azdi, Sunan Abi Dawd, Vol. II, 392. Adapun berkaitan dengan saksi disebutkan dalam Sahih al- 
Bukhari “Um go CSI 79”, Lihat al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol. II, 937. Saksi disebut 
sebagai bukti “dis Y! cISY”, Lihat Abu “Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah, a/-Jami" al-Sahih wa 
Huwa Sunan al-Tirmidhi, Vol. III (t.t.: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1968), 403. 
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Selanjutnya tentang ucapan ijab gabul didasarkan juga oleh Guru 
Bakhiet" dari sebuah hadis Nabi yang tertulis: 


ID AG aon pallostaly dl OLL agilat SU sll 3 Al IU .. 
“..maka takwalah kepada Allah dalam urusan perempuan sesungguhnya 


kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan mereka 
dengan kalimat Allah...” 


Menurut ulama Banjar berdasarkan dalil-dalil itulah para ulama penulis 
kitab menentukan unsur-unsur yang menjadi rukun akad nikah. Rukun- 
rukun ini menurut mereka memiliki dasar yang kuat baik dari al-Gur'an dan 
hadis Nabi. Namun apabila dipahami dari gaya ulama Banjar dalam men- 
jelaskan rukun akad nikah yang beranjak dari pendapat ulama dalam ber- 
bagai kitab dan baru kemudian menjelaskan dari al-Gur'an dan hadis, 
tampaknya mengisyaratkan bahwa rukun akad nikah ini adalah hasil ijtihad 
para ulama yang bersumber pada kedua sumber hukum tersebut (al-Our'an 
dan hadis). Disebut demikian karena baik dalam al-Our'an ataupun hadis 
tidak ditemukan kelima unsur akad nikah itu disebutkan secara eksplisit dan 
menyatu dalam sebuah redaksi. Di samping itu jika melihat kembali pada 
beberapa pendapat ulama tentang rukun akad nikah, masing-masing ulama 
memiliki rumusan yang berbeda. Ada yang menyatakan rukun akad nikah 
hanya dua, tiga, empat atau lima dan kesamaan di antara para ulama hanya 
pada ijab kabul yang ada pada pendapat masing-masing ulama.” 

Berdasarkan hal tersebut rukun akad nikah ini adalah murni sebagai 
hukum Islam (fikih) yang dilahirkan dari pemahaman para ulama (jjtihad) 
terhadap ketentuan yang terdapat pada al-Gur'an dan hadis. Dengan 
kedudukan demikian maka fikih sebagai hasil ijtihad tentu bukan sebagai 
sesuatu yang final, selalu relevan, tidak dapat ditambah atau dikurangi 
layaknya seperti wahyu. Hukum Islam (fikih) sendiri merupakan kumpulan 
hasil ijtihad para ulama yang bersandarkan pada dalil-dalil nag/f' dan bahkan 
agli (logika) Dalil-dalil tersebut pun ada yang berbentuk “mm dan ada 
pula berbentuk Khas serta bentuk-bentuk lainnya. Di samping itu ditambah 
pula dengan peralatan ijtihad yang berasal dari metode-metode penetapan 
hukum Islam seperti al-giyas, al-istihsan, al-maslahah, al-dhari'ah dan 


38 Guru Muhammad Bakhiet, Wawancara. 
P Al-Naysaburi, Sahih Muslim, 558. 
2 Lihat kembali pendapat ulama mazhab tentang rukun akad nikah pada bab dua sebelumnya. 
21 Tni 
Ibid. 
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sebagainya serta didukung magasid al-sari ah maka hasil ijtihad sebenarnya 
penuh dengan interpretasi. 

Ketika adanya reinterpretasi yang menyebabkan perubahan pada 
hukum Islam (fikih) maka yang berubah bukan teks al-OGur'an dan hadis 
melainkan pada pemahaman-pemahaman terhadap al-Our'an dan hadis. 
Pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf itulah 
yang disebut dengan hukum Islam (fikih). Dengan demikian sepantasnya 
setiap orang dapat menerima bahwa hukum Islam (fikih) dapat berubah baik 
ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kondisi zaman. Perubahan hukum 
ini sesuai dengan tulisan Ibn al-Gayyim al-Jawziyah dalam salah satu sub 
judul bukunya yang pernah dikemukakan sebelumnya yaitu: 


PAN AN, Il lg RSA Tang VI A3 an Lena Gea K3 


Perubahan sebuah fatwa dan perbedaan di dalamnya mengikuti perubahan 
zaman, tempat, situasi dan kondisi, niat serta adat istiadat. 


2. Perbedaan Pandangan di Kalangan Ulama Banjar 

Adapun berkaitan dengan pencatatan akad nikah secara resmi di 
hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sebagian besar ulama Banjar mengakui 
dan relatif memiliki pandangan yang sama tentang besarnya kemaslahatan 
pencatatan akad nikah tersebut dan besarnya pula kemudaratan apabila akad 
nikah dilaksanakan tidak tercatat. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Guru 
Zuhdi “maslahat pencatatan akad nikah, banyak, boleh, masih bisa dikatakan 
seperti itu, mashlahatnya ada”. 

Beberapa kemaslahatan pencatatan akad nikah yang disebutkan para 
ulama Banjar adalah adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap akad yang 
dilaksanakan, adanya pengakuan negara terhadap anak yang dilahirkan, adanya 
hak untuk bertindak hukum yang ada hubungannya dengan suami istri dan 
anak, terpeliharanya hak-hak masing-masing baik secara intern keluarga 
seperti waris mewarisi, tuntutan/gugatan terhadap salah seorang suami istri 
atau pun dengan negara seperti pembuatan akte kelahiran dan sebagainya.“ 


2 Al-Jawziyah, I Yam al-Muwaggi In, Vol. I, 41. Lihat juga Al-Jaza'iri, al Gawa'id al- 
Fighiyah al-Mustakhrajah, 373. Lihat kembali kaidah-kaidah serupa dengan kaidah di atas seperti 
“AS Balai” dan “dia! 3 Ata VI ja ala YI pai KU”, 

2 Guru Ahmad Zuhdiannor, Wawancara, Banjarmasin, 17 Desember 2015. 

4 Tbid. Guru Nursyahid Ramli, Wawancara. Guru Husin Naparin, Wawancara, Amuntai-Hulu 
Sungai Utara, 15 Desember 2015, Guru Muhammad Naupal, Wawancara, Martapura, 30 Agustus 
2016 dan Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara, Banjar Baru, 31 Agustus 2016. 
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Berdasarkan kemaslahatan ini, Guru Naupal mengatakan bahwa 
pencatatan akad nikah sangat penting. Ia mengatakan pencatatan akad 
nikah “nyata haja bagus, nyata sangat penting” Hal yang sama juga 
dikatakan Ustazah Habibah, bahkan ia mendukung seratus persen pencatatan 
ini karena di dalamnya terdapat kemaslahatan dan sekaligus sebagai sadd 
al-dhari'ah (media) untuk menghindari efek-efek negatif dari pelaksanaan 
akad nikah tidak tercatat. Oleh karena itu ia menegaskan bahwa kebaikan 
dari pencatatan akad nikah sangat banyak.” 

Guru Naupal dan Ustazah Habibah mengemukakan dalil yang sama 
bahwa pencatatan utang piutang saja sebagaimana pada al-Our'an, 2: 282 
Soal gama Jah Al os adala Il Igiel sil” diharuskan untuk dicatat, 
tentu lebih diutamakan lagi pencatatan pada akad nikah.” Hal ini tampaknya 
bersesuaian dengan eksistensi akad nikah itu sendiri yang disebut sebagai 
ikatan yang suci “Usle Uli”, yang artinya akad nikah melebihi dari materi 
sehingga pencatatan pada akad ini mesti lebih diperhatikan. Ustazah 
Habibah lebih lanjut mengatakan bahwa ia mendukung pencatatan akad 
nikah di samping berdasarkan dalil yang disebutkan, juga berdasarkan hadis 
nabi “anlua! (4 o deal, TKI sileI” bahwa pencatatan akad nikah adalah bagian 
dari 7'Jan akad nikah dan mesjid merupakan tempat berkumpulnya masya- 
rakat Muslim sehingga dapat mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut.” 

Ulama Banjar lainnya seperti Guru Husin Naparin juga mengatakan 
bahwa adanya aturan tentang pencatatan akad nikah adalah untuk kebaikan 
masyarakat Islam sendiri.” Lebih dari itu Guru Nursyahid mengatakan 
orang yang tidak mengikuti aturan ini disebut sebagai pembangkangan 
terhadap pemerintah. Ia mengatakan “mudaratnya dia tidak mentaati dengan 
ulil amri. Ulil amri itu bisa seperti pemerintahan, jadi kada kawa (tidak 
bisa) ditentang, dilanggar. Jadi yang melanggar itu salah”. 

Namun demikian walaupun pelanggaran terhadap aturan pencatatan 
akad nikah itu disebut sebuah kesalahan yang berkonsekuensi dosa bagi si 
pelanggar, tetapi pelanggaran yang dilakukan dapat diumpamakan seperti 
ketidaktaatan dalam berlalu lintas yang walaupun berdosa tetapi tidak 
mempengaruhi sahnya status akad nikah tidak tercatat. Sahnya akad nikah 


2 Guru Muhammad Naupal, Wawancara. 

2 Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara. 

2 Guru Muhammad Naupal, Wawancara. Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara. 
2 Tbid. 

2 Guru Husin Naparin, Wawancara. 

20 Guru Nursyahid Ramli, Wawancara. 
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itu karena belum adanya kepastian dari pemerintah terhadap status hukum 
pencatatan tersebut.” 

Berbeda dengan Guru Bakhiet yang memandang bahwa pencatatan 
akad nikah hanya sebagai anjuran pemerintah, sehingga tidak memiliki 
konsekuensi hukum baik pada pelaku ataupun pada akad nikah yang 
dilaksanakan.” Begitu juga dengan Guru Zarkasyi, walaupun ia mengakui 
adanya kemaslahatan pencatatan akad nikah dan adanya kesulitan yang akan 
dialami bagi orang yang menikah tidak tercatat, sehingga meng-anjurkan 
agar akad nikah dilakukan secara tercatat, tetapi ia tidak melihat adanya hal 
yang krusial dengan pencatatan akad nikah itu. Menurutnya pencatatan 
tersebut hanya berkaitan dengan kemudahan dalam urusan kehidupan di 
dunia, sehingga bagi yang tidak mengikuti aturan pencatatan itu tidak 
termasuk berbuat dosa. Ia mengatakan “pencatatan itu adalah untuk me- 
mudahkan urusan duniawi, urusan ukhrawi kan sudah dilakukan dengan cara 
nikah secara Islami. Jadi melanggarnya tidak berdosa, karena pencatatan itu 
hanya tata cara dalam bermuamalah... jadi orang yang mengatakan pen- 
catatan itu wajib, tidak berdasar”. 

Lebih dari itu Guru Supian mengatakan ulama fikih tidak pernah 
membahas tentang kemudaratan jika akad nikah yang dilaksanakan tidak 
tercatat. Kemudaratan itu menurut Guru Supian muncul kemudian sehingga 
tidak menyebabkan tidak sahnya akad nikah yang tidak tercatat. Guru 
Supian sendiri menyatakan tidak mau mengaitkan akad nikah tidak tercatat 
ini dengan kemudaratan. Ia mengatakan “...mudarat, ha ha ha, itu kata orang 
yang mengatakan ada mudaratnya, kalau aku tidak bersuara mudarat... 
karena sah saja, jadi tidak mengaitkan dengan mudarat...”” 

Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan di kalangan ulama Banjar 
dalam memandang urgensi pencatatan akad nikah. Mayoritas atau hampir 
semua ulama Banjar memandang pencatatan akad nikah sangat penting karena 
di dalamnya terdapat kemaslahatan yang sangat banyak sekaligus upaya 
preventif terhadap efek-efek negatif yang mungkin muncul. Di samping itu 
kemaslahatan yang digambarkan telah didukung oleh dalil-dalil yang kuat. 
Namun sebagian kecil ulama Banjar lainnya, walaupun menganjurkan untuk 
melakukan pencatatan akad nikah, tetapi tidak melihat adanya hal krusial 


3 Tbid. 

32 Guru Muhammad Bakhiet, Wawancara. 

8 Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara, Cindai Alus-Martapura, 11 Desember 2015. 
34 Guru Supian Surie, Wawancara, Pamangkih-Barabai, 12 Desember 2015. 
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yang membuat pencatatan tersebut mutlak dilakukan, terlebih lagi pen- 
catatan akad nikah adalah persoalan yang berkaitan dengan urusan dunia 
yang tidak memiliki dasar secara eksplisit. Di samping itu ada pula yang tidak 
ingin mengaitkan akad nikah dengan kemaslahatan atau pun kemudaratan 
karena kedua hal tersebut berada di luar akad nikah. Kemaslahatan atau 
kemudaratan tidak menjadi penentu atau membuat tidak sahnya akad nikah. 


3. Posisi Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam 

Selanjutnya walaupun hampir semua ulama Banjar mengakui adanya 
kemaslahatan pada pencatatan akad nikah dan mendukung keharusan untuk 
melakukan pencatatan tersebut, tetapi muncul pemikiran yang beragam di 
kalangan ulama Banjar jika pencatatan menjadi salah satu syarat atau rukun 
akad nikah. Guru Zarkasyi secara tegas mengatakan bahwa pemikiran yang 
menawarkan pencatatan menjadi syarat atau rukun akad nikah adalah tidak 
berdasar. Ia mengatakan “pencatatan dikatakan wajib secara fikih, maka 
tidak bisa itu, karena aturan agama kan tidak harus mencatat. Jadi orang 
yang mengatakan pencatatan itu wajib, tidak berdasar. Dasarnya itu hanya 
aturan dalam bernegara, jadi bukan aturan agama”. “ 

Guru Zarkasyi melanjutkan bahwa dipastikan adanya alasan mengapa 
orang tidak mencatatkan akad nikahnya. Hal ini lanjutnya sangat mungkin 
terjadi karena ketatnya aturan poligami, urusan yang sangat rumit atau bisa 
jadi karena ketiadaan dana, sehingga dari alasan ini diperlukan solusi dan 
solusi tersebut adalah secara agama. ' 

Guru Zuhdi juga memiliki pandangan yang sama bahwa syarat atau 
rukun akad nikah telah cukup seperti yang telah ditentukan para ulama 
sehingga tidak mengalami pengurangan atau penambahan. Ia mengatakan 
“syarat atau rukun itu tidak bertambah, jadi seperti yang ditentukan para 
ulama itu saja. ...”' Persoalan pencatatan akad nikah menurut Guru Zuhdi 
berada di luar akad nikah, bukan menjadi bagian dalam pelaksanaan akad. Ia 
menganalogikan dengan transaksi utang piutang yang dapat terlaksana 
walaupun transaksi tersebut tidak ditulis, karena utang piutang hanya 
berkaitan dengan menyerahkan dan menerima, sementara penulisan utang 
piutang lanjut Guru Zuhdi berada di luar transaksi. Begitu juga dengan akad 


2 Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara. 
?£ Tbid. 
3 Guru Ahmad Zuhdiannor, Wawancara. 
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nikah yang dapat dilaksanakan walaupun tidak tercatat, karena kemaslahatan 
pencatatan akad nikah berada di luar akad nikah. " 

Berbeda dengan Guru Naupal, kendatipun pencatatan akad nikah 
menurutnya sangat penting tetapi ia melihat pencatatan tersebut tidak bisa 
menjadi salah satu unsur baik sebagai syarat atau rukun akad nikah. Namun 
setelah mencerna pentingnya pencatatan tersebut, ia pun mengucapkan 
sebuah kaidah “wsl5 563 4 Y) Hall YUL? bahwa kewajiban apapun tidak 
sempurna dilaksanakan jika tidak menyertakan sesuatu yang membuatnya 
sempurna, maka menyertakan sesuatu itu juga wajib dilakukan. Hal ini 
berarti bahwa akad nikah itu tidak sempurna dilaksanakan jika tidak 
menyertakan pencatatan (karena mengingat pentingya pencatatan tersebut), 
maka melakukan pencatatan akad nikah pun dalam bahasa Guru Naupal 
adalah setengah wajib” yang mungkin sekali maksudnya wajib. 

Hal yang tidak jauh berbeda juga dengan Ustazah Habibah yang 
mendukung seratus persen pencatatan akad nikah, tetapi karena memandang 
syarat dan rukun akad nikah telah ditentukan para ulama akhirnya ia menya- 
takan pencatatan akad nikah merupakan kewajiban di luar akad. Pencatatan 
akad nikah ini wajib dilaksanakan, tetapi kedudukannya berada di luar dari 
rukun atau syarat akad nikah." 

Pada persoalan ini mungkin sekali Ustazah Habibah dan termasuk 
Guru Naupal sebelumnya terinspirasi dari hukum mahar yang wajib dipenuhi 
oleh suami kendatipun kedudukannya berada di luar syarat dan rukun akad 
nikah. Sebagaimana hukum mahar yang dapat dipenuhi di kemudian hari 
(dalam salah satu referensi mazhab al-Maliki mahar menjadi rukun), maka 
sangat mungkin sekali menurut kedua ulama ini pencatatan akad nikah pun 
dapat dilakukan di kemudian hari yaitu melalui itsbat nikah. Namun 
tampaknya tidak semudah itu dapat menyamakan antara pencatatan akad 
nikah dan mahar, sebab walaupun mahar dapat dibayar setelah akad nikah 
atau beberapa tahun kemudian bahkan dibayar dengan seminimal mungkin 
dengan berpijak pada asas kesederhanaan, tentu berbeda dengan pencatatan 
akad nikah yang mesti dilaksanakan secara maksimal berdasarkan prosedur 
yang telah ditentukan. Ia sebenarnya tidak dapat ditunda (walaupun bisa) 


3 Tbid. 

2 Taj al-Din “Abd al-Wahhab ibn “Ali ibn “Abd al-Kafi al-Subki, a-Ashbah wa al-Naga'ir, 
Vol. II (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1991), 88. 

“0 Guru Muhammad Naupal, Wawancara. 

“1 Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara. 
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karena banyaknya kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam pencatatan 
akad nikah. 

Jika dikaitkan dengan pandangan Ustazah Habibah, mungkin sekali 
pemikirannya juga sama seperti pemikiran di atas, hanya saja tidak terucap 
secara eksplisit karena jika dilihat kembali ia juga menggunakan sebuah 
kaidah “dalkadk Jagia Ae JI (de okay! Hi xai” ? yakni segala kebijakan atau 
peraturan yang dibuat oleh pemerintah mesti untuk kemaslahatan rakyat. 
Menurut Ustazah Habibah berdasarkan kaidah ini pemerintah berkewajiban 
menetapkan wajibnya pencatatan akad nikah itu sebagai bentuk peng- 
hormatan kepada perempuan dan tidak hanya sekedar memenuhi ketertiban 
administrasi serta memiliki konsekuensi hukum jika tidak mentaati. Oleh 
karena itu rakyat menurutnya diwajibkan mentaati untuk mengikuti dan 
melaksanakan perintah yang ditentukan oleh pemerintah tersebut dalam 
setiap akad nikah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam al-Gur'an, 4: 59 
€aSia yA! dals Isa | sandal, Al yaaa | giat GA! led” 

Sejumlah ulama tafsir memahami makna “54Y! J5” adalah “#41!” 
“lajull Siswa” “Gabdlul?” yaitu para penguasa (militer) atau pemerintah, 
sementara ulama tafsir lainnya memahami makna lafal tersebut yaitu 
“asal, alll Jai” atau “akll, dil,” yang artinya kaum intelektual- 
cendekiawan-ilmuwan dan ahli di bidang hukum Islam, bahkan ada pula 
yang memahaminya sebagai “css! 5 41) Ja” atau “Sid, cpall 4 43 ) 4” yaitu 
ahli di bidang hukum Islam, agama dan pemikiran." Dalam referensi lain 
disebutkan bahwa “54Y! (4s” adalah para hakim (al-hukkam), para penguasa 
(pemerintahan militer) atau para ulama yang menjelaskan hukum-hukum 
syarak kepada masyarakat. " 

Makna yang lebih menyeluruh lagi bahwa “54Y! (4s?” adalah 
pemerintah, para hakim, ulama, para pemimpin angkatan perang dan seluruh 
para pemimpin di berbagai bidang (sec j5 elus JI) baik eksekutif, yudikatif 
atau pun legislatif yang menjadi rujukan masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan dan kemaslahatan orang banyak. Salah satu contoh yang dikemu- 
kakan apabila ah/ al-hill wa al-'“agd bersepakat terhadap suatu persoalan 


“2 Bandingkan dengan kaidah serupa dalam “Azat “Abd al-Du'as, al-Gawa'id al-Fighiyah ma'a 
al-Sharh al-Mujaz (Damaskus: Dar al-Tirmidhi, 1989), 107. 

8 Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara. 

4 Abu Jafar Muhammad ibn Jarir al-Tabari, TaRir al-Tabarf Jami" al-Bayan “an Ta'wil ay al- 
Our'an, Vol. VII (Kairo: Dar Hijr, 2003), 176-180. 

“5 Wahbah al-Zuhayhi, al-Tafsir al-Munir f al- “Agidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj, Vol III 
(Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 132. 
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untuk tercapainya kemaslahatan umum maka mengikuti kesepakatan 
tersebut adalah wajib. 

Berdasarkan adanya kewajiban untuk mentaati aturan-aturan yang 
telah ditentukan »4Y! Ss ini dan adanya konsekuensi dosa apabila 
melanggarnya, Guru Nursyahid pun tidak hanya menyatakan wajibnya 
pencatatan akad nikah tetapi juga mendukung pencatatan menjadi bagian 
dari syarat atau rukun akad nikah. Akad nikah yang dilakukan tidak melalui 
proses pencatatan secara resmi dipandang tidak sah karena meninggalkan 
salah satu unsur yang wajib dipenuhi. Namun demikian menurut ulama ini, 
pemerintah harus memberikan ketegasan terhadap kedudukan dan hukum 
pencatatan akad nikah. Hal ini tentunya terlebih dahulu harus dikaji oleh 
lembaga keagamaan misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk 
memberikan pertimbangan-pertimbangan sehingga dapat dirumuskan oleh 
para legislator. Namun demikian, lanjut Guru Nursyahid sepanjang belum 
adanya ketegasan tersebut maka ketentuan akad nikah yang berlaku saat ini 
adalah bahwa pencatatan tersebut hanya sebagai pemenuhan tertibnya 
administrasi dan mau tidak mau mengakui sahnya akad nikah tidak tercatat 
selama rukun dan syarat-syarat lainnya terpenuhi. " 

Ulama Banjar lainnya yang memiliki pemikiran yang sama yaitu 
Guru Husin Naparin. Ia berkecenderungan untuk mendukung pencatatan 
akad nikah menjadi bagian dari syarat atau rukun akad nikah yang wajib 
dipenuhi. Kecenderungan ini timbul karena melihat besarnya manfaat pen- 
catatan akad nikah yang berfungsi di berbagai segi sehingga apabila hal ini 
diabaikan akan menimbulkan kemudaratan yang besar pula. Kendatipun 
demikian, ia mengakui merasa tidak pantas berijtihad secara fardi (individu) 
dan untuk menentukan suatu hukum pada zaman sekarang, salah satunya 
pencatatan akad nikah secara resmi sepantasnya dilakukan melalui proses 
ijtihad jama'f yang dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia 
(MUI). $ 

Dapat disimpulkan bahwa hampir semua ulama Banjar memandang 
positif pada pencatatan akad nikah, karena di dalamnya mengandung 
kemaslahatan dan sekaligus menolak kemudaratan. Namun ketika di- 
hadapkan pada posisi pencatatan akad nikah dalam perkawinan Islam, ulama 
Banjar terbagi kepada tiga kelompok. Kelompok pertama menyatakan 


“6 Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Vol. V, 72. 
4 Guru Nursyahid Ramli, Wawancara. 
# Guru Husin Naparin, Wawancara. 
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bahwa pencatatan akad nikah tidak dapat menjadi salah satu syarat atau 
rukun akad nikah. Di samping tidak memiliki dasar nas, pencatatan juga 
berada di luar pelaksanaan akad nikah, dan syarat atau rukun akad nikah 
tidak memerlukan penambahan. Kelompok kedua menyatakan bahwa pen- 
catatan akad adalah wajib dilakukan dan kewajiban tersebut mesti ditetapkan 
oleh pemerintah sementara masyarakat Muslim diwajibkan mentaati peraturan 
tersebut. Kendatipun menurut kelompok kedua ini pencatatan akad nikah 
adalah wajib, tetapi kewajiban tersebut berada di luar syarat atau rukun 
akad nikah. Kelompok ketiga menyatakan bahwa pencatatan akad nikah 
layak menjadi bagian dari syarat atau rukun akad nikah. Namun ketentuan 
ini mesti ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad jama' para ulama Indonesia 
yang kemudian dirumuskan serta ditetapkan secara tegas oleh pemerintah. 


B. Poligami di Zaman Sekarang 
1. Hukum Berpoligami 

Ulama Banjar menyatakan poligami dibolehkan dalam Islam. Bolehnya 
berpoligami ini menurut mereka didasarkan petunjuk al-Our'an, 4: 3 yang 
secara tegas membolehkan poligami seperti yang tertulis sebagai berikut: 


(ika Ob lag Edi aa el ya SI Ula NASI all 3 Ielonadi Yi io Ulg 
Ian VI gol WS 1 Sus) SSL gi Sala Ialaas Yi 


Poligami menurut Guru Zarkasyi adalah sebagai solusi bagi masya- 
rakat Islam,” dan Guru Bakhiet pun menyatakan tidak dibolehkan memper- 
tanyakan kembali ayat-ayat al-Gur'an yang telah disebutkan secara jelas 
dan rinci. Guru Supian juga mengatakan hal serupa, bahkan menurutnya 
jika dilihat dari teks ayat dapat diketahui bahwa poligami dibolehkan 
langsung dua orang dan seterusnya sampai empat orang istri. Ia mengatakan 
“aku berpijak dengan agama, jadi bagiku poligami tidak ada masalah. Karena 
al-Gur'an mengatakan langsung, “gby5 Lilis (sita eluill yya ASI HUbla | paSI 
langsung dua, langsung matsna, wa tsulatsa, wa ruba”. ...Kan disuruh oleh 
agama dua langsung kawin itu”. 

Lebih dari itu menurut Guru Supian orang yang tidak berani ber- 
poligami termasuk orang yang penakut karena kehidupan berpoligami baik 
hubungannya dengan istri pertama dan istri-istri yang lainnya baru dilakukan 


“9 Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara. 
2 Guru Muhammad Bakhiet, Wawancara. 
51 Guru Supian Surie, Wawancara. 
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sesudah melakukan praktik poligami tersebut, bukan diprediksi pada waktu 
sebelumnya. Ia mengatakan “...Nah adil tu dilihat sesudah kawin. Kalau 
dalam istilah kami lah, orang-orang yang tidak berani poligami itu adalah 
orang-orang penakut, ssi Yi ass UB jika tidak berani tidak akan berbuat 
adil, berarti orangnya penakut itu”.” Oleh karena itu tambah Guru Supian, 
istri harus rida yang disertai dengan niat ibadah untuk menerima takdir 
tersebut dan suami pun berniat untuk menjalankan sunnah Rasul. Apabila 
ada seorang istri tidak menerima suaminya berpoligami, berarti ia tidak 
menerima takdir yang mestinya diterima dengan pasrah kepada Allah.” 

Berkaitan dengan pemikiran beberapa ulama Banjar di atas tampak- 
nya lebih menarik apabila ditanggapi dari pemikiran Guraish Shihab 
tentang kebenaran interpretasi seorang penafsir terhadap ayat-ayat al- 
Our'an. Khususnya berkaitan dengan pernyataan tentang jelasnya al-Gur'an 
membolehkan poligami dan tidak dibolehkan mempertanyakan ayat-ayat yang 
telah jelas tersebut, menurut Ouraish Shihab bahwa maksud yang sebenarnya 
dari teks-teks al-Gur'an sebenarnya tidak dapat dijangkau secara pasti, baik 
yang diucapkan atau pun yang ditulis. Bagi Allah mungkin hanya mengandung 
satu arti, tetapi bagi pembaca atau pendengar memiliki arti yang relatif, 
sebaliknya bagi pembaca atau pendengar hanya mengandung satu arti, 
tetapi bagi Allah mengandung banyak arti.” Pendapat ini menunjukkan 
bahwa sebagus apapun interpretasi yang disampaikan tetapi yang paling 
mengetahui maksud sebenarnya secara mutlak terhadap sebuah teks hanya 
pemilik teks yakni Allah, sementara pembaca atau pendengar (manusia) hanya 
dapat mencapai pengetahuan yang relatif atau mendekati pada kebenaran 
yang dimaksud. 

Begitu juga dengan ayat poligami yang sangat mungkin diinter- 
pretasikan kembali karena sebagai teks al-Gur'an tentu sangat terbuka untuk 
dibaca dan dilakukan pembacaan ulang untuk setiap masa. Terlebih lagi 
menyangkut poligami yang berkaitan erat dengan kehidupan dan martabat 
manusia, tentu diperlukan pemahaman-pemahaman yang membumi sesuai 
dengan kehidupan manusia di setiap generasi. 

Memulai langkah ini tampaknya sangat penting memperhatikan kembali 
bahwa al-Our'an, 4: 3 berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu al-Gur'an, 4: 2 
tentang perintah kepada orang yang mengelola harta anak yatim (wali) untuk 


2? Tbid. 
3 Tbid. 
24 Shihab, Membumikan Al-Ouran, 138. 
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menyerahkan kembali harta tersebut ketika mereka berusia balig. Selama 
dalam pengelolaannya, wali dilarang menukar harta itu atau memakannya 
(menggunakan) yang dapat merugikan anak yatim itu” Pada ayat selanjutnya 
yaitu al-Our'an, 4: 3 disebutkan bahwa wali ini rupanya menyukai harta 
anak yatim itu dan menyukai pula kecantikannya sehingga berencana ingin 
menikahinya. Namun karena tidak adil memberikan mahar kepada anak 
yatim ini setidaknya sama dengan perempuan setingkatnya atau lebih besar, 
maka wali pun dilarang menikahi perempuan yatim itu, kecuali dapat berbuat 
adil kepada mereka dan bersedia memberikan mahar sesuai dengan kebiasaan 
yang berlaku pada waktu itu. Apabila ketentuan ini tidak dilakukan maka lebih 
baik si wali menikahi perempuan lain yang baik-baik sampai empat orang istri.” 

Jika dipahami secara normatif, diakui bahwa poligami adalah sebagai 
solusi karena praktik ini sebenarnya mengangkat harkat dan martabat 
perempuan. Namun perempuan yang dimaksudkan di sini (lebih utama) 
adalah anak-anak yatim yang belum memiliki kemampuan untuk mandiri. 
Ayat ini sepertinya juga memberikan isyarat bahwa awalnya poligami hanya 
untuk anak-anak yatim asalkan si wali adil mengelola harta mereka dan 
memberikan mahar yang setara kepada mereka seperti perempuan lain. 
Kesetaraan ini tetap dituntut walaupun anak yatim ini miskin atau kurang 
menarik. Apabila syarat itu tidak dapat dipenuhi, lebih baik si wali menikah 
dengan perempuan lain yang bukan yatim dan dari orang yang baik-baik, 
sehingga si laki-laki tidak bisa berbuat semena-mena karena perempuan ini 
memiliki keluarga. 

Selanjutnya terkait redaksi ayat “saal s8 Iglaas Yi sasa Ul” Kata “aa” 
diartikan meyakini atau melalui prediksi yang kuat,” bahkan melalui per- 
kiraan sekalipun tidak akan dapat berbuat adil juga dapat dibenarkan atau 
termasuk dalam makna “ss2””$ Maksudnya apabila diyakini atau dominannya 
tidak dapat berbuat adil atau sudah dapat membaca keadaan diri sendiri 
walaupun hanya melalui perkiraan bahwa tidak akan dapat berbuat adil maka 
cukup hanya beristri satu. Oleh karena itu terlihat adanya perbedaan antara 
orang yang penakut dengan orang yang berpikir secara matang dalam mem- 
baca tubuh dan pikiran sendiri agar keputusan untuk melakukan poligami 


25 Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Vol. IV, 178 dan 180. 

2 Al-9urtubi, al-Jami' al-Ahkam, Vol. VI, 23-24. Lihat juga Ibn “Ashur, Tafir al-Tahrir, Vol. 
IV, 222-223. 

57 Al-Gurtubi, al-Jami' al-Ahkam, Vol. VI, 24. 

2 Rida, Tafsir al-Manar, Vol. IV, 348. 
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tidak keliru yang berakibat pada diri sendiri dan keluarga lainnya. Di 
samping itu dipandang penting pula membaca suasana sosiologis orang- 
orang yang berpoligami sehingga dari pembacaan yang dilakukan dapat 
membandingkan dengan diri sendiri. Oleh karena itu pendapat yang 


Kara 33 


mengartikan kata ' dalam poligami adalah sebagai orang yang penakut 
tampaknya tidak tepat karena hanya memahami teks secara lahirnya saja. 
Selain itu, di dalam berpoligami dipastikan adanya konsekuensi yang harus 
diterima dan dijalankan secara konsisten, sehingga diperlukan pemikiran 
yang sangat matang dengan pertimbangan yang maksimal sebelum masuk 
ke dunia poligami. 

Satu hal yang mesti diperhatikan bahwa adanya kekeliruan dari 
masyarakat dalam memahami ayat poligami. Mereka cenderung hanya 
melihat bolehnya berpoligami, padahal yang menjadi titik tekan pada ayat 
poligami adalah adil terhadap istri, sehingga perlakuan adil inilah yang 


membuat dibolehkannya berpoligami. 


2. Alasan-alasan Berpoligami 

Ustazah Habibah mengatakan harus diakui poligami juga ada dalam 
Islam. Kendatipun pada dasarnya ia tidak mendukung adanya poligami 
karena tidak sedikit perempuan yang dizalimi dari praktik ini, tetapi sebagai 
hamba Allah ia juga mengakui dipastikan adanya rahasia-rahasia di balik 
poligami tersebut sehingga Allah mensyariatkan poligami. " 

Menurut Guru Zarkasyi poligami merupakan solusi bagi orang-orang 
yang berkebutuhan khusus. Kemampuan fisik dan hasrat setiap orang 
menurutnya berbeda-beda sehingga ada yang tidak cukup hanya memiliki 
satu istri melainkan dua sampai batas maksimal empat orang istri. Begitu 
juga bagi yang memiliki kematangan finansial maka dengan kemampuan 
tersebut seorang laki-laki dapat mengangkat harkat dan martabat para 
perempuan. Oleh karena itu, kata ulama ini jumlah istri pada setiap orang 
tidak dapat disamaratakan terlebih lagi membatasi hanya satu orang istri. 
Allah SWT lanjutnya mengetahui keadaan hamba-hamba-Nya yang memiliki 
kebutuhan khusus dalam rumah tangga sehingga dengan poligami tersebut 
diharapkan terhindarnya dari perbuatan zina. Ia mengatakan: 


? Guraish Shihab, Wawasan Al-Ouran (Bandung: Mizan, 1999), 199-200. 
S0 Jstazah Habibah Djunaidi, Wawancara. 
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Poligami, wah kalau itu adalah solusi yang terbaik. Ya solusi 
yang terbaik, Karena manusia itu tidak sama, ada yang tidak 
cukup satu, sehingga perlu dua, tiga, empat, tapi kan dalam Islam 
ada jua batasan. Jadi kebutuhan seksual itu tidak sama setiap 
orang, tapi Islam memberikan batasan. Itu sudah maksimal, 
karena kemampuan orang itu kan tidak mungkin lebih dari itu, 
kecuali yang pakai selir, nah itu tidak bertanggung jawab. Itu 
zina namanya. Kalau di sini kan harus bertanggung jawab, 
tidak hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu, tapi tanggung 
jawab yang menjamin hidup orang banyak. " 


Guru Naupal juga memiliki pandangan yang sama bahwa poligami 
diperuntukkan kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. 
Maksudnya hasrat biologis pada seseorang sangat besar sehingga apabila 
tidak melakukan poligami, sementara istri tidak sanggup melayani yang 
dapat berakibat tidak terkontrolnya perilaku suami dalam pergaulan. Namun 
demikian, kata Guru Naupal poligami tidak hanya untuk melampiaskan 
hawa nafsu saja, tetapi dipastikan adanya persyaratan yang harus dijalankan 
secara konsisten. ” 

Menurut Ustazah Habibah, agar poligami benar-benar dapat diterima 
mesti ada alasan-alasan tertentu yang diukur secara objektif. Ulama 
perempuan Banjar ini melanjutkan misalnya dalam kondisi peperangan yang 
membuat kaum laki-laki banyak meninggal dunia sehingga tidak ber- 
banding dengan jumlah perempuan atau dalam kondisi istri sama sekali 
tidak mempunyai keturunan, sementara laki-laki menginginkan keturunan 
tersebut. Begitu juga kondisi istri yang sakit permanen, sehingga tidak bisa 
melayani suami. Dalam kondisi seperti ini, suami memiliki alasan untuk 
beristri lagi, tetapi istri yang ada harus tetap dijaga dan diayomi serta tidak 
dibiarkan, terlebih lagi dicerai. Ia mengatakan seraya bertanya “apakah istri 
seperti ini dibiarkan, diceraikan begitu saja, sementara suami bisa kawin 
lagi. Kan lebih bagus, istri yang sakit ini tetap diayomi, ia sebagai seorang 
istri walaupun sebagai istri tua, tapi tidak disia-siakan, kan perempuan ini 
sudah sakit, sudah jatuh tertimpa tangga lagi kalau diceraikan, karna 


mandul atau karna sakit”. 


S1 Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara. 
52 Guru Muhammad Naupal, Wawancara. 
53 Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara. 
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Agar alasan-alasan di atas dapat diukur secara objektif dan memiliki 
kekuatan hukum maka keinginan poligami ini harus diproses dan mendapat 
izin dari Pengadilan Agama. Apabila ketentuan ini tidak ditaati maka 
pernikahan dengan istri kedua, ketiga dan keempat dihasilkan dari proses 
yang tidak objektif dan tidak pula memiliki kekuatan hukum. 

Di samping beberapa alasan yang dikemukakan ulama Banjar di atas 
dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 
Hukum Islam khususnya pada pasal 58 ayat (1), (2) dan (3) bahwa poligami 
tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari istri dan adanya kepastian 
dari suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. 
Persetujuan istri tersebut dapat diberikan secara tertulis atau pun secara 
lisan, tetapi tetap pula di dalam persidangan persetujuan tersebut dipertegas 
kembali secara lisan. Persetujuan ini baru ditiadakan apabila istri-istri tidak 
dapat diminta persetujuannya atau tidak dapat dihubungi lagi sekurang- 
kurangnya dua tahun atau ada penilaian lain dari hakim. “ 

Namun apabila istri tidak bersedia memberikan persetujuan, semen- 
tara suami sangat menginginkan poligami itu, maka pengadilan agama 
dapat menetapkan suatu ketetapan baik disetujui atau pun tidak terkait 
dengan izin tersebut. Namun semua itu baru diperoleh setelah pengadilan 
memeriksa dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan di persidangan. 
Untuk menjaga dan menghormati hak masing-masing suami istri, pengadilan 
agama juga memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk 
melakukan banding atau kasasi terhadap ketetapan atau keputusan pengadilan 
agama." 


3. Ketentuan-ketentuan dalam Berpoligami 

Ulama Banjar menyepakati bahwa poligami sebagaimana al-Our'an, 
4: 3 hanya dibolehkan sampai empat orang istri dan diharamkan melebihi 
dari batas tersebut. Menurut Guru Zarkasyi, Guru Bakhiet, Guru Zuhdi, 
Guru Supian dan guru-guru lainnya bahwa praktik poligami yang melebihi 
dari ketentuan termasuk melakukan praktik selir yang diharamkan dalam 
Islam. Hukum haram melebihi dari ketentuan itu, menurut ulama Banjar 
yang salah satunya oleh Guru Zarkasyi karena kemampuan orang untuk 
dapat bertanggung jawab tidak mungkin lebih dari empat istri. Hal ini tidak 


“' Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan, 116. 
S5 Tbid., 177. 
68 Tbid. 
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hanya berkaitan dengan sekedar melampiaskan hawa nafsu, tetapi juga 
berkaitan dengan tanggung jawab untuk menjamin hidup orang banyak. 

Alasan di atas tampak sejalan dengan pemikiran beberapa ulama 
bahwa poligami ini dibatasi hanya sampai empat orang istri. Di sini di- 
sebutkan apabila melebihi dari ketentuan tersebut dikhawatirkan justru 
akan mendapatkan dosa yang salah satunya akan kesulitan memenuhi hak- 
hak istri” dan kesulitan pula untuk berlaku adil. Adapun huruf “»” pada 
redaksi “ebys Sik, (-ie” adalah bermakna “G5” yaitu pemisahan dan bukan 
bermakna pengumpulan. Makna pemisahan tersebut maksudnya bahwa 
poligami dapat dilakukan sebanyak dua orang, bisa tiga orang, bisa juga 
sampai empat orang istri dan bukan dua ditambah tiga dan ditambah empat 
yang akhirnya berjumlah sembilan orang istri. ' 

Dalam bahasa lain bahwa poligami hanya dibolehkan mengumpulkan 
istri sebanyak sampai empat orang dan tidak dibolehkan melebihi dari batas 
tersebut. Berbeda dengan kelompok Islam yang lain (al-Gasimiyah) yang 
memahami huruf “5” itu sebagai pengumpulan sehingga dibolehkan 
mengumpulkan istri sampai sembilan orang sebagaimana jumlah istri-istri 
Nabi Muhammad ketika ia wafat berjumlah sembilan orang." Hal yang 
sama juga dipahami oleh mazhab al-Zahiri yang mengartikan “ SE, (site 
es” sebagai dua ditambah dua, tiga ditambah tiga dan empat ditambah 
empat sehingga jumlah keseluruhan menjadi delapan belas orang istri,” 
bahkan ada pula kelompok lainnya (al-Rafidah) yang membolehkan beristri 
tanpa batas.” 

Namun pendapat itu ditolak oleh sejumlah ulama karena merupakan 
kebodohan yang sangat besar dalam memahami bahasa yang digunakan al- 
Our'an dan hadis serta bertentangan dengan kesepakatan umat (ulama). " 
Di samping itu jumlah istri yang maksimal sampai sembilan orang adalah 


8! Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara. 

Ea Al-Zuhayli, al-Figh al-Islami, Vol. VII, 167. Sabig, Figh al-Sunnah, Vol. II, 186 dan 189. 

8 Jamal al-Din “Abd al-Rahman ibn “AN ibn Muhammad al-Jawzi, Zad al-Masir f Ilm al- 
Tafsir (Beirut-Lebanon: Dar ibn Hazm, 2002), 255. 

" Tbid. 

71 Abu Zakariya Muh al-Din ibn Sharf al-Nawawi, Kitab al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab Ii 
Shayrazi, Vol. XVII (Jeddah: Maktabat al-Irshad, t.th.), 212. 

2 Al-Gurtubi, al-Jami" al-Ahkam, Vol. VI, 33. 

3 Al-Nawawi, Kitab al-Majmu' Vol. XVII, 212. 

4 Al-Ourtubi, al-Jami" al-Ahkam, Vol. VI, 33. 
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kekhususan yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang tidak pernah 
diberikan kepada orang lain dari umatnya.” 

Di samping pembatasan jumlah istri, ulama Banjar juga menyepakati 
adanya syarat yang mesti dilaksanakan. Syarat tersebut adalah berlaku adil 
terhadap istri. Adil menurut ulama Banjar memberikan bagian yang sama 
berkaitan dengan sandang, pangan dan papan pada masing-masing istri, 
sehingga tidak ada yang merasa terzalimi karena perilaku suami, serta adil 
dalam memberikan giliran mabit pada masing-masing istri. Semuanya 
mendapat giliran yang sama kecuali adanya kesepakatan atau kerelaan dari 
masing-masing istri. 

Berlaku adil dalam menentukan giliran sama pentingnya dengan 
berlaku adil pada persoalan-persoalan yang telah disebutkan, bahkan Guru 
Danau mengatakan pemberian giliran tidak hanya dihitung melalui hari 
melainkan dihitung jam pada masing-masing istri, sehingga tidak ada pula 
yang merasa terzalimi di antara istri-istri. Ia mengatakan “...adil untuk 
semua yang ada kaitannya dengan kehidupan rumah tangga, pasti itu. Adil 
ini tuh ai (panggilan untuk anak laki-laki), bukan dihitung hari, tapi jam. 
Misalnya di satu istri empat jam, maka di istri lain lagi harus empat jam 
juga. Kalau hitungan hari tidak bisa, harus perjam”.' 

Syarat pembagian waktu (a/-gasm) yang dikemukakan Guru Danau 
tampak berbeda dengan ulama-ulama Banjar lainnya, berbeda pula dengan 
para ulama lainnya bahkan dengan Rasulullah yang biasanya membagi 
perhari. Pendapat Guru Danau ini tentu tidak muncul secara tiba-tiba 
melainkan sudah dipastikan dihasilkan dari pemikiran yang mendalam, 
terutama sangat mungkin sekali setelah melihat kondisi orang-orang yang 
berpoligami di zaman sekarang. Dengan pendapat tersebut Guru Danau 
tampaknya mengisyaratkan bahwa poligami adalah tanggung jawab dan 
sekaligus menjadi amanat yang tidak dengan mudahnya dapat dilakukan 
oleh setiap orang. Oleh karena itu dengan menentukan syarat tersebut 
(kendatipun masih bisa disepakati masing-masing istri) Guru Danau terlihat 
berupaya untuk lebih memperketat dan membatasi poligami di kalangan 
masyarakat Muslim. 

Adapun berkaitan dengan perasaan cinta, masing-masing ulama Banjar 
menyatakan cinta adalah urusan hati dan kedalaman cinta pada masing- 


15 Al-Nawawi, Kitab al-Majmu' Vol. XVII, 212. Ibn al-“Arabi, Ahkam al-Gur'an, Vol. I 
(Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al- Tlmiyah, t.th.), 408. 
76 Guru Danau, Wawancara. 
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masing istri bisa jadi tidak sama, sehingga syarat adil dalam cinta tidak 
diberlakukan pada orang yang berpoligami. Ulama Banjar juga menyepakati 
sanksi bagi orang yang tidak adil baik bagi yang monogami atau pun 
poligami adalah dosa besar karena dipandang berbuat zalim pada para istri. 
Di samping itu sanksi di hari kiamat kelak pasti akan terjadi dan hal 
tersebut ditandai dengan sebelah badannya miring. Para ulama Banjar 
mengemukakan hadis yang serupa walaupun dengan redaksi yang berbeda 
tentang sanksi orang yang tidak berlaku adil pada istrinya. Di antara redaksi 
hadis tersebut adalah: 


TT Ja dig RALANI Aga lor Wae JI Jld Oblal ad LS uya 


“Barangsiapa yang memiliki dua orang istri kemudian ia cenderung kepada 
salah seorang diantara keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat 
dalam keadaan sebelah badannya miring”. 


Berdasarkan gambaran tentang sanksi bagi orang yang tidak adil pada 
istri, Guru Bakhiet mengatakan apabila seseorang merasa tidak yakin akan 
mampu berbuat adil pada persoalan-persoalan yang disyaratkan, maka haram 
baginya melakukan poligami. Ia mengatakan “bila orang itu tidak yakin 
akan mampu, tidak pasti bisa melakukan tugas, memenuhi syarat itu, maka 
haram jadinya dia melakukan poligami, tetapi akad nikahnya sah saja”. 

Pendapat ulama ini tampaknya sejalan dengan pendapat Muhammad 
“Abduh yang menyatakan haramnya seseorang berpoligami jika ia sendiri 
khawatir tidak akan dapat berbuat adil.” Oleh karena itu supaya terlepas 
dari berbuat zalim dan dosa maka cukup memiliki satu orang istri" yang 
apabila rasa kekhawatiran ini diabaikan atau tidak dipedulikan tentu akan 
jatuh kepada yang diharamkan Allah." 


4. Pandangan Lain dari Ulama Banjar 
Guru Nursyahid mengatakan dalam memahami ayat poligami 
mestinya tidak hanya berhenti pada bolehnya melakukan poligami sampai 


"7 Al-Azdi, Sunan Abi Dawd, Vol. Il, 415. Dalam redaksi yang berbeda juga terdapat dalam 
Sunan al-Tirmidhi, Sunan Ibn Majah dan Sunan al-Darimi. Salah satunya lihat Abu “Abd al-Lah 
Muhamad ibn Yazid al-Gazwini, Sunan Ibn Majah, Vol. I (t.t.: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 
tth.), 633. 

2 Guru Muhammad Bakhiet, Wawancara. 

7 Rida, Tafsir al-Manar, Vol. IV, 350. 

80 A-Zuhayii, al-Figh al-Islami, Vol. VIL, 167. 

81 Sabig, Figh al-Sunnah, Vol. Il, 186 dan 189. 
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empat orang istri seperti dalam al-Gur'an, 4: 3, tetapi dapat menyatukan 
pemahamannya dengan al-Gur'an, 4: 129 bahwa setiap orang tidak akan 
pernah dapat berbuat adil walaupun konteks ayat ini terkait dengan mem- 
berikan kasih sayang yang tidak disyaratkan dalam poligami. Menurutnya 
untuk menyikapi al-Our'an, 4: 129 tersebut, mesti kembali kepada akhir 
ayat dari al-Gur'an, 4: 3 bahwa alternatif yang paling aman adalah hanya 
memiliki satu orang istri. ” 

Ulama ini sangat meragukan keadilan yang dipaparkan sebelumnya 
secara normatif dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kehendak al- 
Our'an, 4: 3 khususnya pada kondisi sekarang. Keraguan ini tidak terkecuali 
pada ulama sekalipun karena menurutnya tidak ada yang dapat menjamin 
keadilan itu dapat dilaksanakan oleh setiap orang, kecuali hanya pribadi 
Rasulullah. Menurut Guru Nursyahid hanya Rasulullah yang dijamin dapat 
berlaku adil. Ia mengatakan: 


Yang berpengetahuan aja bisa saja tidak berbuat adil, apalagi 
yang tidak berpengetahuan, tambah parah lagi, sehingga tidak 
menjamin kita orang itu adil. Kalau rasulullah kita berani 
menjamin, karena beliau ma'shum, dijamin oleh Allah bersifat 
adil. Kalau selain Rasulullah tidak ada yang dijamin oleh Allah. 
Malah ditekan oleh Allah bahwa kamu tidak bisa berbuat adil, 
maka kesimpulannya kalau yang dilakukan oleh masyarakat itu 
salah, berdosa mereka. " 


Guru Nursyahid menekankan kembali bahwa selain dari Rasulullah 
siapa pun tidak pernah terlepas dari godaan sehingga selama masih menjadi 
manusia akan berpotensi berbuat salah atau berlaku tidak adil.“ Terlebih lagi 
kata Guru Nursyahid, keadaan sekarang sudah jauh berbeda dengan kondisi 
yang ada pada zaman Rasulullah, sehingga apabila diperhatikan dari orang- 
orang yang berpoligami sebenarnya tidak sedikit berperilaku lebih banyak 
menimbulkan kemudaratan. Ini semua karena syarat-syarat yang harus 
dipenuhi dalam berpoligami sudah mulai kurang diperhatikan. Oleh karena 
itu menurut ulama ini berdasarkan kaidah “ld sala (Je pata dulidll € )0” 
maka poligami lebih baik ditinggalkan. Pendapat yang keliru lanjut ulama 
ini apabila poligami dilakukan dengan cara berlindung atas nama sunat 


8 Guru Nursyahid Ramli, Wawancara. 
$ Ibid. 
8 Tbid. 
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rasul, sementara di dalamnya diisi dengan perbuatan dosa yaitu diabaikannya 
syarat poligami yang wajib dipenuhi." 

Poligami ditinggalkan dan cukup beristri satu orang tampaknya sejalan 
dengan pendapat salah seorang ulama yang dikutip al-Nawawi bahwa pada 
masa sekarang (pada masa ulama itu) sebaiknya istri tidak lebih dari satu 
orang."S Pendapat ini memberikan pemahaman bahwa kondisi sebagaimana 
yang dikemukakan pula oleh Guru Nursyahid -serta menurut dalam al- 
Bayjuri pada bab dua sebelumnya- dapat mempengaruhi pemberlakuan 
suatu hukum seperti poligami. Terlebih lagi apabila hukum tersebut bukan 
merupakan keharusan untuk dilaksanakan, bahkan adanya konsekuensi 
apabila dilakukan sebagaimana halnya poligami, maka apabila melakukan 
praktik ini justru mendatangkan kemudaratan, tentu sebagaimana yang 
dikatakan Guru Nursyahid meninggalkan poligami lebih baik daripada 
berpoligami yang justru akan berbuat dosa. 

Pada kenyataannya kemudaratan-kemudaratan itu ada dan terjadi 
pada masyarakat Muslim di zaman sekarang, walaupun di antara ulama 
Banjar ada pula yang menampik adanya kemudaratan tersebut. Di antara 
kemudaratan berpoligami yang biasanya terjadi menurut Guru Husin Naparin 
adalah istri tua selalu teraniaya terutama secara psikologis dan dalam 
bahasa Guru Danau perilaku poligami di zaman sekarang lebih banyak 
menyengsarakan istri sehingga termasuk perbuatan yang zalim. Orang yang 
hanya memiliki satu istri saja jika berbuat zalim pada istri dipastikan ber- 
dosa, terlebih lagi bagi yang memiliki beberapa orang istri. Ia mengatakan 
“yang pasti mudaratnya itu menyengsarakan istri, itu zhalim dia, bini 
saikung ja, bilang handak babaya kawa makan, handak manambah pulang 
lah (punya istri satu orang saja hampir tidak mampu memberikan nafkah 
makan, tiba-tiba ingin menambah istri), berdosa itu”. $ 

Kemudaratan lainnya menurut guru Danau, biasanya orang yang 
berpoligami tidak terlepas dari dusta dan biasanya istri muda tidak selamanya 
mau mendampingi dan melayani suami, terlebih lagi mem-bersihkan hajat 
suami ketika suami sudah tua dan sakit. Istri tua sebaliknya, bahkan 
biasanya lebih dapat menerima dan memaklumi apabila ada di antara kata- 
kata suami yang kasar dibandingkan dengan istri muda. Ia mengatakan: 


8 Tbid. 

86 Al-Nawawi, Kitab al-Majmu', Vol. XVII, 212. 
87 Guru Husin Naparin, Wawancara. 

88 Guru Danau, Wawancara. 
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...Nah tuh lah, yang pertama bila berpoligami tu pasti badusta 
(berdusta), badusta lah, yang kedua, balum ada sajarah lagi bini 
anum mambasuhi bahira amun laki uyuh (tidak ada sejarah istri 
muda membersihkan dubur setelah buang hajat ketika suami 
tidak memiliki kemampuan lagi), yang ketiga, bini anum amun 
disambat bungul tiga kali inya bulik tuh ai, bini tuha kada, 
hari-hari makan bungul, kada papa ai inya (kalau istri muda, 
dibilang bodoh kamu sebanyak tiga kali saja, ia pulang, tapi 
kalau istri tua, hari-hari kata-kata itu jadi makanannya, istri 
tua tidak apa-apa). 


Dengan berbagai kemudaratan yang disebutkan di atas, Guru Danau 
mengatakan walaupun memiliki kemampuan dan dapat berbuat adil sebaiknya 
poligami dihindari atau ditinggalkan dan cukup beristri hanya satu orang. Ia 


« 


mengatakan “...yang sebaiknya jangan pang bapoligami (jangan ber- 
poligami)... faillam ta'dilu fawahidah, cukup satu saja. " 

Guru Danau melanjutkan, berbeda kondisinya jika poligami tersebut 
sangat dibutuhkan (darurat) sebagaimana yang dialami Tuan Guru Zaini 
Abdul Ghani. Kata Guru Danau, Tuan Guru Zaini Abdul Ghani berpoligami 
karena belum memiliki anak. Seandainya beliau sudah memiliki anak 
dipastikan tidak akan berpoligami karena akan “membuang-buang waktu”. 
Guru Danau mengatakan ia sendiri memiliki anak sebanyak tiga belas 
orang, sehingga tidak ada alasan baginya untuk berpoligami. Ia mengatakan 
“seperti saya ini, anak saya berjumlah 13 orang, tapi istri saya satu saja. 
Kalau Tuan Guru sekumpul itu beristri lagi, karena ingin memiliki anak, 
sehingga beliau beristri kembali, jaka ada anak, kada hakun jua orang, 
mambuang-buang waktu (seadainya Tuan Guru sudah memiliki anak, tidak 
mungkin beliau berpoligami karena membuang-buang waktu)”.”' 

Gambaran kemudaratan yang diakibatkan dari perilaku orang-orang 
yang berpoligami, telah lama terjadi dalam masyarakat Muslim. Hal ini 
dapat diketahui dari pendapat Muhammad “Abduh bahwa memang benar 
poligami pada masa-masa awal Islam sebagai solusi karena dapat mengikat 
hubungan keluarga dan di samping itu kesadaran beragama baik laki-laki 
atau perempuan masih tinggi. Namun pada masa sekarang kemudaratan itu 


5? Ybid. 
20 Tbid. 
2! Ybid. 
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muncul justru menimpa anak-anak, istri-istri dan kerabat yang lain sehingga 
menimbulkan kebencian dan permusuhan sesama mereka dari antar anak- 
anak atau antar istri, bahkan sampai terjadi pada pembunuhan antar keluarga 
yang akhirnya hubungan keluarga pun menjadi rusak. “Abduh pun menyeru 
kepada para ulama agar meresapi kembali bahwa agama diturunkan untuk 
kemaslahatan manusia dan sekaligus menolak segala kemudaratan. Apabila 
pada suatu masa lanjutnya, dalam penerapan suatu hukum terjadi suatu 
kemudaratan yang tidak terjadi pada masa sebelumnya, maka janganlah 
ragu merubah hukum tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sekarang 
berdasarkan kaidah “alas! ala (Je pada Jnliall « j3” Oleh karena itu poligami 
betul-betul diharamkan ketika adanya kekhawatiran bahwa keadilan tersebut 
tidak dapat terlaksananya. ” 

Pendapat di atas menunjukkan bahwa pengertian adil tersebut tidak 
sesederhana yang dipikirkan, melainkan sangat berhubungan dengan hal-hal 
lain sebagai efek poligami itu sendiri. Apakah ia menjadi solusi atau 
sebaliknya menimbulkan kemudaratan baik pada diri sendiri, istri pertama 
dan anak-anak serta istri kedua dan seterusnya bahkan dampak-dampak pada 
keluarga secara keseluruhan. Dengan banyaknya pertimbangan-pertimbangan 
tersebut, maka menurut “Abduh dan al-Maraghi kendatipun poligami itu 
dilakukan, tetapi syaratnya adalah dalam kondisi darurat” sebagaimana 
yang dikemukakan ulama Banjar sebelumnya. Poligami ini baru dibolehkan 
kepada orang-orang yang sangat membutuhkan yang tidak ada jalan lain 
selain berpoligami dengan syarat dipercaya dapat berbuat adil dan diyakini 
pula tidak akan berbuat tidak adil. “ 

Berdasarkan hal demikian berarti perkawinan Islam itu pada dasar- 
nya adalah monogami, bukan poligami. Rasulullah pun menggunakan asas 
monogami. Hal ini dapat dibaca dari sejarah poligami Rasulullah yang lebih 
singkat daripada masa monogami Rasulullah. Ketika Khadijah masih hidup 
Rasulullah hanya beristri Khadijah dan berkumpul dengannya kurang lebih 
selama dua puluh tiga tahun. Sepeninggal Khadijah Rasulullah pun baru 
berpoligami dan sampai wafat masa poligami yang dilewati Rasulullah 


22 Rida, Tafsir al-Manar, Vol. IV, 349-350. 

2 Tbid., 350. @uraish Shihab menyebut poligami sebagai darurat kecil yang berbeda dari 
istilah ulama lainnya. Namun dilihat dari pemaknaan sepertinya maksud Ouraish Shihab ini sama 
dengan uraian di atas bahwa poligami hanya dilakukan di saat diperlukan dengan syarat yang tidak 
ringan. Lihat dalam Shihab, Wawasan Al-OGuran, 200. 

4 Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Vol. IV, 181. 
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kurang lebih selama delapan tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah 
sebenarnya lebih memilih beristri satu daripada berpoligami. 

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ulama Banjar yang mene- 
rima poligami dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat bahkan sangat 
ketat, yang artinya mereka baru membolehkan seseorang untuk berpoligami 
apabila syarat-syarat yang ditentukan yakin dapat dipenuhi, tetapi ada pula 
yang terkesan tidak terlalu menekankan pada persyaratan bahkan terlihat 
cukup longgar. Namun ada juga di antara ulama Banjar yang menolak 
pemberlakuan poligami karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu 
dan melihat pula pada kondisi-kondisi di zaman sekarang. Kendatipun 
keinginan berpoligami itu masih bisa ditolerir, tetapi harus dalam kondisi 
darurat dengan persyaratan yang ketat. 


C. Cerai di Luar Pengadilan 
1. Perbedaan Pandangan Ulama Banjar 

Mayoritas ulama Banjar menyatakan bahwa cerai di luar pengadilan 
baik yang murni berasal dari suami atau awalnya berasal dari istri dan 
kemudian diucapkan suami dipandang jatuh talak. Ketika ditanyakan tentang 
aturan dalam Undang-undang bahwa talak tidak jatuh jika diucapkan di luar 
pengadilan, ulama Banjar tetap memandang perceraian terjadi dan sah. 
Mereka beralasan bahwa cerai tersebut bukan ditentukan oleh tempat 
melainkan ditentukan oleh keinginan untuk bercerai. Keinginan in di- 
ungkapkan melalui kata-kata yang diucapkan baik secara jelas menggunakan 
kata talak (tasrih) atau pun menggunakan bahasa sindiran yang bermaksud 
cerai (kinayah). 

Oleh karena itu menurut Guru Supian, di mana pun tempat meng- 
ucapkan cerai baik di rumah atau di luar rumah bahkan dimanapun asalkan 
diucapkan secara jelas atau melalui sindiran untuk bercerai, maka per- 
ceraian itu pun terjadi. Ia mengatakan “mun kita, biar di bawah barumahan 
sah, di atas hanau sah (menurutku, walaupun diucapkan di bawah rumah 
atau di atas pohon enau sekalipun tetap sah terjadi)...” “ 

Berbeda dengan Ustazah Habibah yang walaupun memandang sah 
perceraian di luar pengadilan, tetapi kata ulama perempuan Banjar ini 
hendaknya proses perceraian tidak dilakukan di luar pengadilan. Sebagai- 
mana ia mendukung seratus persen pencatatan akad nikah maka begitu juga 


? Guru Supian Surie, Wawancara. 
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ia mendukung sepenuhnya perceraian harus dilakukan melalui proses 
persidangan di pengadilan agama.” 

Menurut ulama Banjar cerai dapat terjadi selama yang mengucapkan 
atau yang melakukan talak ini mencukupi syarat sebagai orang yang berhak 
melakukannya. Syarat-syarat tersebut adalah orang yang mengucapkan talak 
bukan orang gila, sudah mencapai usia balig (bukan anak-anak), di waktu 
bangun: bukan diucapkan sewaktu tidur dan bukan pula dalam keadaan 
dipaksa. Ucapan talak juga dipandang jatuh baik yang mengucapkan hanya 
bercanda, sengaja mengucapkan kata talak walaupun tidak bermaksud, yang 
mengucapkan sedang mabuk atau bahkan dalam keadaan marah. 

Pendapat ulama Banjar ini tampak memiliki kesamaan dengan 
beberapa penjelasan di beberapa kitab fikih. Namun berkaitan dengan 
mabuk yang dimaksud para ulama adalah mabuk yang dilakukan secara 
sengaja bukan karena tidak sengaja atau tidak mengetahui yang diminum 
atau dimakanya dapat memabukkan. Begitu juga pengucapan cerai dalam 
kondisi marah tetap terhitung jatuh talak walaupun mengklaim bahwa pada 
waktu mengucapkan talak ituia tidak menyadari atau tidak dapat menguasai 
emosi (ghadban).” 


2. Pertimbangan Hukum Ulama Banjar 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa cerai di luar pengadilan 
menurut mayoritas ulama Banjar sah asalkan memenuhi beberapa syarat 
yang disebutkan. Selain itu menurut Guru Zarkasyi cerai tersebut tetap 
dapat diakui karena dipastikan adanya saksi, setidaknya pengakuan salah 
seorang di antara kedua suami istri bahwa telah terjadinya perceraian di 
antara keduanya. " 

Menurut Guru Nursyahid yang ditambahkan pula oleh Guru Husin 
Naparin bahwa apabila cerai di luar pengadilan tidak dipandang jatuh, maka 
akan cenderung selalu diucapkan di dalam rumah tangga yang mestinya tidak 
terucap walaupun dalam suasana emosional yang tinggi. Hal ini adalah 
untuk menghindari timbulnya penyesalan bagi pasangan suami istri itu 
sendiri dan akan membawa dampak buruk bagi hubungan dalam rumah 


” Yjstazah Habibah Djunaidi, Wawancara. 

7 Lihat beberapa hal yang disebutkan di atas dan berkaitan pula dengan pendapat ulama 
Banjar dalam Al-Bayjuri, Hashiyat al-Bayjuri, Vol. HI, 153. Al-Malibari, Fath al-Mu In, 506-507. 
Al-Dimashgi, Kifayat al-Akhyar, 462 dan 482. Abu Zahrah, al-Ahwal al-Shakhsiyah (Kairo: Dar 
al-Fikr al-Arabi, t.th.), 288-289. 

2 Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara. 
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tangga yang akhirnya terjadi perzinahan dengan istri sendiri. Guru 
Nursyahid mengatakan “bila tidak jatuh, banyak orang mengucapkan talak 
itu, yang pasti pada waktu ada perselisihan, suami marah-marah, lalu 
terlontar kata talak, si istri karena emosi, menjawab ya. Bayangkan kalau 
talak itu diucapkan beberapa kali, lebih tiga kali misalnya. Jadi apa 
akhirnya, berzina terus”. ” 

Guru Supian juga berpendapat yang sama, bahkan menurutnya adanya 
dampak atau kesulitan lain di samping kemudaratan yang disebutkan. 
Kemudaratan tersebut menurutnya lamanya menunggu penetapan jatuhnya 
perceraian jika harus diproses di pengadilan. Selain itu, selama mengikuti 
proses persidangan sampai dibacanya penetapan perceraian, masa idah yang 
harus ditempuh bertambah lama, sementara secara agama perceraian telah 
terjadi ketika berada di luar pengadilan.'” 

Menurut ulama Banjar peran pengadilan agama adalah agar dapat 
melindungi hak-hak suami, istri dan anak-anak dari perkawinan tersebut. 
Hak-hak itu dapat ditentukan secara objektif karena ditetapkan melalui 
proses persidangan yang kedudukannya memiliki kekuatan hukum. Apabila 
di antara pasangan ini ada yang tidak menjalankan kewajibannya maka 
pihak yang dirugikan dapat menuntut kembali. 

Oleh karena itu menurut ulama Banjar, pengadilan agama sebenar- 
nya cukup memastikan apakah telah diucapkan atau tidak kata-kata talak 
tersebut. Berdasarkan hal tersebut pihak pengadilan pun memanggil 
masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari permasalahan yang 
dihadapi pasangan suami istri yang berperkara. Setelah proses tersebut 
dilakukan pengadilan agama dapat menetapkan atau memutuskan perkara 
itu sesuai dengan yang telah terjadi pada suami istri sebelum perkara ini 
masuk ke persidangan. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- 
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya pada 
pasal 49 bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara yang salah satunya adalah perkawinan. 
Namun demikian baik ketetapan atau keputusan akhir dari persidangan 
sepenuhnya berada pada kekuasaan pengadilan, bukan mengikuti ketetapan 


? Guru Nursyahid Ramli, Wawancara. 
10 Guru Supian Surie, Wawancara. 


127 


Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer 


telah terjadinya cerai di luar pengadilan sebagaimana yang dikemukakan 
ulama Banjar, termasuk juga hitungan talak yang dijatuhkan. 

Ketetapan atau keputusan akhir ini dapat juga dilihat pada pasal 39 
ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang per- 
kawinan yang intinya bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan 
sidang pengadilan sehingga ketetapan atau keputusannya pun berada di 
pengadilan."”' Begitu juga pada pasal 115 Instruksi Presiden RI Nomor 1 
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang lebih menegaskan bahwa 
perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama. 
Alasan-alasan perceraian pun sebagaimana diatur pada pasal 116, harus 
jelas dan dapat diterima serta sebagaimana diatur pada pasal 117, perceraian 
tersebut dapat ditandai dengan pembacaan ikrar talak di depan persidangan." 

Adapun pendapat Ustazah Habibah tampaknya sejalan dengan aturan 
yang disebutkan di atas. Kendatipun terlihat adanya dualisme pemikiran 
dari Ustazah Habibah tetapi jika dipahami kembali sebenarnya ia lebih meng- 
ikuti prosedur yang berlaku di pengadilan agama. Hal ini dapat diketahui 
melalui beberapa penjelasannya bahwa perceraian yang diproses di per- 
sidangan lebih membawa kepada kemaslahatan yaitu adanya kejelasan 
status seseorang baik sebagai duda atau pun janda. Ketetapan perceraian itu 
menjadi bukti bahwa ia pernah menikah dan sekarang sudah tidak terikat 
lagi, sehingga dapat menentukan nasib hidupnya ke depan. Sebaliknya, 
lanjut ulama perempuan Banjar ini apabila ketetapan perceraian diperoleh 
tidak secara resmi cenderung akan menimbulkan fitnah terhadap statusnya 
yang akan mempersulit dirinya sendiri di kemudian hari. Ia mengatakan 
sebagai berikut: 

...perceraian harus di depan pengadilan, banyak kemaslahatan- 

nya, artinya jelaskan, artinya ketika menikah lagi jelas, baik 

suami atau istri kan kalau mau menikah lagi, nah ini ada surat 

cerainya, jelas sudah... nah cerai dari mulut ke mulut saja, 

siapa yang mau menerima, pasti orang bertanya, mana 

buktinya, jangan-jangan status istri kamu masih, ...orang kan 

bertanya, eh jangan-jangan kamu suaminya si ... kalau ada 


11 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan, 125. 


102 Yhid., 189. 
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tanda bukti kan, memudahkan ia sendiri. Jadi banyak 


kemaslahatannya bila cerai lewat pengadilan. '" 


Oleh karena menurut Ustazah Habibah mengikuti aturan pemerintah 
sebagaimana pernah dijelaskannya pada akad nikah sebelumnya adalah lebih 
baik. Ia pun mengemukakan sebuah hadis “55 Ys »»539” bahwa janganlah 
membuat kemudaratan dan jangan pula dimudaratkan yang maksudnya 
pemerintah harus membuat aturan untuk kemaslahatan rakyat sebagaimana 
kaidah “Saladu lagi Ase)ll le plsYI pai, Aturan juga sekaligus 
menghindari kemudaratan dan media-media yang dapat menyampaikan 
kepada kemudaratan itu. '“ 

Selain dari Ustazah Habibah, ada pula ulama Banjar lainnya yaitu 
Guru Nursyahid yang terlihat merubah pendapatnya ketika di akhir proses 
penggalian data khususnya berkaitan dengan cerai di luar pengadilan. Pada 
waktu memberikan penjelasan tentang haramnya perempuan menikah sebelum 
berakhirnya masa idah, ia pun kembali menekankan tentang pentingnya 
pencatatan akad nikah sehingga dengan pencatatan tersebut dapat diketahui 
identitas calon mempelai khususnya pihak perempuan. Ia mengatakan “makanya 
disuruh pencatatan itu supaya dia menikah tidak di dalam masa idah. Jadi 
harus betul-betul diperiksa, bila benar-benar jelas, baru dinikahkan”. 105 

Pendapat ini secara otomatis juga mengakui bahwa pentingnya per- 
ceraian diproses di pengadilan, karena seorang janda tidak dapat dinikahkan 
secara resmi dan tercatat sebelum mengkonfirmasi bukti status seorang 
janda tersebut, apakah ia masih di dalam masa idah atau tidak atau bahkan 
masih menjadi istri orang lain. Selama janda ini tidak dapat memperlihatkan 
bukti-bukti yang disyaratkan, selama itu pula ia tidak dapat dinikahkan 
secara tercatat. Akhirnya untuk mengamankan diri mencari jalan lain yaitu 
melalui akad nikah tidak tercatat, sementara praktik semacam ini mengandung 
kemudaratan yang sangat besar sebagaimana pernah dijelaskan. Kendatipun 
di waktu mendatang dapat membuat permohonan sidang itsbat nikah, tetapi 
pada praktiknya tidak semudah itu pula pengadilan agama mengabulkan 
permohonan itu karena adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi. 

Berdasarkan uraian-uraian ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 
ulama Banjar mengakui adanya kemaslahatan jika perceraian dilakukan di 


18 Ystazah Habibah Djunaidi, Wawancara. 
0 Tbid. 
108 Guru Nursyahid Ramli, Wawancara. 
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persidangan. Namun apabila telah terjadi perceraian di luar pengadilan 
mesti dipandang jatuh dan pengadilan pun harus mengikuti ketetapan 
perceraian yang telah terjadi di luar pengadilan, baik dari jumlah terjadinya 
perceraian pada seseorang ataupun waktu terjadinya perceraian, sehingga 
penghitungan masa idah dapat dihitung sejak terjadinya perceraian tersebut. 
Berbeda dengan Ustazah Habibah dan termasuk pula Guru Nursyahid yang 
walaupun memandang sah perceraian di luar pengadilan tetapi lebih meng- 
anggap tepat jika perceraian itu dilakukan di pengadilan, karena ke- 
maslahatannya sangat banyak. Sikap dari kedua ulama ini menunjukkan 
bahwa mereka mengakui dan mengikuti proses yang dilakukan di 
pengadilan baik dalam menetapkan jumlah atau waktu perceraian. 


D. Hukum Idah 
1. Motif ( Tilah) Pemberlakuan Idah 

Idah menurut ulama Banjar adalah masa-masa tertentu dimana pada 
waktu itu suami masih memiliki hak dan kewajiban pada istri yang 
dicerainya, sehingga dengan hak dan kewajiban tersebut istri tidak dapat 
menikah dengan laki-laki lain. Pengertian yang dikemukakan ulama Banjar 
tidak berbeda dengan pendapat para ulama lainnya bahwa idah adalah masa 
tunggu atau masa menahan diri untuk tidak menikah pada masa itu baik 
sebagai wanita merdeka atau pun tidak." Jelasnya idah adalah masa 
penantian seorang perempuan yang menyertai hari-harinya tanpa adanya 
pernikahan.'" 

Adapun berkaitan dengan motif (Y/lah) adanya doktrin idah, ulama 
Banjar mengatakan di samping telah ditentukan al-Our'an secara langsung, 
juga untuk mengetahui kebersihan rahim dari janin bekas suami, mem- 
berikan kesempatan berpikir pada suami untuk kembali rujuk pada istrinya, 
sebagai bentuk bela sungkawa atas meninggalnya suami dan sebagai wujud 
ta'abbudiyah yang harus diterima secara apa adanya oleh perempuan. 
Pendapat ulama Banjar ini sama dengan pendapat para ulama selama ini 
bahwa adanya idah adalah:' 


106 A1-Dimyati, Hashiyat Ianat, Vol. IV, 37. 

107 AI-Jaziri, Kitab al-Figh “ala al-Madhahib, Vol. IV, 451. 

108 A1-Mafibari, Fath al-Mu Fn, 523. Al-Dimyati, Hashiyat Fanat, Vol. IV, 37-38. Al-Ansari, 
Fath al-Wahhab, Vol. II, 179. Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli, Kanz al-Raghibin 
(Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al- Tlmiyah, 2001), 472. Al-Nawawi, Kitab al-Majmu' Vol. XIX, 
391. Al-Jaziri, Kitab al-Figh “ala al-Madhahib, Vol. IV, 454. Sabig, Figh al-Sunnah, Vol. II, 341. 
Al-Zuhayli, al-Figh al-Islami, Vol. VII, 627. 
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a. Untuk mengetahui terbebas dan bersihnya rahim perempuan serta 
tidak terkumpulnya air mani dari dua orang laki-laki atau lebih pada 
satu rahim karena jika air mani bercampur, keturunan yang keluar 
pun akan bercampur (bara'at al-rahm), 

b. Sebagai media untuk merenung kembali agar suami rujuk kembali 
pada istrinya, 

Cc. Sebagai media untuk menunaikan hak suami yang telah meninggal 
dunia dengan cara menghormatinya melalui idah dan menunjukkan 
rasa duka cita atas kematiannya serta solidaritas terhadap keluarga 
suaminya ( tafajju'y, 

d. Istri dapat berhati-hati memilih suami yang baru sehingga tidak men- 
jadi kemudaratan bagi dirinya dalam menjalani hari-hari berikutnya, 

e. Sebagai bentuk ta abbudiyah yakni ibadah yang mesti diterima secara 
apa adanya dan dilaksanakan serta dijalani dengan yakin tanpa 
diiringi berbagai pertanyaan. 


Apabila ditelisik kembali tampaknya beberapa uraian di atas 
sebenarnya lebih tepat disebut hikmah'” idah dan hal ini pun diakui oleh 
beberapa ulama. Dikatakan sebagai hikmah karena semua uraian di atas 
dapat diperoleh dan dirasakan setelah idah tersebut dijalani. Masing-masing 
perempuan yang menjalani pun tampaknya mendapatkan manfaat yang 
berbeda sesuai dengan persepsi dan ketahanan psikologis masing-masing. 
Oleh karena itu, hikmah hukum tidak dapat dijadikan ukuran untuk menen- 
tukan hukum idah yang justru apabila dipaksakan menjadi “/lah (motif atau 
alasan) adanya hukum idah, menyebabkan inkonsistensi dengan teori “llah 
sendiri. Dampak lainnya doktrin idah tidak dapat bertahan, sebab dipastikan 
adanya gugatan yang menyatakan doktrin idah tidak relevan untuk meng- 
hadapi kemajuan zaman. Saat ini teknologi kedokteran mampu mengetahui 


1 Perbedaan antara “Yilah dan hikmah sebenarnya telah disinggung ketika membahas 


pengertian magasid al-shari'ah. Hikmah hukum berhubungan dengan al-gayah al-ba'idah al- 
magsudah yakni tujuan terdalam yang ingin dicapai. Tujuan tersebut adalah untuk mencapai 
kemaslahatan dan menghindari kemudaratan untuk umat manusia. Permasalahannya masing- 
masing orang dapat berbeda memandang kemaslahatan dan kemudaratan , sehingga kedudukan 
hikmah hukum bukan sebagai penentu ada atau tidak adanya hukum karena hikmah merupakan 
persoalan yang masih samar, sulit diukur dan ditangkap panca indera bahkan masing-masing 
individu dapat berbeda memandang suatu hikmah. Lihat kembali Al-Zuhayli, Usu/ al-Figh, Juz Il, 
651. Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan, 84. Namun demikian bagi suatu hukum 
yang tidak ditemukan “i//ahnya setelah melakukan pengkajian, sementara adanya kemaslahatan 
yang sangat kuat untuk dilaksanakan atau ditinggalkan, maka suatu hukum dapat ditetapkan 
berdasarkan kemaslahatan itu, walaupun ia adalah sebagai hikmah. 
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ada atau tidak adanya janin dalam kandungan, bahkan melalui tes urine pun 
beberapa detik berikutnya hasil pemeriksaan ini dapat diketahui. 

Ulama Banjar sendiri memberikan jawaban bahwa teknologi dan 
agama terkadang tidak sejalan dan apabila Allah menghendaki, bisa saja 
rahim tersebut tidak terdeteksi walaupun di dalamnya terdapat janin. Di 
samping itu menurut ulama Banjar idah adalah ta abbudiyah yang mesti 
diterima oleh perempuan sebagai ftak/if Jawaban ini tampaknya masih 
meninggalkan celah yang perlu didiskusikan lebih lanjut, sementara 
mengetahui “//ah (motif, alasan atau motivasi) hukum idah adalah sangat 
penting agar doktrin ini selalu dapat berdialog dengan kemajuan dan 
perubahan zaman. 

Berdasarkan kajian melalui a/-sibr wa al-tagsim""” tampaknya dapat 
ditentukan bahwa 9//ah ayat-ayat idah adalah akad nikah dan etika terhadap 
pasangan. Maksudnya sesuatu yang menjadi faktor atau “i/lah ayat-ayat 
idah adalah pernah adanya akad nikah di antara keduanya dan etika 
terhadap pasangan baik terhadap suami maupun istri. “Alah hukum yang 
ditawarkan di atas khususnya etika terhadap pasangan terinspirasi dari 
pemikiran Abdul Mogsit Ghazali yang menyatakan hukum idah mestinya 
berlandaskan etik-moral."' Kendatipun ia tidak menegaskan apakah etik- 
moral itu adalah sebagai “i//ah idah, tetapi pemikiran tersebut sangat 
menarik untuk dikaji kembali. 

Pernah adanya akad nikah dan etika terhadap pasangan sepertinya 
relevan dijadikan sebagai “Y//ah ayat-ayat idah. Hal ini disebabkan bahwa 
pada waktu sebelumnya suami istri ini memulai kehidupan dengan akad 
nikah yang suci dan kemudian menjalani kehidupan ini secara bersama- 
sama, bahkan menghabiskan waktu sampai bertahun-tahun baik dalam suka 
maupun dalam duka, sehingga dapat dipastikan memiliki kenangan yang 
tidak dapat digambarkan oleh orang lain. Selama berumah tangga keduanya 
hidup dalam satu irama, tawa dan canda, sehingga jika rumah tangga 
keduanya tidak dapat dipertahankan lagi yang berakhir pada perceraian, hal 


MO Jika “illah tidak ditentukan nash dan jjm4“ maka “llah digali melalui al-sibr wa al-tagsim. 


Al-Sibr adalah penelitian dan pengujian terhadap beberapa sifat yang terdapat dalam suatu 

hukum, apakah sifat tersebut layak untuk dijadikan “//ah atau tidak. Kemudian diambil salah satu 

sifat yang paling tepat dijadikan “Y//ah dan sifat-sifat lainnya ditinggalkan. Adapun al-tagsim 

kelanjutan dari a/-sibr yakni membatasi “/lah pada satu sifat dari beberapa sifat yang dikandung 

suatu nas. Lihat Zaydan, a/-Wajiz fi Usul, 214. Muhammad ibn Husayn ibn Hasan al-Jayzani, 

Ma'alim Usul al-Figh “inda Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah (Riyad: Dar Ibn al-Juwayzi, 1996), 209. 
1 Aranni (ed), Tubuh, Seksualitas, 159. 
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itu merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan sehingga tidak etis atau 
tidak sopan apabila perceraian membuat hilangnya bekas-bekas kenangan 
ketika berumah tangga. Oleh karena itu agar bekas-bekas tersebut tidak 
hilang berlalu, disitulah diperlukan adanya idah. 

Dengan “/lah hukum berupa pernah adanya akad nikah dan etika ini, 
hikmahnya suami istri yang bercerai hidup dapat memikirkan kembali masa 
depan kehidupan rumah tangga dan anak-anaknya, sehingga dari hal ini 
keduanya dapat rujuk sebagai suami istri kembali. Begitu juga istri yang 
ditinggal mati suaminya dapat menunjukkan rasa solidaritas dan berkabung 
(tafajju") atas meninggalnya suami tercinta yang melindunginya selama ini. 
Agar masa berkabung ini dapat dilakukan dengan baik, Islam pun mene- 
tapkan hukum ihdad bagi istri secara wajar. Selanjutnya istri yang dicerai 
ketika hamil, hikmahnya adalah untuk menghormati buah yang ditanam 
oleh suami terdahulu. 

Berdasarkan hal di atas, tampaknya “G/lah ayat-ayat idah berupa akad 
nikah dan etika merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap rumah 
tangga muslim yang bercerai. “Y//ah ini patut dipertahankan agar tidak 
terjadinya pemahaman yang spekulatif terhadap doktrin idah khususnya 
dikaitkan dengan kemajuan teknologi. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa “/lah idah adalah karena pernah adanya akad nikah dan etika 
terhadap pasangan. 


2. Penetapan Awal Masa Idah 

Sebagian besar ulama Banjar yang menyatakan perceraian terjadi dan 
sah walaupun di luar pengadilan, dipastikan menghitung awal masa idah 
sejak terjadinya perceraian tersebut. Namun ketika dibawa ke pengadilan 
biasanya putusan atau penetapan pengadilan Agama berbeda dengan peng- 
hitungan awal masa idah yang telah terjadi di luar pengadilan. Perbedaan 
itu pun juga terjadi pada hitungan jumlah talak sebagaimana pengalaman 
salah seorang ulama Banjar yaitu Guru Supian yang pernah diminta untuk 
menetapkan perceraian yang terjadi di antara pasangan suami istri. Ulama 
ini menetapkan telah terjadi talak tiga di antara keduanya dan suami istri 
ini pun tegas ulama ini mengakui terjadinya talak tiga itu di antara 
keduanya, tetapi setelah dibawa ke pengadilan hanya dijatuhkan talak satu. 

Khususnya berkaitan dengan penetapan awal idah, sebagian besar 
ulama Banjar yang tetap pada pandangannya semula tidak mengikuti ketetapan 
pengadilan. Namun pandangan ulama ini pun akhirnya tidak dapat di- 
gunakan. Hal ini karena jika seorang janda itu ingin menikah kembali, 
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walaupun secara hukum Islam di luar pengadilan ia telah menghabiskan 
masa idah, tetapi secara tertulis dari penetapan pengadilan agama ia masih 
dalam masa idah, maka tetap saja ia tidak dapat menikah secara resmi di 
hadapan Pegawai Pencatat Akad Nikah (PPN) karena dipastikan pihak PPN 
akan memilih bukti tertulis dari pengadilan agama. 


3. Perempuan Menikah sebelum Berakhir masa Idah 

Ulama Banjar menyepakati bahwa istri yang bercerai dengan suaminya 
wajib menempuh masa idah. Kewajiban ini telah ditentukan secara jelas di 
dalam al-Our'an sehingga mutlak diterima dan dijalani dengan rela sebagai 
salah satu bentuk ta abbudiyah kaum perempuan terhadap ketentuan Allah. 

Berdasarkan tegasnya ketentuan idah ini, ulama Banjar pun mengatakan 
apapun alasan yang dikemukakan khususnya berkaitan dengan kemajuan 
teknologi kedokteran yang dapat mendeteksi rahim, perempuan yang menikah 
dengan laki-laki sebelum berakhirnya masa idah hukumnya haram." Akad 
nikah yang diselenggarakan tidak sah, sehingga wajib dibatalkan serta 
diwajibkan menghabiskan sisa masa idah yang masih ada. Apabila pasangan 
ini berkumpul dan melakukan hubungan sebagai suami istri maka menurut 
ulama Banjar hukumnya zina. Guru Zuhdi mengatakan: 


Perempuan yang kawin sebelum habis masa iddah, tidak sah, 
haram dan zina bila ia berhubungan badan. Allah berfirman pada 
ayat 235 dari surat al-Bagarah “Asi JSI dls (ia CSI Sate | ya PN 
jadi tidak boleh perempuan tu dinikahi sebelum habis masa 
iddahnya... selain itu, iddah ni kan ta“abbudiyah maka mau 
tidak mau harus diterima untuk melaksanakannya, ini takdir 
untuk kaum perempuan, karena semata-mata pengabdian 


dengan aturan, dengan Allah dan Rasul-Nya. '" 


Di samping itu hal yang paling krusial menurut ulama Banjar bahwa 
perempuan yang dicerai dan masih dalam masa idah statusnya masih istri 
dari suami yang menceraikannya. Oleh karena itu perempuan yang masih 
dalam masa idah diharamkan baik menerima lamaran, terlebih lagi meng- 
adakan akad nikah dengan laki-laki lain. Pendapat ini sejalan dengan pendapat 
beberapa ulama bahwa tidak hanya menikah sebelum berakhirnya masa idah 
yang diharamkan, meminang perempuan yang masih dalam masa idah pun 
sudah diharamkan. Pinangan yang dikemukakan secara terang-terangan 


M2 Lihat kembali bahasan sebelumnya tentang penetapan awal masa idah. 


13 Guru Ahmad Zuhdiannor, Wawancara. 
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(tasrih) atau pun sindiran (taid) diharamkan pada perempuan idah talak 
raj'i, sementara talak yang bukan raj 7 hanya dibolehkan meminang secara 
sindiran." Jika terjadi akad nikah pada masa ini, akadnya pun batal 
berdasarkan al-ijma 

Guru Nursyahid menekankan bahwa akad nikah yang dilaksanakan di 
masa idah adalah kesalahan yang sangat fatal dan hal ini merupakan 
tanggung jawab bersama, terutama diri yang bersangkutan dan wali nikahnya 
beserta orang yang ikut menikahkan. Ia mengatakan “...ini kesalahan yang 
sangat mendasar sekali. Yang menikahkan itu kan walinya kan, kenapa 
walinya ini tidak teliti dengan anak seperti itu, itu tidak boleh, terus yang 
menikahkan juga, bagaimana sampai menikahkan ini. "'S 

Begitu seriusnya persoalan ini, Guru Nursyahid pun akhirnya 
membenarkan dan mengakui kembali pentingnya pencatatan akad nikah. Ia 
mengatakan “makanya disuruh pencatatan itu supaya dia menikah tidak di 
dalam masa idah. Jadi harus betul-betul diperiksa, bila benar-benar jelas, 
baru dinikahkan”. '' 

Berkaitan dengan kemampuan teknologi yang dapat mendeteksi keadaan 
rahim apakah terdapat embrio di dalamnya, ulama Banjar mengatakan 
bahwa teknologi dan agama terkadang tidak sejalan dan apabila Allah meng- 
hendaki, bisa saja rahim tersebut tidak terdeteksi walaupun di dalamnya 
terdapat janin. Oleh karena itu menurut ulama Banjar kewajiban yang diatur 
agama tetap wajib dilaksanakan karena walaupun terlihat adanya perten- 
tangan antara teknologi dan agama, tetapi hal tersebut merupakan ketidak- 
mampuan teknologi memahaminya. Salah seorang ulama Banjar yaitu Guru 
Danau mengatakan “... seandainya Allah ta'ala menghendaki maulah tianan 
tu (ada janin di dalam rahim), teknologi tidak dapat berbuat apa-apa kan, 
jadi hukum Allah itu yang dipakai, hukum iddah itu yang dipakai, apabila 
sudah tiga kali bersih, tiga kali haid, empat bulan sepuluh hari, atau tiga 


bulan, atau sampai melahirkan, ...iya sudah”. 


14 Al-Mafibari, Fath al-Mu Tn, 449. Al-Ansari, Fath al-Wahhab, Vol. Il, 56-57. Muhammad 
ibn Ahmad al-Sharbini al-Gahiri al-Sharbini, a/-Bujayrimi “ala al-Khatib wahua Hashiyat al- 
Shaykh Sulayman ibn Muhammad ibn “Umar al-Bujayrimi al-Shafi'f, Vol. IV (Beirut: Lebanon: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 146. 

HS Al-Maraghi, Tafir al-Maraghi, Vol. Il, 195. Al-9urtubi, a/-Jami" a-Ahkam, Vol. IV, 151. 
Al-Tabarri, Tafgir al-Tabarri, Vol. V, 115. 

H6 Guru Nursyahid Ramli, Wawancara. 

17 Tbid. 

M8 Guru Danau, Wawancara. 
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Guru Zarkasyi dalam ungkapan lain juga mengatakan bahwa teknologi 
tidak dapat memberikan kebenaran pasti. Ia membuat analogi, untuk men- 
sterilkan sesuatu dari jilatan anjing, bisa saja dengan menggunakan detergen 
tetapi setelah diteliti masih meninggalkan kuman yang berbeda hasilnya 
jika dibersihkan dengan tanah. Oleh karena itu mengikuti yang dituntun 
agama adalah yang paling aman. ''” 

Apabila persoalan di atas dilihat kembali sebenarnya pokok masalahnya 
bukan berada pada sejalan atau tidaknya agama dengan teknologi, tetapi 
terletak pada persoalan motif adanya doktrin idah. Apabila masih men- 
jadikan beberapa hikmah idah yang disebutkan sebelumnya khususnya pada 
bagian bara'at al-rahm sebagai “lah idah yang diyakini selama ini maka 
siapa pun tidak dapat menyalahkan adanya orang lain yang beranggapan 
bahwa perempuan yang belum habis masa idahnya boleh menikah. Alasannya 
karena keadaan rahim dapat dideteksi melalui teknologi. Kendatipun para 
ulama berupaya menambahkan alasan yang lain bahwa doktrin idah juga 
sebagai bentuk taklif yang diterima secara ta'abbudiyah, tetapi nalar 
manusia dipastikan masih liar untuk mempertanyakan persoalan ini. 
Akhirnya doktrin idah yang mestinya dijalani dengan sempurna dianggap 
tidak relevan lagi. 

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan tersebut, mestinya 
berpegang kepada “9/lah ayat-ayat idah yang ditawarkan sebelumnya. “Yilah 
inilah yang menentukan ada atau tidak adanya hukum, sebagaimana kaidah 
“Lady liga dita ma Y dil xa y0 ASall ” 10 yaitu bahwa hukum itu 
tergantung dengan ada atau tidak adanya “//ah, bukan tergantung dengan 
hikmah hukum. 

Dengan /lah idah berupa pernah adanya akad nikah dan etika pada 
pasangan, menjadikan idah wajib dilaksanakan, walaupun keadaan rahim 
dapat dideteksi tetapi tidak dapat membuat kewajiban idah menjadi hilang. 
Di samping itu kembali pada pendapat ulama terdahulu, bahwa yang 
dilarang tidak hanya menikah, tetapi dilarang pula bagi laki-laki meminang 
perempuan yang masih dalam masa idah dan sebaliknya perempuan pun 
dilarang juga menerima pinangan laki-laki lain. Hal ini karena di samping 
perempuan tersebut masih beridah juga masih berstatus sebagai istri dari 
suami yang menceraikannya.'”' Pendapat ini menjadi isyarat bahwa peng- 


19 Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara. 
120 A-Zuhayli, Usil al-Figh , Vol. 1, 651. 
121 Al-Dimashgi, Kifayat al-Akhyar, 428. 
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haraman menikahi perempuan dalam masa idah tidak berkaitan dengan 
hikmah-hikmah idah, melainkan menghormati akad nikah yang telah di- 
ucapkan dan termasuk pula etika pada pasangan. Pentingnya penghormatan 
akad nikah dan etika pada pasangan, Islam pun membatasi secara wajar 
aktivitas perempuan di luar rumah selama masa idah dan bahkan harus 
diketahui pula oleh suami yang menceraikannya. 

Perempuan yang dicerai masih berstatus sebagai istri, dapat dihubungkan 
dengan al-Our'an, 4: 24 yang tertulis “...iSilasi CXlala Y) susila Cilikomdl 3” 
yang artinya “dan (diharamkan kamu juga mengawini) wanita yang 
bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...” Lafal “Slksad” di 
samping bermakna “dx jis 8lyel Gl aIS)YI Ol,$” yaitu sebagai perempuan 
yang bersuami, arti asalnya adalah “4!” yaitu larangan, sehingga dari 
makna ini dapat dipahami bahwa laki-laki dilarang menikahi perempuan 
yang bersuami. Namun ketika idah yang dijalaninya berakhir mereka pun 
dihalalkan untuk menerima pinangan. '” 

Khitab ayat di atas sebenarnya ditujukan pada laki-laki agar tidak 
melamar terlebih menikahi perempuan yang masih dalam masa idah, tetapi 
pihak perempuan diwajibkan secara konsisten menjalani masa idah dan 
berkata secara jujur sisa masa idah yang harus dilewatinya, sehingga ia pun 
dilarang menerima lamaran kecuali dalam perceraian bukan r73j47, itu pun 
hanya dibolehkan secara sindiran. Kejujuran ini dipastikan dapat didukung 
dengan baik jika perceraian yang dilakukan memiliki kekuatan hukum 
melalui saksi administratif yaitu salinan perceraian yang dikeluarkan 
pengadilan agama. 

Deskripsi ini dapat disimpulkan bahwa ulama Banjar menyatakan idah 
wajib dan mutlak dijalani perempuan sampai berakhirnya masa tersebut. 
Perempuan yang menikah di masa idah hukumnya haram karena idah juga 
merupakan ta abbudiyah. Akad nikah yang diselenggarakan tidak sah dan 
wajib dibatalkan serta diwajibkan juga menyelesaikan masa idah yang 
tersisa. Jika hidup berkumpul sebagai suami istri, hukumnya zina. Kajian ini 
juga menghasilkan bahwa dengan alasan apapun perempuan tidak dibolehkan 
menikah sebelum berakhirnya masa idah. Kendatipun teknologi mampu men- 
deteksi keadaan rahim, tetap saja diharamkan karena pada dasarnya adanya 
doktrin idah ( 7//ah) itu karena adanya akad nikah dan etika pada pasangan. 


12 AI-Ourtubi, alJami" al-Ahkam, Vol. VI, 198-199, 201. Al-Maraghi, Ta8ir al-Maraghi, 
Vol. V, 5. 
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4. Mungkinkah Laki-laki Memiliki Masa Idah 

Ulama Banjar menyepakati bahwa laki-laki (suami) tidak memiliki 
masa idah sebagaimana yang diwajibkan kepada perempuan (istri). Laki-laki 
dapat menikah kembali dengan segera baik setelah perceraian atau setelah 
wafatnya istri tanpa menunggu sebagaimana perempuan. Guru Zarkasyi 
menegaskan bahwa pernyataan yang mengatakan adanya idah bagi suami 
adalah pernyataan yang tidak berdasar. Hal ini karena tidak ditemukan 
adanya dalil baik dari al-Gur'an, hadis atau pun pendapat ulama yang 
menyatakan adanya kewajiban bagi laki-laki untuk beridah. " 

Dalam al-Gur'an dan hadis Nabi bahkan dalam pendapat ulama 
sekalipun memang tidak ditemukan adanya bahasan yang membicarakan 
idah laki-laki, terlebih lagi mewajibkannya. Kendatipun misalnya ada yang 
menafsirkan atau mengarahkan pemikirannya ke arah itu, juga tidak mungkin 
terjadi karena kondisi pada masa itu superioritas laki-laki ditempatkan lebih 
dominan daripada perempuan bahkan menjadi simbol keperkasaan bangsa 
Arab waktu itu. Terlebih lagi pada waktu itu juga kekerasan dan peperangan 
menjadi bagian dari hidup bangsa Arab, sehingga sangat mustahil bahkan 
sangat bertentangan jika adanya bahasan-bahasan yang mengarahkan ke 
arah idah laki-laki. 

Berkaitan dengan hal di atas menurut ulama Banjar seperti Guru 
Nursyahid, Guru Bakhiet dan Guru Zuhdi bahwa pada kondisi-kondisi 
tertentu ada larangan bagi laki-laki untuk menikah sebelum berakhirnya masa 
idah istri yang dicerai. Namun demikian mereka juga menegaskan bahwa 
kondisi itu bukan dan tidak dapat disebut sebagai idah suami. Larangan 
bagi suami menikah sebelum berakhir masa idah istri semata-mata karena 
berkaitan dengan hukum perkawinan selanjutnya. Misalnya seorang suami 
memiliki empat orang istri, salah satunya meninggal dunia atau dicerai 
maka suami tidak dibolehkan menikah dengan perempuan lain sebelum 
berakhirnya masa idah istri, baik karena ia wafat atau dalam idah cerai 
hidup. Larangan ini karena istri yang meninggal atau yang dicerai statusnya 
masih sebagai istri, sehingga jika suami langsung menikah berarti ia 
mengumpulkan istri lebih dari empat orang. 

Begitu juga misalnya seorang suami yang telah menceraikan istrinya 
dan berencana menikahi saudara istri atau bibi istri. Dalam hal ini suami 
tersebut tidak dibolehkan menikahi saudara istri atau bibi istri sebelum 


128 Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara. 
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berakhirnya masa idah istri yang dicerai, karena status perempuan yang 
dicerai itu juga masih sebagai istri. Larangan ini muncul karena jika suami 
tersebut langsung menikah dengan saudara istri atau bibi istri berarti sama 
artinya ia mengumpulkan orang yang sedarah sebagai istri yang dilarang 
dalam Islam.'? 

Namun ada satu hal yang menarik dari pemikiran di atas bahwa istri 
yang masih dalam masa idah baik karena dicerai atau karena wafat, 
berstatus masih sebagai istri. Point yang ditekankan di sini adalah status 
seorang perempuan tersebut masih sebagai istri. Status inilah yang perlu 
diperhatikan sehingga dapat menangkap pesan-pesan dibalik idah 
perempuan dan tidak adanya idah bagi laki-laki. 

Seorang ulama Banjar yaitu Guru Nursyahid pernah mengatakan 
apabila seorang suami yang ingin menikah kembali pasca perceraian, lebih 
etisnya meminta izin kepada istrinya yang dicerai dalam talak r4j7 itu, 
karena perempuan tersebut masih berstatus sebagai istrinya. Kendatipun 
ulama ini menyadari bahwa dalam referensi-referensi fikih tidak ditemukan 
adanya keharusan bagi suami untuk meminta izin kepada istri baik untuk 
melakukan poligami terlebih lagi menikah setelah terjadinya perceraian. '” 

Dengan mempertimbangkan perempuan yang dicerai dalam talak 
raj'I statusnya masih sebagai istri dan alangkah lebih baiknya minta izin 
pula pada istri yang masih dalam idah untuk menikah dengan perempuan 
lain, tampaknya yang lebih diperhatikan di sini adalah faktor etika. Pada 
bahasan sebelumnya etika dipandang layak menjadi salah satu “//ah hukum 
idah dan patut disadari bahwa sebuah hukum yang baik, tidak hanya mem- 
fokuskan pada sah tidaknya, wajib tidaknya, makruh tidaknya, haram halal 
atau boleh tidaknya melakukan suatu perbuatan, tetapi hukum yang baik 
adalah mengikutsertakan etika. Dengan mengikutkan etika, produk hukum 
yang ditetapkan pun diharapkan tidak terkesan normatif dan doktriner. 
Hukum yang mengikutsertakan etika dapat tumbuh subur dalam kehidupan 
masyarakat karena dapat diterapkan oleh masyarakat sesuai dengan kondisi, 


faktor kemanusiaan dan suasana psikologis masyarakat yang mengamalkannya.'? 


4 Ketentuan di atas dapat dilihat dalam Al-Dimyati, Hashiyat I'anat, Vol. IV, 37. Al- 


Sharbini, a/-Bujayrimi “ala al-Khatib, Vol. IV, 177-178. 

' Guru Nursyahid Ramli, Wawancara. 

126 Abdul Helim, “Membaca Kembali “//ah Doktrin Idah dalam Perspektif Ushil al-Figh”, 
Karsa: Jumal Sosial & Budaya Keislaman-Islam, Budaya & Hukum, Vol. 20, No. 2 (Desember 
2012), 288. 
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Laki-laki secara tekstual diakui tidak memiliki masa idah, tetapi 
dengan “i/lah ayat-ayat idah berupa pernah adanya akad nikah dan etika 
terhadap pasangan, apakah dipandang etis juga jika seorang suami yang 
baru ditinggal wafat istrinya kemarin, pada hari ini langsung mengadakan 
akad nikah dengan perempuan lain. Padahal jika suami itu mau menahan diri 
—walaupun tidak disebut idah- dipastikan akan menimbulkan kemaslahatan dan 
kebaikan, baik pada suami atau pun kehormatan pada istri yang meninggal 
dan keluarganya. 

Kendatipun hanya istri yang memiliki rahim sehingga hanya dia yang 
mengandung dan haid, sementara suami tidak memiliki beban sebagaimana 
yang dialami istri, tetapi hal ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan karena 
masalah rahim atau haid bukan menjadi “Y/lah idah, melainkan sebagai 
hikmah seperti yang pernah dibahas sebelumnya. Semua itu didasari dari 
pernah adanya akad nikah di antara suami istri tersebut sehingga timbulnya 
keharusan beretika pada pasangan khususnya pada istri yang dicerai. Oleh 
karena itu pada dasarnya suami pun tidak memiliki kebebasan tak terbatas 
untuk melakukan pernikahan setelah perceraian. 

Diakui, sebagaimana di akhir ayat al-Our'an, 2: 228 suami memiliki 
derajat yang lebih tinggi dari istri, tetapi terlihat tidak etis pula apabila 
langsung mengadakan pernikahan dengan perempuan lain. Suami mestinya 
dapat memikirkan kembali perjalanan hidupnya selama berumah tangga 
yang dari hubungan ini dilahirkan anak-anak, sehingga dipastikan ayah 
(suami) tidak dapat meninggalkan anak dan istrinya tanpa berkesan. 

Jika membaca kembali sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW 
tercatat pada bulan Ramadhan tahun kesepuluh Siti Khadijah ra meninggal 
dunia. Nabi Muhammad bersedih dan menampakkan bela sungkawa 
(tafajju) atas meninggalnya istri yang mendampingi perjuangannya selama 
ini. Selama beberapa bulan setelah meninggalnya Siti Khadijah'” atau ada 
pula yang mengatakan selama satu bulan sepeninggal Siti Khadijah, Nabi 
Muhammad menahan diri untuk tidak menikah dan baru pada bulan 
berikutnya yaitu bulan Syawal, Nabi Muhammad menikahi Sawdah binti 
Zam'ah.”$ Dalam catatan lain awalnya pada bulan Syawal Nabi menikahi 


127 Syed Ameer Ali, Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup 
Nabi Muhammad SAW, terj. H.B. Jassin (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 389. 

128 Lihat sejarahnya dalam Mahdi, al-Sirah al-Nabawiyah ff Dau? al-Masadir al-Asliyah 
(Mekkah: Jamiah al-Mulk al-Sa“udiyah, 1996), 224-226. Muhammad al-Khudari, Nur al- Yagin fi 
Sirah Sayyid al-Mursalin (Dar al-Fikr: t.tp, t.th.), 63-64. 
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“A'ishah ra, tetapi karena “A'ishah pada waktu itu masih berusia sekitar 
enam atau tujuh tahun, Nabi pun tidak langsung berkumpul. Namun pada 
bulan itu pula Nabi menikahi seorang janda yang bernama Sawdah binti 
Zam'ah dan langsung berkumpul. '” 

Sejarah di atas dapat dibaca sepertinya ada dorongan yang lahir dari 
diri Nabi Muhammad untuk menahan diri agar tidak menikah dengan 
segera, walaupun pada masa itu seorang laki-laki dengan mudahnya menikah 
kembali dengan perempuan yang lain. Jika dipahami tampaknya dorongan 
tersebut adalah karena pernah adanya akad nikah pada keduanya dan faktor 
etika pada istrinya, sehingga selama satu bulan bahkan pendapat lain 
beberapa bulan Nabi Muhammad menahan diri untuk tidak langsung 
melamar perempuan lain." 

Hal ini menunjukkan bahwa Nabi melakukan yang seharusnya dilakukan 
pula oleh masyarakat Islam sekarang khususnya para suami. Kendatipun 
tidak mesti menyesuaikan dengan masa yang wajib ditempuh istri, tetapi 
setidaknya ada upaya untuk menunjukkan penghormatan tersebut, pun tidak 
ada larangan pula jika mengikuti masa yang ditempuh istri. 

Guru Zarkasyi mengatakan bahwa saat ini gerakan gender semakin 
menunjukkan identitasnya, tetapi lanjut ulama ini tidak semua hal dapat 
disamakan dan tidak bisa dibayangkan apabila perempuan disamakan dengan 
laki-laki.8! Guru Supian juga sama bahwa jika laki-laki beridah sementara 
ia tidak mengandung berarti sama artinya menyamakan perempuan dengan 
laki-laki. Menyamakan perempuan dengan laki-laki menurut ulama ini 
menunjukkan bahwa perempuan pun berhak bersuami empat orang dan hal 
ini sangat bertentangan dengan agama. '” 

Jika pendapat ulama ini dihadapkan dengan tawaran sebelumnya, 
yaitu sebaiknya suami menahan diri untuk tidak langsung menikah dengan 
perempuan lain setelah talak raj 7, sebenarnya tidak bermaksud menyama- 
kan laki-laki dengan perempuan atau menyamakan perempuan dengan laki- 
laki. Adanya tawaran itu semata-mata karena didasari oleh 9//ah idah dan 
kemudian ditambah dengan faktor etika yang dikemukakan Guru Nursyahid 
serta hasil pembacaan dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. 
Kendatipun suami menahan diri tidak menikah menyesuaikan dengan masa 


129 Tarhuni, Sahih al-Sirah al-Nabawiyah, Vol. 1, 233. 
130 Helim, “Membaca Kembali “Yilah, 292. 

31 Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara. 

12 Guru Supian Surie, Wawancara. 


141 


Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer 


idah istri, tetap bukan berarti harus berbalas bahwa istri juga dibolehkan 
bersuami empat orang, karena kedua persoalan ini tidak memiliki hubungan 
dan mempunyai kedudukan hukum tersendiri. 

Deskripsi ini dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Banjar laki- 
laki tidak memiliki masa idah, sehingga dapat langsung menikah dengan 
perempuan lain, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun di antara 
ulama Banjar lainnya berpandangan bahwa lebih etis suami meminta izin 
terlebih dahulu kepada istrinya yang baru dicerai dalam talak raj 7jika ingin 
menikahi perempuan lain, karena selama masa idah perempuan tersebut 
masih berstatus sebagai istrinya. Pemikiran ulama Banjar ini erat 
hubungannya dengan “9/lah idah yang pernah dikemukakan dan ditambah 
pula dengan kajian pembacaan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, 
maka tidak hanya meminta izin kepada istri yang dilakukan tetapi 
seyogyanya juga menahan diri untuk tidak langsung menikah. 
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BAB 5 
Metode Hukum Ulama Banjar 


dalam Menanggapi Persoalan-Persoalan 


Perkawinan Islam di Kalimantan Selatan 


Apabila melihat kembali bahasan sebelumnya, terlihat adanya per- 
bedaan pendapat ulama Banjar dan sebagian besar di antaranya cenderung 
dinamis dalam menjelaskan beberapa persoalan perkawinan Islam. Hal ini 
terjadi karena di samping perspektif masing-masing ulama berbeda juga 
dipengaruhi oleh penggunaan metode penetapan hukum yang bervariasi. 

Metode penetapan hukum yang dimaksudkan di sini adalah cara yang 
digunakan ulama Banjar dalam menjawab atau menjelaskan status hukum 
suatu persoalan khususnya berkaitan dengan perkawinan Islam. Bahasa lain 
dari metode penetapan hukum ini adalah usu! al-figh yaitu ilmu yang telah 
ada sejak abad ke-2 H silam. Kritik, perbedaan pendapat atau pengembangan 
metode merupakan suatu keharusan di dalam ilmu ini, tetapi di dalam 
perkembangannya sampai sekarang ia tetap eksis sehingga kredibilitas usu/ 
al-figh sebagai “pabrik” hukum Islam tidak diragukan lagi. Dalam men- 
jawab persoalan hukum Islam, usu! al-figh memiliki rumusan dan teori ter- 
sendiri yang telah ditetapkan para ulama, tetapi di dalam tulisan ini apapun 
metode yang digunakan ulama Banjar dalam menjawab persoalan per- 
kawinan Islam, tetap dikemukakan semaksimal mungkin walaupun hanya 
identik atau tidak secara langsung berhubungan dengan teori usul al-figh. 

Metode penetapan hukum yang digunakan ulama Banjar dalam men- 
jelaskan beberapa persoalan perkawinan Islam adalah adanya kecende- 
rungan menjadikan fatwa ulama di berbagai kitab sebagai pedoman dan 
referensi utama, adanya diferensiasi sejumlah ulama Banjar terhadap urusan 
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hukum Islam dengan hukum negara, mencari persamaan hukum (analogi), 
mencari yang terbaik untuk melihat kemaslahatan dan kemudaratan, konek- 
tivitas tematik, melihat dari media terbentuknya hukum dan menyertakan 
pertimbangan etika. Beberapa metode penetapan hukum tersebut dijelaskan 
sebagai berikut: 


A. Menjadikan Fatwa Ulama sebagai Referensi 

Dalam menjelaskan atau menjawab persoalan-persoalan perkawinan 
Islam, ulama Banjar selalu berangkat dari pendapat-pendapat para ulama 
terdahulu yang dikutip dari pendapat para ulama penulis kitab fikih. Setelah 
itu baru mereka menjelaskan dalil-dalil hukum baik dari al-Gur'an atau pun 
hadis yang digunakan pula dalam beberapa kitab fikih tersebut. 

Kitab-kitab yang pernah disebutkan ulama Banjar di antaranya yang 
sempat terekam adalah Hashiyat al-Bayjuri, Fath al-Mu in, Hashiyat F'anat 
al-Talibin, Kifayat al-Akhyar, Fath al-Wahhab, Tuhfat al-Muhtaj, Minhaj 
al-Talibin, Majmu' al-Nawawi, Bidayat al-Mujtahid, Kitab al-Figh “ala al- 
Madhahib al-Arba'ah, Figh al-Sunnah dan al-Figh al-Islami wa Adillatuh. 
Sebagian besar dari kitab-kitab yang digunakan ulama Banjar adalah 
referensi-referensi yang beredar dalam lingkar mazhab al-Shafi'i, di samping 
ada juga referensi yang bersifat perbandingan. Ulama Banjar mempersilahkan 
untuk mengecek kembali pendapat-pendapat yang disampaikan karena 
kitab-kitab tersebut menurut mereka sudah populer di kalangan pesantren 
dan masyarakat Banjar. 

Hal yang menjadi perhatian di dalam bahasan ini adalah bahwa 
walaupun ulama Banjar sama-sama berangkat dari pemikiran para ulama di 
berbagai kitab fikih, tetapi tidak semua berpikiran sama. Hal ini karena tidak 
semua ulama Banjar yang terhenti dan hanya berpijak pada pendapat ulama 
di berbagai kitab fikih, tetapi ada sebagian besar ulama Banjar lainnya yang 
meneruskan penjelasannya dengan penalaran dan menggunakan metode- 
metode tertentu. Di antara ulama Banjar yang menggunakan metode tersebut 
ada yang menerapkan metode usul al-figh secara langsung, ada pula secara 
tidak langsung tetapi identik dengan usu! al-figh. Ulama Banjar yang meng- 
gunakan metode-metode tertentu ini akan diuraikan pada sub-sub bahasan 
tersendiri. 

Khususnya ulama Banjar yang terhenti dan hanya berpijak pada 
pendapat ulama di berbagai kitab fikih, terkesan menjadikan pendapat- 
pendapat tersebut sebagai pedoman dan referensi utama yang mutlak 
diterima. Salah satu contoh ketika penulis bertanya kepada ulama Banjar 
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tentang pencatatan akad nikah. Di antara redaksi bahasa yang digunakan 
ulama Banjar untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah bahwa ulama 
terdahulu telah menyepakati akad nikah yang dilaksanakan asalkan syarat 
dan rukun-rukun yang ditentukan dapat dipenuhi maka hukumnya sah, 
walaupun tidak tercatat. 

Ulama Banjar dalam kategori di atas, terlihat selalu menggunakan 
gaya merujuk pada pendapat ulama terdahulu dalam setiap penjelasannya 
pada persoalan-persoalan perkawinan Islam, termasuk persoalan perkawinan 
yang ada di zaman sekarang. Padahal sebagaimana yang dikatakan sebelumnya 
bahwa hukum perkawinan Islam termasuk dalam ranah hukum muamalah. 
Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan 
manusia lainnya sehingga aturan-aturan di dalamnya sangat mungkin 
mengalami perubahan, pergantian, pengurangan atau pun penambahan. 

Jika hukum perkawinan ini ada yang dibangun dari al-Gur'an dan 
hadis, maka yang mengalami perubahan adalah rumusan-rumusan dalam 
hukum perkawinan itu, bukan merubah teks-teks al-Gur'an dan hadis. 
Pemikiran atau interpretasi manusia terhadap ajaran yang terkandung dalam 
kedua sumber hukum itulah yang mengalami perubahan dan penerapannya 
disesuaikan dengan setiap kondisi kehidupan.' Hal ini perlu dilakukan 
karena perubahan berjalan secara terus menerus sepanjang zaman, sehingga 
dibutuhkan pola pikir yang kontekstual agar hukum perkawinan Islam selalu 
relevan dan aktual serta dapat memberikan solusi kemaslahatan kepada 
masyarakat secara menyeluruh. 

Namun tidak demikian yang terjadi dengan sebagian ulama Banjar 
yang tampaknya menjadikan pendapat para ulama terdahulu seperti hal 
yang final. Dalam bahasa lain sebagian ulama Banjar ini sepertinya men- 
jadikan pendapat-pendapat ulama terdahulu sebagai sumber kendatipun 
kedudukannya tidak dimaksudkan sama dengan al-Our'an dan hadis. Salah 
satu contohnya adalah berkaitan dengan pertanyaan penulis apakah mungkin 
pencatatan akad nikah dapat menjadi syarat atau rukun sah akad nikah. 
Pertanyaan ini ditanggapi bahwa syarat atau rukun akad nikah tidak bisa 
bertambah dan pencatatan akad nikah tidak mungkin menjadi syarat atau 
rukun, karena tidak pernah difatwakan ulama terdahulu serta tidak terdapat 
dalam kitab-kitab fikih. 


! Lihat Azhar, Figh Kontemporer, 58-59. 
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Sebagian ulama Banjar ini mengatakan bahwa pencatatan akad nikah 
hanya aturan negara dan bukan diatur oleh agama, sehingga yang lebih 
utama untuk diikuti adalah aturan agama. Sikap seperti ini sangat menarik 
karena di sisi lain sebagian ulama ini juga mengakui besarnya manfaat pen- 
catatan akad nikah tersebut yang tidak hanya berguna untuk pasangan suami 
istri, tetapi berguna untuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan ini. 
Begitu juga mereka mengakui manfaat tersebut yang tidak hanya sangat 
diperlukan dalam administrasi sebagai warga negara, tetapi berguna pula 
untuk menunjang kepentingan agama. 

Sebagian ulama Banjar ini hampir dipastikan memahami juga 
sebagaimana ulama Banjar lainnya bahwa syarat atau rukun akad nikah, 
penerapan poligami atau hukum muamalah lainnya adalah murni sebagai 
fikih (hukum Islam) yang dilahirkan dari pemahaman para ulama (ijtihad) 
terhadap ketentuan yang terdapat pada al-Our'an dan hadis. Artinya fikih 
adalah hasil ijtihad ulama yang hidup pada masa tertentu dengan konteks 
sosial budaya tertentu pula, sehingga konteksnya pun sangat mungkin 
berbeda pada setiap masa. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kelahiran 
fikih selalu terikat dengan suatu kondisi, sehingga tidak dapat dianggap 
bahwa fikih sebagai sesuatu yang final dan selalu relevan dengan setiap 
masa serta tidak dapat ditambah atau dikurangi layaknya wahyu. 

Namun seperti itulah yang terjadi pada sebagian ulama Banjar yang 
terlihat begitu teguhnya berpegang pada pendapat ulama terdahulu. Padahal 
jika dilihat dari penguasaan mereka terhadap ilmu pengetahuan agama 
khususnya hukum Islam serta penguasaan masing-masing terhadap literatur- 
literatur Arab, sebenarnya mereka dapat menetapkan hukum suatu persoalan. 
Mereka memiliki kompetensi karena kualitas keilmuan yang dimiliki hampir 
tidak diragukan lagi. Namun kesempatan ini sepertinya sengaja tidak di- 
gunakan ulama Banjar dan lebih memilih diam atau menjawab dengan 
pendapat ulama yang terkadang tidak relevan dengan kondisi sekarang, 
bahkan bisa juga menyatakan tidak pernah difatwakan ulama terdahulu jika 
persoalan yang ditanyakan termasuk persoalan kontemporer. 

Di samping faktor kesengajaan, sikap yang diperlihatkan sebagian 
ulama Banjar ini sepertinya adanya keterikatan mereka terhadap pendapat - 
pendapat ulama itu. Jika bukan menjadikan pendapat-pendapat itu sebagai 
sumber, maka dalam bahasa usu! al-figh setidaknya ada dua kategori orang 
yang mengikuti pendapat ulama terdahulu, yaitu jika tidak a/-tag/id (taklid), 
berarti al-ittiba" Al-ittiba" diartikan mengikuti pendapat seorang atau beberapa 
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ulama pada suatu persoalan hukum dengan mengetahui dasar-dasar dan 
metode-metode yang digunakan ulama yang diikuti,? sementara al-taglid 
adalah kebalikan al-ittiba" yaitu mengikuti suatu pendapat tanpa mengetahui 
dasar, metode atau alasan adanya pendapat itu. Dalam hal ini ulama Banjar 
sangat dimungkinkan memposisikan diri sebagai muttabi' (pengikut yang 
paham dan bukan sebagai mugallid) kepada para ulama terdahulu yang walaupun 
sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk berijtihad, setidaknya 
mengambil bagian untuk ber-ijtihad dalam masalah-masalah tertentu yang 
sangat penting untuk dikaji baik secara takhrijf atau pun melalui tarjihi ' 


B. Membedakan Hukum Islam dengan Hukum Negara 

Di samping menjadikan pendapat para ulama terdahulu sebagai 
referensi bahkan sebagai pedoman yang harus diikuti, sebagian kecil dari 
ulama Banjar ada yang membedakan antara hukum yang ditetapkan oleh 
negara dengan hukum yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Oleh karena 
itu ketika menjawab suatu persoalan yang jawabannya telah ada tertulis dalam 
kitab-kitab fikih dan ada pula dalam aturan hukum positif Islam Indonesia 
(negara) yang tentunya sudah disertai dengan pengembangan, maka sebagian 
kecil ulama Banjar lebih cenderung memilih fatwa-fatwa yang tertulis 
dalam kitab tersebut, kendatipun pendapat-pendapat itu kurang relevan lagi 
dan perlu pengembangan. 

Begitu juga ketika terjadinya perbedaan rumusan antara yang 
difatwakan para ulama terdahulu dengan yang ditetapkan aturan hukum 
positif Islam Indonesia, sebagian kecil ulama Banjar ini pun tetap bertahan 
pada pendapat ulama terdahulu. Ketika persoalan yang dihadapi tidak pernah 
ditetapkan para ulama, sementara dalam negara terdapat suatu aturan yang 
diharuskan melakukan aturan-aturan tersebut, sebagian kecil ulama Banjar 
ini pun menjawab dengan penjelasan singkat bahwa hal yang dikemukakan 
tidak pernah difatwakan ulama terdahulu. 

Salah satu contoh seperti keharusan pencatatan akad nikah yang 
ditetapkan oleh negara dipandang sebagai aturan yang biasa, sehingga tidak 
memiliki urgensi untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang menentukan 


? “Izz al-Din Bahr al-“Ulum, al-Taglid f al-Shari'ah al-Islamiyah (Beirut-Lebanon: Dar al- 
Zahdak, 1978), 34. Sa'd ibn Nasir ibn “Abd al- Aziz al-Shashri, a/l-Taglid wa Ahkamuh (Riyad: 
Dar al-Watan, 1416), 31. 

3 Muhammad Asywadie Syukur, Mode Ijtihad Masa Dulu dan Masa Kini (Banjarmasin: IAIN 
Antasari Banjarmasin, 1992), 6-7. Lihat juga Muhammad Asywadie Syukur, Perbandingan 
Mazhab (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 23. 
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dalam akad nikah. Kendatipun ada pemikiran untuk menjadikan pencatatan 
sebagai syarat atau rukun, sebagian kecil ulama ini pun menjawab bahwa 
pemikiran tersebut tidak berdasar dan para ulama terdahulu juga tidak 
pernah berfatwa hal yang demikian di berbagai kitab masing-masing, 
sehingga syarat atau rukun akad nikah tidak mungkin dapat bertambah. 

Hal yang sama pada persoalan lain, misalnya tentang cerai di luar 
pengadilan. Sebagian besar ulama Banjar memandang jatuh talak walaupun 
diucapkan di luar proses persidangan, tentunya dengan alasan-alasan yang kuat 
dan dapat dipertimbangkan. Namun ada sejumlah ulama yang memandang 
pengadilan agama tidak termasuk hal yang diperhitungkan, sehingga peran 
pengadilan agama khususnya dalam perceraian cukup mengikuti proses- 
proses yang telah terjadi di masyarakat seperti jumlah terjadinya perceraian 
pada seseorang, penetapan awal jatuhnya perceraian yang menjadi peng- 
hitungan awal pula bagi idah dan penentuan akhir masa idah. 

Sikap yang ditampilkan sebagian kecil ulama Banjar ini membawa 
pada suatu pemikiran bahwa tampak sulit menyamakan terlebih menyatukan 
persepsi antara ulama tersebut dengan hukum yang diatur dalam hukum 
positif Islam Indonesia yang merupakan fikih Indonesia sendiri. Hal ini 
disebabkan karena sudut pandang yang berbeda, di satu sisi ada yang 
menginginkan agar hukum perkawinan Islam dapat beriringan dengan 
zaman, tetapi di sisi lainnya ada yang tetap bertahan pada sikap semula. 
Dengan adanya sikap yang terakhir ini membuat perkembangan dan pem- 
baharuan hukum yang mestinya terus menerus terjadi di setiap generasi 
mengalami perlambatan. 

Ulama Banjar yang hidup di zaman sekarang dipastikan mengetahui 
perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk pula perubahan perilaku setiap 
manusia. Mereka juga dipastikan mengetahui dan memahami pula kemajuan 
budaya yang ada di zaman sekarang. Keseluruhan ulama Banjar dipastikan 
juga menggunakan produk-produk kemajuan teknologi di zaman sekarang, 
salah satunya menggunakan hand phone dan lain-lain. Di antara ulama Banjar 
itu ada yang dapat memanfaatkan secara maksimal kemajuan teknologi. 
Mereka mampu mengoperasionalkan komputer dan berselancar di dunia 
maya, bahkan ada juga yang berkomunikasi melalui jaringan di media sosial 
yang berkembang di zaman sekarang. Hal ini juga menunjukkan bahwa 
ulama Banjar tidak mungkin ketinggalan informasi terlebih lagi ketinggalan 
zaman, karena dengan penguasaan mereka terhadap teknologi dipastikan 
dapat mengetahui kejadian-kejadian di masyarakat yang dapat pula dijadikan 
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sebagai pertimbangan dalam menjawab atau menetapkan status hukum 
suatu persoalan. 

Namun ketika dihadapkan dengan persoalan hukum Islam, khusus- 
nya persoalan dalam perkawinan Islam kontemporer saat ini sebagian ulama 
Banjar lebih tetap memilih pendapat ulama terdahulu, padahal di antara 
pendapat-pendapat tersebut ada yang tidak dapat digunakan untuk menjawab 
persoalan-persoalan hukum sekarang. Begitu juga sikap mereka terhadap 
aturan-aturan yang telah ditetapkan negara, tidak lebih menganggap aturan 
tersebut sebagai saran sehingga tidak ada keharusan untuk mengikutinya. 

Jika dilihat lebih jauh sebenarnya penyusunan undang-undang atau 
peraturan lainnya dilakukan dengan proses yang cukup panjang. Dimulai dari 
memahami akar permasalahan yang dihadapi, kemudian membuat rancangan, 
menyusun naskah akademik, memperhatikan penggunaan kata sampai pada 
tahap pengundangan serta tahap evaluasi, sebenarnya di samping melalui 
proses yang panjang juga melibatkan banyak para ahli, termasuk jika hal 
tersebut berkaitan dengan keagamaan maka melibatkan para ulama. 

Proses tersebut dapat dilihat dalam sejarah penyusunan Kompilasi 
Hukum Islam yang dianggap sebagai fikih Indonesia." Kompilasi Hukum 
Islam lahir sebagai reaksi terhadap perbedaan keputusan dan ketetapan 
masing-masing hakim dalam memutuskan perkara. Hal ini disebabkan 
karena masing-masing hakim menggunakan pedoman atau referensi yang 
berbeda-beda dari para ulama terdahulu. Dengan lahirnya Kompilasi Hukum 
Islam ini diharapkan dapat menjadi pedoman seragam yang menjadi 
pemersatu pula bagi para hakim dan masyarakat Muslim Indonesia. 

Orang-orang yang terlibat dalam lokakarya untuk membahas rancangan 
Kompilasi Hukum Islam ini terdiri dari para ulama yang berasal dari ber- 
bagai organisasi Islam, ulama non organisasi yang hanya mewakili masya- 
rakat Muslim, ulama yang berasal dari pesantren dan perguruan tinggi 
Islam, bahkan termasuk pula masyarakat umum. Dengan banyaknya para 
ulama yang ikut lokakarya ini yang dipastikan terjadi pula diskusi yang 


4 Noerouzzaman Shiddigi, Figh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1997), 230-231. Lihat latar timbulnya istilah fikih Indonesia dalam Euis Nurlaelawati, 
Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in The 
Indonesian Religious Courts (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), 77-78. 

? Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 
20. 
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mendalam di dalamnya! maka Kompilasi Hukum Islam layak dipandang 
sebagai hasil konsensus (ijma' ulama Indonesia. ' 

Kompilasi Hukum Islam ini pada dasarnya adalah hukum yang hidup 
di masyarakat Muslim, dan walaupun terdapat perbedaan itu pun hanya 
bersifat pengembangan yang selebihnya hanya perubahan dalam bentuk. 
Pada awalnya hukum tersebut berada pada kitab-kitab fikih, kemudian 
dilakukan proses unifikasi terhadap perbedaan pendapat ulama di berbagai 
kitab dan selanjutnya dikodifikasi sebagai aturan dalam bentuk kompilasi." 
Oleh karena itu jika dikembalikan pada problem sebagian kecil ulama 
Banjar terhadap aturan negara sebenarnya telah terjawab dari uraian ini. 


C. Membuat Analogi Hukum 

Analogi hukum ini digunakan salah seorang ulama Banjar ketika 
menjelaskan bahwa kemaslahatan pencatatan akad nikah berada di luar 
akad, sehingga pencatatan tidak dapat dijadikan sebagai syarat atau rukun 
akad nikah. Ia menganalogikan dengan transaksi utang piutang yang dapat 
terlaksana walaupun transaksi tersebut tidak ditulis, karena utang piutang 
hanya berkaitan dengan menyerahkan dan menerima, sementara penulisan 
utang piutang lanjut ulama ini berada di luar transaksi. Begitu juga dengan 
akad nikah yang dapat dilaksanakan walaupun tidak tercatat karena 
kemaslahatan pencatatan akad nikah berada di luar akad nikah. 

Apabila dikonsultasikan dengan usu! al-figh sebenarnya ulama Banjar 
ini menggunakan metode al-giyas. Ia menyamakan status hukum pencatatan 
akad nikah dengan pencatatan utang piutang sebagaimana dalam al-Gur'an, 
2: 282. Dalam ayat ini penulisan utang piutang hanya sebagai anjuran, 
sehingga apabila saling mempercayai dan adanya pula saksi transaksi itu 
maka pencatatan tersebut hampir tidak diperlukan. Dicatat atau pun tidak 
dicatat, proses utang piutang tetap dapat dilaksanakan. Berawal dari 
petunjuk al-Our'an, 2: 282 itulah, ulama Banjar ini pun menyatakan bahwa 
akad nikah dapat dilaksanakan walaupun tidak dicatat. 

Dasar pemikiran ulama ini terpaku pada pendapat ulama terdahulu 
bahwa pencatatan dalam al-Gur'an, 2: 282 hanya sebagai petunjuk sebagai- 
mana kaidah JSM 74! (4 J5YI , sehingga ia tidak mengaitkan dengan 
pentingnya pencatatan transaksi utang piutang dan berbagai bisnis di zaman 


6 Nurlaelawati, Modernization, Tradition and Identity, 85-86. 

1 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa Raya, 
1993), 16-17. 

8 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 25. 
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sekarang. Dalam ilmu usul al-figh, untuk memahami a/-mar (perintah) yang 
beragam di dalam al-Gur'an dilakukan dengan mengkaji indikasi-indikasi 
(al-gara'in) yang terdapat pada masing-masing al-mar, sehingga dari kajian 
ini dapat diketahui perintah tersebut bermakna wajib, anjuran, petunjuk dan 
sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi patokan adalah 
indikasi. Indikasi pada kenyataannya dapat berubah mengikuti kondisi 
zaman sehingga bisa jadi pada masa sebelumnya hanya sebagai anjuran, 
tetapi pada masa berikutnya menjadi kebutuhan primer yang mengharuskan 
perubahan yaitu menjadi wajib. Pesan tersebut tampaknya tidak menjadi 
perhatian ulama ini, sehingga sangat wajar dalam memahami pencatatan 
akad nikah pun terkesan tekstual. 

Sebenarnya jika dilihat kembali al-OGur'an, 2: 282, ditemukan adanya 
perintah melakukan pencatatan terhadap transaksi utang piutang” dan 
berbagai transaksi" yang memiliki jangka waktu tertentu lainnya. Jika 
dilihat dari teori a/-giyas, pencatatan dalam nas ini disebut sebagai asl. 
Pencatatan akad nikah merupakan persoalan baru yang tidak ditemukan 
aturannya dalam nas sehingga ia disebut dengan far“ Pencatatan akad nikah 
(ar) dapat disamakan dengan pencatatan berbagai transaksi seperti yang 
diatur dalam al-Gur'an, 2: 282 (as/) karena memiliki persamaan “//ah yaitu 
adanya akad. Akad dalam al-Our'an, 2: 282 merupakan akad transaksi 
antara pemberi utang dengan yang berhutang, penjual dengan pembeli, atau 
antara penyewa dengan pemilik jasa penyewaan, sementara akad dalam 
pernikahan adalah akad antara orang tua atau wali perempuan dengan laki- 
laki yang menikahi anaknya. Dengan adanya persamaan “lah ini maka 
pencatatan akad nikah pun menjadi wajib mengiringi wajibnya pencatatan 
dalam setiap akad transaksi bisnis (hukm al-as!). 1 

Para ulama usul al-figh terdahulu termasuk pula salah seorang ulama 
Banjar yang disebutkan sebelumnya memandang perintah pencatatan dalam 
al-Our'an, 2: 282 hanya sebagai petunjuk. Namun perlu disadari bahwa 


? Nasir al-Din Abi Sa'id ibn “Umar ibn Muhammad al-Shirazi al-Baydawi, Ta8ir al-Baydawi 
al-lMusamma Anwar al-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil, Vol. I (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al- 
“Ilmiyah, 2003), 143. Lihat pula Jar al-Lah Abu al-Gasim Mahmud ibn “Umar ibn Muhammad al- 
Zamakhshari, Tafsir al-Kashshaf "an Haga'ig Ghawamid al-Tanzil wa “Uyun al-Agawil ff Wujuh 
al-Tanzil, Vol. I (Riyad: Maktabat al- Abikan, 1998), 511. 

10 Abu al-Hasan “Afi Muhammad ibn Habib al-Mawardi, a/-Nukat wa al-Uyun Takir al- 
Mawardi, Vol. I (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al- Ilmiyah. t.th.), 354. 

M Lihat dalam Abdul Helim, “Penerapan Electronic Government di Indonesia (KTP Online 
dalam Perspektif Kaidah-Kaidah Ushul Figh)”, (Tesis --Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
Surakarta-Solo, 2008), 90-97. 
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turunnya ayat tersebut di saat bisnis belum berkembang pesat dan setiap 
orang yang melakukan transaksi masih dapat dikenal dengan baik. Berbeda 
jika dibandingkan dengan zaman sekarang, setiap transaksi mesti dilakukan 
pencatatan karena transaksi yang tidak tercatat dipandang lemah hukum 
yang cenderung sulit dibuktikan. Pada kenya-taannya zaman telah berubah 
dan berdasarkan salah satu kaidah al-istishab “US de USla lis JuayI” 
transaksi yang tidak tercatat dipandang tidak ada transaksi karena tidak 
dapat dibuktikan. Saksi pun sepertinya tidak dapat diandalkan karena ia tidak 
bisa untuk selalu siap memberikan kesaksian dan kedudukannya pun sarat 
dengan kepentingan. Oleh karena itu 9//ah hukum yang hanya mendudukkan 
perintah pencatatan transaksi hanya sebagai petunjuk telah hilang dengan 
banyaknya kecurangan dalam berbisnis sehingga berdasarkan kaidah 
ladcg layang dile Ha )34 6Sall” maka pencatatan setiap akad transaksi bisnis 
pun menjadi wajib. Kenyataannya pada zaman sekarang suatu akad transaksi 
tidak dapat diteruskan apabila tidak tercatat. Menganggap pencatatan transaksi 
masih sebagai petunjuk justru akan menimbulkan berbagai kemudaratan. " 

Permasalahan yang muncul adalah walaupun keduanya memiliki 
“Yllah yang sama yaitu akad tetapi akad dalam al-Gur'an, 2: 282 (as/) adalah 
berhubungan dengan transaksi bisnis yang memiliki jangka waktu tertentu, 
bisa berakhir dan dapat diperbaharui. Berbeda dengan akad pernikahan yang 
bukan akad transaksi dan tidak mengenal jangka waktu tertentu walaupun 
hal ini pernah terjadi di masa yang lalu. Adanya perceraian bukan menun- 
jukkan akad nikah memiliki jangka waktu karena perceraian merupakan hal 
yang dibenci Allah. Perceraian adalah pintu darurat yang sebenarnya tidak 
dibolehkan untuk dibuka kecuali tidak ditemukan lagi jalan lain yang tepat, 
sehingga perceraian juga merupakan sebuah solusi terakhir yang dapat 
dipertimbangkan. 

Gambaran ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya ikatan perkawinan 
adalah sebuah akad tetapi bukan akad sejenis transaksi dan memiliki jangka 
waktu tertentu seperti bisnis. Dengan dilakukan akad nikah ini menunjukkan 
secara simbolis penyerahan seorang wali atau orang tua terhadap anak 
perempuannya kepada seorang laki-laki yang akan menjadi suami anak 
perempuannya. Sejak akad dilakukan sejak itu pula kewajiban orang tua 
terhadap anak perempuannya berpindah kepada suaminya, bahkan dengan 


2 Ybid. 
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akad itu pula keduanya menjadi halal untuk bergaul dalam menjalin 
hubungan kasih sayang sebagai suami istri. 

Analogi hukum di atas tampaknya menyisakan suatu persoalan, di 
satu sisi pencatatan akad nikah dapat digiyaskan kepada pencatatan 
transaksi bisnis yang secara formal diatur dalam nas karena adanya 
kesamaan “/lah, tetapi di sisi lainnya ada perbedaan di antara keduanya 
sebagaimana telah disebutkan. Akhirnya tujuan yang ingin dicapai berupa 
kemaslahatan dapat berubah menjadi kemudaratan berupa adanya kecende- 
rungan penyamaan akad nikah dengan akad bisnis. Oleh karena itu diperlukan 
cara lain agar kewajiban pencatatan akad nikah tetap diberlakukan mengingat 
dari hasil kajian yang dilakukan melalui metode al-giyas, ia memberikan 
sumbangan besar pada pencatatan akad nikah yang sangat relevan diterapkan 
sebagai hal yang niscaya atau wajib dilakukan. Cara yang dimaksud adalah 
menggunakan al-istihsan bi al-giyas al-khafi (Sl sb OluiuYl) yang 
akan diuraikan pada bahasan selanjutnya. 


D. Mencari yang Terbaik untuk Melihat Kemaslahatan dan 
Kemudaratan 
Metode ini digunakan ulama Banjar dalam menanggapi beberapa 
persoalan hukum perkawinan Islam. Beberapa persoalan tersebut adalah 
tentang pencatatan akad nikah, poligami di zaman sekarang dan cerai di 
luar pengadilan. 


1. Dalam Persoalan Pencatatan Akad Nikah 

Jika melihat kembali uraian pencatatan akad nikah, hampir seluruh 
ulama Banjar mengaitkan bahasan ini dengan kemaslahatan dan 
kemudaratan. Kemaslahatan dan kemudaratan merupakan sari dari metode 
al-istihsan dan al-maslahah serta didukung metode-metode lainnya seperti 
magasid al-shari'ah serta termasuk pula a/-dhari'ah. Adapun dalam 
pengkajian pencatatan akad nikah, metode hukum yang digunakan ulama 
Banjar lebih dekat dengan metode al-istihsan dan berkaitan pula metode 
magasid al-shari ah. Al-istihsan yang dipilih dan bukan al-maslahah karena 
persoalan pencatatan akad nikah yang asalnya tidak memiliki dasar, tetapi 
melalui kajian a/-giyas ia pun berdiri di atas dalil, sehingga penentuan 
kemaslahatan dan kemudaratan dalam pencatatan akad nikah lebih dekat 
dengan metode al-istihsan. 

Mengutip kembali hasil kajian pada bab sebelumnya bahwa dalam 
menentukan posisi hukum pencatatan akad nikah di dalam hukum perkawinan 
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Islam, ulama Banjar terbagi kepada tiga kelompok. Perbedaan ini terjadi 
karena sudut pandang masing-masing ulama Banjar berbeda dalam melihat 
dan memposisikan kemaslahatan dan kemudaratan walaupun kedua hal ini 
sama-sama digunakan ulama Banjar. Dengan perbedaan ini dipandang perlu 
untuk ditanggapi kembali melalui metode hukum yang identik dengan 
maksud ulama Banjar. Setidaknya kajian ini dapat menunjukkan sikap 
terhadap pencatatan akad nikah. 


a. Pencatatan Akad Nikah: dari a/-Giyas ke al-Istihsan 

Kajian ini melanjutkan hasil kajian hukum pencatatan menurut 
perspektif al-giyas yang telah dibahas pada sub bahasan analogi hukum 
sebelumnya. Dalam kajian tersebut pencatatan akad nikah adalah wajib 
karena digiyaskan kepada hukum kewajiban pencatatan transaksi bisnis, 
tetapi tidak semuanya dapat disamakan karena dua akad ini adalah hal yang 
berbeda. Oleh karena itu, agar kewajiban pencatatan akad nikah tetap terjaga 
dan kesucian akad tetap terpelihara serta kehormatan perempuan pun ter- 
lindungi, diperlukan kajian melalui metode al-istihsan bi al-giyas al-khafi. 

Sebagaimana diketahui al-istihsan memiliki dua makna, pertama 
mendahulukan al-giyas al-khafi (samar-samar) daripada melaksanakan al- 
giyas al-jali (nyata) karena adanya dalil yang mendukung untuk melakukan 
al-giyas al-khafi. Kedua, memberlakukan hukum juz'7 daripada melaksanakan 
hukum ku/!/i (ketentuan telah berlaku secara umum) disebabkan adanya dalil 
khusus yang mendukung pelaksanaan hukum hukum juz'7 tersebut. Kedua 
makna ini disatukan menjadi “menguatkan suatu dalil atas dalil lain yang ber- 
lawanan dengan cara tarjih yang diakui oleh syarak dan tercapainya ruh al-hukm?. 

Dalam tulisan ini pengertian yang digunakan adalah yang pertama 
yaitu mendahulukan al-giyas al-khafi (samar-samar) daripada melaksa- 
nakan al-giyas al-jali (nyata) karena adanya dalil yang mendukung untuk 
melakukan al-giyas al-khafi. Al-Oiyas al-jali adalah al-giyas yang dikenal 
dalam ilmu usu! al-figh, yakni menyamakan status hukum yang tidak diatur 
dalam nas kepada status hukum suatu persoalan yang telah diatur dalam nas 
disebabkan adanya persamaan Yi/lah. Al-Giyas al-khafi sendiri sebelum 
digunakan terlebih dahulu mengkaji suatu persoalan melalui al-giyas al-jali, 
tetapi karena efek dari hasil kajian al-giyas al-jali kurang membawa 
kemaslahatan, akhirnya a/-giyas tersebut ditinggalkan dengan cara tidak 
seutuhnya menggunakan a/-giyas demi tercapainya kemaslahatan, sehingga 
proses ini disebut al-giyas al-khafi (menggunakan al-istihsan). 
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Ditinggalkannya al-giyas al-jali terkait dengan pencatatan akad nikah 
karena dikhawatirkan timbulnya anggapan bahwa perempuan yang dinikahi 
seorang laki-laki sama seperti barang utang piutang yang dapat diperjual- 
belikan atau hanya diambil manfaatnya. Disebut adanya kesamaan dengan 
utang piutang, karena ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan 
sebenarnya dapat dianggap memiliki hutang dengan istri. Adanya hutang 
itu karena halalnya seluruh tubuh istri (perempuan) untuknya, dan hutang 
ini dapat dibayar dengan memberikan nafkah kepada istri. Begitu juga ber- 
kaitan dengan adanya kesamaan dengan barang yang dapat diperjualbelikan. 
Artinya istri sama seperti barang hak milik karena transaksi akad yang 
dilakukan adalah akad pemindahan hak milik antara orang tua perempuan 
dengan laki-laki yang menikahinya. Hal lainnya berkaitan dengan pengambilan 
manfaat yang berarti bahwa istri sama dengan barang sewaan, sehingga 
ketika tidak ada lagi yang dapat dimanfaatkan atau kurang tertariknya 
suami mengambil manfaat dari istrinya, suami pun dapat meninggalkan 
istrinya tanpa alasan. 3 

Proses yang dilakukan melalui a/-giyas al-jali di atas, dipandang tidak 
membawa kebaikan dan justru mendatangkan kemudaratan bagi istri. Oleh 
karena itu sebuah keharusan untuk melakukan upaya lain yakni beralih ke 
hukum yang lain dengan cara menerapkan al-giyas al-khafi (menggunakan 
al-istihsan) yang memiliki pengaruh hukum yang kuat yakni mendatangkan 
kemaslahatan pada istri. Berdasarkan kajian al-istihsan bi al-giyas al-khafi, 
akad nikah yang dilakukan dipandang tetap wajib dicatat. Wajibnya melakukan 
pencatatan ini karena di dalam pencatatan tersebut mengandung kebaikan 
yang sangat besar dan banyak serta sekaligus menghindari kemudaratan 
pada istri. Istri yang dinikahi adalah seorang manusia sama seperti laki-laki. 
Ia dihalalkan karena adanya ikatan batin yang suci di antara keduanya yang 
sepakat dan rela hidup bersama membina rumah tangga. 

Dengan adanya ikatan atau akad dalam kehidupan berumah tangga 
inilah menyebabkan ikatan suci ini tidak dapat dijadikan sebagai bahan uji 
coba atau dipermainkan bahkan hanya sebagai ikatan sementara waktu. 
Pernikahan sebenarnya melahirkan tanggung jawab yang tidak hanya bersifat 
lahiriah, tetapi termasuk juga tanggung jawab secara batiniah. Dengan 
tanggung jawab ini seorang suami memiliki hak dan kewajiban terhadap 


8 Abdul Helim, Belajar Administrasi melalui Alguran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah 
(Yogyakarta: K-Media, 2017), 95. 
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istri dan begitu pula istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami 
bahkan tanggung jawab bersama antara keduanya." 

Apabila dapat menyadari tanggung jawab masing-masing, rumah tangga 
pun dapat dipelihara dalam iklim bimbingan agama, bahkan keduanya dapat 
hidup saling melengkapi sebagaimana dalam al-Our'an, 2: 187 yang 
menyatakan istri menjadi pakaian suami dan suami pun menjadi pakaian 
istri. Suami istri yang dapat menyadari makna yang terkandung dalam 
firman Allah di atas berupaya menjaga hubungan rumah tangga dalam 
suasana yang saling menghormati dan tidak hanya menerima, melainkan 
juga memberi. Apabila hal ini dapat dilakukan, tercapailah harapan Allah 
sebagaimana dalam al-Gur'an, 30: 21 bahwa dengan berumah tangga dapat 
membentuk hubungan suami istri yang harmonis, al-sakinah, al-mawaddah 
dan al-rahmah. 

Tanggung jawab itu akan menjadi lebih besar, jika dalam pernikahan 
ini melahirkan anak. Orang tua menjadi pendidik utama dan pertama 
terhadap anak dan pengaruh orang tua sangat mendasar dalam perkem- 
bangan kepribadian anak. Disebut sebagai pendidik pertama, karena orang 
tua adalah orang yang pertama melakukan kontak dengan anaknya. 

Dengan banyaknya tanggung jawab dalam berumah tangga maka 
pelaksanaan akad nikah mesti diawali secara benar yakni sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku baik dalam ketentuan agama atau pun ketentuan 
yang dihasilkan dari ijtihad para ulama, juga hasil kajian terbaru yang 
dilakukan para pengkaji hukum Islam. Di samping dilakukan dengan benar, 
akad nikah juga harus dilakukan secara serius yang salah satunya adalah 
mengadakan akad nikah dengan calon istrinya secara tercatat di hadapan 
petugas yang berwenang. 

Kebaikan yang diperoleh dengan pencatatan akad nikah ini, suami 
istri dapat membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang legal di mata 
hukum Islam maupun negara, karena statusnya sebagai suami istri terdaftar 
dalam dokumen negara. Keduanya pun berhak mendapatkan perlindungan 
dari negara baik berkaitan dengan identitas seperti pembuatan Kartu Tanda 
Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Akta Kelahiran anak, atau pun berkaitan 
dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan 
umum. Dengan terdaftarnya dalam dokumen negara kepentingan-kepentingan 
suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga pun dapat dilindungi. 


M Tbid., 97. 
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Suami juga tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat 
merugikan istri baik secara fisik maupun psikis, bahkan istri pun berhak 
menuntut apabila suami melakukan tindakan yang dipandang melanggar 
perjanjian-perjanjian yang telah disepakati ataupun talig talag yang 
diucapkan ketika akad nikah dilangsungkan. Selain itu hak-hak suami istri 
juga dapat dilindungi secara sah di mata hukum. Misalnya dalam kewarisan, 
ketika suami meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang akan 
dibagikan kepada ahli warisnya, maka dengan terdokumentasikannya 
hubungan tersebut, istri dapat membuktikan bahwa ia adalah ahli waris 
yang sah dan anak-anaknya pun berhak mendapatkan harta waris ini. Ketika 
yang meninggal dunia adalah istri dan meninggalkan harta warisan, suami 
pun dapat membuktikan bahwa ia adalah suami dari perempuan yang 
meninggal tersebut, sehingga ia pun berhak mendapatkan harta waris. 

Berdasarkan banyaknya kebaikan-kebaikan yang dapat direalisasikan 
apabila akad nikah dicatat secara resmi maka dalam perspektif al-istihsan bi 
al-giyas al-khafi, pencatatan akad nikah wajib dilakukan. Wajibnya pencatatan 
akad nikah ini menyebabkan timbulnya konsekuensi hukum bahwa apabila 
suatu akad nikah diselenggarakan tanpa melakukan pencatatan di hadapan 
pejabat yang berwenang maka akad nikah itu tidak dapat dilangsungkan 
bahkan apabila diabaikan, akad nikah yang dilakukan pun dapat dipandang 
sebagai akad yang tidak sah. " 


b. Pencatatan Akad Nikah Perspektif Magasid al-Shari 'ah 

Dalam pandangan magasid al-shari ah pencatatan akad nikah meru- 
pakan upaya merealisasikan kehendak Allah dalam mewujudkan kemaslahatan 
dan kebaikan yang hakiki untuk kehidupan umat Islam. Disebut demikian 
karena Allah SWT sendiri mencontohkan betapa pentingnya melakukan 
pencatatan di berbagai persoalan dan termasuk pula dalam akad nikah. 

Dalam al-Gur'an, 78: 29 “UUS slimasl eeii US3” semua perbuatan 
manusia dicatat secara akurat, teliti dan rinci," yang kemudian didokumen- 
tasikan di alam al-lawh al-mahfuz”' Kendati semua perbuatan tersebut 
dilupakan bahkan hilang dari ingatan manusia, tetapi di sisi Allah catatan 
tersebut selalu ada (dokumentasi) tanpa adanya perubahan sampai hari 


P Tbid., 99. 

10 Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. XV, 19. 

H Muhammad Husayn al-Taba'taba'i, A/-Mizan f Tafsir al-9ur'an, Jilid. XX, Vol. XXX 
(Beirut-Lebanon: Mu'assasah al-A'lami li al-Matbu'ah, t.th.), 183. 
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pertanggungjawaban." Di sini Allah SWT sebenarnya mengajarkan kepada 
manusia bahwa pencatatan tersebut sangat penting karena dapat berguna 
untuk melakukan pembuktian di masa-masa yang akan datang. 

Firman Allah yang tidak jauh berbeda dengan al-Gur'an, 78: 29 
terdapat pada al-Our'an, 54: 52 “»Jl Ask ci US$” Lafal (» J3) adalah 
catatan atau kitab perbuatan manusia yang dijaga keotentikannya dan 
didokumentasikan di alam /awh al-mahfuz"” Pencatatan dilakukan pada 
semua perbuatan seperti pada ayat selanjutnya “Jbiwe 7S jl pekea US, ” 
bahwa baik perbuatan manusia yang kecil ataupun yang besar semuanya 
dicatat secara indah, rapi dan teliti. 

Firman Allah berikutnya dalam al-Gur'an, 81: 10 “Ss Sasa 1515” 
menggambarkan bahwa kelak pada hari yang ditentukan catatan-catatan ini 
dibuka dan diperlihatkan kepada manusia sebagai bukti atau sebagai upaya pem- 
buktian hukum baik perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk manusia 
dan pada hari itu setiap manusia menanti buku catatannya masing-masing.” 

Pada al-Gur'an, 50: 23 “xsie call laa du )3 J5” ada di antara makhluk 
Allah yang menyertai kehidupan manusia dalam keadaan apapun. Makhluk 
ini pula yang mencatat setiap perbuatan manusia dan di hari penghitungan 
kelak, ia yang menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Makhluk 
yang menyertai ini disebut “garin”. Ada yang mengatakan garin sebagai 
malaikat,”' sebagai setan,” bahkan manusia yang mengetahui perbuatan- 
perbuatan manusia lainnya. Siapa pun garin itu, yang pasti ia mencatat dan 
menjadi saksi terhadap perbuatan yang dilakukan manusia. Intinya baik malaikat, 
setan atau pun manusia dapat menjadi saksi di hari perhitungan kelak. 

Kesimpulan yang dapat dipahami dari beberapa firman Allah di atas 
bahwa pencatatan setiap peristiwa sangat penting dilakukan, sebab dengan 
pencatatan tersebut dapat menghindarkan diri jatuh dalam konflik yang 
akhirnya menimbulkan kemudaratan-kemudaratan. Selain itu, pencatatan 


$ Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Vol. XXX, 14. 

P Al-Taba'tabz'i, Al-Mfzan f Tafsir, Jilid. XX, Vol. XXX, 91. Al-Maraghi, Takir al- 
Maraghi, Vol. XXVII, 99. 

2 Al-Mawardi, Al-Nukat wa al-“Uyun, Vol. VI, 215. Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghf, Vol. 
XXX, 56. 

21 Al-Mawardi, Al-Nukat wa al-“Uyun, Vol. V, 350. Al-Taba'taba'i, A/-Mizan f Tafsir, Jilid 
XVIII, Vol. XXVI, 345. Al-Maraghi, Tafgir al-Maraghi, Vol. XXVI, 163. Shihab, Tafir al- 
Mishbah,Nol. XIII, 304. 

2 hI-Mawardi, Al-Nukat wa al- Uyun, Vol. V, 350. Al-Taba'taba'i, A/-Mizan f Tafsir, Jilid 
XVII, Vol. XXVI, 345. 

3 Tbid. 
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dapat dijadikan sebagai media untuk tercapainya legalitas dan kepastian 
hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak 
yang melakukan akad. Oleh karena itu, tampaknya tidak tepat apabila meng- 
anggap tidak penting melakukan pencatatan, terlebih mengabaikan pencatatan 
karena Allah SWT pun telah mempraktikkan pencatatan ini. Besarnya 
perhatian Allah pada pencatatan, merupakan satu petunjuk kepada manusia 
bahwa pencatatan setiap peristiwa dalam kehidupan ini termasuk pula salah 
satunya pencatatan akad nikah mengandung kemaslahatan yang besar. “ 

Pencatatan akad nikah termasuk memelihara maksud-maksud syarak 
karena dipandang dapat memelihara keturunan, akal, jiwa dan kehormatan, 
agama serta harta (usu! al-khamsah) “ sehingga kemaslahatan pencatatan 
akad nikah pun masuk dalam kategori kemaslahatan daruriyah. Berdasarkan 
perspektif ini, pencatatan akad nikah pun menjadi wajib dilakukan dan 
apabila diabaikan maka akad nikah yang dilakukan pun dapat dipandang 
sebagai akad yang tidak sah. 


1) Pemeliharaan Keturunan 

Pemeliharaan keturunan yang dimaksudkan di sini adalah upaya yang 
dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada keluarga dan kepedulian 
yang lebih terhadap institusi keluarga. Pencatatan akad nikah dipandang 
dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan keturunan karena dengan 
tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan memiliki identitas yang jelas 
dan asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum. 

Anak pun dapat dengan lantang mengatakan bahwa ia adalah anak 
dari ayahnya yang dapat diurut secara genealogis sampai nenek moyangnya. 
Hak-haknya sebagai anak dapat dilindungi dan orang tuanya pun terikat 
dengan aturan-aturan tentang tanggung jawabnya sebagai orang tua. 


2) Pemeliharaan Jiwa dan Kehormatan 
Pada prinsipnya bahwa pemeliharaan jiwa dan kehormatan adalah 
berkaitan dengan menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, kehormatan 


4 Dalam hukum positif Indonesia, pencatatan diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 
1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Untuk ketertiban 
administrasi keharusan pencatatan diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) dan (2) 
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pembuktian per- 
kawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) KHI dan bagi yang melanggar ketentuan ini ditindak hukum 
sebagaimana yang diatur pada pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 
1975. Lihat dalam Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, 117, 142, 152 dan 167. 

25 Helim, Belajar Administrasi, 103-105.. 
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dan menjaga serta melindungi hak-hak asasi manusia. Pencatatan akad 
nikah dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan jiwa dan kehormatan. 
Disebut demikian karena tanpa adanya pencatatan, kondisi psikologis istri 
dan terlebih anak yang lahir dari pernikahan tersebut menjadi tidak nyaman 
dan tidak tenang. Ketika anak memasuki usia sekolah, setiap lembaga 
pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar yang salah satunya adalah 
akte kelahiran anak. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku 
nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika 
melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. 

Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat 
diberikan. Alasannya karena tidak ada bukti hukum yang diakui negara untuk 
menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah dari pasangan 
suami istri, sehingga proses pembuatan akte kelahiran pun tidak dapat 
dilakukan. Hal ini merupakan salah satu persoalan yang dapat mengganggu 
kondisi psikologi anak, setidaknya akan timbul anggapan yang cenderung 
negatif terhadap asal usul anak itu. Hal yang sama juga akan terjadi pada 
istri yang sejak awal tidak menyadari pentingnya pencatatan akad nikah. 
Dengan tidak dapatnya ia membuktikan bahwa anak yang dilahirkannya 
adalah dari pernikahan yang sah dan sebagai anak yang sah, maka hal ini juga 
hampir dapat dipastikan mengganggu kondisi psikologis istri. Setidaknya, 
timbulnya kekhawatiran istri bahwa pada suatu saat ia akan dibenci anaknya 
sendiri, karena anak tersebut adalah hasil dari akad nikah tidak tercatat. 


3) Pemeliharaan Akal 

Pencatatan akad nikah dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan 
akal. Dikatakan demikian karena tanpa adanya pencatatan akad nikah, 
dampak atau akibatnya timbul rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa 
percaya diri anak disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah. 
Akhirnya anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Dengan kondisi 
psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib 
(tidak dapat membuktikan identitasnya) sehingga dalam pergaulan pun 
dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. 

Anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat pun akhirnya mulai 
menghindari pergaulan dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah. 
Kondisi psikologis seperti ini, sangat berpengaruh pada akal yang akhirnya 
membuat anak tidak dapat berpikir dengan baik dan tidak dapat mengem- 
bangkan alam pikirannya dengan maksimal. Istri dari akad nikah tidak 
tercatat pun dipastikan melihat keadaan anaknya seperti yang digambarkan 
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merasa dosanya semakin bertambah yang akhirnya juga tidak dapat meng- 
gunakan akal pikirannya dengan baik. 


4) Pemeliharaan Agama 

Pencatatan akad nikah dipandang dapat melindungi dan memelihara 
kemaslahatan agama, karena tanpa adanya pencatatan terhadap akad nikah 
yang dilakukan, ajaran agama cenderung dipraktikkan secara kacau. 
Kekacauan tersebut dapat digambarkan apabila suatu akad nikah tidak 
dicatat secara resmi di hadapan petugas yang berwenang, maka akad nikah 
seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya persoalan ini pun 
dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali 
dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan 
secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti 
ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi 
memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama 
juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan. Berbeda 
halnya apabila pencatatan akad nikah dilakukan di setiap pasangan yang 
melangsungkan akad nikah, tentu seseorang tidak dengan mudah memper- 
mainkan pernikahannya yang sebenarnya pernikahan tersebut adalah suci 
yang merupakan sunnah nabi. 


5) Pemeliharaan Harta 

Begitu juga pencatatan akad nikah dapat melindungi dan memelihara 
kemaslahatan harta. Disebut demikian karena dengan jelasnya identitas, 
pernikahan dapat dibuktikan melalui buku nikah, identitas anak yang 
dilahirkan juga jelas sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak tidak 
mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya. 
Fakta menunjukkan tidak sedikit di antara masyarakat Islam mendapatkan 
masalah ketika ingin mendapatkan harta warisan, karena tidak adanya 
pencatatan ketika melakukan akad nikah. 

Hal lainnya dapat disebabkan dari seorang suami yang menikah lagi 
tetapi akad nikah yang dilakukan tidak tercatat. Ketika suami tersebut 
meninggal dunia, istri muda pun menyatakan bahwa ia juga istri yang sah 
seperti istri pertama. Namun karena tidak adanya pencatatan terhadap 
pernikahannya, akad nikah ini akhirnya tidak dapat dibuktikan secara 
hukum, sehingga ia dan anaknya tidak berhak mendapatkan harta waris. 
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c. Posisi Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan 

Berdasarkan banyaknya kebaikan dan kemaslahatan akad nikah tercatat 
secara resmi, serta dampak buruk jika dilakukan tanpa melalui proses 
pencatatan, maka pencatatan akad nikah patut dipertimbangkan sebagai 
salah satu penentu sah tidaknya akad nikah?' sebagaimana yang dikemu- 
kakan pula sebelumnya oleh beberapa ulama Banjar. Disebut demikian 
karena pencatatan akad nikah berdasarkan hasil kajian ini memiliki tautan 
yang sangat banyak dengan berbagai hal sebagaimana yang dijelaskan 
sebelumnya. Oleh karena itu pencatatan ini pun layak menjadi salah satu 
syarat sahnya akad nikah. Akad nikah baru dapat dilakukan jika meng- 
hadirkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat 
Nikah (PPPN) untuk mencatat akad yang dilakukan. Apabila mengabaikan 
pencatatan ini atau melanggar dari ketentuan pencatatan, akad nikah tidak 
dapat dilaksanakan. 

Pencatatan akad nikah sebagai salah satu syarat sah akad nikah 
merupakan hal yang sangat relevan dengan kondisi sekarang. Pernikahan ini 
memiliki legalitas hukum, dapat dibuktikan dan berhak mendapatkan 
perlindungan hukum. Selain itu pencatatan akad nikah relevan dengan 
kehendak magasid al-shari'ah yang sesuai pula dengan kehendak Allah, 
sehingga pencatatan akad nikah merupakan suatu kebutuhan yang tidak 
dapat diabaikan. 

Alternatif lainnya, pencatatan akad nikah tidak hanya dapat menjadi 
syarat sah akad nikah tetapi juga dapat dijadikan sebagai rukun akad nikah. 
Dalam hal ini pencatatan akad nikah dapat menjadi bagian dari rukun saksi 
yang disebut saksi administratif.” Saksi administratif ini berbentuk buku 


2 Diakui fatwa yang pernah dikemukakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat masih 
menyatakan sahnya akad nikah tidak tercatat secara resmi selama syarat dan rukunnya terpenuhi, 
tetapi di dalam fatwa itu juga disebutkan jika terdapat kemudaratan maka akad nikah yang tidak 
tercatat secara resmi haram dilakukan. Lihat Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di 
Bawah Tangan Tanggal 17 September 2008. Kemudaratan yang dimaksudkan dalam fatwa MUI 
tersebut telah menjadi kenyataan yang tidak hanya merugikan pada istri tetapi pada anak yang 
dilahirkan dari akad tersebut. Oleh karena itu pada saat ini fatwa tersebut mesti ditindaklanjuti 
yang tidak hanya menyatakan haramnya melaksanakan akad nikah tidak tercatat tetapi 
menjadikan pencatatan sebagai salah satu syarat atau rukun akad nikah. Lihat kemudaratan- 
kemudaratan yang dimaksud baik pada istri ataupun anak sebagaimana yang digambarkan dalam 
TIM Redaksi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, “Fenomena Nikah Siri dan 
Kekerasan terhadap Perempuan”, Kerabat, Edisi 67, Tahun ke X (2012), 3. 

2 Saksi administratif diperoleh dari seorang ulama akademisi IAIN Antasari Banjarmasin 
yang bergelut dalam hukum Islam khususnya ilmu usu! al-figh. Sukarni, Wawancara, Banjarmasin, 
16 Desember 2015. 
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nikah dan ia merupakan pengembangan dari saksi personal. Artinya di 
samping dihadiri pula oleh dua orang saksi yang telah memenuhi per- 
syaratan, saksi administratif juga dipersiapkan di saat melangsungkan akad 
nikah. Tujuan diadakannya saksi administratif adalah agar dapat menjadi 
saksi di setiap saat dan dapat dihadirkan di setiap waktu sesuai dengan 
kebutuhan, bahkan dapat dibawa kemanapun serta menjadi bukti ketika saksi 
personal sudah tidak memungkinkan lagi memberikan kesaksian. Apabila 
saksi administratif ini dapat diterima sebagai bagian dari rukun saksi maka 
konsekuensinya jika ditinggalkan atau tertinggal, akad nikah yang dilakukan 
pun tidak sah. 

Berdasarkan gambaran yang dikemukakan ada dua opsi yang ditawarkan 
pada pencatatan akad nikah yaitu sebagai syarat sahnya akad nikah atau 
sebagai bagian dari rukun saksi yaitu sebagai saksi administratif. Pencatatan 
akad nikah tampaknya layak untuk ditempatkan di bagian mana pun di antara 
dua opsi dan layak pula menjadi bagian hukum Islam (fikih) yang ke- 
dudukannya sama dengan syarat-syarat atau rukun-rukun akad nikah yang 
menjadi hukum Islam (fikih) pula sejak dahulu. Dalam hal ini setidaknya 
pencatatan akad nikah dapat menjadi hukum Islam yang sesuai dengan 
kondisi umat muslim Indonesia sehingga pencatatan akad ini pun disebut 
juga sebagai fikih Indonesia yang diharapkan dapat menjadi rujukan 
(mazhab) masyarakat Islam Indonesia. 


2. Dalam Persoalan Poligami di Zaman Sekarang 

Beberapa ulama Banjar menjelaskan bahwa poligami di zaman 
sekarang yang maksudnya orang-orang yang melakukan praktik tersebut 
lebih banyak mendatangkan kemudaratan daripada kemaslahatan. Hal yang 
pasti adalah lebih banyak menyengsarakan istri baik fisik atau pun psikis 
serta termasuk pula dampaknya pada anak-anak. Dalam kehidupan sehari- 
hari secara otomatis suami tidak pernah lepas dari dusta, sementara perilaku 
istri muda biasanya tidak sebaik pelayanan, perlakuan dan penerimaan istri 
tua. Beberapa ulama Banjar ini pun berpesan walaupun memiliki kemam- 
puan yang cukup tetapi dengan banyaknya kemudaratan yang akan dialami, 
maka berdasarkan kaidah fikih “las! ls (de paito anlidl « 9” mereka 
menegaskan poligami lebih baik ditinggalkan atau jangan berpoligami, karena 
termasuk perbuatan yang membuang-membuang waktu kecuali dalam 
keadaan darurat. Disebut demikian karena hidup hanya dihabiskan untuk 
mengurusi keluarga yang masing-masing memiliki kepentingan, meredam 
agar tidak terjadinya konflik dan akhirnya aturan-aturan Allah pun cenderung 
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akan terlanggar. Sebagian besar ulama Banjar akhirnya bersikap apabila 
tidak merasa yakin dapat melakukan syarat-syarat yang ditentukan maka 
haram berpoligami. 

Dalam menjelaskan poligami di zaman sekarang, beberapa ulama 
Banjar mendasarkan pemikirannya pada kemaslahatan dan kemudaratan. 
Dua hal ini merupakan inti dari metode al-istihsan dan al-maslahah. Namun 
berkaitan dengan poligami yang memiliki dasar langsung dari al-Gur'an dan 
hubungannya dengan zaman sekarang, metode ulama Banjar di atas lebih 
dekat dengan metode al-istihsan. 

Di antara makna al-istihsan yang dikemukakan sebelumnya, salah 
satunya adalah mengamalkan di antara dua dalil yang lebih kuat atau 
meninggalkan suatu ketentuan hukum kepada ketentuan hukum lain yang 
lebih kuat dari ketentuan hukum sebelumnya. Ditinggalkannya suatu keten- 
tuan ini dipastikan memiliki alasan yang jelas dan kuat, sebab tidak mungkin 
suatu ketentuan ditinggalkan yang kemudian melaksanakan ketentuan lain 
apabila hanya untuk kepentingan sesaat atau kelompok dan individu, terlebih 
untuk menimbulkan kemudaratan pada orang lain. Dipastikan proses ini 
dilakukan untuk mendatangkan atau memelihara kemaslahatan yang universal 
dan menolak kemudaratan yang akan menimpa masyarakat Islam secara luas. 

Ada beberapa model al-istihsan yang dapat digunakan untuk meng- 
kaji hukum poligami. Di antara model tersebut adalah melalui proses al- 
istihsan bi al-nass yaitu beristihsan dengan ayat atau hadis. Maksudnya 
suatu ketentuan dalam suatu ayat atau hadis tidak diamalkan karena adanya 
ketentuan lain baik ayat atau hadis yang lebih tepat dan kuat untuk 
diamalkan. Dalam hal ini al-Gur'an, 4: 3 tentang bolehnya berpoligami 
sampai empat orang istri ditinggalkan untuk mengamalkan al-Our'an 4: 129 
tentang tidak akan pernahnya seseorang dapat berbuat adil walaupun 
masing-masing menghendaki.” Al-9ur'an, 4: 129 lebih utama diperhatikan 
daripada al-Our'an, 4: 3 karena di dalamnya terdapat pernyataan langsung 
dari Allah bahwa sampai kapanpun para suami tidak akan dapat berbuat adil 
kepada istri-istrinya. Pernyataan ini pada hakikatnya menunjukkan bahwa 
Allah pun tidak menghendaki praktik poligami ini terjadi terlebih lagi pada 
zaman sekarang. 

Begitu juga mesti pula dikaitkan dengan al-Gur'an, 4: 9 tentang 
pentingnya setiap orang tua (suami) terlebih bagi yang berpoligami merasa 


28 Bahasan ini akan diuraikan lebih rinci dalam perspektif lain pada bagian konektivitas 
tematik. 
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khawatir jika mereka meninggalkan (wafat) anak-anak dalam keadaan 
lemah baik lemah secara pendidikan, ekonomi dan lemah dari segi lainnya. 
Kekhawatiran ini penting ada pada setiap suami karena anak dan istri meru- 
pakan tanggung jawabnya di kehidupan dunia dan akan diminta pertanggung- 
jawaban di akhirat kelak. Hal ini dikuatkan pula sebagaimana dalam al- 
Our'an, 8: 28 dan 64: 15 bahwa istri dan anak-anak disebut sebagai cobaan 
yang kelak suami akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. 
Betapa hal ini sangat memberikan kemudaratan jika yang melakukan poligami 
adalah seorang yang tidak memiliki kemampuan dan tidak bertanggung 
jawab serta bahkan tidak layak untuk berpoligami baik karena tidak 
mencukupi syarat atau karena hanya untuk kesenangan. 

Model al-istihsan berikutnya yang dapat digunakan untuk mengkaji 
hukum poligami adalah al-istihsan bi al-maslahah yaitu beristihsan dengan 
al-maslahah. Maksudnya al-Gur'an, 4: 3 tentang bolehnya berpoligami 
sampai empat orang istri ditinggalkan atau tidak diberlakukan karena 
timbulnya berbagai kemudaratan pada institusi keluarga. Kemudaratan- 
kemudaratan tersebut telah disebutkan beberapa ulama Banjar sebelumnya 
yang seperti itulah yang terjadi pada saat ini. 

Dalam salah satu kaidah fikih disebutkan “J4 2”? bahwa 
kemudaratan itu mesti dihilangkan maka jalan yang harus ditempuh untuk 
menghilangkan kemudaratan tersebut adalah dengan cara melarang poligami. 
Diakui kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan secara seratus persen, 
tetapi upaya maksimal mesti dilakukan untuk menghilangkan kemudaratan 
tersebut sebagaimana kaidah “USYI 74 ain ) sal?” 2 bahwa kemudaratan 
itu mesti ditolak atau dihilangkan secara semaksimal mungkin. Di sini yang 
diharapkan bukan hanya sekadar berakhir pada dakwah bahasa lisan, tetapi 
mestinya dilakukan dan dipraktikkan. Orang yang mempraktikkan terlebih 
dahulu adalah para ulama, terlebih lagi para ulama yang dapat berkomuni- 
kasi dengan masyarakat secara lebih luas, sehingga dari ajakan dan praktik 
yang dilakukannya akan diikuti masyarakat karena mereka adalah contoh 
dan teladan masyarakat Muslim. 

Mempertahankan dan mempraktikkan secara terus menerus praktik 
poligami sama artinya mengekalkan kemudaratan dan hal ini sebenarnya 
tidak diinginkan dalam Islam sebagaimana dalam salah satu kaidah 


2 Muhammad “Uthman Shibir, 2-Oawa'id al-Kulliyah wa al-Dawabit al-Fighiyah fi al- 
Shari ah al-Islamiyah (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2006), 163. 
30 Ybid., 184. 
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“Lai YSY ) mal”! pahwa kemudaratan itu tidak bisa didiamkan terus 
menerus karena dipandang telah lama terjadi. Membiarkan kemudaratan 
terjadi terus menerus sama artinya membiarkan masyarakat Islam selalu 
berbuat kemudaratan. 

Larangan berpoligami merupakan suatu kemaslahatan atau kebaikan 
pada keluarga karena memelihara keutuhan rumah tangga adalah wajib 
dilakukan setiap orang. Oleh karena itu melalui proses al-istihsan bi al- 
maslahah poligami tidak dibolehkan lagi untuk menjaga kemaslahatan 
rumah tangga yang telah dibina. Anak-anak dan istri pun dapat diperhatikan 
secara maksimal dan dapat melahirkan generasi yang berkualitas karena 
waktu dapat difokuskan untuk membimbing keluarga. 

Diakui dalam al-Our'an, 4: 3 poligami dibolehkan, tetapi jika kembali 
pada aturan yang terdapat pada kaidah mubah dapat ditemukan bahwa pada 
hakikatnya mubah tidak selamanya berlaku secara mutlak. Namun ter- 
kadang ia berubah menjadi wajib dan terkadang pula berubah menjadi haram.” 
Hal ini juga menunjukkan bahwa poligami tergantung dengan konteks dan 
permasalahan yang dihadapi. Contoh dalam referensi Islam klasik darah 
setiap manusia haram sehingga wajib dijaga, tetapi di suatu saat ada salah 
seorang Muslim yang murtad sehingga darahnya pun menjadi halal. 

Konteks permasalahan tampaknya dapat merubah suatu ketentuan 
yang asalnya diharamkan dapat berubah menjadi dihalalkan dan begitu pula 
sebaliknya. Hukum poligami pun dapat menerapkan ketentuan di atas, yang 
asalnya dibolehkan (ubah) tetapi karena kondisi saat ini berbeda dengan 
zaman nabi bahwa poligami bukan lagi dipandang menjadi solusi tetapi 
banyak menimbulkan kemudaratan maka kemubahan poligami berubah 
menjadi perbuatan yang dilarang. 


3. Dalam Persoalan Cerai di Luar Pengadilan 

Persoalan lainnya yang dilihat dari sudut kemaslahatan dan ke- 
mudaratan adalah perceraian di luar pengadilan. Namun walaupun sama- 
sama menggunakan metode kemaslahatan dan kemudaratan, ulama Banjar 
masih terbagi kepada dua kelompok. Mayoritas ulama Banjar menyepakati 
cerai di luar pengadilan sah tanpa harus melalui proses di pengadilan, 
sementara sebagian kecil lainnya lebih mengikuti aturan dalam hukum 


31 Tbid., 186. 
2 Abu Zahrah, Usul al-Figh, 38. 
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positif Islam Indonesia bahwa perceraian baru diakui apabila telah 
diputuskan oleh pengadilan. 

Cerai di luar pengadilan atau cerai di dalam pengadilan adalah 
persoalan baru yang tidak ditemukan dalil nas yang secara tekstual 
membahasnya atau pun dapat dikaitkan pada salah satu dalil nas. Begitu 
juga istilah cerai di luar pengadilan atau di dalam pengadilan tidak 
ditemukan pula dalam kitab-kitab fikih yang ditulis para ulama terdahulu. 
Oleh karena itu metode kemaslahatan dan kemudaratan yang digunakan 
ulama Banjar pada persoalan ini lebih dekat dengan metode al-maslahah 
atau lebih khususnya a/-maslahah al-mursalah. 

Al-maslahah adalah metode yang digunakan untuk mengkaji suatu 
persoalan dilihat dari upaya mendatangkan kemaslahatan dan penolakan 
kemudaratan. Kemaslahatan yang dimaksud hanya berkaitan dengan peme- 
liharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Artinya setiap kegiatan 
yang terdapat di dalamnya untuk memelihara kelima hal tersebut maka ia 
disebut a/-maslahah tetapi apabila sebaliknya maka ia termasuk al-mafsadah. 

Dilihat dari a/l-maslahah al-mursalah baik cerai di luar pengadilan 
atau pun di pengadilan sama-sama memiliki kemaslahatan, tetapi sama- 
sama pula mengandung kemudaratan. Kemaslahatan cerai di luar pengadilan 
adalah dapat diproses dengan cepat, penghitungan idah dihitung sejak 
pengucapan talak sehingga pihak perempuan tidak lama menunggu 
penuntasan masa idah dan agar lebih berhati-hati tidak terucap kata talak 
walaupun dalam kondisi emosional yang sangat tinggi. 

Kemudaratan cerai di luar pengadilan adalah tidak memiliki kekuatan 
hukum yang membuktikan terjadinya perceraian, sehingga apabila ingin 
menikah kembali secara tercatat ia harus membuktikan perceraiannya. 
Pihak mantan istri lebih banyak dirugikan karena mantan suami dapat 
dengan leluasa tidak melaksanakan kewajibannya selama istri masih dalam 
masa idah atau tidak melaksanakan perjanjian-perjanjian yang tidak 
bertentangan dengan hukum Islam yang telah disepakati sebelumnya. 

Selanjutnya kemaslahatan yang diperoleh jika perceraian dilakukan 
melalui persidangan adalah kebalikan dari kemudaratan cerai di luar 
pengadilan. Kemudaratan yang timbul dari perceraian melalui pengadilan 
adalah memakan waktu yang cukup lama, mengeluarkan biaya, melibatkan 
orang lain sebagai saksi, menghadirkan bukti-bukti dan penghitungan idah 
biasanya mulai dihitung sejak ikrar talak dibacakan dan ditetapkan melalui 
putusan pengadilan agama sebagaimana pasal 146 ayat (2) Kompilasi 
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Hukum Islam. Kemudaratan yang lebih besar adalah kata-kata cerai sangat 
mungkin diucapkan beberapa kali ketika terjadi perselisihan antara suami 
istri di dalam rumah tangga. Lebih dari itu, seberapa pun banyaknya meng- 
ucapkan kata talak selama tidak di depan persidangan tidak dipandang jatuh, 
akhirnya kata cerai cenderung diucapkan sebagai bentuk pelampiasan emosi. 

Apabila mempelajari kembali kemaslahatan dan kemudaratan antara 
yang mengucapkan cerai di luar pengadilan dan melalui proses pengadilan, 
tampaknya harus mengkaji dua kemaslahatan yang bertentangan dan dua 
kemudaratan yang bertentangan serta baru mempertemukan kemaslahatan 
dan kemudaratan yang bertentangan itu. Kehati-hatian agar tidak terucap 
kata talak walaupun dalam kondisi emosional yang sangat tinggi merupakan 
salah satu kemaslahatan cerai di luar pengadilan sepertinya sama kuatnya 
dengan kemaslahatan yang melakukan cerai mengikuti proses pengadilan. 
Misalnya kemaslahatan cerai di pengadilan seperti adanya kekuatan hukum 
yang membuktikan terjadinya perceraian dan hak-hak istri beserta anak pun 
dapat dilindungi. 

Untuk menyelesaikan dua kubu kemaslahatan ini tentu yang di- 
ambil adalah kemaslahatan yang lebih kuat. Hal ini sesuai dengan kaidah 
“Caii Larlsal (jlany ale ji Laguan Jini, lialas Kuala 13” 3 hahwa dua 
kemaslahatan yang bertentangan dan sulit dikompromikan maka dicari 
yang lebih kuat di antara keduanya. Begitu juga dalam kaidah lain 
“Jaaljll Jalladl gih #Sall” 4 yaitu suatu hukum mesti ditetapkan ber- 
dasarkan kemaslahatan yang lebih kuat. Kemaslahatan yang lebih kuat 
menurut hemat penulis adalah jatuhnya cerai walaupun diucapkan di luar 
pengadilan, sebab dengan demikian pasangan suami istri pun lebih dapat 
menyadari agar sama-sama menahan diri supaya kata cerai tidak terucap 
dengan murah atau bahkan menjadi makanan setiap terjadinya perselisihan. 

Berbeda halnya apabila memandang bahwa perceraian hanya terjadi 
jika diucapkan di depan persidangan, kecenderungan untuk mengucapkan 
kata cerai sangat terbuka. Hal ini menimbulkan kemudaratan karena lembaga 
perkawinan cenderung tidak terpelihara dengan baik dan pola komunikasi 
yang dibangun pun cenderung menganggap biasa apabila kata cerai tersebut 
selalu terucap dalam kehidupan rumah tangga. Dampaknya hubungan suami 
istri pun cenderung dianggap lebih murah. Kemudaratan seperti ini sebagai- 


38 Al-Salam, Oawa'id al-Ahkam, Vol. 1, 43. 
4 Asjmuni A. Rahman, Oaidah-Oaidah Figih (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 71. 
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mana dalam kaidah fikih “JSY! 5 dx ) wal” secara semaksimal mungkin 
harus dihindari yaitu menetapkan jatuhnya talak di luar pengadilan. 

Diakui, di sisi lain sangat mungkin terjadi yaitu tidak kuatnya status 
perceraian dan kurang terjaminnya hak-hak anak pasca perceraian di luar 
pengadilan. Namun lebih memudaratkan lagi apabila perceraian baru dipandang 
jatuh setelah adanya putusan pengadilan agama. Oleh karena itu ber- 
dasarkan kaidah fikih “Lagisi HS J4 1) 03 Lagolael ye3) Ulas! Gen jas 136 
bahwa apabila ada dua kemudaratan yang bertentangan maka yang 
dilaksanakan kemudaratan yang lebih ringan. Dalam kasus ini tampaknya 
yang tidak memiliki kekuatan hukum terhadap perceraian yang dilakukan 
adalah lebih ringan kemudaratannya daripada kata-kata cerai lebih murah 
diucapkan, karena akan dipandang sebagai hal yang merendahkan martabat 
institusi rumah tangga. 

Kendati demikian kedua kondisi di atas tetap disebut kemudaratan 
yang memerlukan sebuah solusi sehingga dapat menjadi kemaslahatan. 
Kemaslahatan yang diinginkan adalah tidak mudahnya setiap pasangan 
suami istri mengucapkan kata cerai dan apabila terjadi perceraian mesti 
memiliki kekuatan hukum serta hak dan kewajiban masing-masing ter- 
lindungi. Untuk mewujudkan solusi yang dimaksud tampaknya dapat 
dimulai melalui kaidah “elsY! aaals MYI, dll sil de Ahalad? 3 yaitu 
hal-hal yang telah ada sebelumnya yang baik tetap dilestarikan dan meng- 
ambil yang baru yang paling baik. 

Berdasarkan kaidah di atas maka solusi yang terbaik adalah per- 
ceraian mesti dilalui dengan proses persidangan sehingga setiap pasangan 
yang ingin bercerai mesti mendaftarkan perkaranya ke pengadilan Agama. 
Namun jika perceraian tersebut terjadi sebelum masuk ke pengadilan (cerai 
di luar pengadilan), hukumnya sah dan dapat diakui asalkan sesuai dengan 
ketentuan dalam proses perceraian serta dapat dibuktikan di depan persidangan. 
Selanjutnya demi kemaslahatan istri idah dihitung sejak terjadinya ucapan 
cerai. Hasil rangkuman ini tampaknya lebih dapat mengayomi kepentingan 


3 Shibir, al-Gawa'id al-Kulliyah, 184. 

2 Salih ibn Ghanim al-Sadlan, al-Oawa'id al-Fighiyah al-Kubra wama Tafarra" “anha (Riyad: 
Dar Balansiah, 1417), 527. 

TA. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, 193. Jamal Ma'mur Asmani, Figh Sosial Kiai Sahal 
Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi (Surabaya : Khalista, 2007), 215. Lihat juga Amin 
Abdullah, “Pengantar Prof. Dr. M. Amin Abdullah”, dalam Membumikan Hukum Islam melalui 
Magasid Syariah: Pendekatan Sistem, terj. Rosidin dan “Ali “Abd al-Mun'im (Bandung: Mizan 
Media Utama, 2015), 15. 
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masyarakat Islam secara umum" sebagaimana dalam salah satu kaidah 
SAN Zalkaall (le Aedio Aalell Aaladi” yakni kemaslahatan umum mesti 
didahulukan daripada kemaslahatan khusus. 


E. Pola Konektivitas Tematik 

Pola konektivitas tematik yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah 
proses berpikir yang dilakukan dalam pencarian jaringan atau suatu hubungan 
berdasarkan tema-tema yang berkaitan. Metode ini digunakan oleh Guru 
Nursyahid untuk melihat hubungan ayat poligami dengan ayat-ayat lain yang 
berhubungan pula dengan poligami seperti al-9ur'an, 4: 3 dengan al-Our'an, 
4: 129. Model yang digunakan Guru Nursyahid merupakan salah satu bagian 
dari pendekatan integrasi dan interkoneksi yang ditawarkan Amin Abdullah 
atau sejalan dengan konsep wholeness yang ditawarkan Jasser Auda. 

Khususnya berkaitan dengan tawaran Jasser Auda, ia mengatakan 
dalam memandang suatu permasalahan misalnya teks-teks nas dan terlebih 
lagi hukum Islam (fikih) seharusnya dapat menyadari bahwa di dalamnya 
tidak terlepas dari campur tangan manusia (cognitive), permasalahan atau 
rujukan mesti dilihat dan digunakan secara utuh (Wwholeness), menyertakan 
pandangan dan sikap dari berbagai dimensi (multidimensionality), terbuka 
untuk melakukan perbaikan dan penyem-purnaan (openness) terhadap ke- 
kurangan yang ada, saling berkaitan antar nilai-nilai (Interrelated-hierarchy), 
dan mendahulukan tujuan pokok (purposefulness) yang kaitannya dengan 
kemaslahatan.” 

Dilihat dari konsep cognitive, kumpulan tafsir yang dihasilkan para 
ulama baik bercorak ma'thuri, nazari atau pun ishari adalah hasil ijtihad 
ulama. Al-Gur'an tidak bersuara sendiri melainkan disuarakan oleh para 
pembaca dan penafsir. Di samping itu beberapa corak tafsir di atas juga 
membuktikan adanya campur tangan (idrak/cognitiony manusia (ulama) 
dalam menyuarakan makna dan maksud suatu ayat termasuk pada al- 
Our'an, 4: 3 tentang poligami. Perbedaan corak di atas juga menunjukkan 


8 Pada tahun 2012 Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun pernah memusyawarahkan kembali 
persoalan cerai di luar pengadilan walaupun secara eksplisit telah diatur dalam undang-undang 
perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Dalam persidangan tersebut muncul dua pendapat ada 
yang menyatakan sah dan ada pula yang menyatakan tidak sah, sehingga dimusyawarahkan 
kembali pada sidang pleno. Hasil yang diperoleh adalah perceraian di luar pengadilan hukumnya 
sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan, idah cerai 
dihitung sejak suami menjatuhkan talak dan untuk kepentingan kemaslahatan serta menjamin 
kepastian hukum, cerai di luar pengadilan harus dilaporkan (ikhbar) kepada pengadilan agama. 

2 Auda, Magasid al-SharT'ah as Philosophy, xxvi-xxvii. 
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adanya beragam metode yang mempengaruhi bahkan unsur subjektif 
masing-masing ahli tafsir ikut pula mewarnai interpretasi masing-masing. 

Oleh karena itu, mestinya masyarakat Muslim dapat berpandangan 
secara utuh (wholeness). Misalnya seperti pendapat Amin Abdullah yang 
dikemukakan juga oleh Guru Nursyahid bahwa untuk memahami hukum 
poligami tidak cukup hanya mengutip satu ayat seperti al-Gur'an, 4: 3, 
melainkan harus mengaitkan dan membandingkan juga dengan keseluruhan 
ayat al-Gur'an yang lain yang memiliki relevansi dengan hukum poligami, 
seperti al-9ur'an, 4: 129 tentang tidak mungkinnya seseorang dapat berlaku 
adil pada istrinya.” Kendatipun ayat ini berkaitan dengan keadilan cinta yang 
tidak disyaratkan,"' tetapi bermula dari ketidakadilan cinta itulah membuat 
tidak adil dalam hal lain”? Akhirnya apabila terjadi kemudaratan dalam 
poligami, menunjukkan bahwa suami (ayah) tidak mampu melindungi 
keluarga dan ia sendiri pun tampaknya tidak dapat menjadi panutan. 

Berdasarkan pemikiran di atas, masyarakat Muslim harus bisa mem- 
buka diri (openness) dan bersedia mendengarkan dengan bijak alasan-alasan 
pentingnya mengaitkan satu dalil poligami dengan dalil yang lain serta ber- 
sedia membuka mata dan pikiran untuk mempertimbangkan kemudaratan 
yang muncul akibat melakukan poligami. Apabila masyarakat Islam 
menerima dan lapang dada mengakui serta menyadari tentang kemudaratan- 
kemudaratan yang muncul akibat poligami yang dilakukan, baik kemudaratan 
terhadap istri, anak-anak atau pun pada institusi keluarga, maka kesadaran 
tersebut menandakan terbentuknya kemaslahatan pada keluarga. Kemaslahatan 
ini tentu dapat dipastikan selalu berhubungan dengan kemaslahatan al- 
daruriyah, al-hajiyah ataupun al-tahsiniyah. 

Namun praktik poligami tetap berlangsung dan berdasarkan kenyataan 
banyak kemudaratan yang muncul sebagai akibat poligami. Kemudaratan 
berpoligami ini membuka celah dan memberikan ruang untuk menyatakan 
bahwa poligami pada zaman sekarang termasuk hal yang dilarang untuk 
dilakukan. Larangan ini bukan berarti ingin membatalkan atau menghapus 


“0 Abdullah, “Epistemologi Keilmuan, 137. Lihat pula Abdullah, “Bangunan Baru, 344. 

“1! Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Vol. V, 172-173.  Kendatipun demikian janganlah 
menampakkan kecenderungan itu secara berlebihan sehingga menimbulkan keburukan pada istri- 
istri yang lain terlebih lagi membuat mereka merasa terkatung-katung. Lihat Ibn “Ashur, Taf8ir al- 
Tahrir, Vol. V, 218. Namun dalam pendapat Mujahid bahwa kewajiban adil pada al-Gu'an, 4: 129 
tidak hanya masalah cinta, tetapi adil juga dalam membagi waktu dan memberikan nafkah. Lihat 
Al-Ourtubi, a/-Jami'" al-Ahkam, Vol. VII, 168. 

2 Al-Jawzi, Zad al-Masir, 332. 
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ayat kebolehan berpoligami, tetapi hanya tidak menerapkan ayat tersebut 
karena ada ayat al-Our'an yang lain yang mesti diutamakan dan dipandang 
lebih relevan untuk memelihara institusi keluarga. Pemeliharaan institusi 
keluarga menempati posisi a/-daruriyah karena di dalamnya menyangkut 
kehidupan orang banyak yang tidak hanya berkaitan dengan anak, istri, 
tetapi orang tua, mertua dan keluarga besar lainnya. Begitu juga di 
dalamnya tidak hanya berhubungan dengan kewajiban yang mesti dipenuhi 
tetapi adanya hak-hak anak, istri dan keluarga lainnya yang mesti dipenuhi 
suami, sementara poligami sendiri terkadang hanya memiliki kemaslahatan 
pada orang-orang tertentu khususnya pada diri laki-laki (suami). Pada 
kenyataannya kemaslahatan pribadi inilah yang lebih dominan terbaca 
dalam kehidupan masyarakat Muslim ketika melakukan penelitian ini. 

Dengan mempertimbangkan bahwa pemeliharaan institusi keluarga 
menempati posisi a/-daruriyah maka larangan berpoligami pun juga di- 
pandang menempati posisi a/-daruriyah pula sehingga kedua hal ini harus 
menjadi perhatian utama dalam setiap rumah tangga. Di samping itu masya- 
rakat Muslim pun tidak hanya melihat ayat tentang bolehnya berpoligami, 
tetapi bersedia pula memberikan kesempatan kepada mata dan pikiran 
untuk melihat dan mengkaji kembali dampak berpoligami. Inilah yang 
diinginkan dari konsep multidimensionality yang melihat suatu persoalan 
dari berbagai dimensi. Semua ini bertujuan (purposefulness) tidak lain 
adalah untuk pencapaian kebahagiaan di dalam rumah tangga, pemeliharaan 
institusi keluarga, perlindungan kepentingan keluarga, pemeliharaan 
psikologis keluarga agar tidak terganggu, pemeliharaan harkat dan martabat 
anak-anak beserta istri agar tidak tereksploitasi, dan bahkan sampai pada 
pemeliharaan kesejahteraan keluarga yang tetap terjaga. 

Deskripsi di atas dapat dipahami bahwa banyak dampak yang timbul 
akibat poligami yang tidak hanya dialami anak dan istri tetapi dialami juga 
oleh keluarga lainnya dalam sebuah rumah tangga. Keluarga merupakan 
suatu sistem yang di dalamnya terbentuk suatu hubungan yang saling 
mempengaruhi. Oleh karena itu tulisan ini pun menegaskan kembali yang 
dikemukakan beberapa ulama Banjar bahwa poligami pada dasarnya 
dilarang dalam konteks hukum Islam di Indonesia pada zaman sekarang. 


F. Melihat dari Media Terbentuknya Hukum 
Metode ini juga digunakan ulama Banjar dalam menanggapi beberapa 


persoalan hukum perkawinan Islam yaitu tentang pencatatan akad nikah, 
poligami di zaman sekarang dan cerai di luar pengadilan. Dilihat dari cara 
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beberapa ulama Banjar menanggapi beberapa persoalan tersebut ditambah 
dengan penyebutan secara langsung oleh salah seorang ulama Banjar 
terhadap salah satu metode usul al-figh maka dapat dipastikan bahwa 
metode yang digunakan beberapa ulama Banjar yaitu tentang media 
terbentuknya hukum adalah metode al-dhari ah. Arti dari metode ini adalah 
perantara atau media yang dapat menyampaikan pada suatu tujuan baik 
tujuan berupa kebaikan atau kemaslahatan ataupun tujuan berupa 
keburukan atau kemudaratan. 

Metode al-dhari'ah yang dapat mengantarkan kepada kemaslahatan 
diartikan sebagai media yang halal, mubah bahkan wajib dilakukan sehingga 
disebut fath al-dhari'ah, sementara al-dhari'ah yang dapat mengantarkan 
kepada kemudaratan diartikan sebagai media yang haram dilakukan 
sehingga disebut sadd al-dhari'ah. 


1. Pencatatan Akad Nikah Perspektif Al-dhari'ah 

Salah seorang ulama Banjar yaitu Guru Naupal mengatakan bahwa 
pencatatan akad nikah adalah sangat penting dilakukan karena memiliki 
kemaslahatan yang sangat besar. Begitu besarnya kemaslahatan ini ia pun 
mengucapkan sebuah kaidah “ws!5 sed 4 Y! Hall YUL hahwa kewajiban 
apapun tidak sempurna dilaksanakan jika tidak menyertakan sesuatu yang 
membuatnya sempurna, maka menyertakan sesuatu itu juga wajib dilakukan. 

Hal ini berarti bahwa untuk kesempurnaan akad nikah diwajibkan 
untuk memenuhi syarat dan rukun akad nikah. Kewajiban ini tidak 
sempurna dilaksanakan jika tidak menyertakan pencatatan, sehingga 
melakukan pencatatan dalam akad nikah pun dalam bahasa Guru Naupal 
adalah setengah wajib yang mungkin sekali maksudnya wajib. Disebut 
wajib karena dari bahasa yang digunakan ulama ini tersirat bahwa 
pencatatan akad nikah sebenarnya tidak boleh diabaikan karena pencatatan 
ini sangat berpengaruh dalam kehidupan di saat berkumpul sebagai suami 
istri atau sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkan. Oleh karena 
itu pencatatan akan selalu ada dan sangat dibutuhkan selamanya dalam akad 
nikah sebagaimana dibutuhkannya syarat atau rukun akad nikah. Status 
hukum pencatatan pun bergantung pada status hukum syarat atau rukun akad 
nikah karena ia merupakan bagian dari unsur-unsur tersebut atau lebih 
spesifik menjadi bagian dari saksi yang disebut pula saksi administratif 
sebagaimana dijelaskan pada bahasan sebelumnya. 


8 Al-Subki, al-Ashbah wa al-Naz3'ir, Vol. II, 88. 
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2. Poligami dalam Perspektif Al-dhari'ah 

Metode al-dhari'ah ini digunakan beberapa ulama Banjar -walaupun 
tidak secara tegas menyebut nama metode tersebut- dalam menjelaskan hukum 
poligami. Hal ini terlihat ketika beberapa ulama Banjar itu mengatakan 
bahwa dengan beragamnya perilaku orang-orang yang berpoligami yang 
cenderung tidak memperhatikan lagi syarat-syarat yang ditentukan, maka 
poligami pada zaman sekarang lebih banyak membawa kepada kemudaratan. 
Perkataan ini menunjukkan bahwa poligami merupakan wasilah atau media 
yang dapat mengantarkan pada suatu tujuan. 

Tujuan ini tentu sudah pasti berkaitan dengan motif-motif yang 
membuat orang termotivasi melakukannya. Ada yang melakukan poligami 
karena belum sama sekali memiliki keturunan sementara ingin memiliki 
keturunan sendiri dan usia pun sudah semakin tua sehingga dikhawatirkan 
tidak sempat memiliki keturunan sendiri, sementara dari hasil diagnosa 
dokter istri tidak memungkinkan untuk memberikan keturunan baik karena 
mandul atau penyakit lainnya yang tidak dapat melayani suaminya.” 

Ada juga yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat 
seorang perempuan miskin, yatim atau sebagaimana yang diharuskan oleh 
Muhammad Shahrur bahwa poligami dibolehkan asalkan istri kedua, ketiga 
dan keempat adalah perempuan janda yang memiliki anak sehingga anak- 
anak yatim itu terayomi oleh suami baru ibu mereka (ayah tiri). Namun 
ada juga yang tidak dapat diidentifikasi tujuannya karena motifnya hanya 
ingin menambah istri. Jelasnya setiap orang yang berpoligami dipastikan 
memiliki tujuan-tujuan tertentu. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah 
fikih “Was )s4Y1” 9 yaitu setiap sesuatu sesuai dengan tujuannya. 


4 Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 dan 4 bahwa pada dasarnya 
perkawinan adalah berasas monogami, tetapi dalam keadaan tertentu suami diizinkan untuk 
beristri kembali apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, cacat badan atau 
penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau tidak dapat melahirkan keturunan. Aturan di atas 
kemudian disusun kembali khusus untuk masyarakat Islam yaitu dengan terbitnya Instruksi 
Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 55-59. Lihat dalam 
Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, 117-118 dan 176-177. 

“5 Muhammad Shahrur, al-Kitab wa al-Gur'an: Oira'ah Mu'asarah (Damaskus-Suriah: al-Ahali, 
t.th.), 599. Lihat juga pemikiran yang sama dalam karyanya yang lain yaitu Muhammad Shahrur, 
Nahw Usul Jadidah Lifigh al-Islami: Figh al-Mar'ah (Damaskus-Suriah: al-Ahali, 2000), 303. 

“0 Jalal al-Din “Abd al-Rahman al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Nazg'ir (Beirut-Lebanon: Dar al- 
Kutub al- Ilmiyah, 1983), 8. Zayn al-Din ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Najim, a/-Ashbah wa 
al-Naza'ir 'ala Madhhab Abi Hanifah al-Nu'man (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 
1999), 23. 
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Tujuan-tujuan ini disamping hanya yang bersangkutan dan Allah menge- 
tahuinya juga dapat dibaca melalui indikasi-indikasi yang tampak. 

Jika mengikuti alur kerja al-dhari“ah sebagai media, poligami juga 
dipastikan dapat mengantarkan kepada kebaikan atau kepada keburukan. 
Apabila dapat membawa kepada kebaikan sebagaimana beberapa tujuan 
yang disebutkan di atas maka poligami dibolehkan, terlebih lagi apabila 
poligami ini secara benar dapat membawa kepada kebahagiaan dan 
memperkuat keutuhan rumah tangga maka tidak hanya dibolehkan 
melainkan wajib dilakukan (fath al-dhari ah). Hal ini sesuai dengan kaidah 
“tata sed AYI al ll S5 YL” 7 bahwa keutuhan rumah tangga itu tidak akan 
dapat tercapai kecuali melalui poligami, sehingga poligami pun menjadi 
wajib dilakukan. Di samping melalui pandangan tersebut, tentunya juga 
harus dipelajari melalui proses yang objektif yang melibatkan paramedis 
dan juga pengadilan. 

Namun sebaliknya apabila tujuan itu tidak dapat diidentifikasi dan 
cenderung hanya ingin menambah istri karena semata-mata memiliki kekayaan 
maka persoalan ini mesti pula diukur secara objektif terutama melalui proses 
pengadilan. Jika terdapat kebaikan, praktik ini dibolehkan tetapi jika akan 
menimbulkan kemudaratan, poligami tidak dibolehkan bahkan diharamkan 
(sadd al-dharf'ah) sebagaimana kaidah “#55 se all JI soil” Adapun 
poligami yang dilakukan tidak melalui proses persidangan dipandang 
sebagai poligami tidak tercatat yang hukumnya sama dengan akad nikah 
tidak tercatat sebagaimana dijelaskan sebelumnya. 

Jelasnya apabila ingin mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang 
dapat terjadi pada poligami apakah termasuk fath al-dhari'ah atau sadd al- 
dhari'ah, hal yang mesti dilakukan adalah pertama, melihat tujuan yang 
telah direncanakan sebagai target pencapaian, kedua, proses pelaksanaan al/- 
dhari'ah tersebut dan ketiga hasil (al-natijah) dari pelaksanaan 2/-dhari ah. 
Ketiga macam ini mesti dilihat sebagai satu kesatuan integratif yang tidak 
terpisahkan. Orang yang ingin berpoligami mesti mempelajari tujuan ber- 
poligami dan agar mendapatkan tujuan yang jelas serta objektif mesti 
melalui proses persidangan. Setelah diperoleh kepastian tujuan, poligami 
tersebut mesti dilangsungkan secara tercatat agar legalitas dan kepastian 
hukum poligami yang dilakukan dapat diakui. Terakhir adalah mempelajari 
hasil (a/-natijah) dari pelaksanaan poligami dan hal ini dapat dipelajari 


41 Al-Subki, al-Ashbah wa al-Nazf'ir, Vol. II, 88. 
8 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, 32. 
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melalui fakta-fakta atau pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masya- 
rakat yang berpoligami selama ini. 

Apabila ketiga proses di atas dapat dipenuhi dan khususnya melalui 
hasil kajian baik secara teori ataupun dukungan dari fakta di lapangan poligami 
yang dilakukan berbuah (al/-natijah) kemaslahatan, maka pelaksanaan poligami 
dapat dilakukan. Namun apabila a/-natijah dari poligami yang dapat dipelajari 
melalui penelitian-penelitian berdampak buruk atau mendatangkan ke- 
mudaratan, maka berdasarkan kaidah “ala cola oa gi mulia 2 72” 
poligami tidak dibolehkan. 

Diakui kondisi setiap orang berbeda, ada yang merasa mendapatkan 
kemaslahatan tetapi sangat banyak mendapatkan kemudaratan. Untuk 
menghadapi persoalan ini dipastikan harus memilih apakah mengambil 
kemaslahatan atau tetap menolak kemafsadatan. Dalam kaidah fikih 
disebutkan “WE dabuial d3 233 Kal caog bamuie ya Ji II” hahwa apabila 
terjadinya pertentangan antara kemaslahatan dan kemudaratan maka yang 
harus didahulukan adalah menolak kemudaratan. Berarti dilarangnya 
poligami adalah hal yang lebih utama untuk didahulukan. Artinya walaupun 
dampak pada masing-masing orang berbeda, tetapi untuk memelihara 
kestabilan institusi keluarga secara umum, poligami pun dilarang sekalipun 
memiliki kemampuan dan berkedudukan sebagai ulama, kecuali dalam 
keadaan darurat. 

Darurat merupakan suatu kondisi yang tidak ditemukan jalan lain 
selain melakukan jalan yang dilarang. Poligami pada awalnya dibolehkan 
tetapi karena banyaknya kemudaratan, menurut kajian ini poligami pun 
dilarang kecuali tidak ditemukan jalan lain selain melakukan poligami. Hal 
ini sesuai dengan kaidah “Il Jaxdll asi Ol), mal” 2 bahwa kemudaratan 
membolehkan perbuatan yang dilarang. 

Namun ada syarat-syarat khusus agar suatu keadaan tersebut dapat 
diterima sebagai keadaan darurat. Syarat-syarat tersebut pertama, hal yang 
termasuk darurat adalah berkaitan dengan perkara primer (usul al-khamsah 
dalam magasid al-shari'ah) yang apabila tidak melakukan hal darurat 
tersebut dapat mengakibatkan kecacatan bahkan kematian, kedua, nyatanya 
keterpaksaan untuk melakukan hal yang dilarang, ketiga, melakukan hal 
yang dianggap darurat sebatas yang dibolehkan sampai ukuran yang dipandang 


“9 Al-Suyuti, a-Ashbah wa al-Naza'ir, 87. 
” Palam Al-Suyufi kaidah di atas tertulis “W5 3!” Lihat Al-Suyufi, a-Ashbah wa al- 
Naz3'ir, 23. 


176 


Abdul Helim 


cukup untuk tidak lagi disebut masa darurat, keempat, kemudaratan yang 
timbul sebagai akibat dari melakukan hal yang darurat itu lebih kecil 
daripada kemudaratan yang awal darurat itu muncul, kelima, tidak termasuk 
pada prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan penegakan keadilan, hak 
asasi, atau masalah akidah, keenam, adanya peran pemerintah dalam 
menentukan hal-hal yang disebut darurat dan ketujuh, waktu yang diberikan 
sebatas masa darurat. ”' 

Apabila ketujuh syarat di atas dapat dipenuhi maka poligami dapat 
dibolehkan. Poligami merupakan solusi bagi orang-orang yang memiliki 
keterpaksaan-keterpaksaan seperti yang dideskripsikan. Hal ini tidak hanya 
membawa kepada kemaslahatan yang bersangkutan tetapi membawa 
kebaikan pula kepada seluruh keluarga yang dengan poligami ini keutuhan 
rumah tangga menjadi terjaga. 


3. Perceraian di Luar Pengadilan dalam Perspektif a/-Dhari ah 

Metode a/-dhari'ah adalah bagian dari metode al-maslahah sehingga 
dalam prosedur kerjanya ia lebih banyak meneruskan prosedur kerja al- 
maslahah. Hasil kajian al-maslahah al-mursalah sebelumnya yaitu perceraian 
mesti diproses di persidangan, tetapi tetap mengakui cerai di luar pengadilan 
selama sesuai dengan aturan perceraian serta penghitungan idah dimulai 
sejak terjadinya talak. Dalam perspektif a/-dhari'ah hasil kajian a/-maslahah 
al-mursalah ini merupakan media atau wasilah yang dapat membawa 
kepada kebaikan atau kemaslahatan yang merupakan tujuan asasi hukum 
Islam. Oleh karena itu berdasarkan konsep fath al-dhari ah pihak pengadilan 
agama seharusnya dapat menerima seperti yang dihasilkan dari kajian di 
atas. Apabila meng-abaikan adanya perceraian di luar pengadilan dengan 
menganggap belum adanya perceraian kecuali setelah disidang, sepertinya 
lebih membawa kepada keburukan atau kemudaratan. Dalam salah satu 
kaidah fikih “dala! Sl ya li Y 3 Talun! Ui 7 Antena! Ga alice! Bantal! CS CE”32 
bahwa jika kemudaratan itu lebih besar daripada kemaslahatan maka 
kemaslahatan tersebut harus ditolak dan tidak perlu lagi memperhatikan 
kemaslahatan itu. 

Begitu juga dengan persoalan ini, jika perceraian di luar pengadilan 
tidak diakui padahal telah mencukupi syarat dalam hukum Islam karena 


81 Shibir, al-Gawa'id al-Kulliyah, 214-215. Secara umum syarat-syarat darurat ini juga 
dibahas oleh al-Suyuti. Lihat Al-Suyuti, a/-Ashbah wa al-Naza'ir, 84. 
22 Al-Salam, Oawa'id al-Ahkam, Juz 1, 68. 
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menganggap hanya pengadilan Agama yang memiliki wewenang tersebut, 
maka akan menimbulkan kemudaratan yang besar karena hal ini 
menyangkut hukum talak yang ada kaitannya dengan idah dan jumlah rujuk 
yang dibolehkan yang semuanya memiliki ketentuan tersendiri. Kendatipun 
harus diakui juga bahwa jika pengadilan agama tetap mengikuti peraturan 
yang telah ada, karena pada kenyataannya ada kemaslahatan di dalamnya, 
tetapi demi menghindari kemudaratan yang lebih besar maka langkah yang 
dilakukan adalah seperti yang ditawarkan di atas. 

Upaya yang sambil dijalankan pula memberikan pengetahuan dan 
kesadaran kepada masyarakat bahwa proses di pengadilan agama tidak 
sesulit seperti yang dibayangkan. Oleh karena itu mensosialisasikan 
pentingnya perceraian yang diproses di pengadilan agama serta memberikan 
kemudahan-kemudahan dalam berperkara adalah tugas pemerintah 
khususnya pihak pengadilan agama. Dalam sebuah kaidah disebutkan 
“daladh Jagia Zae jl le sa?” pahwa aturan-aturan yang dibuat oleh 
pemerintah adalah untuk kemaslahatan masyarakat secara luas dan 
menyeluruh. 


G. Menyertakan Pertimbangan Etika dalam Penetapan Hukum 

Salah seorang ulama Banjar yaitu Guru Nursyahid menjelaskan 
bahwa walaupun laki-laki tidak memiliki masa idah, tetapi jika ia ingin 
menikahi perempuan lain sementara istri yang dicerai masih dalam masa 
idah, maka lebih etis meminta izin kepada perempuan yang dicerainya. Hal 
ini dilakukan karena perempuan yang dalam masa idah tersebut masih 
berstatus sebagai istri. 

Dalam hukum Islam (fikih) sebenarnya tidak ada keharusan pada 
suami untuk meminta izin kepada istri baik yang masih sebagai istri atau 
telah dicerai untuk menikah kembali dengan perempuan lain, karena di 
dalam hukum Islam secara normatif poligami dibolehkan tetapi dengan 
berbagai persyaratan ketat. Namun berbeda dengan Guru Nursyahid, ia 
lebih mengedepankan etika pada istri, bahkan kata etika ini diucapkannya 
secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa Guru Nursyahid memiliki 
keterbukaan dan semangat perubahan khususnya dalam hukum per-kawinan 
Islam. Di sini pun juga dapat dilihat bahwa ia memandang perempuan tidak 
seperti yang dapat diperlakukan sesuai kebutuhan, melainkan ditempatkan 
selayaknya sebagai seorang manusia yang patut dihormati seperti laki-laki. 


3 Al-Dw'as, al-Gawa'id al-Fighiyah, 107. 
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Di samping itu sikap yang diperlihatkan ulama ini juga mengisyaratkan 
bahwa ia pun tunduk mengikuti aturan dalam hukum positif Islam Indonesia 
khususnya berkaitan dengan hukum perkawinan Islam. 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sebuah hukum akan lebih 
santun dan mudah diterima jika menyertakan pertimbangan etika. Di 
samping itu juga bahwa hukum yang baik dan lebih dapat menjadi solusi 
adalah bukan hanya melihat dari segi wajib atau haram suatu persoalan 
melainkan yang selalu menyertakan etika dalam memberikan pertim- 
bangan. Hal seperti ini sebenarnya bukan merupakan persoalan yang asing 
bagi ulama Banjar yang dikenal lebih banyak bercorak tasawuf. Orang yang 
bergelut di dunia tasawuf cenderung memiliki pemikiran yang lebih lentur, 
luwes dan cair. Hal ini karena tasawuf berhubungan dengan etika, 
kesopanan, kesantunan, pantas dan tidak pantas, baik dan buruk. Beberapa 
hal ini tidak dibedakan baik berkaitan dengan Allah atau pun dengan manusia. 
Oleh karena itu apabila corak tasawuf ini menjadi identitas seorang ulama 
sedikit banyaknya corak tersebut mempengaruhi pada pemahaman dan 
pelaksanaan hukum Islam pada seorang ulama tersebut. 

Etika sendiri merupakan perilaku ideal seorang manusia yang 
tujuannya adalah untuk mendapatkan kebaikan paling akhir yang tidak ada 
orientasi lain untuk mencari lebih dari kebaikan tersebut.”" Dikaitkan dengan 
pergaulan suami istri, etika menjadi pedoman dasar dalam berperilaku dan 
berkomunikasi sehingga hubungan ini tetap terjalin dengan baik. Tujuan 
akhir dari hubungan suami istri ini adalah keharmonisan, kerukunan dan 
kebahagiaan. Begitu juga ketika hubungan ini tidak dapat dipertahankan 
lagi sehingga terjadi perceraian, berperilaku baik dengan mantan istri tetap 
dituntut karena hubungan tersebut tidak putus begitu saja setelah perceraian. 

Pentingnya menyertakan pertimbangan etika dalam penetapan hukum, 
karena jika memahami konsep yang dibangun Fazlur Rahman tentang 
pentingnya memahami al-Gur'an secara integratif holistik, maka sudah 
dipastikan termasuk pula di dalamnya adanya peran etika dalam memberikan 
pertimbangan. Fazlur Rahman menggunakan pendekatan tersebut untuk 
memahami al-Our'an, tentu lebih dapat diterapkan lagi pada hukum Islam. 

Dalam memahami al-Gur'an, menurut Fazlur Rahman tidak hanya 
dilihat dari bahasa saja tetapi memahami pula kebiasaan-kebiasaan orang 
Arab pada masa Nabi. Begitu juga sebab-sebab turunnya ayat atau hadis 


'4 Ismail Asy-Syarafa, Ensiklopedi Filsafat, terj. Shofiyullah Mukhlas (Jakarta: Khalifa, 
2005), 32. 
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Nabi dan aspek sosial dan sejarah tentang bagaimana orang memahami 
perintah di dalam al-Gur'an pada waktu itu.” Pemikiran ini akhirnya 
melahirkan pentingnya menggunakan pendekatan sosiologis dan historis” 
atau penegasan Abdullah Saeed yang terinspirasi dengan Fazlur Rahman 


disebut sebagai pendekatan kontekstual” 


bahkan juga pendekatan 
hermeneutik”" dalam memahami al-9ur'an. 

Hal yang perlu ditegaskan dari uraian di atas adalah etika dipastikan 
memiliki peran dalam memberikan pertimbangan penetapan hukum. Karena 
untuk dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentu berbagai 
faktor dihadirkan dan diselaraskan agar dapat memberikan kontribusi yang 
tujuan akhirnya adalah kebaikan. 

Seorang suami yang ingin menikah kembali setelah menceraikan 
istrinya lebih etis minta izin kepadanya selama ia masih dalam masa idah 
menunjukkan betapa luhurnya hukum Islam. Perilaku suami ini meru-pakan 
kebaikan bagi seluruh keluarga dan kerabat lainnya semasa dalam waktu 
tunggu itu. Keputusan yang lebih baik lagi jika suami menahan diri untuk 
tidak menikah. Tindakan ini tampaknya sangat berhubungan dengan 
pemeliharaan maksud-maksud syarak. Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa 
meminta izin atau memilih menahan diri untuk tidak langsung menikah bagi 
laki-laki pasca bercerai dengan istrinya termasuk perbuatan memelihara 
usul al-khamsah yaitu agama, akal, kehormatan & jiwa, keturunan dan harta. 

Disebut dapat memelihara agama karena apabila tidak menyertakan 
etika maka bisa saja orang-orang di zaman sekarang menganggap agama 
Islam hanya berpihak pada laki-laki. Anggapan seperti ini dapat berakibat 
memudarnya rasa percaya pada keadilan ilahi yang akhirnya mempengaruhi 
iman, padahal dalam ayat-ayat Allah yang lain Islam sangat menghargai 
persamaan.” Ayat-ayat idah yang hanya diperuntukkan kepada kaum 
perempuan mestinya dipahami bahwa kondisi pada waktu itu tidak 


35 Fazlur Rahman, /s/am, terj. Senoaji Saleh (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 63. 

2 Fazlur Rahman, “Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives”, International 
Journal of Middle East Studies, Vol. 1, No. 4 (Oktober 1970), 329-330. 

”! Pendekatan kontekstual menekankan konteks sosial sejarah, politik, budaya dan ekonomi, 
baik di masa pewahyuan atau di masa sesudahnya. Lihat Saeed, Interpreting the Our'an, 3 dan 
128. 

8 Dengan cara melakukan tafsir ayat dengan ayat lain secara tematik. Lihat Fazlur Rahman, 
“Interpreting the Our'an”, Inguiry: Magazine of Events and Ideas (Mei 1986), 45. 

2 Di antaranya lihat dalam al-Gur'an, 16: 97, al-Gur'an, 33: 36, al-Gur'an, 40: 40, dan al- 
Our'an, 49: 11 dan 13. 
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memungkinkan untuk mewajibkan para suami menahan diri agar tidak 
langsung menikah. Pada zaman sekarang, walaupun tidak bermaksud 
menyatakan laki-laki memiliki idah tetapi menahan diri untuk sementara 
waktu karena menghormati akad nikah yang pernah diucapkan dan etika 
terhadap istri merupakan hal biasa dilakukan. Dengan semangat kaidah 
Ola jYI jai AKA YI jas SnY” 00 atau kaidah-kaidah yang sejenis, mestinya 
laki-laki dapat memaklumi dan menerima bahwa istri pun memiliki hak 
untuk dihormati. 

Begitu juga berkaitan dengan pemeliharaan akal yang dalam 
persoalan ini berhubungan erat dengan pemeliharaan agama. Maksudnya 
dengan tidak menyertakan etika berakibat memudarnya rasa percaya pada 
keadilan ilahi yang kemudian berpotensi mempengaruhi iman, akhirnya 
terbentuklah pola berpikir yang selalu negatif dan selalu mendekati agama 
melalui pemikiran negatif. Hal seperti ini mesti dihindari dalam kehidupan 
manusia khususnya pada wanita yang dicerai. 

Selanjutnya memelihara jiwa adalah berkaitan dengan kondisi 
psikologis istri yang dicerai ketika melihat suami langsung menikah dengan 
perempuan lain, sementara ia mesti menjalani masa idah. Hampir dipastikan 
kondisi psikologis istri memburuk dan rasa trauma dengan Islam juga 
semakin mendalam. Memelihara keturunan adalah berkaitan dengan rasa 
malu yang dirasakan anak terhadap perilaku ayahnya. Akhirnya, anak pun 
memandang bahwa rumah tangga orang tuanya tidak berbekas dan keber- 
adaannya sebagai anak pun dianggap tidak memiliki arti. Hal ini secara 
tidak langsung memberikan contoh yang tidak baik kepada anak dan sangat 
mungkin timbul rasa dendam anak pada ayahnya atau kelak ia meniru 
seperti apa yang dilakukan ayahnya pada ibunya. 

Beberapa hal yang digambarkan di atas sangat penting dihindari 
karena dapat berdampak tidak baik. Dalam sebuah kaidah “Jl52 2!” atau 
FUSAYI yah dx ywal” Sl bahwa kemudaratan mesti ditolak secara 
semaksimal mungkin maka laki-laki (suami) sangat baik menahan diri pula 
untuk tidak mengadakan akad nikah. Barangkali pemikiran ini dipandang 
bertentangan atau mengandung kemudaratan, tetapi setidaknya kemudaratan 
yang lebih besar dapat dihindari walaupun dihalau melalui kemudaratan 


& Al-Shaykh Ahmad ibn al-Shaykh Muhammad al-Zarga, Sharh al-Gawa'id al-Fighiyah 
(Damaskus: Dar al-Galam, 1989), 227. 
S1 Tbid., 207. 


181 


Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer 


juga. Hal ini sebagaimana kaidah “AYI ) all J3 AYI) mal” 2 bahwa 
kemudaratan yang paling berat dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang 
paling ringan. 

Itulah metode-metode yang digunakan ulama Banjar dalam men- 
jawab beberapa persoalan hukum perkawinan Islam. Dapat disimpulkan 
bahwa semua ulama Banjar selalu memulai pendapatnya dengan cara 
merujuk pada pendapat ulama terdahulu. Namun di antara ulama Banjar ini 
ada yang hanya menggunakan satu metode yaitu hanya berpedoman pada 
pendapat ulama tersebut, tetapi ada pula bahkan lebih banyak di samping 
masih menjadikan pendapat ulama terdahulu sebagai referensi yang memiliki 
fungsi beragam, juga mengemukakan pendapatnya dengan menggunakan 
metode-metode tertentu. Ulama Banjar yang menggunakan metode-metode 
ini ada yang secara langsung menyebut nama metode tertentu dalam usu! al- 
figh, ada pula menggunakan metode yang identik dengan metode dalam ilmu 
tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa metode-metode yang digunakan 
ulama Banjar cukup beragam dan secara tidak langsung juga menunjukkan 
adanya dinamika metode yang digunakan ulama Banjar dalam menjawab 
beberapa persoalan hukum perkawinan Islam. 


22 Ybid., 199. 
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Latar Belakang Ulama Banjar 
Menggunakan Metode-Metode Tertentu 
dalam Menanggapi Persoalan Perkawinan 


Islam di Kalimantan Selatan 


Dalam melakukan kajian terhadap latar belakang ulama Banjar meng- 
gunakan metode-metode tertentu untuk menetapkan status hukum suatu 
per-soalan, secara tidak langsung terikut serta juga kajian pada latar 
pemikiran masing-masing. Latar belakang penggunaan metode ini terbagi 
kepada dua macam yaitu alasan metodologis dan alasan internal dan 
eksternal. 


A. Alasan Metodologis 

Hal-hal yang melatarbelakangi ulama Banjar menggunakan metode- 
metode tertentu dilihat dari alasan metodologis terbagi kepada tiga 
kelompok yaitu gawli bayani, gawli manhaji bayani dan gawli giyasi 
istislahi. Istilah-istilah ini merupakan istilah yang populer di masyarakat 
hukum Islam khususnya gawrt!, ilhagi dan manhaji merupakan metode yang 
biasanya digunakan oleh Nahdlatul Ulama (NU), sementara bayani, giyasi 
dan istislahi merupakan salah satu pemikiran ulama yang membagi 
macam-macam metode dalam usul al-figh. Dalam tulisan ini beberapa 
istilah itu dipinjam untuk melihat latar belakang penggunaan metode- 
metode tertentu oleh ulama Banjar ketika menanggapi suatu persoalan 
dalam perkawinan Islam. 
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Oawli adalah metode yang digunakan untuk menetapkan status 
hukum suatu persoalan dengan cara mempelajari permasalahan tersebut 
yang kemudian mencari jawaban yang tertulis di dalam kitab-kitab fikih 
mazhab yang empat atau mengikuti pendapat yang sudah ada pada mazhab- 
mazhab tertentu.' Artinya, melalui metode ini para ulama cukup melakukan 
searching terhadap produk-produk yang sudah ada atau sudah jadi yang 
kemudian langsung digunakan. 

Penggunaan metode ini tidak sesederhana seperti yang dibayangkan 
karena adanya proses untuk mencari apakah pendapat itu disepakati ulama 
atau tidak, sehingga diperlukan proses yang lebih lanjut seperti melakukan 
kompromi (tagrir jama 7) terhadap pendapat yang berbeda atau mencari 
pendapat yang terkuat (arjah) di antara yang berbeda atau bahkan 
menetapkan pemberlakuan dua gaw! alternatif (fih gawlani atau al-agwal) 
jika sama-sama kuat.” 

Disamping gawli ada dua metode lainnya ilhagi dan manhaji yang 
digunakan secara berjenjang. //hagi adalah metode yang mirip dengan 
metode al-giyas khususnya dalam mencari persamaan kasus. Cara kerja 
metode ini menyamakan status hukum suatu persoalan yang tidak tertulis 
dalam kitab-kitab fikih (mulhag bih) dengan status hukum suatu persoalan 
yang tertulis dalam kitab-kitab fikih (imulhag “alayh) karena adanya 
keserupaan kasus (wajh al-ilhag)?' Selanjutnya metode manhajf adalah 
menetapkan status hukum suatu persoalan dengan cara mengikuti jalan dan 
pikiran serta menggunakan metode-metode penetapan hukum yang disusun 
oleh ulama-ulama usul al-figh." 

Adapun bayani, giyasi dan istislahi telah dibahas pada bab-bab 
sebelumnya. Intinya bayani adalah kajian yang melihat dari faktor 
kebahasaan suatu teks nas dan dalam penerapannya terkadang digunakan 
secara tekstual, giyasi adalah penggunaan metode al-giyas dan al-istihsan, 
sementara istislahi adalah metode-metode usul al-figh lainnya. 


! Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan NU (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997), 
364. Lihat pula Zahro, Tradisi Intelektual NU, 118. 

? Masyhuri, Masalah Keagamaan, 364. 

? Ibid., 367. 

4 Ibid., 364. Zahro, Tradisi Intelektual NU, 124. 
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IL Oawli Bayani 
a. Pendapat Ulama di berbagai Kitab Dipandang lebih Tinggi 

Pada bahasan terdahulu disebutkan bahwa dalam menjawab suatu 
persoalan hukum perkawinan Islam, sebagian kecil ulama Banjar selalu 
merujuk pada pendapat ulama di berbagai kitab fikih khususnya dalam 
lingkar mazhab al-Shafi'i. Pendapat-pendapat ini dipandang layaknya 
sebagai hal yang selalu relevan dan final, sehingga masyarakat Muslim di 
zaman sekarang cukup mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada. 

Perlakuan sebagian kecil ulama Banjar ini terhadap pendapat- 
pendapat ulama terdahulu seperti yang diuraikan di atas, menunjukkan 
bahwa semua itu terjadi karena pendapat ulama di berbagai kitab fikih 
dipandang lebih baik, berkualitas dan memiliki kredibilitas yang tinggi jika 
dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran ulama sesudahnya atau ulama- 
ulama di masa sekarang. Terlebih lagi pendapat-pendapat ulama yang 
ditulis sekarang bukan menggunakan bahasa Arab atau setidaknya meng- 
gunakan tulisan huruf Arab Melayu, sehingga nilai dari pendapat tersebut 
menjadi turun, kendati pun di dalamnya terdapat pemikiran-pemikiran yang 
berkualitas dan mencerahkan. Pada kenyataannya hampir tidak ditemukan 
Guru atau Tuan Guru (ulama) menggunakan kitab selain dari kitab yang 
berbahasa Arab dalam setiap pangajian atau babacaan (kajian keislaman 
menggunakan kitab) yang dilakukan di masyarakat Banjar, minimal mereka 
menggunakan kitab Arab Melayu. 

Permasalahannya kitab-kitab yang digunakan itu khususnya dalam 
bidang hukum Islam, menggunakan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama 
yang hidup di masa taklid yaitu pada abad ke 7 H sampai abad 14 H, 
sementara ulama-ulama ini juga dianggap bertaklid kepada ulama-ulama 
sebelumnya. Hal ini dibuktikan bahwa kegiatan para ulama pada waktu itu 
berkisar antara membuat komentar (sharh) atau kutipan-kutipan pada 
redaksi-redaksi tertentu (hashiyah) pada kitab-kitab sebelumnya.” 

Apabila ulama-ulama di zaman sekarang menjadikan kitab-kitab 
tersebut sebagai referensi yang harus diikuti secara total, berarti mereka 
juga bertaklid kepada ulama yang bertaklid. Kendatipun tidak sepenuhnya 
dapat dikatakan bertaklid karena apabila menyimak kembali makna taklid 
tampaknya tidak tepat diarahkan kepada ulama Banjar ini. Makna taklid 


? Lihat penjelasan kitab-kitab fikih yang digunakan ulama Banjar di awal-awal bab empat. 
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sendiri adalah mengikuti pendapat seseorang tanpa dasar” atau tidak 
memiliki kompetensi untuk mengetahui dasar, metode dan alasan adanya 
pendapat ulama yang diikuti. Orang yang tidak memiliki kompetensi 
tersebut disebut sebagai mugallid dan dengan demikian ia tidak dibolehkan 
untuk memberikan fatwa terhadap hal-hal yang tidak diketahuinya 
berkaitan dengan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, atau bahkan hukum- 
hukum yang telah ditetapkan dalam Islam. ' 

Para ulama penulis kitab yang hidup di masa taklid itu dan termasuk 
pula ulama Banjar khususnya yang menjadikan pendapat ulama terdahulu 
sebagai referensi dan pedoman utama, sepertinya tidak termasuk dalam 
pengertian taklid di atas. Mereka memahami dan menguasai kitab-kitab 
yang disebutkan serta mengetahui pula dasar-dasar hukum yang digunakan 
para ulama penulis kitab itu. Sepanjang yang diketahui, jika tidak dapat 
disebut mujtahid pada masalah-masalah tertentu, setidaknya mereka dapat 
digolongkan sebagai muttabi" yaitu orang-orang yang mengikuti pendapat 
ulama pada suatu persoalan hukum dengan mengetahui dasar-dasar dan 
metode-metode yang digunakan ulama yang diikuti. 

Permasalahan yang berkaitan dengan sebagian kecil ulama Banjar ini, 
mereka hanya mengikuti dan memedomani pendapat itu, sehingga jika 
dilihat dari pendapat lain bahwa orang yang mengikuti suatu pendapat dan 
tidak mengikuti pendapat lain selain dari imamnya serta memperlakukan 
pendapat-pendapat itu seolah-olah nas syarak sendiri, maka sikap ini 
termasuk taklid. ? Memang perilaku sebagian kecil ulama Banjar ini 
menimbulkan berbagai kemungkinan penafsiran, bisa jadi karena disiplin 
keilmuan yang ditekuni selama ini bukan pada hukum Islam, atau bisa jadi 
hanya menguasai pengetahuan hukum Islam klasik di satu mazhab, 
sementara tidak atau belum pernah mengaitkan pemikiran tersebut kepada 
persoalan hukum kontemporer, atau bahkan seperti anggapan sebelumnya 
yaitu adanya kefanatikan pada pendapat ulama dalam mazhab tertentu. 

Tiga kemungkinan di atas sangat mungkin terjadi pada setiap orang 
dan tidak terkecuali pada orang yang sudah diakui masyarakat sebagai 


5 Muhammad Sulayman “Abd al-Lah al-Ashgar, al-Futya wa Manahij al-IRa” (Kuwait: 
Maktabat al-Manar al-Islamiyah, 1976), 29. 

7 Ibid., 30. 

8 Al-“Ulum, al-Taglid fi al-Shari ah, 34. Al-Shashri, al-Tagiid wa Ahkamuh, 31. 

? Ash-Shiddiegy, Pengantar Hukum, Vol. 1, 81. Lihat juga “Amir Sa'id al-Zibari, Mabahith f 
Ahkam al-Fatwa (Beirut-Lebanon: Dar Ibn Hazm, 1995), 52. 
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ulama. Ketika diajukan suatu persoalan yang bukan merupakan bidang 
kajian selama ini, maka posisi seseorang tersebut dalam keadaan tidak 
menguasai ilmu itu kecuali hanya sekedar di permukaan sehingga pen- 
jelasan yang diberikan tidak tuntas. Hal yang sama juga walaupun mem- 
pelajari hukum Islam sementara yang dikaji hanya satu pemikiran dalam 
satu mazhab dan tidak pernah masuk ke dalam perbandingan mazhab serta 
tidak menguasai betul ilmu usu! al-figh bahkan tidak pernah pula mengaitkan 
dengan kenyataan di masyarakat, maka posisi orang tersebut pun juga tidak 
berbeda dengan kemungkinan sebelumnya. 

Adapun kemungkinan yang ketiga yaitu fanatisme bermazhab meru- 
pakan persoalan yang cukup mengundang berbagai pertanyaan. Mengapa 
fanatisme itu tidak langsung kepada Imam al-Shafi'i atau imam-imam 
pembangun mazhab yang lain. Apakah bahasan dalam kitab-kitab misalnya 
Hashiyat I'anat al-Talibin atau Hashiyat al-Bayjuri lebih lengkap atau lebih 
dapat menjawab persoalan-persoalan sekarang. Semua pertanyaan itu tidak 
dapat dijawab secara pasti, tetapi apabila dilihat dari masa hidup para 
ulama khususnya penulis kedua kitab di atas sepertinya tidak terlampau 
jauh dari kehidupan ulama di zaman sekarang yaitu kurang lebih antara 
seratus tahun sampai seratus tiga puluh tujuh tahun, sehingga sangat 
mungkin persoalan-persoalan yang dibahas pada kedua kitab itu masih 
terjadi di zaman sekarang atau paling tidak semacam adanya persamaan 
kasus yang dihadapi sehingga dapat menyamakan dengan ketetapan yang 
terdapat dalam kitab. Namun demikian tentu tidak sepenuhnya dapat 
berpegang kepada kedua kitab itu atau kitab-kitab lain yang lebih tua dari 
keduanya karena akan banyak persoalan yang tidak dapat dijawab apabila 
hanya bersandar pada kitab-kitab tersebut. 

Berlepas dari apakah disiplin ilmu yang dikuasai sesuai atau tidak 
tetapi pada kenyataannya sebagian kecil ulama Banjar lebih berpegang 
teguh pada pendapat para ulama terdahulu. Kendatipun dalam menyampaikan 
pendapatnya sebagian kecil ulama Banjar ini menyertakan pula dengan 
dasar-dasar hukum baik dari al-Gur'an atau hadis, tetapi disampaikan secara 
bayani atau secara apa adanya dan cenderung normatif serta tekstual. Hal 
ini menunjukkan bahwa pola berpikir mazhab khususnya pada mazhab al- 
Shafi'i sangat mengakar bahkan menjadi kurikulum di beberapa pondok 
pesantren di Kalimantan Selatan. ' 


10 Sukarni, “Paradigma Bermazhab, 84. 
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Pernyataan ini bukan bermaksud untuk berlepas dari mazhab atau 
tidak bermazhab. Hal ini justru lebih berbahaya karena bisa jadi di antara 
orang-orang yang mengaku tidak bermazhab adalah orang-orang awam. 
Mereka berupaya untuk tidak bertaklid kepada ulama tetapi karena tidak 
memiliki kompetensi untuk berijtihad atau setidaknya melakukan peng- 
kajian pada masalah-masalah tertentu, dipandang lebih mengkhawatirkan 
akan terjadi kekacauan dalam pelaksanaan hukum Islam." 

Dalam mengkaji suatu persoalan hukum Islam, penelusuran pendapat 
ulama (gaw/?) yang tertulis di berbagai kitab dipandang penting. Kendati- 
pun diyakini bahwa persoalan tersebut belum pernah ditulis para ulama di 
berbagai kitab, tetapi masih ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencari 
persamaan antara persoalan yang baru dihadapi dengan persoalan yang 
tertulis di berbagai kitab (1lhagi. 

Pentingnya menelusuri pendapat-pendapat ulama ini karena ia meru- 
pakan pedoman dalam berpendapat dan sebagai tanda ketersambungan ilmu. 
Di samping itu pendapat-pendapat ulama terdahulu juga dapat dijadikan 
sebagai bahan perbandingan (mugaranah) dan bahkan sebagai objek analisis 
yang hasilnya dapat dijadikan untuk memperkuat hasil kajian yang 
dilakukan atau mengkritisi yang tentu disertai dengan berbagai alasan dan 
metodologi yang cukup. 

Disebut sebagai pedoman karena pendapat-pendapat itu dapat 
dijadikan sebagai kompas atau arah dalam mengkaji persoalan hukum yang 
dihadapi dan yang pasti seorang peneliti menjadi kaya referensi. Ia dapat 
mengetahui kecenderungan dari pendapat-pendapat itu dan dibantu dengan 
ilmu sejarah akhirnya dapat diketahui pula alasan-alasan atau hal-hal yang 
melatarbelakangi timbulnya pendapat tersebut. Dilengkapi pula dengan 
pengetahuan lainnya di antaranya usul al-figh menjadi penyebab diketahuinya 
dasar-dasar dan metode-metode yang digunakan ulama. Di samping itu juga 
apabila pendapat-pendapat ini masih dipandang relevan untuk diterapkan 
yang tentu sebelumnya telah dilakukan pengkajian secara metodologis, 
maka pendapat-pendapat tersebut pun dapat diterapkan dalam kehidupan. 

Disebut sebagai tanda ketersambungan ilmu adalah merupakan alasan 
yang logis yang di dalamnya juga memuat etika dan penghormatan terhadap 
ulama (guru). Hal ini merupakan fakta bahwa pengetahuan berpindah dari 


MH Lihat Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, a/-Lamadhhabiyah Akhtar Bid'ah Tuhaddid al- 
Shari ah al-Islamiyah (Suriah-Damaskus: Dar al-Farabi, 2005), 17. 
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generasi ke generasi dan perpindahan tersebut disampaikan baik secara lisan 
atau pun tulisan sehingga terjadinya ketersambungan ilmu pengetahuan. 
Seseorang dapat saja menyatakan bahwa ia dapat memahami al-OGur'an dan 
hadis nabi secara langsung tanpa melalui wasilah para ulama di berbagai 
generasi. Namun apakah ia dapat bertahan secara konsisten tanpa adanya 
pedoman dan kaidah-kaidah yang dibangun oleh para ulama di berbagai 
generasi, sehingga dapat memahami makna eksplisit dan implisit beserta 
interpretasinya termasuk pula asbab al-nuzul dan asbab al-wurud, 

Konsistensi itu sepertinya sulit dipertahankan karena tampaknya 
sangat sulit bagi seseorang apabila hanya mengandalkan kemampuannya 
tanpa berpedoman pada pendapat ulama atau tanpa menggunakan kaidah- 
kaidah yang telah diakui. Logikanya adalah belajar membaca al-Our'an saja 
tanpa harus memahami maknanya, dibutuhkan seorang guru baik guru 
secara langsung atau pun guru dalam bentuk tulisan, terlebih lagi untuk 
memahami makna dan tafsir serta takwil beserta keilmuan-keilmuan 
lainnya. Oleh karena itu kedudukan ulama (guru) dipandang penting yang 
tidak hanya dilihat dari segi ketersambungan ilmu pengetahuan semata atau 
karena faktor etika dan penghormatan kepada ulama (guru), tetapi 
terjadinya dinamika dan perkembangan perjalanan ilmu pengetahuan justru 
karena ketersambungan ini. 

Selanjutnya pendapat-pendapat ulama dapat dijadikan sebagai bahan 
perbandingan (mugaranah). Pendapat ulama pasti dipelajari yang idealnya 
tidak langsung dikutip tetapi dipelajari yang salah satunya dibandingkan 
dengan pendapat-pendapat ulama lainnya. Selain itu pendapat tersebut juga 
dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran untuk membandingkan situasi dan 
kondisi ketika pendapat tersebut difatwakan dengan situasi dan kondisi di 
masa sekarang. Dengan perbandingan ini dapat dikaji tentang kecocokan 
antara sosial budaya di daerah tempat tinggalnya ulama yang memiliki 
pendapat dengan sosial budaya masyarakat Islam di daerah lain. Apabila 
tidak terdapat kecocokan, dipastikan ada pendapat yang lebih relevan atau 
bahkan melakukan pengkajian ulang secara metodologis. 

Oleh karena itu pendapat-pendapat ulama terdahulu mestinya dapat 
pula dijadikan sebagai objek analisis, karena pendapat tersebut walaupun 
memiliki dasar hukum dan kaidah-kaidah ijtihad tetapi tetap saja meru- 
pakan hasil dari pemahaman para ulama. Pemahaman ini pun tampaknya 
tidak luput dari pengaruh keilmuan, wawasan, pengalaman dan sedikit 
banyaknya juga faktor sosial budaya pada waktu itu. Ketika analisis 
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dilakukan dan harus terjadi perubahan, bukan berarti merubah dasar- 
dasar hukum yang berasal dari al-Our'an dan hadis Nabi atau merubah 
kaidah-kaidah penetapan hukum tersebut sebagaimana pernah pula di- 
sebutkan pada bahasan-bahasan sebelumnya, tetapi hanya merubah produk 
hukum berupa status hukum suatu persoalan (fikih). Perubahan pada hukum 
Islam (fikih) merupakan hal yang normal karena disamping bukan ber- 
kedudukan sebagai sumber seperti al-Gur'an dan hadis, juga agar hukum 
tersebut dapat diterapkan sesuai dengan semangat masyarakat Islam di 
setiap masa, sehingga hukum Islam pun menjadi solusi yang membawa 
kemaslahatan secara menyeluruh. 

Dalam melakukan analisis dipastikan adanya proses kritik dan 
dukungan berjalan secara bersamaan. Kritikan dan dukungan relatif tidak 
terlepas dari rasa ilmiah subjektif masing-masing peneliti, tetapi semua 
itu dapat menjadi objektif apabila dilakukan dengan tahapan-tahapan 
ilmiah berdasarkan kajian metodologis melalui kaidah-kaidah penetapan 
hukum Islam. 

Itulah beberapa uraian sebagai alasan pendapat para ulama di- 
pandang penting untuk ditelusuri. Namun penelusuran berbagai pendapat 
ulama ini tidak berhenti hanya dijadikan sebagai referensi atau hanya 
mengutip pendapat. Jika di antara pendapat tersebut ada yang kurang 
relevan lagi atau diperlukan pengembangan lebih lanjut maka ia harus 
dikaji dengan kaidah-kaidah usul al-figh yang berintegrasi pula dengan 
keilmuan lainnya. Semua itu bertujuan untuk pengembangan hukum Islam 
itu sendiri dan upaya ini harus dilakukan di setiap generasi agar hukum 
Islam seperti yang sering dikemukakan dapat memberikan ketenteraman, 
kemaslahatan, kebaikan dan keadilan yang sebenarnya secara menyeluruh. 

Pendapat-pendapat ulama yang di antaranya ada tidak digunakan lagi 
atau mengalami pengembangan, bukan berarti dianggap sebagai pendapat 
yang tidak laku atau dianggap sebagai tindakan yang merendahkan pendapat 
tersebut. Semua itu tentu ada argumentasi dan latar belakang yang kuat 
membuat pendapat tersebut tidak diikuti lagi. Oleh karena itu sikap ini 
tidak dapat dikategorikan sebagai merendahkan terlebih lagi mengkerdilkan 
ulama, karena dalam tulisan ini pun secara tegas menyatakan pentingnya 
menghormati ulama. Namun yang dimaksudkan di sini adalah yang harus 
disadari bahwa manusia memiliki keterbatasan dan untuk mencapai hasil 
yang maksimal perlu adanya tindakan saling mendukung di setiap generasi. 
Tindakan tersebut tidak lain adalah melakukan pengkajian atau penelitian 
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secara terus menerus tiada henti. Tujuannya, agar hukum Islam dapat 
berdialog dengan zaman juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah 
dengan cara menggunakan kompetensi yang di-anugerahkan-Nya kepada 
setiap manusia. 

Berdasarkan hal tersebut ditegaskan kembali bahwa yang dimaksud 
di sini bukan merendahkan atau mengkerdilkan pendapat dan eksistensi 
ulama. Pendapat-pendapat ulama terdahulu di samping menjadi pedoman 
juga sangat berjasa sebagai dasar pijakan pengembangan keilmuan hukum 
Islam lebih lanjut. Ilmu atau hukum Islam yang berkembang pada masa 
sekarang tidak datang secara tiba-tiba tanpa adanya runut keilmuan 
sebelumnya. Dikatakan dalam bahasa lain pendapat-pendapat yang paling 
baik saat ini dan kaidah-kaidah atau teori-teori besar yang digunakan saat 
ini tidak terlepas dari jasa keilmuan sebelumnya. Oleh karena itu Sir Isaac 
Newton mengatakan “Aku dapat melihat ke depan karena aku berdiri di 
atas bahu raksasa”. " 
adalah berpijak pada pendapat-pendapat ulama besar beserta dengan kaidah- 
kaidah atau metode-metode yang mereka susun sehingga dapat mengem- 


Jika diterjemahkan “berdiri di atas bahu raksasa” 


bangkan keilmuan hukum Islam, bahkan pengembangan teori untuk masa 
sekarang dan selanjutnya. 

Dapat disimpulkan bahwa bermazhab atau menggunakan metode 
gawli dipandang penting sebagaimana yang dilakukan ulama Banjar. 
Namun bukan berhenti sebagai pengutip, terlebih lagi memperlakukan 
pendapat ulama terdahulu itu seperti pendapat yang final dan tidak dapat 
berubah seperti halnya teks-teks nas. Pendapat para ulama terdahulu —tidak 
hanya berasal dari mazhab tertentu- sangat penting sebagai pedoman 
dalam berpendapat, sebagai tanda ketersambungan ilmu, sebagai bahan 
perbandingan (mugaranah), sebagai objek analisis baik untuk memperkuat 
atau mengkritisi. Oleh karena itu mesti diteruskan dengan pengkajian lebih 
lanjut dan agar kajian dapat dilakukan secara terarah serta dapat dipertang- 
gungjawabkan walaupun terdapat perbedaan pendapat, harus menggunakan 
metode-metode yang terdapat dalam ilmu usul al-figh. 


b. Aturan Agama lebih Tinggi dari Aturan Negara 
Ulama Banjar yang tetap menjadikan pendapat para ulama terdahulu 
sebagai referensi utama bahkan sebagai pendapat yang final dan digunakan 


1 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, terj. Alimandan (Jakarta: 
Prenada Media Group, 2004), A-12. 
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di setiap zaman juga membedakan antara urusan Islam dan urusan negara 
sebagaimana dideskripsikan sebelumnya. Pembedaan ini sangat mungkin 
disebabkan karena sebagian kecil ulama memandang bahwa aturan agama 
lebih tinggi dari aturan negara. 

Di saat melakukan penggalian data, seringkali terdengar bahwa 
sebagian kecil ulama Banjar ini menggunakan redaksi misalnya urusan 
agama harus didahulukan daripada urusan dunia atau ada pula ucapan yang 
menyatakan apabila unsur ukhrawi sudah terpenuhi maka unsur duniawi 
sudah tidak menjadi masalah dan hanya sebagai pendukung saja. Ucapan ini 
digunakan di antaranya ketika menjelaskan bahwa rukun akad nikah yang 
ditentukan ulama sebagai urusan agama atau unsur ukhrawi, sementara 
pencatatan sebagai urusan dunia atau unsur duniawi. 

Jika ucapan di atas dilihat secara umum, tampaknya tidak memerlu- 
kan diskusi yang cukup panjang. Namun berbeda jika hukum Islam atau 
fikih disamakan dengan agama (al-shari'ah), tentu diperlukan klarifikasi dan 
konfirmasi kembali bahwa hukum Islam adalah bagian dari agama Islam 
sehingga ia sangat berbeda dan bukan berkedudukan sebagai agama. 

Perbedaan tersebut sangat jelas dan tidak terdapat hal-hal yang 
menjadi multi tafsir dalam membedakan keduanya. Agama atau al-shari ah 
(al-Gur'an dan hadis) lebih merepresentasikan kepada makna heavenly 
yakni bersifat ilahiah sebagai pembuat atau pencipta hukum, sementara 
hukum Islam (fikih) lebih merepresentasikan kepada makna cognitive yakni 
proses yang dilakukan manusia untuk memahami hukum." Dalam per- 
kataan lain agama bersifat ilahiah, bersumber dari Allah, tetap dan tidak 
berubah serta mencakup aspek-aspek moral, hukum, sosial dan spiritual 
sehingga ia berkedudukan sebagai akar (fundamental). Berbeda dengan 
hukum Islam (fikih) yang bersifat manusiawi, merupakan produk pema- 
haman dan penafsiran ulama, sebagai produk maka dapat berubah meng- 
ikuti zaman dan keadaan-keadaan yang ada, hanya memuat aspek hukum 
dan hanya berkedudukan sebagai cabang atau ranting serta bukan sebagai 
akar sebagaimana agama. " 

Ringkasnya hukum Islam (fikih) adalah sebagai hasil kognisi para 
ulama (ff dhihn al-fagih) yang sangat mungkin memiliki kekurangan dan 
kelemahan. Di samping itu satu hal yang tidak dapat dihindari terkait pula 


B Auda, Magasid al-Sharf'ah as Philosophy, 5T. 
M Mashood A. Baderin, International Human Rights and Islamic Law (New York: Oxford, 
2003), 34. 
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dengan nilai relevansi hukum Islam (fikih) tersebut untuk kehidupan 
sekarang, sehingga pemahaman-pemahaman baru dalam hukum Islam 
(fikih) termasuk pula pada usu! figh adalah sebagai hal yang diperlukan atau 
menjadi keharusan di zaman sekarang. 

Betapa kekacauan ini akan terjadi jika hukum Islam (fikih) dianggap 
sebagai agama karena anggapan tersebut sangat berdampak kepada hal-hal 
lain yang salah satunya adalah tentang akidah. Ketika terjadi perbedaan 
pandangan, orang yang memahami hukum Islam sebagai agama cenderung 
akan menyalahkan orang yang berbeda dengan mereka dan mengklaim 
bahwa mereka berada di posisi yang paling benar, sementara yang lainnya 
salah bahkan kafir. Saling mengkafirkan dan mengklaim kebenaran antar 
kelompok hampir dipastikan akan selalu terjadi yang dapat membawa pada 
peristiwa berdarah sebagaimana peristiwa antar mazhab pada masa silam. 
Semua ini karena kekeliruan dan ketidakmampuan memahami atau mem- 
bedakan antara hukum Islam (fikih) dan agama. 

Masyarakat yang hidup di zaman sekarang dan termasuk pula ulama 
Banjar tentu menginginkan kebaikan dan kedamaian serta keteraturan 
bahkan kelurusan dalam pelaksanaan hukum. Oleh karena itu tentu tidak 
mungkin pula mengeluarkan pendapatnya dengan tujuan membuat ter- 
jadinya instabilitas. Kendatipun pemahaman yang dimiliki selama ini 
“terlanjur” menyamakan antara agama dan hukum Islam atau menganggap 
sama keduanya, tentu hal itu disebabkan karena faktor-faktor lain yang 
tidak dapat pula ditentukan secara jelas di sini. Ringkasnya penyamaan 
antara agama dan hukum Islam (fikih) harus dihilangkan karena perbedaan 
keduanya sangat kontras dan apabila masih terjadi sangat mungkin adanya 
infiltrasi dari pemikiran-pemikiran lain. 

Pentingnya menyadari perbedaan antara hukum Islam (fikih) dengan 
agama karena siapa pun tidak akan menerima pikiran manapun atau 
membuka wawasannya selama masih terkungkung dalam pemahaman 
sebelumnya atau pemahaman yang selama ini diikuti. Pendapat-pendapat 
yang sama-sama dikemukakan ulama terdahulu pun jika berbeda dengan 
pendapat yang diikuti selama ini masih dipandang salah atau tidak 
sempurna seperti yang diikutinya, maka sangat mungkin tidak menerima 
sama sekali pendapat-pendapat ulama di zaman sekarang baik yang masih 
dalam bentuk koleksi buku atau pun telah diformalisasikan menjadi 
instruksi, peraturan atau undang-undang. 
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Hal ini menunjukkan bahwa pola berpikir yang digunakan masih 
seperti pola pikir di abad kemunduran Islam, padahal hukum positif Islam 
berkedudukan sama dengan hukum Islam (fikih). Keduanya sama-sama 
dirumuskan oleh ulama yang berkompeten. Namun hukum Islam (fikih) 
dirumuskan para ulama yang hidup di periode-periode Islam yang lalu 
dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada waktu itu, sementara hukum 
positif Islam dirumuskan oleh ulama yang hidup di zaman sekarang dengan 
situasi dan kondisi saat ini. Di samping itu dalam perumusan hukum positif 
Islam ini, orang-orang yang tergabung di dalamnya adalah kumpulan para 
ulama sehingga peluang untuk melakukan kekhilafan relatif kecil karena 
setiap proses dipastikan diperoleh melalui diskusi mendalam antar ulama, 
sementara dalam kitab-kitab klasik dirumuskan oleh masing-masing ulama 
secara individu. 

Dengan kedudukan yang sama ini maka seyogyanya hukum positif 
Islam juga dipandang sebagai bagian dari hukum Islam (fikih) yang 
terintegrasi. Keduanya tidak berbeda dan tidak ada yang lebih tinggi karena 
keduanya dihasilkan dari proses ijtihad ulama. Perbedaan di antara 
keduanya hanya terjadi bahwa hukum Islam (fikih) masih tersimpan sebagai 
karya individu atau beberapa ulama, sementara hukum positif Islam 
merupakan aturan yang dihasilkan dari ijtihad para ulama. Keduanya hanya 
berbeda dengan agama bahwa hukum Islam (fikih) atau hukum positif Islam 
bersifat manusiawi, sementara agama bersifat ilahiah. 


2: Oawli Manhaji Bayani. Keterikatan pada Persyaratan Ijtihad 

Dilihat dari faktor di atas bahwa di samping masih merujuk pada 
pendapat ulama terdahulu (gaw/?), sebagian besar ulama Banjar ini juga 
mengkaji persoalan perkawinan Islam melalui perspektif mereka sendiri 
yang didukung dengan metode-metode tertentu (inanhaji), hanya saja 
sebagian dari sebagian besar ulama Banjar ini masih terkesan normatif dan 
terikat dengan dalil-dalil yang dikemukakan (bayani). 

Adanya model seperti ini sangat dimungkinkan karena melihat berat 
dan komplitnya syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin 
berijtihad. Syarat-syarat ini digulirkan secara terus menerus di setiap 
kesempatan hingga akhirnya menjadi semacam doktrin yakni apabila ada 
orang yang ingin menjawab persoalan-persoalan hukum Islam, dipandang 
cukup merujuk ke beberapa kitab fikih yang telah disusun para ulama 
terdahulu. Kitab-kitab tersebut ditulis dengan hati-hati oleh para ulama 
sehingga menjadi kitab mu 'tabar (diakui) yang patut untuk dijadikan 
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sebagai rujukan. Pandangan seperti inilah yang tampaknya menjadi salah 
satu alasan keterikatan ulama Banjar dengan syarat-syarat ijtihad. 

Adapun syarat-syarat ijtihad itu adalah mesti menguasai berbagai 
cabang ilmu yang berhubungan dengan ijtihad seperti mengerti bahasa 
Arab, menguasai ayat-ayat al-Yur'an dan hadis-hadis nabi dengan kisaran 
jumlah yang diperdebatkan, menguasai ilmu al-Gur'an, menguasai ilmu 
hadis, menguasai nasikh mansukh, al-muhkam, al-mutashabbih, menguasai 
asbab al-nuzul, asbab al-wurud, menguasai ilmu usul al-figh termasuk 
memahami magasid al-shari'ah yang merupakan bagian dari usul al-figh 
serta hukum-hukum yang telah menjadi ijma' ulama." 

Apabila berpedoman dengan syarat-syarat yang disebutkan di atas 
dan menjadikannya sebagai standar dalam berijtihad, mungkin sangat sulit 
menemukan ulama (mujtahid) di zaman sekarang yang dapat memenuhi 
kriteria-kriteria itu, karena persyaratan itu hanya diperuntukkan bagi al- 
mujtahid al-mutlag (pembangun mazhab seperti imam yang empat)." Jika 
ada yang dapat menjadi mujtahid mutlak pada zaman sekarang tentu 
sangat diperlukan, tetapi jika belum ditemukan sementara ada persoalan- 
persoalan tertentu dalam hukum yang memerlukan kepastian sehingga 
dapat menjadi referensi bagi masyarakat Muslim, tentu pengkajian tersebut 
wajib dilakukan. 

Dengan mempertimbangkan kemampuan setiap manusia tidak sama 
maka untuk menghadapi problem ini para ulama usul al-figh membuat 
tingkatan-tingkatan para mujtahid. Dengan tingkatan tersebut para ulama 
pun dapat berperan sesuai dengan tingkatannya untuk mengkaji persoalan- 
persoalan hukum Islam, termasuk persoalan perkawinan Islam. Syarat- 
syarat yang ditentukan pun tidak seberat a/-mujtahid al-mutlag, sehingga 
pada persoalan-persoalan tertentu tidak harus semua bidang ilmu dikuasai 
oleh seorang ulama. Ia hanya disyaratkan menguasai ilmu yang berhubungan 
dengan persoalan yang dikaji sesuai dengan tingkatan kompetensinya 
sebagai mujtahid.' 

Di kalangan ulama usu/ al-figh istilah-istilah yang dipakai untuk 
menamakan tingkatan mujtahid ini sangat variatif, tetapi justru dengan 


IS Al-Ghazali, a-Mustasff f “Ilm, 342-344. Al-Razi, al-Mahsil, Vol. VI, 21-26. Nadiyah 
Sharif al-“Umari, al-Ijtihad f al-Islam: Usuluh Ahkamuh Afatuh (Beirut-Lebanon: Mw'assasat al- 
Risalah, 2001), 64-111. 

16 Al-Subki, Jam u al-Jawami' 118. Al-Umari, al-ljtihad fi al-Islam, 116. 

H Tbid., 116. Al-Zuhayli, al Wajiz f Usul, 236. Al-Ashgar, a-Futya wa Manahij al-Ifta, 31-32. 
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istilah-istilah yang beragam itu menunjukkan bahwa ijtihad dibolehkan 
pada masalah-masalah tertentu. Tingkatan tersebut terbagi dua yaitu al- 
mujtahid al-mutlag dan al-mujtahid ghayr al-mutlag. Al-mujtahid al-mutlag 
terbagi kepada dua tingkatan yaitu al-mujtahid al-mutlag al-mustagil dan 
al-mujtahid al-mutlag ghayr al-mustagil. Adapun al-mujtahid ghayr al- 
mutlag terbagi kepada tiga tingkatan yaitu mujtahid al-takhrij, mujtahid al- 
tarjih dan mujtahid al-futya. 

Al-mujtahid al-mutlag al-mustagil yaitu mujtahid yang menyusun 
kaidah-kaidah (metode) ijtihad sendiri untuk digunakan dalam istinbat 
atau penetapan hukum tanpa menggunakan kaidah-kaidah di luar dari 
mazhabnya. Mereka ini adalah imam yang empat. " A/-mujtahid al-mutlag 
ghayr al-mustagil yaitu ulama-ulama yang sebenarnya memiliki kompetensi 
untuk menjadi a/-mustagil (berijtihad di berbagai persoalan) tetapi mereka 
memilih tidak menyusun kaidah-kaidah sendiri, sehingga ketika berijtihad 
mereka menggunakan kaidah-kaidah yang disusun imamnya. " 

Mujtahid al-takhrij adalah ulama-ulama yang mengikatkan diri pada 
mazhab imamnya seraya menggunakan kaidah-kaidah imamnya untuk 
mengkaji persoalan-persoalan hukum Islam atau menyelesaikan suatu 
kasus yang tidak terdapat dalam mazhab imamnya.” Proses kajian yang 
dilakukan adalah pertama, menggunakan metode-metode usul al-figh 
yang dirumuskan imamnya untuk menetapkan status suatu persoalan 
hukum atau kedua dengan cara mencari persamaan kasus yang terdapat 
pada pendapat-pendapat imamnya. Cara yang kedua ini disebut juga 
“ag de gg m3 al AYI OS de BRA 4 relatif sama dengan metode 
ilhagi yang digunakan Nahdlatul Ulama di Indonesia, tetapi di dalam 
ijtihad takhriji ini ada pula seperti pilihan pertama yaitu pengkajian secara 
manhaji (menggunakan kaidah-kaidah imamnya yaitu metode-metode 
usul al-figh yang dirumuskan imamnya) dalam menetapkan status hukum 
suatu persoalan. 

Mujtahid al-tarjih adalah ulama-ulama yang termasuk menguasai 
beberapa pendapat imam mazhabnya dan memahami pula beberapa kaidah 


I8 Al-ZuhayR, Usul al-Figh, Vol. II, 1107. Zahrah, Usu/ al-Figh, 309-310. 

$ Al-ZuhayR, Usu/ al-Figh, Vol. Il, 1108. 

20 Tbid. 

21 Tbid. Musfir ibn “Ali ibn Muhammad al-@ahtani, Manhaj Istinbat Ahkam al-Nawazil al- 
Fighiyah al-Mu'asarah (Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra”, 2003), 186. Lihat juga Syukur, 
Perbandingan Mazhab, 23. Syukur, Pengantar Ilmu, 246. 
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yang digunakan imamnya dalam ber-istinbat, tetapi belum sepenuhnya 
memahami secara keseluruhan baik pendapat-pendapat imam atau kaidah- 
kaidah usul al-figh imam yang diikuti. Oleh karena itu mereka tidak 
memiliki pendapat sendiri, tetapi mampu menganalisis dan mentarjih 
(menguatkan) di antara kaidah-kaidah imamnya atau mampu pula mentarjih 
di antara pendapat-pendapat imamnya. Begitu juga mereka mampu 
menfarjih salah satu pendapat imam mazhab dari pendapat para muridnya 
atau pendapat imam mazhab lainnya. ” 

Mujtahid al-futya adalah ulama-ulama yang mampu memahami 
pendapat-pendapat imam mazhabnya dan dasar-dasar yang digunakan 
imamnya sehingga dapat menjelaskan pendapat-pendapat tersebut kepada 
orang lain. Namun mereka kurang menguasai seberapa kuatnya dasar hukum 
yang digunakan imamnya sehingga tidak dapat menentukan pendapat yang 
terkuat.” Secara otomatis mereka juga tidak menguasai penggunaan dalil-dalil 
atau metode-metode penetapan hukum (usul al-figh) yang digunakan imamnya. 
Oleh karena itu ada yang memasukkan myujtahid al-futya ini sebagai al- 
mugallidur” (bertaklid), bahkan disebut “Gs! JB Ih Kita Lis Ga” 2 
yakni bukan mufti sebenarnya tetapi hanya mengutip fatwa yang relatif 
mirip dengan metode gawli. Berlepas dari adanya pendapat tersebut, yang 
jelas di antara ulama memang ada yang menyatakan mujtahid al-futya 
sebagai mujtahid di tingkatannya. 

Al-mujtahid ghayr al-mutlag khususnya mujtahid al-takhrij (inujthid 
al-mugayyad) dan mujtahid al-tarjih harus ada di sepanjang zaman, karena 
persoalan-persoalan baru selalu bermunculan sehingga diperlukan penye- 


lesaian secara metodologis.” 


Dalam hal ini termasuk juga persoalan- 
persoalan klasik yang masih diperlukan pengkajian di masa sekarang, 
salah satunya seperti yang menjadi persoalan dalam tulisan ini. 
Keharusan untuk berijtihad di sepanjang zaman ini dapat dilakukan secara 
individu (fardi) dan dapat pula dilakukan secara kolektif (jama 7), dengan 
cara mengumpulkan orang-orang yang memiliki keahlian di beberapa bidang 


ilmu, baik agama atau pun ilmu non agama untuk menjawab suatu persoalan 


2 Al-Zuhayk, Usul al-Figh, Vol. II, 1108-1109. Al-Gahtani, Manhaj Istinbat, 197. Lihat juga 
Syukur, Perbandingan Mazhab, 23. Syukur, Pengantar Ilmu, 246. 

2 Al-Zuhayli, Usul al-Figh, Vol. 11, 1109. Al-Gahtani, Manhaj Istinbat, 203. 

2 Abu Zahrah, Usul al-Figh, 317. 

25 Hasb al-Lah, Usu/ al-Tashif, 91. 

25 Syukur, Mode Ijtihad Masa, 1. 
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hukum Islam” dan seperti inilah yang harusnya dilakukan oleh para ulama 
di zaman sekarang. 

Namun apabila masih terpaku pada beratnya syarat-syarat ijtihad 
yang kemudian hanya mengandalkan pendapat-pendapat ulama di beberapa 
kitab fikih yang dipandang mu 'tabar, hampir dipastikan ada beberapa 
persoalan hukum Islam yang tidak dapat dijawab secara tuntas. Terutama 
persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ada di masa ulama-ulama 
penulis kitab atau persoalan klasik yang mengandung permasalahan di 
masa sekarang. 

Ringkasnya ijtihad masih dapat dilakukan setidaknya pada tingkatan 
al-mujtahid ghayr al-mutlag untuk menjawab persoalan-persoalan di masa 
sekarang. Ijtihad dalam tingkatan yang dimaksud dapat dilakukan baik 
secara individu atau pun secara kolektif (jama 7) dengan cara mengumpul- 
kan beberapa orang yang memiliki kompetensi yang beragam sesuai dengan 
kebutuhan pada suatu kasus. 


3. Oawli @iyasi - Istislahi. Kesadaran Pentingnya Perubahan demi 

Kemaslahatan Menyeluruh 

Sebagaimana sub bahasan keterikatan pada persyaratan ijtihad yang 
lalu, ulama Banjar dalam sub bahasan ini juga masih menjadikan pendapat 
ulama terdahulu sebagai referensi (gaw!/7), tetapi sebagian besar dari 
mereka menggunakan metode-metode tertentu (1nanhaji) baik secara 
langsung menggunakan metode ilmu usul al-figh atau metode yang identik 
ke arah usul al-figh. Bedanya dengan sub bahasan yang lalu, metode yang 
digunakan sebagian lainnya dari sebagian besar ulama Banjar meng- 
gunakan metode-metode usul al-figh yang berlandaskan kemaslahatan 
(giyasi - istislahi). 

Kesadaran pentingnya perubahan demi kemaslahatan menyeluruh, 
merupakan latar belakang yang tepat sebagai alasan ulama Banjar meng- 
gunakan metode-metode di atas dalam menanggapi beberapa persoalan 
perkawinan Islam. Kesadaran akan adanya perubahan tampaknya penting 
dimiliki oleh setiap orang, karena baik dalam pandangan filosofis atau pun 
secara sosiologis perubahan tersebut pada kenyataannya selalu terjadi. 
Kehidupan masyarakat selalu mengalami pergerakan sehingga perubahan 


21 Al-Sharfi, al-Ijtihad al-Jama 7, 46. 
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pun selalu terjadi pada setiap manusia di sepanjang zaman.” Hal seperti ini 
sering tidak disadari oleh manusia dan menganggap bahwa kehidupan ini 
hanya berada dalam satu gerak yang tetap, padahal waktu, tempat dan 
kondisi selalu berbeda-beda di setiap waktu. ” 

Ulama yang hidup di zaman sekarang tentu berbeda dengan ulama- 
ulama pada masa sebelumnya. Pola pikir, perspektif, pendekatan, kecen- 
derungan, waktu, tempat dan kondisi serta sosial budaya dalam kehidupan 
masyarakat hampir dipastikan selalu berbeda. Kesadaran tentang terjadinya 
perubahan secara terus menerus ini harus dimiliki oleh setiap ulama, ter- 
lebih lagi ulama yang telah dijadikan masyarakat Muslim sebagai referensi 
dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Oleh karena itu kepekaan 
terhadap perubahan lingkungan dan masyarakat sosial merupakan hal yang 
harus dipahami terlebih dahulu sebelum memberikan pendapat atau 
menetapkan status hukum suatu persoalan. 

Hal di atas diperlukan agar pemikiran-pemikiran yang disampaikan 
tidak hanya melangit yang akhirnya terkesan doktriner tetapi pemikiran 
yang membumi sehingga lebih empiris kontekstual. Ulama yang dapat 
berpikir secara kontekstual akan menyampaikan fatwa atau pendapatnya 
secara bijak dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi tetap 
berpijak pada koridor Islam. Hal ini setidaknya dapat memberikan solusi 
dan mengurangi beban masalah yang dihadapi masyarakat yang tentu juga 
pendapat yang disampaikan tidak menimbulkan masalah terlebih lagi 
meninggalkan masalah. 

Ulama Banjar yang berada dalam kategori ini dipandang telah men- 
jiwai pemikiran di atas dan telah mengaplikasikan gaya berpikir kontekstual 
tersebut dalam setiap menyampaikan pendapatnya khususnya di bidang 
perkawinan Islam. Akhir dari pemikiran ulama Banjar ini tidak lain adalah 
untuk tercapainya kemaslahatan secara menyeluruh kepada masyarakat 
Muslim. Hal ini sejalan dengan hukum Allah yang diturunkan untuk 
kemaslahatan manusia secara menyeluruh ke setiap lapisan. 

Ulama Banjar ini, walaupun mereka lahir dari kalangan santri dan 
belajar di pondok pesantren bahkan ada yang dari pondok tradisional, tetapi 
pola pikir yang dimiliki terlihat maju yang semuanya bertumpu untuk men- 
capai kemaslahatan. Hal ini misalnya pandangan mereka tentang layaknya 


2 Judistira K. Garna, Teori-Teori Perubahan Sosial (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1992), 
1. Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 1-2. 
? Mahmassani, Filsafat Hukum, 160. 
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pencatatan akad nikah menjadi syarat atau rukun akad nikah, perilaku 
poligami di zaman sekarang yang lebih banyak mendatangkan mudarat, 
keharusan melakukan proses perceraian di pengadilan, lebih etis bagi suami 
meminta izin kepada istri yang dicerai dan masih dalam masa idah jika 
ingin menikahi perempuan lain. Hal ini membuktikan bahwa pemikiran 
sebagian ulama Banjar adalah bertumpu pada hukum Islam yang ber- 
orientasi kemaslahatan dan kebaikan masyarakat Muslim serta menghindari 
bahkan menghilangkan kemudaratan. 

Sebagian besar ulama Banjar ini menunjukkan bahwa mereka 
memiliki pemikiran yang dinamis dan responsif pada perubahan-perubahan 
yang terjadi di masyarakat lokal maupun global.” Mereka dapat menuangkan 
pemikiran-pemikiran yang inklusif di tengah perbedaan-perbedaan dan 
perubahan-perubahan seperti yang terjadi pada masa sekarang. Oleh karena 
itu tampaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sebagian dari ulama 
Banjar ini layaknya sebagai Muslim kosmopolitan walaupun kehidupan 
mereka bergelut dengan dunia keagamaan dan kepesantrenan. Muslim 
kosmopolitan ternyata tidak hanya dapat dimiliki para akademisi, intelektual 
cendekiawan atau orang-orang dari lembaga pendidikan modern, tetapi juga 
dapat dimiliki oleh kalangan manapun yang hidup sebagai warga dunia ini." 


B. Alasan Internal dan Eksternal 

Latar belakang pemikiran ulama Banjar ini, tampaknya dapat dimulai 
dengan menyatakan bahwa pemikiran dan sikap setiap orang tidak terlepas 
dari pengaruh kondisi sosial kehidupannya. Kondisi sosial yang ikut mem- 
pengaruhi ini setidak-tidaknya adalah latar sosial keluarga, lingkungan dan 
masyarakat luas dan latar keilmuan masing-masing. 

Kondisi sosial ini memiliki peran yang cukup penting untuk mem- 
buat seseorang menjadi dan selalu berproses untuk menjadi. Oleh karena itu 
ungkapan ini sangat diterima logika karena pemikiran setiap orang tidak 
terlepas dari bentukan sosiokultural atau ideologi yang berkembang di 
sekitar kehidupannya. Artinya pemahaman-pemahaman yang melekat pada 
setiap orang termasuk ulama sedikit banyaknya tidak terlepas dari paham- 


2 Lihat Bruce B. Lawrence, “Competing Genealogis of Muslim Cosmopolitanism”, ed. Carl 
W. Ernst and Richard C. Martin dalam Rethinking Islamic Studies: fom Orientalism to 
Cosmopolitanism (Columbia: University of South Carolina, 2010), 305. 

31 Lihat Muhadi Sugiono, “Pengembangan Human Capital dan Pendidikan Kosmopolitan”, ed. 
Sanerya Hendrawan dalam Pengembangan Human Capital: Perspektif Nasional, Regional dan 
Global (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 223. 
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paham yang berperan membentuknya pada masa sebelumnya bahkan di 
masa kehidupannya. 


1. Latar Sosial Keluarga 

Ulama Banjar ini secara umum berasal dari keluarga yang religius 
dan memiliki pengetahuan agama. Mereka dididik dengan baik dalam 
pendidikan dan pengawasan keluarga masing-masing. Di antara mereka ada 
yang berasal dari keturunan ulama. Misalnya Guru Bakhiet merupakan anak 
dari Guru H. Ahmad Mughni seorang ulama di Hulu Sungai Tengah 
(Barabai). Guru H. Ahmad Mughni juga dikenal dan sering pula disebut 
Guru Amat Nagara karena disandarkan ke nama kampung halamannya yaitu 
Kecamatan Nagara. Di samping itu Guru Bakhiet juga disebut sebagai salah 
seorang keturunan dari Shaykh Muhammad Arshad al-Banjari dari garis 
Shihab al-Din kemudian turun ke Muhammad Tahir dan sampai ke Ahmad 
Mughni orang tua Guru Bakhiet sendiri. Sejak kecil hidup di lingkungan 
pesantren dan lebih banyak mendapatkan bimbingan orang tua membuat 
Guru Bakhiet tumbuh sebagai orang yang berilmu dan di usia yang relatif 
muda ia telah dikenal sebagai ulama khususnya di Kalimantan Selatan dan 
kawasan Kalimantan lainnya. Majelis taklim yang dipimpinnya pun baik di 
Barabai ataupun di Balangan di Kalimantan Selatan dihadiri puluhan ribu 
jemaah. 

Selanjutnya Guru Danau melalui garis ibu ia juga merupakan salah 
seorang keturunan Shaykh Muhammad Arshad al-Banjari. Menurut 
penuturannya sendiri walaupun orang tuanya hidup seperti pada umumnya 
masyarakat, tetapi orang tuanya selalu mendoakan agar ia menjadi orang 
alim dan kaya. Doa tersebut katanya dikabulkan Allah dan dengan 
kekayaan yang dimiliki ketika menyampaikan dakwah ia tidak menerima 
uang dari orang yang mengundangnya dan tidak pula menerima uang dari 
pejabat. Majelis taklim yang dipimpinnya baik di Bitin, Danau Panggang 
Kabupaten Hulu Sungai Utara atau di Mabuun di Kabupaten Tabalong 
dibanjiri jemaah mencapai puluhan ribu orang. 

Guru Zuhdi, walaupun tidak termasuk zuriat dari Shaykh Muhammad 
Arshad al-Banjari, tetapi ayahnya adalah seorang ulama yang cukup dikenal 
di Banjarmasin dan pernah menjadi Ketua Umum Yayasan Pondok 
Pesantren Al-Falah Putera Tahun 1986-1993. Disamping itu kakek Guru 
Zuhdi dari garis ibu yang bernama Guru H. Asli adalah seorang ulama di 
Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini membuat Guru Zuhdi 
mendapatkan bimbingan yang maksimal dari keluarga dan tentu dari guru- 
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guru yang lain terutama bimbingan Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. 
Pengaruh ulama ini begitu kuat pada Guru Zuhdi hingga dari tarekat sampai 
gerak gerik dan cara berpakaian pun mengikuti Tuan Guru Zaini Abdul 
Ghani. Sebelum usia 40 tahun, Guru Zuhdi dikenal luas oleh masyarakat 
Kalimantan Selatan, bahkan jemaah yang menghadiri majelis taklim yang 
dipimpinnya pun terutama di Masjid Sabilal Muhtadin dan Masjid Jami 
Banjarmasin tumpah ruah keluar mencapai puluhan ribu orang. 

Adapun ulama Banjar lainnya seperti yang disebutkan sebelumnya 
walaupun tidak semuanya keturunan ulama besar dan terkenal tetapi 
semuanya berasal dari keluarga yang taat beragama serta berpengetahuan 
agama. Hal ini dibuktikan bahwa sejak kecil mereka dididik baik dalam 
keluarga secara langsung atau pun dibimbing di lembaga pendidikan lainnya. 

Adanya kecenderungan mempelajari ilmu agama dan berpikir serta 
berkarakter tertentu dipastikan adanya peran dari keluarga. Keluarga 
khususnya orang tua memiliki pengaruh dalam menentukan pendidikan 
anak-anak mereka termasuk pada lembaga pendidikan mana mereka dididik, 
bahkan guru mana yang patut didatangi untuk belajar. Oleh karena itu 
keluarga terlebih lagi yang berasal dari keluarga ulama hampir dipastikan 
ikut membentuk ulama Banjar ini yang tentu di dalam keluarga itu adanya 
doktrin-doktrin tertentu untuk menjadi seperti apa anak-anak mereka. 

Berdasarkan deskripsi di atas maka ketika mereka menjadi ulama, 
sikap dan pendapat-pendapat yang disampaikan kepada masyarakat luas 
sepertinya juga menyesuaikan dengan paham-paham yang telah terbentuk 
dalam keluarga. Terlebih lagi apabila di antara keluarga tersebut adalah 
ulama yang diikuti dan dijadikan panutan masyarakat sebelumnya, sangat 
wajar apabila ulama Banjar ini juga mengikuti jejak yang dilalui para 
pendahulunya. 


2. Latar Sosial Masyarakat Banjar 

Sebagaimana pernah ditulis bahwa masyarakat Banjar atau orang asli 
Banjar seratus persen beragama Islam sehingga dikenal sebagai masyarakat 
religius. Suasana tersebut semakin terlihat di kawasan-kawasan pondok 
pesantren, majelis taklim yang selalu ada di setiap sudut daerah, dan begitu 
juga lokasi-lokasi ziarah ke makam para wali Allah menambah suasana 
religiositas masyarakat Banjar semakin terlihat kental. 

Dilihat dari segi penampilan berpakaian pun khususnya laki-laki, 
bukan menjadi pemandangan yang aneh apabila ada yang pergi ke pasar 
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menggunakan sarung dengan atasan baju taluk balanga (baju takwa), 
bahkan ada yang menggunakan gamis. Begitu juga kaum perempuan, 
pakaian-pakaian ala santriwati memasyarakat sehingga para ibu rumah 
tangga pun berpakaian seperti seorang santriwati walaupun ada pula di 
antaranya yang masih menggunakan baju yang membuat terlihat lekuk tubuh. 

Di tengah-tengah masyarakat seperti ini justru terlihat aneh apabila 
ada yang berpakaian terbuka. Hal ini tidak hanya membuat dirinya menjadi 
pusat perhatian tetapi justru mempermalukan dirinya sendiri. Berbeda 
apabila tinggal di pusat kota atau jauh dari lokasi pondok dan majelis 
taklim, penampilan masyarakat pun beragam. 

Ukuran kualitas keberagamaan tentu tidak dapat diukur dengan 
melihat cara berpakaian, walaupun sebanyak 97Y”9 masyarakat yang tinggal 
di tanah Banjar beragama Islam tentu tidak semuanya berperilaku dan 
berpikiran santri. Sebagaimana sering diungkapkan orang, dimana ada 
kebaikan di sana ada pula kejahatan dan keburukan, semakin banyak orang 
berbuat kebaikan tidak mengherankan pula semakin banyak pula orang yang 
berbuat kejahatan. 

Namun ada hal lain yang tampaknya harus menjadi perhatian yaitu 
ada orang berperilaku dan berpikir santri serta mengikuti pula kemajuan 
teknologi, tetapi pemikiran-pemikiran sebagian santri yang pernah ditemui 
cenderung masih seperti abad pertengahan. Hal ini terjadi sangat mungkin 
karena selama sekolah buku-buku yang dipelajari adalah buku-buku klasik, 
sementara ia sendiri tidak mengikuti kemajuan dalam berpikir atau tidak 
mau karena bisa jadi dipandang sia-sia dengan alasan tidak berhubungan 
dengan agama. Pilihan hidup para santri ini secara sadar atau tidak mereka 
juga dibentuk oleh sosiokultural masing-masing atau terbentuk oleh kondisi 
keagamaan yang secara terus menerus diwarisi dari para ulama terdahulu. 

Dalam penelitian ini pernah pula mewawancara beberapa santri 
senior di beberapa pondok pesantren dan termasuk pula beberapa alumni 
santri. Ketika ditanya tentang pencatatan akad nikah, jawaban yang 
diberikan sangat variatif. Ada yang menanggapi secara positif dengan 
menganggap bahwa di antara hukum Islam ada harus dilakukan penyesuaian- 
penyesuaian di setiap generasi, tetapi ada juga menanggapi secara normatif. 
Tanggapan yang diberikan misalnya ada yang mengatakan bahwa pen- 
catatan akad nikah tidak pernah difatwakan ulama, tidak tertulis dalam 
kitab-kitab fikih, ada juga yang justru bertanya siapa yang berfatwa yang 
mewajibkan pencatatan, apakah ia ulama seperti ulama penulis kitab, 
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apakah ia mujtahid dan sebagainya, bahkan ada pula yang mengatakan 
bahwa pencatatan akad nikah hanya diwajibkan oleh negara sementara yang 
harus diikuti adalah ketentuan agama.” Rupanya para santri ini pun juga 
memiliki pemahaman sebagaimana yang dipahami sebagian kecil ulama 
Banjar bahwa fikih diperlakukan seperti agama. Sebenarnya jika ditelaah, 
fikih tidak dapat disamakan dengan agama karena agama berkaitan dengan 
semua ajaran dalam Islam, sementara fikih adalah salah satu bagian dari 
agama dan ia juga merupakan produk pemahaman para ulama sehingga 
kedudukannya berbeda dengan wahyu. 

Santri yang berpikiran seperti contoh di atas akan mewariskan 
pemahaman mereka kepada masyarakat lain sehingga akan terjadi 
kesinambungan pemikiran serupa yang tidak diketahui secara pasti kapan 
terputusnya mata rantai pemikiran seperti itu. Sebagian orang sangat 
mungkin akan menilai bahwa si santri ini tidak atau kurang memahami 
persoalan yang terjadi secara sebenarnya di masyarakat, sehingga pendapat 
hukum disampaikan pun berpotensi tidak menjadi solusi bahkan cenderung 
membuat permasalahan. 

Di tengah-tengah masyarakat seperti inilah hidupnya para ulama 
Banjar yang menjadi sumber data penelitian. Secara sosial mereka men- 
dapatkan kedudukan yang tinggi, dihormati dan disegani masyarakat 
Muslim. Terlebih lagi pada beberapa orang ulama Banjar yang dianggap 
memiliki karisma tersendiri, setiap orang tampaknya merasa beruntung jika 
dapat bertemu secara langsung dengan beberapa ulama ini, terlebih lagi jika 
dapat mencium tangan mereka, bahkan terlihat mendapatkan berkah pula 
jika dapat meminum air minum di antara para ulama itu. 

Ulama Banjar yang membuka majelis taklim khususnya yang dihadiri 
puluhan ribu jemaah, dikunjungi berbagai kalangan baik dari kalangan 
awam, kaum santri, ulama, para haba'ib nusantara, bahkan pejabat daerah 
atau pun pusat. Orang-orang yang berkunjung pun memiliki tujuan masing- 
masing, ada yang hanya bersilaturahmi, berkonsultasi, minta didoakan agar 
hajat masing-masing dikabulkan Allah, bahkan ada pula yang minta 
didoakan di air yang dibawa masing-masing tamu. 

Waktu ulama Banjar ini sepertinya dihabiskan untuk pengajian di 
majelis taklim di beberapa tempat, beribadah, keluarga dan menerima tamu. 


si Beberapa santri senior kelas akhir dan alumni santri, Wawancara, Kalimantan Selatan, 
Desember 2015-Januari 2016. 
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Khususnya dalam menerima tamu (selain ulama dan haba'ib) disiapkan 
waktu tersendiri yang telah ditentukan sehingga masyarakat pun dapat 
menyesuaikan dengan waktu itu. Namun karena antrian cukup panjang, 
masyarakat pun tidak dapat bertemu terlalu lama, bahkan ada yang hanya 
bisa bertemu kurang dari satu menit. 

Dengan kesibukan seperti ini tampaknya ulama Banjar dengan 
kriteria di atas tidak memiliki waktu untuk masuk dan keluar kampung satu 
ke kampung yang lain atau berjalan santai sambil mengamati secara 
langsung kehidupan masyarakat yang sebenarnya, atau bahkan mengamati 
penampilan dan cara berkomunikasi yang beragam yang tentu dipastikan 
berbeda dengan penampilan ketika menghadiri pengajian di majelis mereka 
masing-masing. Namun tidak mustahil mereka sebenarnya juga menge- 
tahui kehidupan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena mereka 
pun dapat dengan mudah melakukannya baik melalui informasi dari orang 
yang dipercaya ataupun melalui kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan 
Allah sehingga dapat mengetahui hal tersebut melalui perantara ijin Allah. 

Di waktu memberikan materi pengajian, materi-materi kajian 
disampaikan pun secara satu arah, tidak ada dialog atau tanya jawab, walau- 
pun di sela-sela pengajian itu di antara ulama ini ada yang berinteraksi 
seperti membuat humor atau menyapa jemaah dan sebagainya. Jemaah yang 
datang pun berasal dari berbagai kalangan, walaupun tidak dapat dipastikan 
kehidupan sosial masing-masing jemaah, tetapi dipastikan ada di dalamnya 
kalangan masyarakat awam, santri dan lainnya dengan beragam profesi. 

Adapun ulama Banjar yang lebih fokus di pondok pesantren hampir 
tidak berbeda dengan ulama yang digambarkan sebelumnya. Waktu yang 
dihabiskan para ulama ini selain untuk berdakwah, beribadah, keluarga, 
menerima tamu walaupun lebih banyak dari orang tua santri, juga yang 
dipastikan untuk mengurus pondok pesantren. Mereka merupakan 
representasi dari lembaga yang dipimpinnya beserta guru-guru yang meng- 
ajar di lembaga itu dan termasuk pula ribuan orang tua santri yang menitipkan 
anak-anak mereka untuk dididik di masing-masing pondok. Oleh karena itu 
kehati-hatian dalam bersikap dan berpendapat sepertinya merupakan suatu 
keniscayaan bagi mereka. 

Ringkasnya baik ulama Banjar yang memiliki majelis taklim atau 
ulama Banjar sebagai pimpinan pondok yang menjadi sumber data 
penelitian, secara sosial mereka dihormati dan mendapatkan tempat yang 
tinggi di masyarakat. Orang-orang yang ada di sekeliling mereka pun pada 
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umumnya adalah orang yang tampak religius dan berusaha menyesuaikan 
diri dengan kehidupan mereka sebagai ulama, sehingga interaksi antara 
ulama dengan masyarakat pun berjalan dengan baik. 

Oleh karena itu jika ada yang menanyakan persoalan-persoalan 
hukum kepada mereka, sebenarnya lebih aman apabila mengikuti pendapat- 
pendapat ulama yang telah populer dan telah ada sebelumnya di beberapa 
kitab. Di samping tidak mengandung kontroversi, semua kalangan pun 
dapat menerima karena seperti itulah kenyataannya yang tertulis atau tidak 
tertulis dalam kitab. Berlepas dari anggapan di atas, sebagian kecil dari 
ulama Banjar pada kenyataannya ada yang berpendirian hanya mengikuti 
pendapat-pendapat ulama terdahulu di beberapa kitab fikih. Salah satu 
contoh tentang sahnya akad nikah walaupun tidak tercatat secara resmi. Hal 
ini karena akad nikah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun akad nikah 
yang telah ditentukan para ulama, sementara pencatatan tidak pernah 
dikemukakan di dalam kitab-kitab fikih sehingga tidak ada kewajiban untuk 
melakukan pencatatan. Model akad nikah tidak tercatat ini telah dikenal 
luas di masyarakat Islam Banjar, tetapi bukan berarti semua masyarakat 
mempraktikkan model akad tersebut karena sebagai masya-rakat religius 
sedikit banyaknya juga memahami tentang permasalahan ini. 

Oleh karena itu sangat dimungkinkan sebagian kecil dari ulama 
Banjar ini menyesuaikan pendapatnya dengan kondisi masyarakat Banjar 
beserta kondisi sosial budaya yang telah terbentuk di dalam masyarakat 
tersebut. Terlebih lagi, misalnya para ulama atau guru-guru mereka 
sebelumnya memiliki pemikiran yang sama dengan yang dipahami masya- 
rakat saat ini, ulama Banjar ini pun cukup mengikuti langkah yang telah ada 
dan seperti itulah tampaknya realitas yang terjadi. 

Satu hal yang disayangkan bahwa masyarakat yang baru tumbuh atau 
pun baru mendapatkan pengetahuan hukum Islam khususnya di bidang 
perkawinan, akan memahami bahwa realitas tersebut sebagai pemahaman 
yang sahih dan harus diikuti. Hal tersebut karena pendapat-pendapat ini 
misalnya disampaikan oleh ulama yang diakui sebagai orang yang memiliki 
otoritas di tengah-tengah masyarakat Banjar. Terlebih lagi di antara ulama 
Banjar ini ada yang dipandang sebagai ulama karismatik yang diikuti dan 
dijadikan panutan, maka tidak ada yang meragukan apalagi mempertanyakan 
pendapat mereka terutama orang-orang yang menjadi pengikut mereka. 

Dengan karisma yang dimiliki, biasanya apapun yang dikatakan oleh 
orang-orang karismatik jangankan dalam hal kebaikan, aturan-aturan yang 
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sudah jelas ditentukan pun terkadang tidak dilaksanakan pengikut- 
pengikutnya hanya karena mengikuti petuah-petuah karismatik tersebut.” 
Ulama Banjar yang khususnya disebut sebagai ulama karismatik sebenarnya 
dapat memberikan pendapat kritis walaupun tidak populer atau berbeda 
dengan ulama pada umumnya. Di tanah Banjar, mereka dapat dikategorikan 
sebagai orang-orang besar (the great individualsy” yang mampu mengukir 
dan mengubah sejarah masyarakat Banjar. Sebagai orang besar mereka juga 
menjadi bagian dari exceptional actors yang maksudnya kurang lebih sama 
dengan maksud karismatik, yaitu mereka yang memiliki keistemewaan 
tersendiri yang membedakan mereka dari manusia lainnya. 

Oleh karena itu “panggung” tersebut semaksimal mungkin dapat 
dimanfaatkan ulama Banjar untuk menyuarakan agar pelaksanaan hukum 
sesuai dengan kemaslahatan yang sebenarnya, yang tidak hanya untuk 
kemaslahatan individual, tetapi untuk kemaslahatan masyarakat secara 
menyeluruh. Karisma dan otoritas inilah yang harus dapat digunakan oleh 
ulama Banjar secara maksimal untuk membimbing dan meluruskan 
perilaku-perilaku masyarakat. 

Terlebih lagi sebagian dari ulama Banjar lainnya ada yang berpikir 
maju dan kritis, misalnya mendukung pencatatan akad nikah menjadi wajib 
dilakukan bahkan sebagai bagian dari syarat atau rukun akad nikah, 
menolak pemberlakuan poligami di zaman sekarang, mendukung proses 
perceraian melalui persidangan dan mengedepankan etika pada istri 
walaupun telah bercerai untuk meminta izin atau ikut menahan diri untuk 
tidak langsung menikah. Pemikiran seperti ini harus ditularkan dan 
disosialisasikan kepada masyarakat luas, tanpa merasa takut jika men- 
dapatkan protes atau penolakan dari beberapa pihak. 

Fatwa-fatwa ulama diakui tidak mengikat, tetapi sebagai ulama yang 
mendapatkan pengakuan dari masyarakat hampir dipastikan kata-kata yang 
diucapkan dijadikan sebagai referensi yang didengar, dianut dan dipedomani 
oleh masyarakat. Namun demikian tentu ulama-ulama Banjar sendiri harus 
terlebih dahulu memberikan contoh, misalnya tidak melakukan poligami 
karena banyaknya penyimpangan yang dilakukan masyarakat, sehingga 
poligami yang secara normatif awalnya sebagai solusi, tetapi secara 


3 David Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, terj. Paulus Wirutomo (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 1995), 204-205. 

“4 Jalaluddin Rakhmat, Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar? (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2005), 167-169. 
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sosiologis menimbulkan kemudaratan. Mereka harus berkorban untuk 
kemaslahatan umum sehingga mereka pun dapat menyuarakan hukum 
poligami ini dengan benar. 

Namun apabila ulama Banjar sendiri tidak memberikan contoh 
langsung dari perilaku mereka sendiri, maka perilaku dan pendapat 
mereka itulah yang menjiwai ke dalam sikap dan pemahaman masyarakat 
Banjar lainnya. Akibatnya sebagaimana hasil dari observasi penulis di 
beberapa tempat, poligami dilakukan cenderung tidak memperhatikan 
syarat-syarat yang ditentukan, bahkan ada di antara masyarakat pelaku 
yang sebenarnya tidak layak melakukan poligami. Praktik ini juga berimbas 
pada proses pelaksanaan akad nikah yang hampir dipastikan tidak akan 
dicatat secara resmi. 


3. Latar Keilmuan 

Digambarkan terlebih dahulu bahwa setiap orang memiliki kecen- 
derungan yang berbeda-beda dan hal ini adalah manusiawi. Kecende-rungan 
memiliki peran yang cukup urgen dalam menentukan orientasi kehidupan 
setiap orang, termasuk pula dalam keilmuan. Namun demikian untuk 
mengetahui kecenderungan tersebut tentu tidak mudah seperti yang 
dibayangkan. Diperlukan metode-metode tertentu untuk melakukan hal 
tersebut, tetapi yang dimaksudkan dalam tulisan ini hanya ingin mene- 
kankan berdasarkan realitas yang terjadi bahwa perbedaan keilmuan 
tersebut dapat disebabkan karena adanya perbedaan kecenderungan dalam 
menentukan ilmu-ilmu yang ditekuni. Dalam satu ilmu pun masih terjadi 
perbedaan kecenderungan, terlebih lagi bagi yang berbeda ilmu tentu 
perbedaan tersebut semakin meluas. Hal ini salah satunya karena manusia 
diciptakan secara berbeda baik sifat, perilaku, pandangan hidup dan 
termasuk kecenderungan. 

Dalam kehidupan ini mungkin ada yang bertanya mengapa para 
ulama bisa berbeda pendapat, padahal yang dipahami adalah ayat atau hadis 
yang sama. Jawabannya dipastikan karena beberapa faktor dan salah 
satunya tentu dipengaruhi oleh berbedanya kecenderungan. Oleh karena itu 
tidak salah apabila dikatakan bahwa ilmu itu awalnya satu kemudian 
diturunkan Allah ke dunia yang kemudian ditangkap oleh manusia. Namun 
karena manusia memiliki kecenderungan yang berbeda-beda akhirnya ilmu 
yang satu tersebut terpisah-pisah sesuai dengan konsentrasi masing-masing. 

Terjadinya perbedaan kecenderungan keilmuan ini tentu seperti yang 
ditulis sebelumnya dipengaruhi oleh kondisi sosial baik keluarga, ling- 
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kungan masyarakat bahkan guru. Artinya di samping adanya kecende- 
rungan pribadi, ada pula kecenderungan sosial baik dari keluarga, ling- 
kungan atau guru yang membentuk seseorang. Oleh karena itu untuk 
mengetahui pemikiran atau cara berpikir bahkan cara bersikap seseorang 
mesti dilakukan di samping mengetahui kecenderungan-kecenderungan 
tersebut, juga yang lebih penting mengklarifikasi asal usul sosial seseorang 
yang salah satunya dilihat latar keilmuan masing-masing khususnya keilmuan 
ulama Banjar. 

Jika memperhatikan kembali latar belakang pendidikan masing- 
masing ulama Banjar, dapat dinyatakan bahwa mereka adalah golongan 
santri. Kendatipun pendidikan awal sebagian besar mereka dimulai dari 
Sekolah Dasar tetapi pada pendidikan selanjutnya sebanyak delapan orang 
dari sembilan orang ulama Banjar sekolah di pondok pesantren, sementara 
satu orang lainnya sekolah Islam non pondok. 

Dari sembilan orang ulama Banjar ini sebanyak lima orang setelah 
menyelesaikan pendidikannya di tanah air baik di pondok pesantren di 
Kalimantan Selatan atau pun sekolah Islam non pondok, berangkat ke timur 
tengah untuk meneruskan studi masing-masing. Dari kelima ulama ini ada 
dua orang yang memulai studinya di pendidikan Madrasah al-Sawlatiyah 
yang kemudian melanjutkan pendidikan ke strata satu. Kemudian dari 
kelima ulama ini juga sebanyak empat orang alumni Al Azhar Kairo yang 
terdiri dari dua orang alumni Fakultas Syari'ah dan dua orang alumni 
Fakultas Ushuluddin, sementara satu orang ulama lainnya merupakan 
alumni Fakultas Ushuluddin Madinah University. Di antara lima ulama ini 
sebanyak dua orang yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi 
yaitu satu orang ulama bergelar Master (S2) jurusan Bahasa Arab dari 
Punjab University Pakistan, sementara satu ulama lainnya bergelar Master 
dan Doktor (S2 dan S3) di Perbandingan Mazhab Al Azhar Kairo. 

Dari kelima ulama yang berpendidikan timur tengah di atas, ada dua 
orang ulama Banjar yang secara formal berpendidikan hukum Islam bahkan 
salah seorang dari keduanya sampai S3 tetap fokus pada hukum Islam, 
sementara tiga ulama lainnya berpendidikan Ushuluddin dan salah seorang 
di antaranya berpendidikan S2 Bahasa Arab. Namun demikian tidak ada 
yang dapat menjamin potensi dan kecenderungan berpikir seseorang akan 
sama, maju atau mundur jika dilihat dari latar keilmuan semata, tetapi 
walaupun demikian sedikit banyaknya pendidikan tersebut juga mewarnai 
latar pemikiran seseorang. 
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Adapun empat ulama Banjar lainnya belajar di beberapa pondok 
pesantren di Kalimantan Selatan bahkan di antaranya ada yang berpindah- 
pindah pondok dalam hitungan bulan. Kendatipun demikian keempat ulama 
ini lebih banyak menghabiskan studinya dengan cara mangaji duduk yaitu 
datang ke rumah Guru untuk belajar ilmu-ilmu tertentu dengan kitab-kitab 
yang telah ditentukan pula oleh Guru. Di samping itu, beberapa di antara 
mereka juga mengunjungi ulama-ulama yang tidak hanya di Kalimantan 
Selatan tetapi sampai ke tanah Jawa. Tiga dari empat orang ulama ini juga 
mengikuti tarekat yang berbeda-beda ada yang menganut tarekat al- 
Nagshabandiyah, al-Sammaniyah dan ada pula mengikuti tarekat al- 
“Alawiyah sehingga ketiganya pun dalam memberikan materi pengajian di 
masing-masing majelis taklim lebih bercorak tasawuf, walaupun mereka 
juga tetap menyampaikan materi lainnya yang salah satunya tentang 
hukum Islam. 

Apabila dilihat secara keseluruhan maka walaupun secara formal 
tidak semuanya mempelajari hukum Islam tetapi dipastikan pernah 
mempelajari hukum Islam (fikih). Hal ini karena rata-rata ulama Banjar 
merupakan alumni atau pernah belajar di pondok pesantren atau ada pula 
yang belajar langsung dengan orang tua atau keluarga lainnya, sehingga 
tidak mungkin apabila tidak pernah mempelajari hukum Islam (fikih). 
Namun demikian materi kajian hukum Islam yang dipelajari baik di 
berbagai pondok pesantren atau di majelis taklim di Kalimantan Selatan 
umumnya terbatas pada kitab-kitab fikih klasik lingkar mazhab al-Shafi'i 
kecuali beberapa pondok yang menggunakan kurikulum modern. 

Kitab-kitab tersebut dipelajari dengan cara ada yang menggunakan 
sistem kelas dan ada pula dengan sistem kitab. Kitab yang dipelajari pada 
sistem kelas tidak mengharuskan ketika berada di kelas selanjutnya harus 
menamatkan kitab-kitab yang dipelajari pada kelas sebelumnya, walaupun 
ada juga beberapa kitab yang berkelanjutan dipelajari di tiap jenjang kelas. 
Adapun dalam sistem kitab, setelah menamatkan satu kitab baru berpindah 
ke kitab yang lain dan tidak dinyatakan naik kelas apabila tidak menamat- 
kan kitab yang dipelajari. 

Dalam menyampaikan materi, guru atau ustadz membacakan 
beberapa baris kemudian menerjemahkan setiap kata. Dalam menerjemahkan 
setiap kata, di sela-sela itu guru juga menjelaskan kaidah-kaidah bahasa. 
Terkadang guru juga mengetes kemampuan santri khususnya berkaitan 
dengan 1'rab atau grammar pada redaksi-redaksi di kitab tersebut secara 
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umum. Selanjutnya guru menjelaskan maksud dari redaksi yang dibaca, 
tanpa memperluas bahasan dari yang tertulis atau tidak tertulis dalam kitab 
seperti mengaitkan dengan persoalan yang terjadi pada kehidupan saat ini. 

Dalam kondisi penyebaran keilmuan di tengah-tengah masyarakat 
Banjar seperti ini dan terlebih lagi masyarakat telah terbiasa menjadikan 
pendapat-pendapat ulama terdahulu sebagai referensi bahkan sebagai 
rujukan utama, maka tidak mudah bagi ulama yang berpikir empiris 
kontekstual, memiliki etos perubahan dan berorientasi pada kemaslahatan 
untuk merubah paradigma yang telah berlaku selama ini. Dipastikan akan 
melalui perjuangan yang cukup berproses untuk mencari kesamaan pola 
pikir atau setidaknya mendekati kesamaan di antara para ulama. 

Inilah beberapa faktor baik internal ataupun eksternal yang cukup 
mempengaruhi pola pikir seseorang termasuk pula ulama Banjar, di samping 
beberapa faktor metodologis yang disebutkan sebelumnya. Beberapa faktor 
itu dipandang cukup menjadi alasan untuk menyatakan bahwa pada 
dasarnya sosial budaya dan termasuk pula di dalamnya ideologi yang sejak 
lama berkembang di suatu masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan 
suatu pemikiran baik kelompok atau perorangan. Hal ini berlaku baik pada 
ulama Banjar yang pro perubahan untuk menuju kemaslahatan menyeluruh 
atau pun kontra dengan perubahan dan tetap pada pemikiran sebelumnya. 
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BAB / 
Tipologi dan Implikasi 


A.  Tipologi Metode Penetapan Hukum Ulama Banjar 

Berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan baik pada bab-bab sebelumnya 
atau pun dalam bab ini tampaknya dapat ditemukan beberapa corak yang 
menjadi tipologi ulama Banjar dalam menetapkan status hukum Islam 
khususnya pada persoalan-persoalan dalam perkawinan Islam. Tipologi 
ulama Banjar ini sebenarnya dapat disimpulkan dari bahasan sebelumnya 
yang kemudian dijadikan sebagai tipologi ulama Banjar dalam menetapkan 
hukum Islam. Tipologi-tipologi yang dimaksud adalah tipologi gawli bayani, 
tipologi gawli manhaji bayani dan tipologi gawli giyasi istislahi dengan 
penjelasan sebagaimana yang telah dikemukakan. 

Namun apabila dilihat dari versi lain khususnya yang ditawarkan 
Jasser Auda tentunya juga dengan istilah yang mungkin lebih menarik bahwa 
tipologi ulama Banjar dalam menetapkan status hukum adalah tipologi 
tradisionalisme bermazhab (skolastik), tipologi reinterpretasi reformis dan 
tipologi teori-teori berdasarkan kemaslahatan. Tipologi yang pertama meru- 
pakan salah satu bagian dari beberapa tipologi dalam tradisionalisme Islam, 
sementara dua tipologi terakhir adalah bagian dari tipologi modernisme. 


1.  Tradisionalisme Bermazhab 

Dalam menetapkan status hukum atau menjelaskan hukum suatu per- 
soalan orang-orang dalam tipologi tradisionalisme bermazhab selalu ber- 
pegang pada salah satu mazhab klasik seperti mazhab al-Hanafi, al-Maliki, 
al-Shafi'i, al-Hanbali, al-Shi'i dan lainnya. Pemikiran-pemikiran ulama 
dalam mazhab yang diikuti menjadi hujah atau dalil bagi para pengikut 
dalam menetapkan atau mempertahankan mazhab tersebut. Ayat-ayat al- 
Our'an atau hadis Nabi dikonklusi/disimpulkan untuk mendukung pemikiran 
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dalam mazhab masing-masing. Apabila terjadi perten-tangan antara nas (al- 
Our'an dan hadis) dengan hasil konklusi mazhab, maka ulama pada masing- 
masing mazhab melakukan reinterpretasi (takwil ulang) terhadap pemahaman 
tersebut agar sejalan dengan konklusi yang dibuat. Dalam tradisionalisme 
bermazhab terdapat doktrin bahwa selama persoalan-persoalan hukum dapat 
dijawab melalui mazhab yang dianut baik langsung berkaitan dengan 
persoalan atau pun dapat dikaitkan untuk mencari persamaan kasus, maka 
belum dibolehkan untuk melakukan ijtihad.' 

Apabila pemikiran-pemikiran ulama Banjar dihubungkan dengan 
tipologi tradisionalisme bermazhab, tampaknya ada sebagian kecil dari 
ulama Banjar yang dilihat dari cara mereka menjelaskan atau menetapkan 
hukum termasuk dalam tipologi tradisionalisme bermazhab. Keserasian 
dengan tipologi ini dapat dibuktikan dari cara mereka yang selalu meng- 
gunakan pemikiran ulama terdahulu (dalam lingkar mazhab al-Shafifi) 
sebagai referensi dan pedoman utama dalam menanggapi setiap persoalan 
perkawinan Islam. Mereka pun tidak menggunakan pemikiran lain di luar 
lingkar mazhab al-Shafi'i, bahkan pendapat-pendapat ulama dalam mazhab 
ini cenderung diperlakukan sebagai hal yang final. 

Di samping tipologi tradisionalisme bermazhab, ada pula kecende- 
rungan lain dari sebagian kecil ulama Banjar ini dengan tipologi yang lain 
yaitu tipologi neo literalisme walaupun tidak menonjol dan tidak sepenuh- 
nya sama dengan yang dimaksud dari tipologi itu, sehingga kata lain yang 
mungkin tepat digunakan pada kecenderungan tersebut adalah normatif dan 
tekstual. Sebagian kecil ulama Banjar ini memperlihatkan pemahaman yang 
normatif dan tekstual pada teks al-OGur'an atau hadis. Kendatipun terlihat 
normatif dan tekstual, tetapi terasa pula adanya aroma kuat bahwa nas-nas 
tersebut digunakan untuk mendukung pemikiran mereka. 

Salah satu contoh, adanya beberapa pernyataan yang dikemukakan 
sebagian kecil ulama Banjar misalnya, poligami dibolehkan dalam Islam dan 
tidak diperbolehkan menanyakan hal yang telah jelas disebutkan dalam al- 
Our'an, tetapi apabila tidak yakin akan mampu berbuat adil, haram hukumnya 
berpoligami. Adanya pernyataan bahwa poligami memudaratkan, hal itu 
karena pelaku poligami tidak berbuat adil sehingga ia akan dikenakan sanksi 
di akhirat kelak. Pernyataan ini dipandang normatif karena ulama yang 
menjelaskan poligami itu terkesan tidak ingin melihat atau mengaitkan 


! Auda, Magasid al-Shari ah, 162. 
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kenyataan yang terjadi di masyarakat khususnya perilaku orang-orang yang 
berpoligami. 

Contoh lainnya adanya pernyataan seorang ulama yang mengatakan 
bahwa al-Our'an menyuruh menikah itu langsung dua, tiga bahkan empat 
orang istri. Orang yang khawatir jika tidak dapat berbuat dalam berpoligami 
adalah orang penakut. Pernyataan ini dipandang tekstual karena memahami 
teks al-Gur'an secara apa adanya tanpa memberikan batasan-batasan atau 
tafsiran-tafsiran tertentu setidaknya penakut yang seperti apa dimaksudkan 
dalam al-Gur'an. Kedua contoh di atas telah dianalisis secara maksimal 
pada bab-bab sebelumnya dan dalam bahasan ini hanya dibutuhkan untuk 
menunjukkan adanya tipologi yang cenderung normatif dan tekstual pada 
sebagian kecil ulama Banjar. 

Tipologi tradisionalisme bermazhab ini memiliki kemiripan dengan 
cara kerja tipologi gaw/i dan ilhagi. Namun dalam tipologi gaw/i di samping 
digunakan untuk melakukan penelusuran pendapat pada beberapa mazhab, 
dapat pula hanya untuk satu mazhab sementara tradisionalisme bermazhab 
hanya untuk satu mazhab tertentu. Adapun kecenderungan bercorak seperti 
tipologi neo-literalisme atau lebih tepatnya tipologi normatif dan tipologi 
tekstual tampak memiliki kemiripan dengan tipologi gawl/i bayani. 

Namun di antara ulama Banjar lainnya di samping masih merujuk 
pada pendapat ulama terdahulu, tetapi mereka juga menggunakan metode- 
metode tertentu dalam menetapkan status hukum suatu persoalan, hanya 
saja cenderung bercorak tipologi normatif, sehingga ulama Banjar dalam 
kategori ini dipandang lebih dekat dengan tipologi gawli manhaji bayani. 


2.  Reinterpretasi Reformis 

Reinterpretasi reformis merupakan bagian dari tipologi modernisme. 
Bahasa lain dari tipologi reinterpretasi reformis adalah mazhab tafsir 
kontekstual atau mazhab tafsir tematik atau yang menurut Fazlur Rahman 
adalah interpretasi sistemik. Maksud dari tipologi ini adalah memahami al- 
Our'an secara menyeluruh dengan cara mencari dan mengkaji tema-tema 
tertentu untuk memperoleh pemahaman umum sebagai generalisasi dari 
ayat-ayat al-9ur'an yang dibaca.” 

Jika menyimak kembali pemikiran-pemikiran ulama Banjar sebelumnya, 
tampaknya ada model yang dilakukan seorang ulama Banjar sejalan dengan 
tipologi reinterpretasi reformis. Ulama Banjar ini membaca ayat poligami 


2 Tbid., 171-172. 
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tidak hanya terbatas pada al-Our'an, 4: 3 saja, tetapi menghubungkan pula 
pembacaannya kepada ayat lain yang berkaitan seperti al-Our'an, 4: 129. 
Hal ini menurutnya penting dilakukan agar masyarakat Muslim dapat lebih 
memperhatikan dan menyadari syarat-syarat serta ancaman akhirat bagi 
orang yang berpoligami yang justru akhirnya menimbulkan mudarat. Oleh 
karena itu bersama dengan ulama Banjar lainnya ulama ini tidak menyetujui 
poligami tersebut dilakukan pada masa sekarang. 

Tipologi reinterpretasi reformis ini tampak selaras bahkan sama 
dengan salah satu fitur metode analisis hukum yang dikemukakan Jasser 
Auda yaitu fitur wholeness bahwa dalam melihat tiap sesuatu harus berpikir 
utuh dan agar cara berpikir ini terwujud maka dilakukan dengan cara meng- 
hubungkan satu persoalan dengan persoalan lain yang memiliki tama yang 
sama, misalnya ayat dengan ayat yang lain sehingga dengan kajian induktif 
seperti dapat disimpulkan secara umum. 


3. Teori-teori Berdasarkan Kemaslahatan 

Sebagaimana reinterpretasi reformis, tipologi teori-teori berdasarkan 
kemaslahatan juga merupakan bagian dari tipologi modernisme. Tipologi 
teori-teori berdasarkan kemaslahatan ini lebih ditekankan untuk membuat 
teori baru yang didasarkan pada magasid al-shari'ah dan mengecilkan perhatian 
pada teori-teori (metode) usu! al-figh yang lain” Teori-teori berdasarkan 
kemaslahatan ini diilhami dari pemikiran Ibn “Ashur yang melihat bahwa 
selama ini para ulama mengabaikan magasid al-shari'ah dalam setiap 
penetapan hukum," sementara usu/ al-figh khususnya gawa'id usuliyah al- 
lughawiyah yaitu kaidah-kaidah kebahasaan mendapat perhatian yang 
besar, sehingga nuansa kebahasaan sangat kuat dalam kajian hukum Islam. 
Hal ini karena para ulama lebih banyak terpaku pada bahasa teks atau di- 
dominasi kajian-kajian bahasa sehingga tujuan yang menjadi alasan adanya 
hukum tersebut terabaikan. Akhirnya kemaslahatan universal sesungguhnya 
yang ingin dicapai pun menjadi tidak terwujud.” 

Pendapat ini tampaknya ingin mengemukakan bahwa dengan mem- 
berikan perhatian utama pada magasid al-shari''ah maka kemaslahatan 


? Ibid., 176. 

4 Muhammad al-Tahir ibn “Ashur, Alaysa al-Subh bi Oarib (Kairo: Dar al-Salam, 2006), 177. 

? Apa yang dikritik ibn “Ashur tampaknya tepat karena tidak sedikit dalam kitab-kitab usi/ a/- 
figh lebih didominasi oleh kajian kebahasaan. Beberapa di antaranya dapat dilihat dalam Al- 
Haramayin al-Juwayni, Matn al-Waragat (Riyad: Dar al-Sami'i, 1996), 8-13. Al-Durayni, a/- 
Manahij al-Usuliyah, 45, 51, 55, 61, 67, 79, 93, 123, 221, 375, 501, 507, 531. 
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menyeluruh dapat diwujudkan. Dalam hal ini Ibn “Ashur menekankan ada 
empat hal yang menjadi dasar untuk mencapai kemaslahatan umum. 
Keempat hal tersebut adalah al-fitrah (kesucian manusia), al-samahah 
(toleransi), a/-hurriyah (kebebasan) yang terikat dengan al-samahah dan al- 
hagg (kebenaran dan keadilan) yang di dalamnya ada hak-hak manusia. 
Dengan tercapainya kemaslahatan umum ini, maka ia juga merupakan 
perwujudan dari magasid al-shari'ah.' Berdasarkan upaya yang dilakukan 
Ibn “Ashur ini menimbulkan penilaian bahwa ia telah mengeluarkan magasid 
aksharf'ah dari usul al-figh dan di tangan Ibn “Ashur itulah magasid al- 
shari ah menjadi ilmu yang mandiri. ' 

Penilaian ini tampaknya tidak berlebihan karena Ibn “Ashur sendiri 
bermaksud merumuskan teori baru yang didasarkan pada magasid al- 
shari'ah tanpa menggunakan teori-teori usu/ al-figh. Namun demikian 
selayaknya magasid al-shari'ah tidak keluar dan lebih tepat tetap menjadi 
teori (metode) dalam usul al-figh. Di samping secara de jure dan de factoia 
merupakan bagian dari usu! al-figh, dalam tahap aplikasinya magasid al- 
shari'ah masih menggunakan teori-teori usul al-figh yang semuanya 
dikembangkan dan dihubungkan dengan magasid al-shari'ah seperti al-giyas 
dengan magasid, al-isithsan, al-maslahah, al-dhari'ah, al-“urf, al-istishab 
dan metode-metode lainnya yang selalu dikaitkan dengan magasid. ” 
Memisahkan diri dari usul al-figh tetapi tetap menggunakan sebagian dari 
metode dari usul al-figh sama artinya bukan memisahkan diri melainkan 
cenderung perebutan wilayah yang tentu tidak diinginkan dalam kajian 
hukum Islam. Apapun istilah yang digunakan, yang pasti hal tersebut adalah 
sebuah kekurangan yang sifatnya metamorphosis. 

Kekurangan yang dimaksud adalah di saat magasid al-shari'ah telah 
dapat dibuktikan sebagai metode kemudian memisahkan diri dari usul al- 
figh berarti sama seperti masa lalu ketika usu/ a/-figh hanya mengandalkan 
kaidah-kaidah kebahasaan (gawa'id usuliyah al-lughawiyah). Artinya 
keduanya sama-sama mengalami kerugian karena sebuah persoalan tidak 
selamanya dapat dipahami melalui kaidah-kaidah kebahasaan sehingga perlu 
mendapat sentuhan bahkan rekomendasi dari magasid al-shari'ah. Begitu 


6 “Ashur, Magasid al-Sharf'ah, 114, 259, 268, 329 dan 390. 

7 Muhammad al-Tahir al-Misawi, “al-Shaikh Muhammad al-Tahir ibn “Ashur wa al-Mashru 
al-ladhi lam Yaktamil”, dalam Muhammad al-Tahir ibn “Ashur, Magasid al-Shari ah al-Islamiyah 
(Yordania: Dar al-Nafa'is, 2001), 90. 

8 Umar, Magasid al-Shari ah, 80. 

? Auda, Magasid al-SharT ah, 236-243. 
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juga sebaliknya sebuah persoalan tidak selamanya dapat dipahami melalui 
magasid al-shari'ah tetapi di saat-saat tertentu perlu menyertakan kajian- 
kajian dari kaidah-kaidah kebahasaan. Hal yang hampir dipastikan bahwa 
magasid al-shari ah tidak dapat bekerja tanpa diawali sebelumnya oleh teks, 
sehingga kajian kebahasaan pun tidak mungkin dihindarkan. " 

Oleh karena itu tampaknya yang lebih tepat adalah menyatu dalam 
satu bagian (holistis) yang saling mengisi, memberikan tenaga dan kekuatan 
(sinergis) dalam payung ilmu usul al-figh, sehingga dapat mem-berikan 
pengaruh positif yang maksimal untuk kematangan usul al-figh sebagai 
metodologi penetapan hukum Islam. Di bagian lain, hukum Islam sebagai 
produk pun menjadi lebih kuat karena dihasilkan dari proses metodologi 
yang saling bersinergi. Jika pemikiran di atas dapat diterima dan apabila 
dikaitkan dengan cara sebagian besar ulama Banjar dalam menetapkan serta 
menjelaskan status hukum beberapa persoalan per-kawinan Islam yang 
menggunakan beberapa metode al-isithsan, al-maslahah, al-dhari'ah, konek- 
tivitas tematik bahkan pertimbangan etik, maka tipologi sebagian besar 
ulama Banjar adalah menggunakan teori-teori kemaslahatan. 

Adapun metode konektivitas tematik dan pertimbangan etik diakui 
secara formal tidak termasuk metode usul al-figh, tetapi di masa integrasi 
dan interkoneksi seperti saat ini tampaknya diperlukan kajian-kajian lain 
disertakan secara bersama-sama untuk menganalisis suatu persoalan hukum. 
Di samping itu kebutuhan terhadap metode baru berdasarkan magasid al- 
shari'ah telah dirasakan Ibn “Ashur (1296-1393 H/1879-1973)'' sejak 
dahulu, maka apapun nama metode tersebut asalkan dapat mewujudkan 
kemaslahatan maka ia termasuk mewujudkan kemaslahatan dengan catatan 
tetap dalam payung ilmu usul al-figh. Dengan demikian kedua metode di 
atas juga dapat dijadikan bagian dari tipologi teori-teori kemaslahatan. 


B. Implikasi Kajian sebagai Sebuah Tawaran 

Berdasarkan hasil pembacaan terhadap cara ulama Banjar menang- 
gapi beberapa persoalan perkawinan Islam, secara teoretis karya ini men- 
coba mengemukakan sebuah konsep tahapan-tahapan dalam pengkajian 
hukum Islam. Konsep ini disebut usul al-figh bi maslahat al-siyagiyah yaitu 
usul al-figh yang berbasis pada kemaslahatan kontekstual (melihat kondisi 


10 Lihat kembali bahasan gawa'id alusiliyah al-lughawiyah dan magasid al-shari'ah 
khususnya pada prinsip “/a tagsid illa bi dalil” di bab kedua yang menunjukkan bahwa keduanya 
tidak terpisah. 

H Al- Misawi, “al-Shaikh Muhammad al-Tahir ibn “Ashur , 13. 
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kekinian). Pemikiran ini didasari dari pemahaman bahwa setiap hukum yang 
ditetapkan, dipastikan bertujuan untuk kemaslahatan dan sekecil apapun 
kemaslahatan tersebut selama bertujuan untuk memelihara maksud-maksud 
syarak maka termasuk merealisasikan kehendak Allah dan tanpa meng- 
abaikan kondisi-kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. 

Agar kemaslahatan itu dapat dipertanggungjawabkan maka tahap- 
tahap yang dilakukan dalam pengkajian hukum Islam dilakukan secara 
gawli usuli. Maksudnya dalam mengkaji persoalan hukum Islam, terlebih 
dahulu melakukan penelusuran terhadap pendapat-pendapat ulama di ber- 
bagai referensi yang kemudian persoalan tersebut dikaji lagi secara usuli 
yaitu melalui metode-metode usul al-figh atau apapun nama metode 
tersebut asalkan berorientasi untuk mencapai kemaslahatan menyeluruh. 
Semuanya dilakukan secara sinergis, sistemis dan holistis yaitu lebih 
menonjolkan penggabungan antar metode dan bergerak bersama sebagai 
suatu sistem yang tidak terpisahkan dalam memandang suatu persoalan. 
Pentingnya melakukan penelusuran ini karena pendapat-pendapat ulama di ber- 
bagai referensi dapat dijadikan baik sebagai pedoman dalam berpendapat, 
sebagai tanda ketersambungan ilmu, sebagai bahan perbandingan (mugaranah) 
atau bahkan sebagai objek analisis yang hasilnya dapat dijadikan untuk 
memperkuat hasil kajian atau mengkritisinya yang disertai dengan berbagai 
alasan dan metodologi yang cukup sesuai dengan kajian usuli. 

Karya ini juga mengemukakan tipologi ulama Banjar yang terbilang 
unik. Sebagian kecil dari ulama Banjar berada pada tipologi tradisionalisme 
bermazhab yaitu bagian dari tipologi tradisionalisme, sementara sebagian 
besar lainnya berada pada tipologi reinterpretasi reformis dan tipologi teori- 
teori berdasarkan kemaslahatan, yang keduanya bagian dari tipologi 
modernisme. Sebagian besar ulama Banjar ini melakukan lompatan jauh 
meninggalkan ulama yang berada di tipologi tradisionalisme bermazhab 
semata. 

Disebut unik karena ulama dalam dua tipologi itu di samping masih 
berpegang pada pendapat ulama terdahulu, tetapi mereka melanjutkan 
untuk menjelaskan lagi melalui perspektif mereka masing-masing. Dalam 
memberikan penjelasan ini mereka menggunakan metode-metode tertentu 
baik metode yang identik atau pun langsung menggunakan metode usul al- 
figh. Keunikan lainnya sebagaimana diketahui bahwa ulama Banjar dalam 
buku ini adalah mereka yang hidupnya di majelis taklim dan pesantren. 
Namun ternyata dari cara mereka menanggapi beberapa persoalan hukum 
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perkawinan Islam, sebagian besar memperlihatkan corak berpikir sebagai 
Muslim kosmopolitan. Kemajuan pemikiran ulama Banjar ini secara 
langsung menunjukkan pula adanya kemajuan pada pemikiran hukum Islam 
khususnya usu! al-figh sebagaimana konsep yang disampaikan sebelumnya. 

Selanjutnya secara praktis implikasi kajian ini menunjukkan bahwa 
pendapat ulama Banjar tentang pencatatan akad nikah dapat menjadi syarat 
atau rukun akad nikah berimplikasi pada praktik poligami yang cenderung 
tidak memperhatikan syarat-syarat sehingga dapat dijadikan bahan pertim- 
bangan kembali oleh pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia dan para 
legislator serta pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi hukum perkawinan 
Islam Indonesia. Ulama-ulama Banjar yang menyetujui pencatatan akad nikah 
menjadi syarat atau rukun dan kurang menerima pemberlakuan poligami di 
zaman sekarang dapat mengkampanyekan hal tersebut kepada masyarakat 
luas melalui panggung-panggung majelis taklim masing-masing. 

Di antara ulama Banjar ada yang masih berada di tipologi 
tradisionalisme. Suatu saat sangat dimungkinkan gaya berpikir ini akan 
berubah sehingga upaya ini perlu dilakukan secara terus menerus beserta 
adanya dukungan dari ulama lainnya dan termasuk kalangan ulama akademisi. 
Usul al-figh bi maslahat al-siyagiyah ini dapat langsung digunakan oleh 
para ulama yang berkompeten untuk melakukan kajian yang sinergis, 
sistemik, holistik atau oleh para pemula seperti mahasiswa yang dibimbing 
langsung sebagai bentuk latihan dalam menyelesaikan persoalan sehingga 
disebut “belajar menjadi mujtahid”. 

Betapa pun kajian ini dilakukan dengan serius dan maksimal tetapi 
dipastikan adanya kekurangan baik disadari sejak awal ataupun hal-hal yang 
tidak terpikirkan. Oleh karena itu sebelum mengakhiri tulisan ini ada 
beberapa hal yang sempat terbaca menjadi kekurangan buku ini. Beberapa 
hal tersebut adalah kalangan ulama akademisi dari perguruan tinggi Islam di 
Kalimantan Selatan belum bisa dimasukkan sebagai sumber data karena 
menyesuaikan dengan karakteristik yang telah ditentukan. Di antara 
akademisi ini sangat dimungkinkan memiliki pemikiran yang berbeda atau 
bahkan berpikir post modernisme. Oleh karena itu dipandang perlu adanya 
kajian khusus untuk kalangan ulama akademisi dengan karakteristik tertentu. 

Data yang digali dari beberapa ulama Banjar ada yang kurang 
maksimal dilakukan karena faktor kesibukan ulama tersebut dan banyaknya 
antrian tamu yang datang untuk menemui mereka, sehingga waktu yang 
dimiliki untuk menggali data pun terbatas bahkan dibatasi. Di samping itu 
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di antara ulama Banjar ada yang terkesan irit berbicara dan ada pula yang 
memberikan jawaban secara singkat, sementara di sisi lainnya penulis 
merasa segan untuk bertanya lebih detil kepada ulama yang dimaksud 
karena khawatir menimbulkan kesan tidak nyaman. 
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Itulah hasil kajian terhadap pemikiran hukum ulama Banjar terkait 
dengan persoalan-persoalan perkawinan di dalam masyarakat Islam. 
Berkaitan dengan pencatatan akad nikah, ulama Banjar terbagi kepada tiga 
kelompok. Kelompok pertama menyatakan pencatatan akad nikah tidak 
dapat menjadi salah satu syarat atau rukun akad nikah karena di samping 
tidak memiliki dasar nas, pencatatan juga berada di luar pelaksanaan akad 
nikah. Selain itu syarat atau rukun akad nikah tidak memerlukan penam- 
bahan. Kelompok kedua menyatakan pencatatan akad nikah adalah wajib 
dan kewajiban ini harus ditetapkan oleh pemerintah, sementara masyarakat 
Muslim diwajibkan mentaati peraturan yang dibuat. Kendatipun demikian 
kewajiban pencatatan akad nikah tetap berada di luar syarat atau rukun 
akad nikah. Kelompok ketiga menyatakan pencatatan akad nikah layak 
menjadi bagian dari syarat atau rukun akad nikah. Namun ketentuan ini 
harus ditetapkan melalui ijtihad jama7 ulama Indonesia yang kemudian 
dirumuskan dan ditetapkan secara tegas oleh pemerintah. 

Berkaitan dengan poligami pada zaman sekarang, ulama Banjar 
terbagi kepada tiga kelompok. Kelompok pertama menerima poligami 
dengan tidak terlalu menekankan pada persyaratan bahkan terlihat cukup 
longgar. Kelompok kedua menerima poligami dengan berbagai persyaratan 
yang cukup ketat bahkan sangat ketat. Mereka baru membolehkan sese- 
orang untuk berpoligami apabila syarat-syarat yang ditentukan secara yakin 
dapat dipenuhi. Kelompok ketiga ialah yang menolak pemberlakuan poli- 
gami karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu dan juga melihat 
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kondisi-kondisi di zaman sekarang. Kendatipun poligami itu masih bisa 
ditolerir, tetapi harus dalam kondisi darurat dengan persyaratan yang ketat. 
Berkaitan dengan cerai di luar pengadilan, pada dasarnya ulama 
Banjar mengakui besarnya kemaslahatan jika perceraian diproses di 
pengadilan agama. Namun apabila terjadi di luar pengadilan, perceraian pun 
dipandang jatuh. Pengadilan hanya mengikuti ketetapan perceraian yang 
telah terjadi, baik dari jumlah terjadinya perceraian pada seseorang ataupun 
waktu terjadinya perceraian, sehingga penghitungan masa idah dapat 
dihitung sejak terjadinya perceraian tersebut. Versi lain dari sebagian kecil 
ulama Banjar, walaupun mereka memandang sah perceraian di luar 
pengadilan, tetapi lebih menganggap tepat jika dilakukan di pengadilan, 
karena kemaslahatannya sangat banyak. Sikap ulama ini sebenarnya 
menunjukkan bahwa mereka mengakui dan mengikuti proses yang dilaku- 
kan di pengadilan baik dalam menetapkan jumlah atau waktu perceraian. 
Berkaitan dengan idah, ulama Banjar menyatakan bahwa perempuan 
wajib menjalani masa idah sampai berakhirnya masa tersebut. Perempuan 
yang menikah di masa idah hukumnya haram karena idah di samping 
sebagai kewajiban ta abbudiyah (dijalani secara mutlak) juga adanya idah 
ini karena adanya akad nikah dan etika pada pasangan. Akad nikah yang 
dilakukan di masa tidak sah dan wajib dibatalkan. Adapun laki-laki menurut 
ulama Banjar tidak memiliki masa idah. Ja dapat langsung menikah dengan 
perempuan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun di antara ulama 
Banjar lainnya ada yang berpandangan bahwa lebih etis seorang suami 
meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya yang baru dicerai dalam talak 
raj'T jika ingin menikahi perempuan lain, karena selama masa idah perem- 
puan tersebut (istri yang baru dicerai) masih berstatus sebagai istrinya. 
Metode penetapan hukum yang digunakan ulama Banjar dalam 
menanggapi beberapa persoalan perkawinan di atas lebih bervariasi, ada 
yang menggunakan salah metode, tetapi ada pula tidak menggunakannya. 
Namun secara umum hal ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, 
walaupun harus diakui pula bahwa pengelompokan ini tidak mutlak 
menunjukkan jati diri setiap individu ulama Banjar, sebab di satu sisi ia 
berada di kelompok yang satu tetapi di sisi yang lain berada di kelompok 
lainnya. Kelompok pertama adanya kecenderungan menjadikan fatwa ulama 
di berbagai kitab sebagai referensi utama. Di samping itu adanya sejumlah 
ulama Banjar membuat diferensiasi terhadap urusan hukum Islam dengan 
hukum negara. Kelompok kedua, adanya juga menjadikan fatwa ulama di 
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berbagai kitab sebagai referensi, tetapi tidak berhenti sampai di situ, 
melainkan melanjutkan kajiannya secara usu/i. Hal ini seperti mencari 
persamaan hukum (analogi), mencari yang terbaik untuk melihat ke- 
maslahatan dan kemudaratan, membuat pola konektivitas tematik, melihat 
dari media terbentuknya hukum dan menyertakan pertimbangan etika. 

Selanjutnya berkaitan dengan alasan atau latar belakang ulama Banjar 
menggunakan metode-metode tersebut terbagi kepada alasan metodologis 
dan alasan internal serta eksternal. Hal-hal yang menjadi alasan metodo- 
logis adalah di antara ulama Banjar ada yang memandang bahwa pendapat 
ulama di berbagai kitab dipandang lebih tinggi, bahkan menyerupakan 
seperti aturan agama sehingga ia pun lebih tinggi dari aturan negara. 
Pandangan seperti ini secara metodologis menjadi bagian metode gawli 
bayani. Alasan lainnya kendatipun sebagian ulama Banjar ada yang merasa 
terikat pada persyaratan ijtihad yang menjadi bagian metode gawli manhaji 
bayani tetapi sebagian lainnya juga menyadari pentingnya perubahan demi 
kemaslahatan menyeluruh yang menjadi bagian metode gawli giyasi - 
istislahi. Selanjutnya hal-hal yang men-jadi alasan internal dan eksternal 
adalah karena latar belakang sosial keluarga, latar belakang sosial masya- 
rakat Banjar dan latar belakang keilmuan masing-masing. Tipologi metode 
ulama Banjar sendiri ada yang berada di tipologi tradisionalisme bermazhab 
(gawli bayani dan gawli manhaji bayani), ada pula berada pada tipologi 
reinterpretasi reformis dan teori-teori kemaslahatan (gawli giyasi - istislahi). 

Berkaitan dengan kesimpulan di atas maka yang perlu direkomen- 
dasikan dari hasil kajian ini bahwa wawasan terhadap perkembangan hukum 
Islam sangat penting diketahui dan dipahami, terlebih lagi persoalan- 
persoalan hukum Islam kontemporer atau persoalan klasik yang memiliki 
keterkaitan dengan zaman sekarang, sehingga ketika memberikan pendapat 
tidak hanya dari khazanah klasik. Pemahaman dan penguasaan terhadap 
persoalan yang dihadapi sangat penting dipelajari terlebih dahulu sehingga 
pendapat-pendapat yang disampaikan tidak normatif dan melangit tanpa 
melihat kenyataan di masyarakat. Pemahaman itu setidaknya di seputar apa 
yang menjadi masalah dalam suatu persoalan, mengapa ia menjadi masalah 
dan bagaimana agar masalah itu dapat diatasi sehingga kemaslahatan pun 
dapat diperoleh. 

Dalam berpendapat hendaknya jika mengutip pendapat ulama terdahulu 
juga diiringi dengan berpikir kritis dan perlu dikaji kembali dengan 
menggunakan metode-metode dalam ilmu usul al-figh ataupun metode yang 
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identik lainnya. Selain itu modal utama yang tidak boleh diabaikan adalah 
berpikir kontekstual sehingga pendapat hukum yang disampaikan menjadi 
lebih arif dan menjadi solusi di berbagai kalangan. Berbagai faktor diakui 
ikut membentuk seseorang untuk menjadi seperti yang ada saat ini, tetapi 
sebagai orang besar harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan 
kontekstual, sehingga dapat membuat sejarah tentang pembentukan sosio- 
kultural masyarakat yang baru. Tentunya semua itu mesti didukung adanya 
kajian dan pelatihan menggunakan usul al-figh bi maslahat al-siyagiyah 
(usul al-figh yang berbasis pada kemaslahatan kontekstual) sangat penting 
dilakukan untuk mengkaji persoalan-persoalan yang berkembang. 
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kemaslahatan tersebut selama bertujuan untuk memelihara 
maksud-maksud syarak maka ia termasuk merealisasikan 
kehendak Allah. Hal ini menunjukkan usul al-figh yang 
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menanggapi berbagai persoalan hukum yang bermunculan. 
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tahap-tahap yang dilakukan dalam pengkajian hukum Islam 
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